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Sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, perilaku 
kehidupan kaum Muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah 
diatur oleh hukum Islam. Dinamika kehidupan bermasyarakat 
merupakan ciri adanya perubahan. Tidak ada suatu masyarakat 
yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa, sejarah 
peradaban manusia telah membuktikan adanya perubahan yang 
konstan dan bergerak maju dalam masyarakat. Melalui daya 
karsa, daya rasa dan daya cipta, manusia menciptakan benda- 
benda budaya sebagai hasil kreasi mereka. 


Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat jika 
diamati dapat terjadi dalam bermacam-macam bentuk. Ada 
perubahan yang terjadi secara lambat (evolusi) dan ada juga 
perubahan cepat (revolusi). Perubahan lambat terjadi dengan 
sendirinya sebagai akibat adaptasi masyarakat dengan kondisi 
lingkungannya. Hal demikian berbeda dengan perubahan 
cepat yang muncul karena telah direncanakan. Dalam kondisi 
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tersebut, masyarakat membutuhkan solusi hukum yang tidak 
saja bersandar pada akar historisnya tetapi juga memiliki 
dimensi kontekstual. Qiyas dalam kondisi tersebut menjadi 
pranata yang memiliki posisi strategis di Ormas NU. Qiyas 
menjadi solusi terjadinya fluktuasi antara kebutuhan ijtihad 
hukum yang kontekstual dan mampu bersinergi dengan 
kebutuhan masyarakat NU. 


Oiyas di NU kemudian menjadi pola ijtihad sekaligus 
bermadzhab yang dilakukan oleh NU, baik bermadzhab secara 
gauli maupun manhaji. Akan tetapi sebenarnya, mayoritas 
ulama NU hanya memegang dan mempelajari manhaj imam 
Syafi'i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan yang menjadi rujukan 
dan kurikulum pesantren yang diasuhnya. Kitab-kitab seperti 
Waragat, Hujjah al-Wushul, Lamu al-Jawami', al-Mushtasyfa, 
al-Asybah wan al-Nazha'ir dan lain-lain banyak dijumpai 
pada koleksi kepustakaan mereka dan dibaca (diajarkan) 
di beberapa pesantren. Namun, akibat perkembangan dan 
rumitnya persoalan-persoalan hukum baru yang dipertanyakan 
komunitas warga NU telah memotivasi para kyai muda NU 
untuk bukan hanya “terhipnotis” mencari “ibarah dalam 
literatur-literatur klasik yang diakui keabsahannya, tetapi lebih 
dari itu, mereka mulai “berani” mengkritisi karya-karya ulama 
terdahulu (kitab-kitab kuning). 

Atas dukungan KH. Sahal Mahfudh dan KH. Imron 
Hamzah, para kyai muda mengadakan mudzakarah dengan tema 
“Telaah Kitab Secara Kontekstual” di Pondok Pesantren Watu 
Congol-Muntilan-Magelang Jawa Tengah (15-17 Desember 
1988). Muzakarah (seminar) ini menjadi momentum penting 
menghasilkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut, pertama, 
memahami teks kitab harus dibarengi dengan konteks sosial 
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historisnya; kedua, mengembangkan kemampuan observasi 
dan analisis terhadap teks kitab; ketiga, memperbanyak 
muqabalah (perbandingan) dengan kitab-kitab lain; keempat, 
meningkatkan intensitas diskusi intelektual antara pakar disiplin 
ilmu terkait dengan materi yang tercantum dalam kitab klasik; 
dan kelima, menghadapkan kajian teks kitab klasik dengan 
wacana aktual dan bahasa yang komunikatif. 


Buku berjudul “METODOLOGI HUKUM ISLAM; 
Telaah Qiyas dalam Fatwa Hukum NU” ini merupakan kajian 
komprehensif dinamika aktual hukum Islam di Indonesia. 
Penulisan buku ini juga bertujuan mengembangkan khazanah 
keilmuan di bidang hukum dan hukum Islam, sehingga 
memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 


Kendati sudah mengupayakan untuk menjadikan buku 
yang sempurna, namun hadirnya kekurangan dari sajian 
buku ini semoga merupakan celah bagi para pembaca untuk 
memberikan masukan-masukan positif demi berkembangnya 
dialektika metodologi Hukum Islam yang lebih ideal di 
masa depan. Dengan paradigma yang demikian, diharapkan 
aplikasi dan aktualisasi Metodologi Hukum Islam di Indonesia 
menghasilkan kajian yang komprehensif, orisinil sekaligus 
kontekstual dalam memberikan solusi bagi bangsa dan 
perkembangan masyarakat. Kepada penerbit, penulis sampaikan 
banyak terima kasih, semoga penerbitan buku ini bermanfaat 
dan teriring do'a Ihdinashirotol mustaqiem, Jazakumullah 
Khairan Katsiran. 


Indragiri Hilir, Oktober 2018 
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PENDAHULUAN 


A. Latar Belakang 


Istilah Qiyas biasa digunakan dalam beberapa disiplin 
kajian keislaman yang berbeda, di antaranya hukum Islam, 
bahasa, kalam/teologi, dan logika/filsafat. Dalam kajian hukum 
Islam, Qiyas ditempatkan pada posisi keempat dari urutan dalil 
hukum, Alqur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Qiyas lahir paling 
belakang, ia dianggap sebagai prinsip, dasar atau sumber hukum 
yang keempat, seperti sumber-sumber lainnya. Sebenarnya 
Oiyas adalah salah satu cara ijtihad dan bukan sebagai sumber 
hukum seperti yang digambarkan pada keempat perangkat teori 
hukum di atas." Alasannya adalah ia bukan hujjah (otoritas) 


| Para ahli ushal al-fiqh membedakan antara dalil dan sumber hukum. Sumber 
merupakan wadah yang darinya hukum diambil. Sedangkan dalil hanya merupakan 
petunjuk dimana letak keberadaan hukum. Dengan demikian al-Qur'an dan sunnah 
dapat disebur dengan sumber sekaligus dalil, sedangkan ijma dan qiyas hanya dapat 
disebut dalil. Penjelasan lebih lanjut lihat Muhammad Hasyim Kamali, The Principles 
of Islamic Jurisprudence, (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1991), hlm. 30., 
Amir Syarifuddin, Ushal Fiqh, jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 
44. Namun Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi kompromis, di mana sumber 
hukum berarti “Dalil Shara yang dengannya hukum-hukum Syar'iyyah digali”. Maka 
dengan demikian ungkapan sumber dan dalil tidak konfrontatif. Lihat Wahbah al- 
Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), Juz I, hlm. 401. 


dan bukan pula sumber yang berdiri sendiri. Ia merupakan 
proses ijtihad yang sistematis untuk mengungkap ketetapan 
hukum. Ia sepenuhnya bergantung pada sumber hukum yang 
lain, baik al-Qur'an maupun sunnah. Terkadang ia didasarkan 
pada Ijma, yang juga mencari dukungan pada kedua sumber 
tersebut. Dengan demikian semua sumber tersebut saling terkait 
dan pada dasarnya merujuk pada satu sumber, yaitu al-Qur'an. 
Sedangkan fungsi Qiyas dalam ushul al-figh untuk memperluas 
hukum yang secara tekstual tidak terdapat dalam Al-Qur'an 
dan Sunnah. Karena tidak semua persoalan yang terjadi ada 
penjelasannya secara tekstual di dalam Alqur'an dan Sunnah. 


Dilihat dari fungsi Qiyas inilah al-Shafi'i sejak semula 
mengatakan bahwa Oiyds adalah ijtihad itu sendiri (okl Le 
Jol Gaal) . Artinya, Oiyis tidak bisa terjadi apabila ada hukum 
yang pasti dari al-Qur'an atau al-Sunnah, karena hukum dari 
keduanya harus diikuti. Sedangkan apabila tidak terdapat 
hukum pasti dari keduanya, maka seseorang harus melalui jalan 
yang benar dalam memperoleh pengetahuan akan ketetapan 
hukumnya yaitu dengan menggunakan petunjuk (al-dilalah). 
Menggunakan petunjuk hukum dengan segala perangkatnya 
disebut dengan ijtihid, dan ia tidak bisa dilakukan kecuali ada 
petunjuk itu sendiri yaitu Oiyas. Oleh karena itu Oiyds adalah 
ijtihad dan ijtihad itu adalah mengoperasikan Qiyas. Tentang 
hal ini al-Shafi'i menjelaskan: 


Ae Bagai Vaai ahl Jama Jen Vai JL ea 
GH Jaten le YA Ab arm Aan Ko an as OBT! 
“ekal lee a 

* Muhammad bin Idrisi I-Sysyafri, Al-Risalah (Beirut: Daru I-Kutubi I-Tlmiyyah, 


tanpa tahun), hlm.477. 
3 Ibid. 
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Dalam disiplin bahasa Arab, Qiyas ditempatkan pada 
posisi ketiga dalam deretan urutan dalil dalam cabang ilmu 
ini, yaitu al-ssam@' atau al-riwayah, ijma, dan Qiyas. Fungsi 
Oiyas dalam hal ini untuk memperluas kalam Arab dengan 
cara meng-giyas-kan pada pola bahasa yang ada. Ibn Anbari (w. 
557 H) mendefinisikan Qiyas sebagai “membawa (haml) far” 
kepada ashl karena ada “illat dan memberlakukan hukm ashl 
kepada cabang tersebut.“ Dengan kata lain ketetapan hukum 
bagi kasus cabang (far) didasarkan pada ketetapan hukum 
kasus pokok (ashl) karena ada sifat yang menghubungkan 
(washf jami’) antara keduanya. Definisi Ibn Anbari ini terkesan 
mirip dengan definisi yang umum dalam ilmu Hukum Islam, 
seperti yang diungkapkan al-Amidi, dengan mengutip pendapat 
Abu Husain al-Basri, mengemukakan definisi Qiyas sebagai 
“penerapan hukum ashl kepada far karena ada kesamaan ‘illah 
antara keduanya” 

Walaupun secara teknis tidak sama persis, kemiripan Oiyas 
dalam ilmu logika juga terlihat jelas dengan pandangan dua 
disiplin di atas.” Dalam ilmu logika, yang merupakan salah satu 


4 Kamaluddin Abi Barakat ibn Anbari, luman I-Adillah, (ttp, 1988), hlm. 93. 
Bandingkan dengan Said al-Afghani, Fi Ushuli I-Nahwi, (Beirut: Al-Maktab Al- 
Islami, 1987), hlm. 78. 

5 Saifuddin Abi Hasani I-Amidi, Al-Ihkam fi Ushuli I-Ahkam, (Beirut: Daru I-Fikr, 

2003), juz II, hlm. 126. Definisi senada hanya berbeda redaksi ada pada hampir 

seluruh ahli ushil dari berbagai kalangan, misalnya ibn Qudamah (salah seorang 

pemuka Hanabilah), mendefinisikan dengan : “menetapkan hukum yang serupa 
terhadap sesuatu yang lain karena terdapat kesamaan Silat”, lihat. Abdu I-Karim 
bin “Ali bin Muhammadi I-Namlah, Ithdfu dzawi I-Bashairi bi Syarbi Raudhautu 

I-Naziri fi Usholi I-Fighi alâ Madzhabi I-Imami Ahmada bin Hambali, Vol.7 (Riyadh: 

Daru I-Asimah, 1996), hlm. 28., di kalangan mazhab Hanafi, ada Ibn Hajib yang 

mendefinisikan dengan “kesamaan hukum furw dengan Ashl karena terdapat 

kesamaan 'illat” lihat. Muhammad bin Mahmud bin Ahmad al-Baberti Al-Hanafi, 

Al-Rudiid wan I-Nugid: Syarh Mukhtashari Ibni I-Hajib, vol. 2 (Riyadh: Maktabatu 

I-Rusyd Nasyirun, 2005), hlm. 456. 

Kemiripan tersebut tidaklah aneh karena muara dari disiplin ilmu keislaman adalah 

bahasa arab. Lihat, “Struktur logika dalam teori hukum Islam (telaah atas teori giyas 
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cabang filsafat, Qiyas dipahami sebagai “menetapkan sesuatu 
serupa dengan sesuatu yang lain,” Dalam ruang yang lebih 
teknis, ia beroperasi pada penetapan terhadap sesuatu yang 
inderawi, yang diperoleh dari dua premis. Pada setiap premis 
tersebut harus ada petunjuk yang sama, sehingga dapat ditarik 
hukum afirmatif ataupun negatif. Pembuktian yang meyakinkah 
hanya dapat diperoleh dengan cara membuat penalaran 
berdasarkan Qiyas yang akurat." 


Persamaan di atas akan terus berlanjut pada kajian lanjutan 
dalam sistem penalaran masing-masing disiplin. Sehingga 
pelacakan latar belakang persamaan tersebut dalam ranah 
historis dirasa perlu ditelusuri. Dengan demikian akan terlihat 
hubungan, perbedaan, persamaan, dan independensi setiap 
bidang. 

Lebih jauh dalam kajian hukum Islam, perbedaan pendapat 
tentang Oiyis terjadi dalam hal penilaian keabsahan Qiyas untuk 
dijadikan sebagai salah satu metode untuk mengistinbathkan 
hukum dalam Islam. Mayoritas ulama menerima Qiyas sebagai 
salah satu metode ijtihad, walaupun dengan tingkat penerimaan 
yang berbeda. Tetapi Ibn Hazm menolak Oiyas untuk dijadikan 
metode istinbath dalam hukum Islam. Sesungguhnya perbedaan 
pandangan terhadap kehujjahan Qiyas terpulang pada seberapa 
banyak peran ra'y, atau akal dalam menentukan hukum yang 
tidak terdapat ketetapannya dalam nash, yang pada gilirannya 
memunculkan kualifikasi sah dan tidaknya penggunaan Oiyis. 


dan double movement)” dalam www.scribd.com/doc/61739646/struktur-logika- 
dalam-teori-hukum-islam. (25 desember 2011) 
Ahmad al-Damanhuri, Syarhu Idhahi I-Mubham, (Singapura: al-Haramain, tanpa 
tahun), hlm. 12. 
Muhammad bin Abd al-Karimi I-Sysyahrastani, al-Milal wa I-Nnihal, (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), juz III, hlm. 542. 


/ 4 Dr.H.Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


ma 


œ 


Adalah mengherankan pada seorang Ibn Hazm, yang 
merupakan salah satu tokoh dan ahli logika, ia justru menolak 
Qiyas.” Ada beberapa alasan mengapa ia menentang penggunaan 
Oiyas dalam hukum. Ia mengakui penggunaan Qiyas dalam 
ilmu fisika, tetapi tidak dalam ilmu-ilmu keagamaan, terutama 
hukum Islam. Sebagai seorang ahli logika ia mempunyai 
pemikiran yang mendalam tentang Alguran dan menemukan 
hanya ada tiga sumber hukum: Alguran, Al-Sunnah dan Ijma. 
Ia berpendapat bahwa umat Islam tidak dituntut untuk mencari 
sebab-sebab perintah Tuhan. Jika seseorang mengambil sebab 
suatu ketetapan hukum dan menganggap bahwa itu juga yang 
dikehendaki oleh Tuhan, hal itu merupakan keputusan yang 
sewenang-wenang. Jika pintu sebab-akibat, aturan-aturan 
syari'ah terbuka, maka akan banyak terjadi perselisihan di antara 
manusia dan kekacauan akan melanda hukum. Menurutnya, 
dalam hukum tidak ada ruang bagi akal sama sekali. Hukum 
didasarkan pada nash yang diwahyukan Tuhan." 


Ia menganggap bahwa logika dan hukum adalah dua 
ilmu yang terpisah, dan merupakan kesalahan yang besar 
menyamakan satu dengan lainnya. Dalam logika, sarana- 
sarana untuk memperoleh pengetahuan adalah persepsi indera, 
penyelidikan dan sebab-sebab. Sedang dalam hukum sarana 
untuk memperoleh pengetahuan adalah wahyu. Ada perbedaan 
besar antara objek yang tidak terlihat (mughibat) dengan objek- 
objek fisik (thabi'iyyat). Benar bahwa hasil keduanya kadang- 
kadang bertepatan. Tetapi seseorang tidak boleh tertipu oleh 
ketepatan ini, karena premis kedua ilmu itu berbeda. Karena 


? Penolakan ibn Hazm tehadap giyas ia bentangkan dalam bukunya Al-Ihkam fi ushali 
I-Ahkam, (Beirut: Daru I-Kutubi I-Tlmiyyah, tt) dan bukunya tentang logika, al- 
Tagrib li Haddi I-Mantig, (Beirut: Dar al-Fikr, tt). 

1 Abu Muhammad Ali ibn Hazm, Al-Ihkam... hlm. 515. 
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itu, syariah tidak boleh disamakan dengan ilmu-ilmu kealaman. 
Syari'ah didasarkan pada premis-premis yang diambil dari 
Aluran, sunnah dan Ijma ulama." 


Mayoritas ahli hukum menerima keberadaan Oiyis sebagai 
sumber dan dalil hukum dengan mendasarkan pada alasan 
nagliyyah dan 'agliyyah.” Di sini penulis hanya memaparkan 
jawaban Muhammad Abu Zahrah, sebagai sanggahan orang 
yang menolak Oiyis, yaitu: “... (dengan demikian) mereka telah 
menetapkan (hukum) bahwa air kencing manusia adalah najis 
karena ada nash dan air kencing babi suci karena tidak terdapat 
nash yang membicarakan masalah ini... Hemat penulis, 
perbedaan pandangan tersebut terjadi hanya dalam wacana 
teoritis yang akan berhenti pada tarik ulur penggunaan istilah 
yang ingin diajukan oleh setiap aliran pemikiran dan akan 
terhenti bila berhadapan dengan masalah praktis dan kasuistik. 
Oleh karena itu perlu diadakan pengamatan yang mendalam 
atas setiap bangunan teoritis tersebut, untuk kemudian pada 
gilirannya dapat terhubung secara sinambung dalam masalah 
yang bersentuhan langsung dengan peristiwa-peristiwa hukum 
yang terjadi di masyarakat. 


Pemetaan terhadap Oiyis tidak berhenti hanya pada 
menerima dan menolak. Dinamika yang mewarnai 
perkembangan metodologi ini lebih banyak dipengaruhi oleh 
intensitas penerimaan terhadapnya. Dalam hal ini, berbagai 
tema didiskusikan secara intensif, seperti menetapkan 


1 Abi Muhammad Ali ibn Hazm, Al-Tagrib... hlm. 144, 163, 170 dan 202. 

2 Sejumlah bukti dipaparkan cukup panjang dapat dilihat dalam Wahbah al-Zuhaili, 
Ushul..., hlm. 591-597.: Badruddin Muhammad bin Bahadur bin Abdullah al- 
Zarkasyi, al-Bahru I-Muhit fi Ushul al-Fiqh, vol.5 (Kuwait: Dar al-Safwah, 1992), 
hlm.16-21., 

B Muhammad Abu Zahrah, Ushal al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1973), hlm. 217. 
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definisi, memberikan klasifikasi, macam-macam, dan tata cara 
merumuskan hukum berdasarkan Qiyas, seluruhnya memiliki 
bagian yang diperdebatkan." 


Gejala pemikiran di atas tidak terjadi di Indonesia, dalam 
bentuk tema secara khusus. Namun demikian, kita juga tidak 
bisa mengabaikan fakta bahwa telah ditetapkan berbagai 
keputusan hukum/fatwa, baik dari perseorangan maupun 
kelompok/organisasi. Kenyataan ini secara apriori mengajak kita 
untuk percaya bahwa telah terjadi pergolakan pemikiran yang 
besar mengiringi proses ditetapkannya putusan-putusan/fatwa- 
fatwa tersebut. 


Mohammad Atho Mudzhar melaporkan maraknya kegiatan 
penggalian hukum yang kemudian difatwakan oleh individu 
atau kelompok. Dengan pemetaan yang ia anggap menjadi 
tren pemikiran hukum Islam yang terjadi pada abad 19, yaitu 
Negara-Negara yang menganggap Syari'at merupakan hukum 
dasar, dan negeri-negeri yang menerima hukum sekuler secara 
utuh. Akibat dari kedua tren ini bertolak belakang, satu sisi 
aktivitas pemikiran hukum terus berlanjut, sedangkan sisi yang 
lain tidak massif atau bahkan terhenti. Indonesia digolongkan 
pada tren yang ketiga yang berusaha mencapai kompromi antara 
kedua wilayah hukum tersebut. Dalam bentuk ini, kedua sisi 
hukum diterima dan diterapkan dalam waktu bersamaan. " 


Terhadap pemetaan yang ketiga ini Atho Mudzhar 
menyebut. “dapat diharapkan berjalan terus serta merupakan 


M Ahmad Hasan secara khusus mendedikasikan salah satu karyanya tentang masalah 
yang didalamnya secara rinci menjelaskan beragam pemetaan pemikiran yang 
berbeda dari -hampir- seluruh materi . Lihat: Ahmad Hasan, Penalaran Analogis di 
dalam Hukum Islam, terj. Widyawati, (Bandung: Pustaka, 2001). 

$ Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi 
tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, edisi DwiBahasa, terj. 
Soedarso Soekarno (Jakarta: INIS,1993), hlm. 3. 
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gejala yang sangat penting bagi perkembangan pemikiran hukum 
Islam”. Meskipun kemudian dalam laporannya, Atho Mudzhar 
membuktikan bahwa pemikiran hukum di Indonesia lebih 
didominashi dan dipengaruhi oleh pemikiran fiqh mazhab 
Syafi'i.” Produk pemikiran hukum di Indonesia secara umum 
sebagaimana juga dalam tradisi fiqh di berbagai zaman dan 
tempat- dikenal dengan fatwa. 


Di Indonesia, fatwa hanya dilakukan oleh ulama atau fuqaha 
secara perorangan, hingga memasuki kuartal ke-2 abad 20. 
Adalah Nahdatul Ulama pada tahun 1926, memberikan fatwa 
secara organisatoris, disebut sebagai organisasi pertama yang 
menginstitusionalkan fatwa. Kegiatan ini berlanjut dan diikuti 
oleh Muhammadiyah pada tahun 1927 dan MUI pada tahun 
1975.” 


Di kalangan NU, perumusan dan pengambilan hukum 
berada di bawah naungan Lajnah Bahtsul Masail (LBM). LBM 
ini diselenggarakan dan menjadi agenda rutin di setiap jajaran 
organisasi. Yang tertinggi adalah Bahtsul Masail yang diadakan 
bersamaan dengan Muktamar.'* LBM pada tingkat Nashional 
hanya merespons masalah-masalah yang terjadi setelah tidak 
berhasil dicarikan dan ditetapkan hukumnya pada jajaran di 
tingkat bawah.” Sehingga sesungguhnya dinamika pergulatan 
pemikiran hukum lebih kental di tingkat-tingkat terbawah di 
ormas ini. 


Setelah diajukan ke LBM tingkat Nashional, dilakukan 
identifikasi masalah untuk mempersiapkan jawaban. Dalam 


16 Jbid. 

17 Ibid, hlm. 4-5. 

!8 Said, Imam Ghazali, ed: Ahkamul Fuqaha; Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, 
Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004), (Surabaya: Diantama, 2006), 
hlm. xxiv. 


1 Ibid., hlm. xli. 
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mencari solusi hukumnya, LBM mencari jawaban dalam 
kitab-kitab klasik, modern atau majalah yang ditulis oleh 
ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya.” Pada tahap ini 
beberapa masalah teoritis, atau bahkan keberatan, bisa saja 
muncul bila diamati secara sepintas lalu. Misalnya dalam hal 
kriteria penggunaan kitab yang dijadikan rujukan sebagai dasar 
penetapan hukum, apa ukurannya?, penolakan dan penerimaan 
rujukan tersebut merupakan sebentuk diskriminashi atau 
kualifikasi?, atau lebih jauh lagi, dimana letak karakteristik 
“ijtihad” bila hanya terhenti pada yang telah tercatat, sedangkan 
ia adalah merupakan aktivitas penalaran, ilmiah, teoritis- 
metodis, dan abstrak?, dan banyak persoalan lain yang bisa 
terus diajukan. 


Dengan tidak bermaksud memberikan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan di atas, penulis melihat ada hal positif 
yang patut diapresiasi dalam langkah ini. Hemat penulis, 
pemilihan rujukan diserahkan pada peserta yang kompeten 
seperti ini akan membuahkan otentisitas metodis, di mana 
setiap peserta menentukan metode sendiri dalam hal mencari 
dan menentukan pilihan, serta menjadikannya maksimal dalam 
mempersiapkan argumen dasar atas rujukan tersebut. Kuat dan 
lemahnya argumen, tentu berakibat pada diterima atau tidaknya 
ushtilan putusan hukum yang diajukan pada tahap berikutnya. 


Tahap selanjutnya adalah mendengarkan argumen- 
argumen yang terkait, lalu merumuskan kesimpulan untuk 
ditawarkan sebagai ketetapan kolektif, kemudian ditetapkan 
sebagai putusan hukum.” Pada tahap inilah metode ijtihad, 
kedalaman pemahaman terhadap spirit (rih) sharfah, ketajaman 


2 Ibid. 
21 Ibid., 
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pemikiran dan kekuatan persepsi muncul ke permukaan dan 
memainkan perannya yang paling vital. Pergulatan pemikiran 
yang dimunculkan dalam argumentasi yang matang, metode- 
metode ijtihad yang digunakan akan selalu dipertanyakan 
keabsahannya, termasuk Qiyas. Dari hasil putusan hukum 
yang diambil, untuk digunakan secara praktis oleh warga dan 
simpatisan tempat masalah tersebut muncul atau tempat lain 
yang menghadapi masalah serupa. Dalam tataran teoritis, ini 
adalah tugas serius untuk mengkoordinashikan hasil putusan 
hukum dengan teori-teori hukum yang digunakan, atau yang 
digunakan oleh kitab rujukan yang dipilih. Sebagai ilustrasi, 
yaitu putusan muktamar NU ke-2 di Surabaya tahun 1927, 
tentang jual beli petasan (mercon) untuk perayaan hari raya, 
pengantin, dan sejenisnya. 

Dalam kasus ini muktamar memutuskan hukum jual 
belinya sah, karena terdapat tujuan baik yaitu perasaan 
gembira, menggembirakan dengan suara petasan.” Dalam 
putusan ini “tujuan baik” merupakan alasan (“illat) sah jual- 
beli. Dalam hal ini perlu pelacakan mendalam terhadap dasar 
yang dipakai oleh rujukan putusan ini, karena rujukan yang 
berkenaan dengan “tujuan baik” ini hanya disebut diambil dari 
kitab Tanatu I-Ththalibin, di mana masalah yang dibicarakan 
adalah saat seorang yang diserahi tugas mengelola harta anak 
kecil atau orang gila boleh menyerahkan hartanya kepada 
anak tersebut (setelah sampai usia tertentu), atau telah waras 
(bagi orang gila), dengan syarat di antaranya anak tersebut 
atau orang gila yang telah sembuh itu diketahui tidak akan 
menyia-yiakan (mubadzir) harta dalam mu'amalahnya. Lain 
halnya bila dikeluarkan untuk sedekah, maka tidak termasuk 


2 Ibid., hlm. 34. 
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mubadzir.” Dengan demikian tujuan baik dalam sedekah serupa 
dengan tujuan baik untuk bersenang-senang pada perayaan. 
Hal ini memerlukan serangkaian penjelasan teoritis yang 
panjang, hingga akhirnya sampai pada soal sah dan tidaknya 
penerapan metode ijtihad yang dilakukan, khususnya tentang 
pemberlakuan teori Qiyas. 

Sebagai ormas yang “bertugas” menangani masalah yang 
terjadi di masyarakat. Di satu sisi, masing-masing memiliki visi- 
misi, target dan sasaran organisasi, yang mengharuskan para 
penyelenggaranya berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan. 
Di sisi lain, telah terjadi “kooptasi” atau keterbelahan yang 
mengarah pada taassub di masyarakat, yang tercampur dan 
hidup bersama dalam sebuah Negara-bangsa, yang berpotensi 
memempengaruhi keputusan setiap organisasi pada pembelaan 
terhadap kepentingan “warga”, anggota, atau simpatisannya. 
Istilah “kultur/tradisi” dalam NU, mewakili keterbelahan 
tersebut. Jika benar adanya, maka kita menemukan ada metode 
lain dalam perumusan hukum selain Ushul al-Fiqh, yaitu kultur 
dan gaya hidup. Atau boleh jadi hal ini diasumsikan sebagai 
batas bagi penerapan teori hukum dalam putusan, di mana 
Ushul al-Figh terhenti operasionalnya bila telah mengarah pada 
“sesuai dan tidaknya” dengan kepentingan warga, anggota, atau 
simpatisan, atas nama kultur atau gaya hidup. 

Dari model ijtihad NU di atas, berikut keistimewaan 
metodologi ijtihadnya, mengarahkan kita pada satu kesimpulan 
bahwa penggunaan Oiyas walau dalam bentuk dan spesifikasi 
berbeda adalah bagian dari cara istimbat hukum yang 
digunakan. Namun sejauh mana metode Qiyas beroperasi 


2 Pembicaraan selengkapnya silahkan lihat Abi Bakr bin al-Sayyid Muhammad Syatha, 
Tanat al-Ththalibin, (Beirut: Dâru I-Fikr, 1993), juz III, hlm. 84-85. 
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dalam perumusan putusan-putusan, ketetapan-ketetapan, 
dan fatwa dari lembaga tersebut masih dirasa perlu, terutama 
bila dibanding dengan perjalanan dan perkembangan teori 
Qiyas dalam kajian ilmu hukum Islam/ushal al-figh. Tentu saja 
kita tidak bisa berharap bentuk penalaran ini muncul dalam 
setiap lembaran putusan hukum yang berbentuk fatwa, karena 
motivasi fatwa itu sendiri lebih kepada kepentingan praktis. 
Namun oleh karena itu pula berbagai asumsi bisa muncul. 


Asumsi yang berusaha penulis bangun dalam melihat 
fatwa-fatwa yang telah diputuskan adalah bahwa semua 
ormas di Indonesia menggunakan Oiyds sebagai salah satu 
metode istinbath hukum. Namun demikian, sejauhmana Qiyås 
mempengaruhi putusan/fatwa tersebut adalah perkara lain yang 
bisa diamati dari beberapa perspektif, di antaranya melacak 
dan menggali informasi dari pelaku/subjek yang terlibat dalam 
berbagai keputusan hukum yang ditetapkan. Hal ini memiliki 
muatan subjektifitas yang sangat tinggi. Bentuk lain, adalah 
dengan mengamati dan meneliti hasil putusan/atau fatwa yang 
ditetapkan oleh organisasi/lembaga terkait. Dalam hal ini, 
prediksi hanya dapat dilakukan bila ada faktor eksternal yang 
dijadikan ukuran, yang dalam hal ini adalah teori-teori yang 
dimapankan dalam analisa terhadap metodologi Qiyas. 


Berangkat dari latar belakang diatas, buku ini, lebih 
menitik beratkan kajiannya pada telaah hasil putusan/fatwa 
hukum setelah terlebih dahulu melakukan analisis terhadap 
teori Oiyas yang berkembang dalam ilmu ushul al- fiqh. Oleh 
karena itu, dari bangunan asumsi yang tercermin dalam latar 
belakang diatas, penulis merumuskan beberapa point yang 
dapat diidentifiksi sebagai rumusan pembahasan buku ini, 
yaitu: Pertama, Bagaimana Pembentukan Metodologi Oiyds 
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bagi Pembentukan Hukum Islam ? dan Bagaimana Penerapan 
metodologi Qiyas Oleh NU dalam merumuskan fatwa hukum? 


B. Kerangka Pikir 


Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik, dengan 
warga Negara yang majemuk. Dalam hal agama yang dianut, Islam 
adalah agama yang dianut oleh mayoritas warga Negara Indonesia.” 
Kenyataan ini memiliki banyak implikasi, diantaranya adalah 
bahwa setiap pemeluk agama memiliki keinginan yang inheren 
untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar menurut keyakinan 
agamanya. Dalam hal tidak semua pemeluk agama mengerti 
ajaran agamanya, maka diperlukan otoritas yang diakui setidaknya 
secara pribadi untuk menyampaikan ajaran tersebut. Dalam Islam, 
pemberian informasi atas ajaran agama ini secara umum dikenal 
dengan istilah “fatwa”. 


Istilah ini digunakan oleh tokoh-tokoh agama dan ilmuan 
Islam hampir tidak bisa dibatasi dalam cabang ilmu tertentu. Ia 
hanya dilihat dari pola “ada masalah/pertanyaan yang kemudian 
diberikan jawaban, maka jawaban tersebut adalah fatwa”. Jarang 
dilakukan klasifikasi walaupun sesungguhnya klassifikasi tersebut 
ada apakah solusi/jawaban atas masalah keyakinan (I'tigad) 
dinamakan fatwa atau bukan. Ataukah fatwa hanya berkenaan 
dengan masalah-masalah amaliyah yang menjadi domain ilmu 
Fiqh. 

Adapun sebelum fatwa diberikan, para ahli/ulama'/ilmuan, 
melakukan serangkaian penelitian dengan menggunakan metode- 
metode yang telah ditetapkan dalam metodologi penggalian 
hukum (istinbath). Qiyas, adalah salah satu metode yang digunakan 


4 Berdasarkan sensus 2010, 87,18% penduduk Indonesia beragama Islam.; http:// 
id.wikipedia.org/wiki/Agama di Indonesia (diakses pada tanggal 30 Januari 2012). 
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dalam hal tidak ditemukan jawaban pada Al-Qur'an, Sunnah, dan 
Ijma. Aktifitas penalaran menggunakan metode penalaran hukum 
tersebut dalam tradisi pemikiran hukum Islam dikenal dengan 
Ijtihad. 

Teori-teori seputar Ijtihad, Qiyas, dan Fatwa dalam kajian 
hukum Islam tidak sepenuhnya seragam. Terdapat berbagai 
perbedaan yang prinsip dalam penerimaan dan penggunaan teori- 
teori tersebut dalam tradisi pemikiran hukum Islam, yang telah 
terjadi sejak awal formulasinya. Keadaan ini di satu sisi merupakan 
sebuah dinamika yang memiliki nilai positif dan layak diapresiasi. 
Namun di sisi lain, guna kepentingan praktis, harus ada kualifikasi 
dan verifikasi teoritis, yang bisa saja berakibat penolakan atau 
setidaknya mengabaikan sebagian dan menerima sebagiannya. 
Usaha untuk melakukan kualifikasi dan verifikasi tersebut 
merupakan sebuah usaha dalam penelitian ini untuk membangun 
perspektif. Sedangkan teori yang dihasilkan, merupakan grand 
theory untuk melihat gejala-gejala nyata. Pada tahap selanjutnya, 
keberadaan tiga organisasi yang dijadikan objek dalam penelitian 
ini, merupakan penghubung bagi adanya putusan hukum atau 
fatwa, yang didalamnya konsep-konsep Qiyas mungkin ada dan 
dilaksanakan. Dalam struktur teori, keduanya disebut middle theory 
dan apply theory.” 


1. Ijtihad, Qiyas dan Fatwa 
Ijtihad adalah kata arab dalam bentuk masdar dari kata 
ijtahada, dengan kata dasar 3- a- z yang berarti berusaha dengan 


2 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 
129.5 Deddy Mulyana menafikan ada teori yang bisa digunakan untuk melihat realitas 
dalam ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. Menurutnya hanya perspektif yang 
bisa melakukan hal tersebut setelah menghasilkan kesimpulan berupa teori. Lihat: 
Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 
dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3 dan seterusnya. 
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sungguh-sungguh? atau mengerahkan segala daya upaya untuk 
mencapai suatu tujuan”. Dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Musa 
Tuwana” dan Wahbah al-Zuhaily” bahwa kata dasar 2-4-7 dan 
semua kata yang berasal dari kata dasar ini, biasanya dipakai untuk 
arti yang berhubungan dengan suatu pekerjaan yang tidak biasa/ 
berat, keadaan yang memberatkan atau tidak disenangi. Kata ini 
telah menjadi istilah teknis dikalangan para ahli hukum/para Yuris 
terutama para ahli Ushul Fiqh. 


Ijtihad yang telah menjadi istilah teknis ini, oleh para ulama 
didefinisikan dalam bentuk dan redaksi yang sangat beragam 
namun pada intinya adalah sama. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, tidak 
ada perbedaan pendapat bahwa ilmu itu berarti pengetahuan 
(al-marifah) yang diperoleh dari dalil, tanpa dalil ia hanyalah 
taqlid”, mengisyaratkan bahwa ijtihad adalah keseluruhan dari 
aktivitas ilmiah dalam usaha mendapatkan pengetahuan lewat 
dalil-dalil, sebagai lawan dari taglid. Al-Syirazi memberi definisi 
meluangkan kesempatan dan mengerahkan segenap kemampuan 
dalam mencari ketentuan hukum Syar'i”. Al-Subki” dan al- 
Amidi memberi definisi yang lebih mengarah pada kedudukan 
hukum hasil ijtihad dan lapangan ijtihad, yaitu pengerahan 
kemampuan seorang Yuris untuk memperoleh sangkaan 
kuat (Zhan) adanya hukum, lebih jelas lagi Abd al-Wahhab 


** Warson Munawwir, al-Munawwir (Yogjakarta, UPBIK, 1984), hlm. 234. 

7 Muhammad Abu Zahrah. Usuhl al-Fiqh ( Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 
hlm.379. 

2 Sayyid Muhammad Musa Tuwana, al-Ijtihad wa madza Hajatuna ilaihi fi hadza al- 
“Ashr (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1973), hlm. 97. 

2 Wahbah Al-Zuhaili, Ushal al-Fiqh al-Islami. Juz.II. (Damasgus: Dar al-Fikr, 1998), 
hlm. 1065. 

32 Muhammad bin Abu Bakr Ayyub (lebih dikenal dengan, dan selanjutnya disebut, ibn 
Qayyim al-Jauziyyah), A'lamu I-Muwaggi'in an Rabbi I-Alamin, Vol.2 (Riyad: Dar 
ibn al-Jauziy, 1423 H), hlm. 12. 

3 Al-Syirazi, al-Luma' fi Ushûl al-Fiqh (Surbaya: Mathba'ah al-Hidayah, tth.), hlm. 70 

2 Al-Subki, Jamu I-Jawimi, Juz.Il. (Bairut: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 379. 
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Khallaf** memberi definisi, pengerahan kemampuan untuk 
menghasilkan hukum Syar'i dari dalil-dalilnya secara terinci. Dan 
diperjelas oleh Abu Zahrah“ atau dalam aplikasinya. 


Dari beberapa definisi di atas secara umum dapat disimpulkan 
bahwa ijtihad adalah penalaran maksimal seorang Yuris untuk 
memperoleh prediksi logis atau estimasi hukum dalam masalah 
aktual yang secara jelas tidak ada pernyataan Nash dalam al- 
Qur'an, al-Hadits ataupun ijma. 

Qiyas adalah bentuk penalaran sistematis dalam hukum.” 
Defenisi praktis Oiyas telah banyak dirumuskan oleh para ahli 
hukum, namun meminjam istilah Ahmad Hasan 'penuh teka- 
teki. Pernyataannya tersebut dibuktikan dalam karyanya, yang 
bahkan dalam definisi terminologis Qiyas tidak menemukan 
kesepakatan. Yang disepakati dalam teori Qiyås sementara ini 
hanya berkenaan dengan unsur-unsur Oiyis, yaitu, ashl, furu’, 
hukum 'ashl, dan “illat. 

Di antara para peneliti yang telah mengkaji seputar Oiyas 
antara lain Joseph Schacht dalam The Origins of Muhammadan 
Jurisprudence,” yang menyimpulkan bahwa Qiyas dalam hukum 
Islam berasal dari Qiyas yang ada dalam agama Yahudi. Tetapi 
Schacht tidak menjelaskan bagaimana proses masuknya gagasan 
tentang Oiyas yang ada dalam agama Yahudi tersebut masuk atau 
tepatnya diadopsi oleh para ahli hukum Islam.” 


3 Abdul Wahhab khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh (Cairo: al-Dar al-Kuwaitiah, 1968), hlm. 216. 

34 Muhammad Abu Zahrah, Ushiil..... hlm. 379. 

* Ahmad Hasan, Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence, (Islamabad: Islamic 
Research Institute, 1986), hlm. 5. 

3 Ibid, hlm. 115. 

7 Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence,london: Oxford 
University Press, 1959. Topik yang sama lihat Wael B. Hallag, The Origins and 
Evolution of Islamic Law, United kingdom: Cambridge University Press, 2005. Yassin 
Dutton, The Origins of Islamic Law, (Great Britain: Curzon Press, 1999). 

8 Tampaknya Agus Triyanta berusaha memberikan penjelasan proses masuknya giyas 
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Berbeda dengan Schacht, Ahmad Hasan dalam The Early 
Development of Islamic Jurisprudence,” mengatakan bahwa 
Oiyas yang ada dalam ushil al-fiqh bukan berasal dari agama 
Yahudi atau budaya asing lainnya, melainkan ia muncul sebagai 
desakan kebutuhan sosial masyarakat Arab Islam. Tapi perlu 
penjelasan lebih lanjut mengenai proses pembentukan Qiyås 
tersebut sampai pada tingkat kematangannya seperti sekarang 
ini. Bisa jadi dalam perkembangannya Oiyês mendapat 
pengaruh dari budaya asing. 


Di kalangan ushuliyyin sendiri, perbedaan definisi hampir 
memenuhi seluruh ruang teori Oiyas, baik dari definisi 
etimologi dan terminologi, syarat", rukun dan bahkan 
operasional penalaran intern kelompok penalaran. 


Adapun fatwa, menurut Rohadi Abdul Fatah berarti “jawaban 
suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala 
peristiwa yang terjadi dalam masyarakat)." Ibn Qayyim al- 
Jauziyyah, dengan bahasa khasnya yang indah mengungkapkan 


dalam hukum Islam. Menurutnya, upaya sistematisasi qiyas oleh Sysyafi'i terjadi 
setelah terjadi interaksi dengan murid-murid Abu Hanifah, di mana Abu Hanifah 
adalah orang yang telah mempelajari Teologi dan berhubungan intens dengan 
para Rabbi Yahudi Kufah. Agus Triyanta, “Greek Philosophy And Islamic Law 
(The Influence of Aristotles Logic on Analogical Qiyas in Sysyafi'fs Risala)”, dalam 
Logika, no.6, Volume.5 Juli 2001, hlm. 28. 
Lihat Ahmad Hasan, The Early Develofment of Islamic Jurisprudence, (Islamabad: 
Islamic Research Institute, 1970), dan Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence, 
(Islamabad: Islamic Research Institute, 1986). 
Pembicaraan rinci tentang syarat fatwa sebagaimana juga diakui Ahmad Hasan- 
hanya dibahas oleh kalangan Hanafiyah, seperti al-Bazdawi yang mengetengahkan 
4 syarat, sedangkan al-Syarakhshi membicarakan panjang lebar 5 syarat . Lihat: 
al-Bazdawi, Ushůl al-Bazdawi, dalam margin ‘Abd al-'Aziz bin ahmad al-Bukhari, 
Kasyfu l-asrår an Ushili Fakhri l-Islam al-bazdawi, Juz.3 (Beirut: Dar al-Kitab 
al-Arabiy, tanpa tahun), hlm. 301-344. Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al- 
Sarakhsi, Ushůl al-Sarakhsi, juz. 2 (India: Lajanah Ihya al-Maarif al-Nwmaniyyah, 
tanpa tahun), hlm. 149. 
4 Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), hlm. 7. 
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posisi fugaha',“.... para fuqaha Islam, yaitu orang yang fatwanya 
meluncur dari ucapan mereka, beredar diantara manusia. Mereka 
diistemewakan karena menggali hukum-hukum, menjadi tujuan 
untuk merentangkan kaidah halal dan haram, maka kedudukan 
mereka di bumi laksana bintang di langit, yang menunjuki 
segala yang melata (untuk keluar) dari kegelapan. hajat manusia 
kepada mereka lebih besar dari hajat mereka kepada makanan 
dan minuman, ketaatan kepada mereka lebih dikedepankan 
(afrad) bagi manusia dibanding ketaatan mereka kepada ibu dan 
bapak mereka... Dari ungkapan ini, Ibn Qayyim seolah mau 
menegaskan bahwa fatwa adalah ucapan tentang halal-haram 
(hukum) yang keluar dari seorang yang menggali hukum, dan 
mengurainya berdasarkan kaidah-kaidah penggalian/istinbath 
hukum. 


2. Fatwa Hukum 


Permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia 
diperhatikan dan berusaha semaksimal mungkin dicarikan 
solusinya. Permasalahan tersebut sangat kompleks, meliputi 
seluruh bidang kehidupan masyarakat, baik dalam perilaku 
beragama keyakinan/I 'tigad, ibadah, muamalah, akhlak/ 
perilaku, maupun masalah-masalah sosial kemasyarakatan, 
seperti politik, relasi sosial, dan lain-lain. NU merupakan 
lembaga sosial keagamaan yang menyediakan ruang dalam 
gerakan organisasinya untuk merespons masalah-masalah 
tersebut. 

NU dalam merespons masalah yang muncul, baik diajukan 
atau tidak, melalui forum muktamar. Hal ini di satu sisi, 
memudahkan peneliti untuk menentukan jenis fatwa yang 


2 Ibn Qayyim al-Jauziyyah,/Muhammad bin Abu Bakr Ayyub. Alamu I-Muwaggi'in an 
Rabbi I- Alamin, Vol.2. (Riyadh: Dar ibn al-Jauziyy, 1423 H), hlm. 14. 
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melibatkan Qiyas sebagai metode pengambilan hukumnya. 
Hanya saja terdapat ketidak-tegasan penggunaan metodologi 
Oiyas, yang tertutupi jejaknya pada rujukan kitab-kitab 
mu tabarah. Dengan demikiran, peneliti harus melacak rujukan 
tersebut untuk mendapatkan karakteristik penalaran Giyas-nya. 


3. Implementasi penggunaan Metode Oiyds yang tercermin 
dalam Fatwa 


Membicarakan implementasi metodologi yang digunakan 
hingga ditetapkan sebuah solusi hukum berarti membicarakan 
prosedur penalaran yang tidak hanya bersifat teknis dan 
konkret, namun juga bersifat dinamis dan abstrak. Mohammad 
Atho Mudzhar telah melakukan studi atas pemikiran hukum 
Islam oleh MUI, yang dalam salah satu hasil studinya ditetapkan 
bahwa secara metodologi, fatwa-fatwa MUI tidak mengikuti 
pola-pola tertentu." Dilihat dari beberapa sample yang diujinya, 
terlihat bahwa MUI juga menggunakan penalaran Oiyas, yang 
walaupun tidak dijelaskan apakah Oiyas bermakna perluasan 
hukum yang berarti termasuk didalamnya diskusi tentang 
system penentuan “llat yang tersembunyi di luar teks, atau 
hanya khusus untuk analogi. Misalnya, tentang kehadiran 
orang Islam pada perayaan Natal, yang oleh MUI diputuskan 
haram. Penalaran yang digunakan adalah penggunaan kaidah 
menghindari mafsadat (kerugian) lebih diutamakan daripada 
memburu mashlahat (keuntungan).“ Bentuk penalaran 
ini adalah implementasi penalaran induktif, yang pada 
awalnya merupan observasi terhadap kasus-kasus parsial, 
seperti menyisir rambut ketika ihram, berkumur-kumur dan 


3 Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi 
tentang Pemikiran Hukum di Indonesia, 1975-1988 (Jakarta:INIS, 1993), hlm. 139. 
4 Ibid, hlm. 121. 
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memasukkan air ke hidung, menjual senjata bagi orang yang 
diduga akan berbuat jahat, berbohong untuk melindungi 
orang yang akan dianiaya, dan banyak kasus parsial lain, yang 
kemudian digeneralisasikan pesan umum dari setiap kasus 
tersebut, yaitu perbuatan yang akan berakibat buruk adalah 
dilarang, walaupun bisa memperoleh untung atau kebaikan 
bila dilakukan. Maka dalam kasus yang difatwakan tersebut, 
kemudharatan yang ingin dihindari oleh majlis adalah 
kerusakan iman. 


Berbeda dengan Mohammad Atho Mudzhar, kajian 
buku ini memberi sedikit ruang untuk menganalisa prosedur 
penggunaan Oiyds, yang dianggap tidak lengkap dalam 
mengambil illat (masalik al-“illah). Kritik yang diajukan adalah 
berkenaan dengan pembajakan, yang diprediksi sebagai “Ilat 
oleh para peneliti. bila “illat-nya adalah pembajakan, dan 
pembajakan itu sendiri adalah salah satu “perbuatan” yang 
tidak disebutkan dalam nash, yang berarti harus melewati 
proses perluasan hukum, maka kejahatan terhadap kekayaan 
intelektual didasarkan pada Qiyas ala al-Oiyas . 


Di dalam NU, penyandaran kepada karya ulama 
menandakan penggunaan prosedur penalaran tertentu yang 
berkenaan dengan perluasan hukum. Hal ini setidaknya berarti 
prosedur penilaian orang-orang yang dijadikan rujukan adalah 
hal penting. 


C. Metodologi Kajian 


Kajian dalam buku ini, merupakan kajian kepustakaan 
(Library Research), yang dioperasikan untuk mengeksplorasi 
dan mengeneralisasikan dokumen-dokumen yang berkenaan 
dengan sejarah, Shart, rukn, dan teori-teori seputar Oiyis, 
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keputusan-keputusan hukum oleh lembaga-lembaga hukum, 
yang berupa teori-teori, konsep-konsep, atau pernyataan- 
pernyataan tertulis para ahli berkenaan dengan masalah 
yang dibahas, yang disajikan dalam bentuk deskriptif, untuk 
kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif 
dan induktif." 


Sumber data yang dipergunakan dalam kajian buku ini 
dikelompokkan dalan dua kelompok, sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari karya- 
karya yang secara khusus meneliti tentang dan menitik beratkan 
pada tema Qiyas dan fatwa-fatwa/keputusan-keputusan hukum, 
khususnya terkait NU. Untuk karya penelitian, seperti karya 
Sulaiman Abdullah yang berjudul Konsep al-Qiyas Imam Syafi'i 
dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, yang 
kemudian diterbitkan dengan judul: Dinamika Qiyas dalam 
Pembaharuan Hukum Islam (Kajian Qiyas Imam Syafi'i). karya 
Ahmad Hasan tentang Qiyas dapat diajukan dalam data jenis 
ini, yaitu Analogical Reasoning in Islamic Yurisprudence. Karya 
ini dalam edisi terjemahan berbahasa Indonesia berjudul: Qiyås; 
Penalaran Analogis di dalam Hukum Islam.” Serta Said, Imam 
Ghazali, ed: Ahkamul Fugaha, Solusi Hukum Islam, Keputusan 
Muktamar, Munash, dan Kombes Nahdhatul Ulama (1926-2004), 
(Surabaya: Diantama, 2006). 


45 Metode kualitatif adalah serangkaian prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif, yakni data-data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka-angka 
secara langsung. lihat; Robert bogdan, dkk, Pengantar Metoda Penelitan Kualitatif, 
terj. Arief Furgon (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.; Bandingkan dengan, 
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 1996), hlm. 
2-8. 

45 Sulaiman Abdullah, Dinamika Oiyas dalam Pemabaharuan Hukum Islam (Kajian 
Oiyas Imam Syafi'i), (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996). 

“ Kedua versi yang ada pada penulis: Ahmad Hasan, Analogical Reasoning in Islamic 
Jurisprudence, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1986).s Ahamad Hasan, Oiyês; 
Pelaran Analogis di dalam Hukum Islam, terj. Widyawati (Bandung:Pustaka, 2001). 
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Data sekunder, adalah segala jenis dokumen yang mendukung 
data primer, yang dalam hal ini karya-karya ushiil al-fiqh dan 
karya-karya lain yang terkait dengan NU serta situs-situs resmi 
yang bisa digunakan untuk mendukung analisis. Dalam hal ini, 
sebagian sumber layak untuk disebutkan, al-Risalah karya Al- 
Shaft'i, al-Muwatta” Karya Malik, Kitab al-Mu'tamad fi Ushul 
al-Figh karya Abu Husain al-Basri, Referensi Penting Amaliyah 
NU dan Problematika Masyarakat oleh Abu Anim. 


Data sekunder untuk sumber yang berkaitan dengan ushul 
al-fiqh, sumber utamanya adalah Al-Risalah karya al-Shafti, al- 
Muwatta karya Malik, Kitab al-Mu'tamad Fi Ushul al-Fiqh, karya 
Abu Husain al-Basri dan buku-buku lain yang relevan. 


Karya al-Shafi'i dipilih karena karya itu merupakan buku 
ushul al-figh pertama dan secara cukup jelas memperlihatkan 
konsep Qiyås. Sedangkan Al-Muwatta', meskipun secara 
umum merupakan buku kumpulan hadits, namun buku tersebut 
memuat metodologi penalaran hukum Malik, yang secara implisit 
memberikan gambaran awal terhadap perkembangan konsep.” 
Schacht, sejauh pengetahuan penulis adalah orang pertama 
yang meyakini bahwa Qiyas dalam ushul al-fiqh berasal dari 
konsep tafsir Bibel Yahudi. Sedangkan Ahmad Hasan melakukan 
penelitian tentang Oiyds dan dalam beberapa hal kesimpulan 
penelitiannya berbeda pandangan dengan Schacht. 

Untuk sumber utama tentang Oiyds yang digunakan oleh 
setiap lembaga yang diteliti, penulis menggunakan situs-situs 
resmi dan buku, diantaranya Ahkamal Fuqaha’, Solusi Hukum 


1 Muhammad bin Idris al-Sysyafti, al-Risalah (Beirut:Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 
476-503. 

1 Muwatta memiliki banyak riwayat, sementara ini yang ada di tangan penulis (1) 
riwayat yahya bin yahya al-laithi, (2) riwayat Abi Mushab al-Zuhri, dan (3) riwayat 
Muhammad bin al-Hasan al-Shaibani. 
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Islam, Keputusan Muktamar, Munash dan Konbes Nahdhatul 
Ulama (1926-2004) editor: Imam Ghazali Said. 

Kajian buku ini mengkaji basis epistemologis Qiyas. 
Pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan sejarah dan 
filsafat. Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat. Objeknya 
adalah membahas tentang sejumlah konsep, prinsip dasar 
dan aktivitas untuk memperoleh pengetahuan dalam suatu 
era sejarah tertentu.”* Pendekatan filsafat digunakan untuk 
mengkaji struktur-struktur pembentuk dan memetakan aliran- 
aliran pemikiran hukum yang menggunakan Qiyas, yang pada 
gilirannya diharapkan dapat diketahui basis epistemologinya. 
Berkaitan dengan muatan tema-tema yang dibicarakan dalam 
Oiyas, pendekatan konseptual analitik, yaitu berusaha untuk 
mendapatkan karakteristik tertentu dalam data yang diperoleh. 
Namun tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan analisa, 
akan ditetapkan sebuah perspektif yang merupakan hasil 
konstruksi ulang (rekonstruksi) teori-teori penalaran Oiyis. 
Rekonstruksi tersebut mungkin terjadi dengan cara melakukan 
pemetaan atas tema-tema dalam pemikiran hukum Islam”! 


Terhadap data-data yang terkait dengan penggunaan 
Oiyas oleh NU, usaha terpenting yang harus dilakukan adalah 
menentukan tipologi pemikiran hukum dengan memanfaatkan 
karakteristik yang menyamakan dan batas perbedaan individu 
atau kelompok pemikir. Oleh karena itu, pendekatan Tipologis” 
menjadi dominan dalam penelitian ini. 


** Hardono Hadi, Epistemologi, (Jakarta: Kanisius, 2005), hlm. 55. 

*! Pembacaan terhadap bidang-bidang pengetahuan ditekankan Fazlur Rahman 
agar menjadi system penataan ulang/Systemic Reconstruktion, dalam penelitian ini 
merupkan bagian dari pendekatan konseptual-analitik: Fazlur Rahman, Islam and 
Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, terj. Ahsin Muhammad 
(Bandung: Pustaka, 1993), hlm. 182-198. 

** Bentuk pendekatan tipologis adalah mengamati pola atau sifat khas dari pemikiran 
individu atau kelompok. Lihat: Mariasusai Dhavamoni, Fenomenologi Agama, terj. 
Kelompok Studi Agama “Driyarkara” (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 29-30. 
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Setelah data terkumpul maka akan dilakukan langkah 
analisa data sebagai berikut. Pertama, reduksi data. Langkah 
ini berguna untuk mensimplikasi data menjadi pokok-pokok 
tertentu dengan mengambil intisari data agar ditemukan tema 
pokok, fokus masalah, karakteristik dan pola-pola tertentu. 
Langkah ini juga berguna sebagai verifikasi terhadap timbunan 
data. Kedua, menganalisis data. Langkah ini merupakan 
lanjutan dan berhubungan dengan langkah pertama, di 
mana hasil reduksi dan verifikasi kemudian dianalisis untuk 
mendapatkan tipe, pola, kesimpulan, atau generalisasi. Ketiga, 
data yang terkumpul juga dianalisis menggunakan teknik 
analisis isi. Teknik ini sebenarnya juga merupakan langkah 
pertama untuk memperoleh substansi-substansi pemikiran dari 
keseluruhan data. 


Dari data yang terkumpul, dan kemudian dilakukan 
langkah-langkah analisis dengan pendekatan-pendekatan 
yang telah digariskan, maka dilakukan penyajian. Penyajian 
dilakukan dengan teknik deskriptif. Deskripsi ini meliputi data 
yang telah ditetapkan, dan juga menyertakan analisa-analisa 
yang dijalankan. Dengan demikian, sifat penelitian ini secara 
keseluruhan disebut deskriptif-analitik-filosofis. 


D. Sistematika Buku 


Sistematika secara keseluruhan buku ini akan diuraikan 
dalam beberapa bab, yaitu: Bab I berisi Pendahuluan, yang 
memuat latar Belakang, Kerangka Pikir, Metodologi Kajian, 
dan Sistematika Buku. 

Bab II berisi pembahasan seputar konsep Qiyas sebagai 
metodologi sekaligus sumber penetapan hukum. Sub bab ini 
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berisi pembahasan seputar Ijtihad dan Fatwa, serta Qiyas dalam 
Lintasan Sejarah. 


Pembahasan pada Bab III ialah tentang struktur Qiyas. 
Pada sub bab ini membahas terkait kasus asal dan kasus cabang. 


Selanjutnya Bab IV berisi penjelasan seputar Analisis 
Metodologi Qiyas Terhadap Fatwa Hukum NU, meliputi 
Sejarah Singkat NU dan Pemikiran Hukum dengan Pendekatan 
Bermazhab, Mekanisme Pemecahan Masalah, Metode Qauly, 
Metode Ilhaqi, Metode Manhaji, Oiyas dalam Pandangan NU, 
Metode Ilhagi, Sebuah Fenomena Oiyis a Ia NU. 


Teakhir, Bab V berisi penutup yang mencakup kesimpulan 
dan catatatan rekomendasi. || 
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PESAN 


ragu 


QIYAS: SEBUAH METODOLOGI DAN 
SUMBER PENETAPAN HUKUM 


iyas dalam tradisi pemikiran hukum Islam, dipahami 

sebagai sumber hukum oleh sebagian pemikir. Dalam 

hal qiyas menjadi dasar penetapan dan perluasan 
hukum, 'maka istilah sumber dapat diterima. Namun dalam 
makna teknis, ia lebih dekat dipahami sebagai salah satu metode 
penetapan, dan juga menjadi dalil hukum. Sebagai bagian 
dari sistem penalaran hukum (ijtihad), qiyas tetap menjadi 
pembahasan yang kontroversial. Dengan tidak bermaksud 
menghilangkan nilai kontroversi tersebut, tulisan berikut 
akan menyajikan analisis tentang posisi qiyas dalam sistem 
penalaran hukum Islam/ijtihad. Diharapkan hasil analisis ini 
memberi gambaran singkat tentang esensi ijtihad, sejarah 
dan perkembangan, serta teori-teori penting dalam qiyas, dan 
membahas tentang Fatwa yang merupakan salah satu bentuk 
publikasi atas penalaran hukum. 


LN 


A. Ijtihad dan Fatwa 


Sumber hukum paling utama dalam tahap awal 
perkembangan hukum Islam adalah Alqur'an yang diperinci, 
diberi contoh dan ditafsirkan oleh sunnah. Dengan demikian, 
Alqur'an dan sunnah merupakan satu sumber hukum. 
Masyarakat di mana Alqur'an diturunkan secara alamiah 
tumbuh dan berkembang semakin luas seiring dengan 
tersebarnya Islam keseluruh penjuru. Dengan terjadinya kontak 
sosial dan saling pengaruh-mempengaruhi antara Islam dengan 
budaya-budaya lain yang bertetangga dengannya, banyak 
persoalan-persoalan baru muncul sebagai akibat dari kontak 
sosial tersebut. Sedangkan persoalan-persoalan tersebut belum 
pernah terjadi pada umat Islam yang hidup di masa Nabi. 
Dengan demikian hukum-hukum yang disediakan oleh sumber 
Alqur'an-Sunnah di masa Nabi harus ditambahi dan sesekali 
ditafsir ulang untuk mengakomodir persoalan-persoalan baru 
yang harus dicarikan jawaban hukumnya. Dengan demikian 
hukum Islam berkembang dengan munculnya persoalan baru 
dari waktu ke waktu semenjak masa Nabi, serta dicipta dan 
dicipta lagi, ditafsir dan ditafsir lagi sesuai dengan tuntutan 
situasi dan kondisi. Proses pemikiran ulang dan penafsiran 
ulang hukum ini disebut ijtihad.' Maka secara sederhana 


! Ahmad Hasan, The Early..., hlm. 115. Secara harfiah ijtihad berarti bersungguh- 
sungguh dalam melakukan sesuatu. Makna harfiah ini diungkapkan para ahli tidak 
dalam redaksi yang seragam, namun tidak lepas dari (a) bahwa ia merupakan kegiatan, 
(b) dilakukan dengan mengerahkan kemampuan optimal hingga pada tingkat payah/ 
sulit, dan (c) aktivitas tersebut berkenaan dengan sesuatu yang memang telah menjadi 
target. Maka kegiatan mengangkat satu batu kecil, tidak dianggap ijtihad dalam makna 
bahasa. Lihat Muhammad al-Syaukani, Irsyadu I-Fuhali ila tahgigi I-haggi min Ilmi 
I-ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 250.; Ali bin Muhammad al-Amidi, al- Ihkamu 
fi Ushali I-Ahkam, Vol IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 197.: Abd 
al-Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, al-Muhadzdzab fi ilm Ushuli I-Fighi 
al-Mugaran, Tahriru li Masailihi wa Dirasatiha Dirasata Nnazariyyata Ttathbigiyyah, 
Vol.5 (Riyad, Maktabah al-Rusyd, 1999), hlm. 2317. 
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ijtihad dipahami sebagai sebagai sebuah upaya penalaran 
dan penafsiran (reasoning and interpretation).” Pemahaman 
sederhana inilah yang diterima dan dijalankan ilmuan Muslim 
awal sebelum diformulasikan dan disistematiskan pada masa 
al-Syafi'i dan masa-masa selanjutnya. 


Ijtihad adalah kata arab dalam bentuk masdar dari kata 
ijtahada, dengan kata dasar 3- 2-7- yang berarti berusaha 
dengan sungguh-sungguh’ atau mengerahkan segala daya 
upaya untuk mencapai suatu tujuan“, Dijelaskan oleh 
Sayyid Muhammad Musa Tuwana” dan Wahbah al-Zuhailys 
bahwa kata dasar 3-a- € dan semua kata yang berasal dari 
kata dasar ini, biasanya dipakai untuk arti yang berhubungan 
dengan suatu pekerjaan yang tidak biasa/berat, keadaan yang 
memberatkan atau tidak disenangi. Kata ini telah menjadi istilah 
teknis dikalangan para ahli hukum/para Yuris terutama para 
ahli Ushal Fiqh. 


Ijtihad yang telah menjadi istilah teknis ini, oleh para ulma 
didefinisikan dalam bentuk dan redaksi yang sangat beragam 
namun pada intinya adalah sama. Ibn Qayyim al-Jauziyyah; 
tidak ada perbedaan pendapat bahwa ilmu itu berarti 
pengetahuan (al-ma'rifah) yang diperoleh dari dalil, tanpa 
dalil ia hanyalah taqlid”, mengisyaratkan bahwa ijtihad adalah 


N 


United State Institute of Peace, Ijtihad: Reinterpreting Islamic Principles for the Tenty- 
first Century, edisi Special Report, no.125 (Washington DC: USIP, 2004), hlm. 2. 

3 Warson Munawwir, al-Munawwir (Yogjakarta,UPBIK, 1984), hlm. 234. 
Muhammad Abu Zahrah. Ushal al-Fiqh ( Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 
379. 

Sayyid Muhammad Musa Tuwana, al-Ijtihhd wa maza Hajatuna ilaih fi haza al-Asr 
(Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1973), hlm. 97. 

Wahbah Al-Zuhaili, Usuhl al-Fiqh al-Islami. Juz.II. (Damasgus: Dar al-Fikr, 1998), 
hlm. 1065. 

Muhammad bin Abu Bakr Ayyub (lebih dikenal dengan, dan selanjutnya disebut, ibn 
Qayyim al-Jauziyyah), Alam al-Muwaggi'in an Rabb al-Alamin, Vol.2 (al-Riyadh: 
Dar ibn al-Jauziyy, 1423 H), hlm. 12. 
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keseluruhan dari aktivitas ilmiah dalam usaha mendapatkan 
pengetahuan lewat dalil-dalil, sebagai lawan dari taqlid. 
Al-Shirazi memberi definisi meluangkan kesempatan dan 
mengerahkan segenap kemampuan dalam mencari ketentuan 
hukum Syar'i*. Al-Subki? dan al-Amidi memberi definisi yang 
lebih mengarah pada kedudukan hukum hasil ijtihad dan 
lapangan ijtihad, yaitu pengerahan kemampuan seorang Yuris 
untuk memperoleh sangkaan kuat (Zhan) adanya hukum, 
lebih jelas lagi Abd al-Wahhab Khallaf'? memberi definisi, 
pengerahan kemampuan untuk menghasilkan hukum Syar'i dari 
dalil-dalilnya secara terinci. Dan diperjelas oleh Abu Zahrah"! 
dalam aplikasinya. 


Ijtihad adalah instrument terpenting dalam sistem hukum 
Islam untuk bertahan di segala tempat dan segala kondisi. 
Karena hukum terikat dengan kaidah “perubahan tempat dan 
waktu menghendaki perubahan status hukum”? Ia merupakan 
langkah harmonisasi antara nilai absolut wahyu dengan 
relativitas akal. Seluruh sumber hukum setelah Alguran dan 
al-Sunnah, baik ijma dan Qiyas sebagai sumber yang disepakati, 
maupun istihsan, istislah, dan lain-lain, merupakan refresentasi 
dari ijtihad. Diskusi tentang ijtihad kontemporer diwarnai dan 
dihubungkan dengan kondisi sosial dan peradaban umat Islam, 
di mana kemunduran umat Islam setelah berakhirnya kejayaan 
Abbasiyah dikaitkan dengan inovasi pemikiran melalui ijtihad 


8 Al-Syirazi, al-Luma fi Ushul al-Fiqh ( Surbaya: Mathbaah al-Hidayah, tth.), hlm. 70 

° Al-Subki, Jamu I-Jawami, Juz.Il. (Bairut: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 379. 

10 Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushil al-Fiqh (Cairo: al-Dar al-Kuwaitiah, 1968), hlm. 216. 

11 Muhammad Abu Zahrah, Usha ..... hlm. 379. 

12 Muhammad Tahir al-Oudri, Ijtihad; Meaning, Application and Scope (Lahore: 
Minhajul Ouran Press, 2007), hlm. 29. 

13 Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Yurisprudence 
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yang terhenti. Secara teknis," ijtihad seperti disimpulkan al- 
Zuhaili- merupakan “kegiatan penggalian hukum Syariat dari 
dalil-dalil yang telah rinci” Kesimpulan ini merupakan hasil 
analisis terhadap berbagai definisi yang berusaha diajukan oleh 
para ahli dengan cara mengajukan satu dua keberatan terhadap 
definisi-definisi tersebut, diantaranya al-Amidi,'S penulis 
Fawatihi I-Rrahamut dan komentarnya Musallamu al-Tstsubut,” 
Al-Ghazali, dan ilmuan lain. 


“Abd al-Karim al-Namlah memandang makna ijtihad 
dari dua perspektif: Pertama, memandang maknanya sebagai 
sumber perbutan (masdari) dari orang yang melakukan ijtihad, 
maka ia berarti “pengerahan kemampuan secara maksimal 
oleh ahli figh (fagih) untuk memperoleh dugaan kuat (Zhann) 
terhadap hukum shara yang bersifat “amali, dari dalil-dalil 
yang rinci”. Dengan definisi ini ia hendak menekankan bahwa 
ijtihad/kegiatan mengerahkan kemampuan maksimal, harus 
dilakukan oleh ahli fiqh, hanya dalam masalah-masalah furu’, 
dan berkenaan dengan usaha penggalian hukum dengan 
menggunakan metodologi pemahaman teks/istidlal, atau 
menggunakan qiyas, dan lain-lain. Kedua, melihat makna 
ijtihad sebagai sifat yang melekat pada Mujtahid, maka ia 


4 Hampir seluruh karya ushûl al-fiqh membahas tentang definisi ijtihad, baik dalam 
satu bagian tertentu atau disisipkan dalam tema-tema lain. 

15 Wahbah al-Zuhaili, Ushiil al-Fiqh al-Islami, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 326. 

16 Ali bin Muhammad al-Axmidi, al- Ihkam..., hlm. 197. 

1 Keduanya tergabung dalam satu format. Fawdtihi al-Rrahamtit ditulis oleh Abd al'Ali 
Muhammad bin Nizhamu I-Din Muhammad al-Sahalawi, sedangkan Syarh-nya 
berjudul Musallam al-tsubit ditulis oleh Muhibbullah bin Abdu I-Syakari I-Bihari. 
Dalam tulisan ini, referensi ditulis dengan nama penulis fawatih saja, sedangkan 
judul buku ditulis “Fawatihu I-Rrahamut bi Syarhi Musallami I-tsubut. Ijtihad 
didefinisikan dengan: (5 £ ba Ka a Gill BW JA), pengerahan segenap 
kemampuan oleh ahli fiqh dalam menghasilkan hukum Shar’ yang Zhanni'. Abd Ali 
Muhammad bin Nizham al-Din Muhammad al-Sahalawi, Fawitihi I-Rrahamut bi 
Syarhi Musallami I-Tsubut, Vol.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2002), hlm. 404. 
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bermakna “kemampuan memperoleh argument-argument 
hukum syariah” 


Al-Ghazali membahas ijtihad dalam 3 kelompok kajian 
yang disebutnya sebagai rukn, yaitu; Mujtahid (subjek Ijtihad), 
Mujtahad fih (objek ijtihad), dan ijtihad itu sendiri. Ijtihad 
dalam pandangannya didefinisikan sebagai “Pengerahan 
kemampuan secara maksimal oleh Mujtahid dalam memperoleh 
pengetahuan atas hukum-hukum syariah”? Definisi sejenis ini 
dapat ditemukan di hampir semua ahli ushul klasik. Tentang 
mujtahid, al-Ghazali membicarakan dua syarat,” yaitu: 


1. Memiliki perangkat pengetahuan yang memadai terhadap 
empat hal yang merupakan tempat beradanya hukum, 
al-Kitab, al-Sunnah, Ijma, dan aql, yang memungkinkan 
mujtahid menggunakannya untuk memperoleh 
pengetahuan zhann pada hukum-hukum syariat. Sarana 
pengetahuan tersebut secara langsung berguna bagi 
mujtahid untuk mengetahui di mana, menggunakan alat- 
alat apa dan bagaimana tata cara memperoleh hukum, 
yaitu memahami Alguran, al-Sunnah dan ijma, mengenal 
sumber-sumber dalil, mengenal bahasa Arab dan Ilm al- 
Nahw, mengenal nashikh dan mansukh, dan mengenal ilmu 
hadits. 


2. “Adl dan menjaga diri dari maksiat yang menggugurkan 
adalah (sifat keadilannya). 
Tatkala membicarakan mujtahad fih, al-Ghazali menyatakan 
bahwa wilayah ijtihad adalah segala hukum syariat yang tidak 


18 “Abd al-Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, al-Muhadzdzab fi..., hlm. 2318- 
2319. 

19 Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Al-Mustasfa min Ilmi I-Ushul (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 527. 

20 Ibid, hlm. 527-531. 
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memiliki sandaran dalil qatWi. artinya ijtihad tidak berlaku 


pada masalah-masalah penalaran logis (logika) dan teologi.” 


Perbedaan mendasar antara ijtihad dan pengarahan kemampuan 


secara optimal pada bidang-bidang pemikiran, teologi dan 


kajian penalaran murni yang lain, adalah terletak pada nilai 


relativitasnya. Artinya, ijtihad yang dilakukan oleh seorang 


mujtahid, lalu ia fatwakan dan ternyata salah di kemudian hari 


tidak dianggap berdosa. Sedangkan dalam teologi dan penalaran 


logis, kebenaran itu tunggal. Apa bila salah menalar atau salah 


menetapkan nilai-nilai keyakinan maka dianggap berdosa dan 
bahkan kafir. 


Dari diskusi di atas, setidaknya terdapat beberapa tema yang 


disepakati, di antaranya: 


1. 


Bahwa Ijtihad dilakukan dengan usaha yang maksimal. 
Keputusan hukum yang mungkin dianggap sederhana, 
seperti membasuh muka 3 kali dalam berwudu' hukumnya 
Sunnah. Namun sesungguhnya usaha yang luar biasa 
dilakukan oleh para mujtahid sebelum memfatwakan 
hukum Sunnah dalam membasuh muka, di mana mereka 
harus melakukan usaha yang melelahkan untuk mencari 
dan mengumpulkan nash-nash Alqur'an dan al-Sunnah, 
serta ijma yang berkenaan dengan wudu, lalu melakukan 
analisis mendalam menggunakan segala pengetahuan 
yang bisa diperoleh, melalui analisa bahasa, penafsiran- 
penafsiran, dan lain-lain, sehingga ditetapkan sebuah 
kesimpulan hukum. 


Ijtihad harus dilakukan oleh Faqih dalam masalah-masalah 
fiqh (amali). Meskipun usaha penarikan kesimpulan 


21 Ibid, hlm. 531. 
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terhadap masalah-masalah I'tigad (keyakinan), bahasa, 
dan bidang-bidang ilmu lain terkadang juga dinamakan 
dengan ijtihad, namun dalam tulisan ini dapat diabaikan 
karena bukan fokus kajian, atau setidaknya, harus 
direkomendasikan untuk penelitian yang lain yang secara 
khusus membicarakan ijtihad dalam ranah Ttigid, bahasa, 
dan ilmu-ilmu yang lain. 


Para ulama membagi ijtihad kedalam dua bagian yaitu: 


1. Ijtihad Sempurna, yaitu teknik ijtihad yang hanya bisa 
dilakukan oleh sekelompok orang yang betul-betul 
mampu menggali hukum dan menetapkan hukum dari 
sumber aslinya secara independen dalam arti mereka 
tidak terpengaruh oleh metodologi ijtihad pendahulunya 
dan betul-betul menggali hukum dengan metode sendiri 
yang orisinil, seperti yang telah dilakukan oleh para 
ulama Sahabat, Tabi'in dan para imam Madzhab seperti 
imam Maliki, Hanafi, Syafii dan Ahmad bin Hambal 
dan termasuk juga al-Auza'i, al-Thabari dan imam Jafar 
Shadig dari golongan Syiah” . 

2. Ijtihad Pengembangan atau teknik ijtihad 
yang dilakukan oleh ulama yang hanya 
diterapkan dan mengembangkan metodologi atau teori- 
teori hukum yang dihasilkan oleh pemula-pemulanya, seperti 
yang dilakukan oleh Abu Yusuf al-Anshari, Muhammad bin 
Hasan al-Syaibani, Abul Hasan al-Karkhi dan Muhammad 
bin Abi Sahal al-Sarkhisi dari madzhab Hanafi, Abdullah 
Ziyad bin Abdurrahman al-Ourthubi, Isa bin Dinar Abd 
Rahman bin Qasim al- 'Idgi dan Muhammad bin yahya 


2 Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam. Terj: Ahmad Sudjono (Bandung: 
PT. Al-Ma 'arif, 1977), hlm. 145. 
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al-Andalusi dari madzhab maliki, Abu al-Ma'ali Abd al- 
Malik bin Abd Allah al-Juwainy, Abu Ibrahim al-Muzhanni, 
Abu al-Qasim al-Raffi dan Abu Zakaria al-Nawawi dari 
madzhab Syafi'i, serta Ahmad bin Muhammad al-Barwasi 
dari madzhab Hambali. 


Al Imrithi” dalam kitab Nazhmu 1-Waraqat karangan Abu 
l- Ma'ali al-Juwaini yang dikenal dengan imam al-Haramain, 
mengklasifikasikan ijtihad dengan melihat kepada validitas 
hukum yang dihasilkan yaitu kepada ijtihad yang valid dan 
ijtihad yang invalid. Pembagian ini didasarkan kepada hadis yang 
diriwayatkan oleh Muslim” tentang pahala ganda bagi mujtahid 
yang valid dalam ijtihad-nya dan satu pahala bagi yang invalid 
dalamijtihad-nya. 

Sedangkan Mahmud Hilmi” membagi ijtihad dengan melihat 
jumlah personil mujtahid dan kekuatan mengikat dan tidaknya 
hukum yang dihasilkan kedalam dua macam yaitu: 


1. Ijtihad Kolektif (jamai) yaitu ijtihad yang dilakukan oleh 
sekelompok ulama terhadap suatu topik atau masalah 
hukum yang diajukan oleh ulil amri untuk dicari ketetapan 
hukumnya yang kemudian disepakti sebagai ketentuan 
hukum yang bersifat mengikat kepada setiap masyarakat 
secara umum. 

2. Ijtihad Individual (fardi) yaitu ijtihad yang dilakukan 
oleh badan perseorangan yang mempunyai kapasitas dan 


2 Al-Imriti, Tashil al-Thurugat li Nazmi I-Waragat. (Bandung: Shirkah al-Maarif, 
tth.), hlm. 3. 

24 Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarhi I-Nnawawi. Juz.XII, XV. (Bairut: Dar al-Fikr, 
1983), hlm. 13 dan al-Suyuti, al-Jamiu I-Shshaghir fi Ahaditsi I-Bashiri I-Nazhir 
(Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tth.), hlm. 24. 

25 Mahmud Hilmi, Nizhamu I-Hukmi I-Islami: Muqaranah bi I-Nnizhamu I-Muasirah. 
(tt:Dar al-Huda, 1987), hlm. 225. 
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kualifikasi yang memadai. Hasil ini sifatnya tidak mengikat 
atau tidak mempunyai kekuatan hukum kecuali pada 
pencetusnya. 


Sesuai dengan pengertian teknis yang telah dikemukakan 
oleh para ulama di atas, maka lapangan aplikasi ijtihad adalah 
semua masalah realitas yang bisa dibedakan dalam dua kategori 
yaitu: 


1. Masalah yang menyangkut materi hukum dalam arti nashh- 
nashh yang bisa menjadi lapangan aplikasi ijtihad. 

2. Masalah yang menyangkut kasus hukum yang membutuhkan 
penyelesaian dengan cara mengembalikan kepada sumber 
pokok yang telah disepakati yaitu al Qur'an dan al Sunnah”, 
karena setiap masalah dalam pandangan Islam telah ada 
ketentuan hukumnya” hanya ternyata mayoritas ketentuan 
tersebut tidak dijelaskan secara rinci terutama yang 
menyangkut masalah non akidah-ibadah (muamalah), 
bahkan tidak sedikit diantara masalah-masalah tersebut 
seperti masalah pidana, perdata, tata negara, hukum niaga 
dan lain sebagainya tidak ditemukan ketentuan yang jelas 
dalan nashh al Qur'an dan al Sunnah. 


Mengenai masalah yang terkait dengan masalah hukum, 
diketahui bahwa dalam Syari'at Islam secara umum ada dua 
sifat materi hukum, yaitu: 


1. Qathi atau materi hukum yang menunjuk pada makna 
tertentu, dapat dipahami dengan gamblang dan tidak 
membutuhkan ta wil. 


26 Al-Qur'an, 4 (al-Nisa:59). 
27 Al-Qur'an, 6 (al-Anam:38). 
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2. Zhanni atau materi hukum yang menunjuk pada suatu 


makna dan dimungkinkan adanya makna lain.”* 


Adapun nash-nash yang bisa menjadi lapangan ijtihad adalah 


nashh yang Zhanni indikasi/dalalahnya, terdiri dari al Qur'an 


atau al-Sunnah, atau nashh al-Hadits yang Zhanni eksistensi/ 


wurudnya. Adapun tugas mujtahid terhadap nash yang Zhanni 


eksistensinya adalah meneliti sanad sampai pada Nabi, sifat- 


sifat perawi dari segi kejujuran, keadilan, dan thiqahnya, dan 


terhadap materi hukum (al-Hadits) yang Zhanni indikasinya 


adalah memberi tafsir dan tawil, mencari kuatnya petunjuk 


terhadap makna yang dikehendaki, menyelamatkan apabila 


terjadi taarrud, menentukan bahwa materi hukum tersebut 


menunjuk pada salah satu hukum taklifi”. 


Sedangkan masalah yang menyangkut kasus hukum setelah 


dikembalikan pada sumber aslinya, maka dapat dibedakan 


kedalam masalah yang tidak bisa menjadi lapangan aplikasi 


ijtihad dan masalah yang bisa menjadi lapangan aplikasi 
ijtihad”. 


Masalah-masalah yang tidak bisa dijadikan lapangan 


aplikasi ijtihad: 


I; 


Kasus-kasus hukum yang ditetapkan nash secara pasti 
gath'i indikasi dan eksistensinya seperti kewajiban shalat 
dan zakat, dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan” 
dan kewajiban menunaikan haji”? atau yang ditetapkan 
dengan metode penalaran yang telah disepakati, seperti 


2 Abdul Wahab Khallaf, Ilm Ushul...., hlm. 35. 

2 Ibid, 216-217.» lihat juga, Wahbah Al-Zuhaili, Ushul al-Figh..., hlm. 1081. 
30 Al-Syirazi, al-Luma'.., hlm. 70-71. 

31 Al-Ouran,2 (al-Baqarah: 43). 

2 Al-Ouran,3 (Ali Imran: 97). 
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kaidah-kaidah umum yang dihasilkan dari nash-nash secara 
kumulatif, kohesif dan konprehensif seperti kaidah-kaidah 
kulliyah yang lima”. 

2. Kasus-kasus hukum yang tidak ada nashh akan tetapi para 
ulama telah sepakat mengenai ketetapan hukumnya atau 
kasus-kasus hukum yang tidak diketahui kejelasannya 
hukumnya dari agama” seperti memberikan seperenam 
bagian waris kepada nenek dan tidak sah perkawinannya 
wanita Islam dengan laki-laki non-Islam. 


Sedangkan kasus-kasus hukum yang bisa menjadi lapangan 
aplikasi ijtihad yaitu: 
1. Kasus-kasus hukum yang ada nashhnya tetapi indikasi 
dan eksistensinya diragukan (Zhanni). Kondisi ini bisa 
ditemukan pada hadits-hadits Ahad dan macam-macamnya. 


Sedangkan tugas mujtahid dalam masalah ini adalah 
meneliti keabsahan sanad dan menjelaskan petunjuk nash 
terhadap masalah yang akan diselesaikan. 


2. Kasus-kasus hukum yang ditetapkan dengan nashh gathi 
tetapi indikasi dalalah hukumnya tidak jelas. Kondisi ini 
bisa ditemukan dalam nashh-nashh al Ouran dan hadis 
mutawatir. Karena kadangkala, meskipun nash-nash 
tersebut menunjuk pada makna yang jelas (Zhdhiru I-ma'na) 
namun yang dimaksud bukanlah makna Zahirnya, dan juga 
kadangkala berbentuk kata Gm, muthlag, musytarak dan 
mutaradif. Sedangkan tugas mujtahid dalam hal ini adalah 
menjelaskan makna dan memastikan petunjuknya pada 
salah satu hukum taklifi. 


8 Al-Madani, Mawatinu I-Ijtihad fi Syariati I-Islamyyiah. I. (Kuwait: Maktabah al- 
Manar, tth.), 6-9.; lihat juga, Wahbah Al-Zuhaili, Ushal al-Figh...., hlm. 1080. 
4 Al-Syirazi, al-Luma...., hlm. 71. 
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3. Kasus-kasus hukum yang ditetapkan dengan nashh gath'i 
tetapi eksistensinya diragukan. Keadaan ini bisa ditemukan 
pada hadis-hadis Ahad. Adapun tugas mujtahid dalam 
masalah ini adalah meneliti keabsahan sanadnya. 


4. Kasus-kasus hukum yang tidak ada nash hukumnya dan 
ketetapan hukumnya belum pernah disepakati oleh para 
ulama. Dalam hal ini para ulama betul-betul melakukan 
ijtihad, karena harus mencari ketentuan hukumnya dengan 
metode-metode penalarannya.” 


Ijtihad adalah suatu pekerjaaan yang tidak semua orang 
dapat melakukannya, karena pekerjaan ini terkait langsung 
dengan hak-hak Syar'i (Allah dan RasulNya) dalam arti, setiap 
ketentuan hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid 
adalah mewakili kehendak Tuhan, atau singkatnya ia adalah 
kepanjangan tangan Tuhan dalam mengatur hamba-Nya. Oleh 
sebab itu tidak salah kalau para ulama menetapkan syarat- 
syarat, meskipun syarat-syarat tersebut menurut Iqbal’ hampir 
tidak mungkin direalisasikan pada badan perseorangan karena 
terlalu diidealkan dengan capaian-capaian masa lalu para imam 
madzhab. 


Syarat-syarat Mujtahid yang ditetapkan oleh ulama 
dikelompokkan menjadi: 
1. Syarat-syarat Umum 


Yang termasuk syarat umum adalah; Dewasa, berakal sehat, 
mempunyai IQ. (Intellegence Quotient) tinggi dan beriman.” 


3 A. Wahab Khallaf, “Ilm Ushûůl..., 34-35.; lihat juga, Wahbah Al-Zuhaili, Ushal al- 
Fiqh..., hlm. 1081. 

** Muhammad Iqbal, The Recontruction of Religious Thought in Islam. Terj.(Jakarta: 
PT.Bulan Bintang, 1983), hlm. 205. 

37 Tuwana, al-Ijtihâd..., hlm. 160-164. 
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2. Syarat-syarat Pokok 


Di antara syarat-syarat pokok yang telah dirumuskan oleh 
ulama adalah: 


a. Menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang 
berhubungan dengannya seperti, Nahwu, Sharaf dan 
Balaghah, memahami makna-makna kosa kata serta, 
sehingga bisa mengetahui susunan dan redaksi suatu 
kalimat dan juga pada bentuk-bentuk muhkam dan 
mutashabih, hagigah dan majaz, mutlag dan mugayyad, 
mujmal dan mubayyan serta am dan khasnya". 


b. Memahami Alguran dan ilmu-ilmu ikutannya, seperti 
ilmu Asbabu I-Nnuzul dan nashikh-mansukh, agar hasil 
ijtihidnya tidak termasuk dalam hukum nashh yang 
telah dimansukh” . 


c. Menguasi al-Sunnah serta mengetahui jalan-jalan 
periwayatannya sehingga bisa mengetahui tingkatan 
tingkatan kehujjahan dalam bentuk mutawatir, masyhur 
dan ahad-nya, serta mengetahui tingkatan-tingkatan 
keabsahan dalam bentuk shahih, hasan dan dha'if-nya.” 

d. Mengusai metode-metode qiyas, karena menurut al- 
Syafi'i, ijtihad tidak lain adalah Oiyds"', sedangkan 
untuk menguasainya dibutuhkan tiga penguasaan,” 
yaitu: 


38 Tuwana, al-ljtihdd..., hlm. 168,5 Abu Zahrah, Ushůl..., hlm. 380. 

39 Al-Mahalli, Syarhu Matni Jami I-Jawami', Juz, 2 (Bairut: Dar al-Fikr,1982), hlm. 384,; 
Al-Badakhsi, Syarh al-Badakhsy Minhaji I-“Ugul, Juz. 3 (Bairut: Dar al-Kutub al- 
TIlmiyah, tth.), hlm. 284,: Al-Isnawi, Syarh al-Asnawi: Nihayatu I-Ssul, juz, 3 
(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.), hlm. 283.; Al-Zuhaili, Ushul al-Figh..., hlm. 
1074. 

40 A. Wahab Khallaf, Ilm Ushal ..., hlm. 219. 

H Al-Syaffi, al-Risalah (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby, 1969), hlm. 318, 205. 

42 Abu Zahrah. Ushul..., hlm. 385. 
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1) Mengetahui latar belakang materi hukum yang 
menjadi dasar serta illat-illat hukumnya, agar 
proses penalaran dan analoginya tidak salah. 


2) Menguasai dengan pasti aturan-aturan serta batasan 
batasan dalam mengoperasikan Qiyas. 


3) Mengetahui metodologi ulama-ulama klasik dalam 
mencari ‘illat hukum dan sifat-sifat yang dijadikan 
alasan dalam menetapkan ketentuan hukum. 


Sehubungan dengan syarat-syarat yang telah 
disebutkan di atas, al-Syaf'i menyatakan bahwa 
syarat-syarat tersebut adalah bersifat kumulatif 
(bukan alternatif) artinya, apabila salah satu 
dari syarat-syarat tersebut tidak dijumpai dalam 
diri seorang mujtahid, maka ia terlarang untuk 
melakukan ijtihad. 


e. Mengetahui kaidah-kaidah umum 


Yang dimaksud kaidah-kaidah umum ini, menurut al- 
Subki yaitu kaidah-kaidah pokok fighiyyah (al-gaw@'id 
al-fighiyyati I-kulliyat)" yaitu al-umuru bi magashidiha, 
al-yaginu la yuzalu bi I-Sysyakk, al-Masyaggat tajlibu 
I-ttaisir, al-dharar yuzalu dan al-adah muhakkamah. 
f. Mengetahui teori tarjih ketika terjadi perlawanan 
(taarrud) antara dua dalil”, karena jika terjadi 
pertentangan antara dua dalil maka pertama kali yang 
harus dilakukan adalah men-taugif dan apabila tidak 
memungkinkan maka harus diadakan tarjih dan wajib 


18 Al-Syafti, al-Risalah..., hlm. 318. 

44 Al-Subki, Jamu I-Jawimi, hlm. 383. 

+ Al-Taftazani, Syarhu I-GadI li Mukhtasar al-Muntaha, Juz.II (Bairut: Dar al-Kutub 
al-ilmiyah,1983), hlm. 390. 
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berpegang pada salah satu dari kedua dalil tersebut”. 


g. Memahami ideal moral Syari'ah atau Maqashid al- 
tasyri atau ruh al-Syariah. Sehubungan dengan syarat 
yang terakhir ini, al-Shathibi mengatakan bahwa ideal 
moral Syariah adalah syarat yang sangat pokok dalam 
melakukan ijtihad sedangkan syarat-syarat yang telah 
disebutkan di atas adalah syarat yang mengiringinya 
atau syarat pelengkap.” 


3. Syarat-syarat Pelengkap 
Di antara syarat pelengkap yang dimaksud adalah: 


a. Tidak ditemukan dalil gath'i dalam suatu kasus hukum, 
baik berupa dalil nashh atau ijma' atau masalah yang 
belum ada kepastian hukumnya. 


b. Mengetahui masalah-masalah yang diperselisihkan oleh 
ulama. 


Berdasarkan persyaratan sebagaimana di atas, para ahli 
kemudian berusaha memberikan klasifikasi terhadap mujtahid 
dengan tingkat pemenuhan syarat yang telah ditetapkan. Secara 
umum, mujtahid bisa diklasifiksikan dalam dua macam yaitu: 


1. Mujtahid Mutlak 


Mujtahid mutlak atau mujtahid fi al Syar'i atau mujtahid 
kamil adalah seorang ulama yang mampu menggali hukum- 
hukum agama dari dalil-dalilnya secara langsung dan mampu 


“6 Al-Barzanji, al-Taarudu wa al-Tarjihu baina al-Adillati I-Sysyar'iyyah: Bahtsu 
Ushili wa mugaran bi al-Madzdhibi I-Islamiyyati I-Mukhtalifah, Juz.Il. (Bairut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyah,1993), hlm. 308. 

47 Al-Syathibi, al-Muwafagat fi Ushul al-Ahkam , juz 4 (Bairut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 
105-106. 

48 Tuwana, al-Ijtihdd..., hlm. 200. 
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menetapkan metodologi dan dasar-dasar pokok dalam aktivitas 
ijtihadnya.” 

Tingkatan mujtahid yang pertama ini dapat dibedakan 
dalam dua hal, yaitu: 


a. Mujtahid mutlak mustagil atau mujtahid yang mampu 
menggali hukum-hukum baru dengan metodologinya 
yang orisinil tanpa terpengaruh oleh ulama-ulama 
pendahulunya seperti yang telah dilakukan oleh ulama- 
ulama sahabat, tabi'in seperti Sha'id bin Musayyab dan 
Abdu al-Rahman al-Nakha'i para pendiri madzhab 
seperti Abu Hanifah, Malik bin Anash, Muhammad 
bin Idris al-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal dan lain 
sebagainya”. 

b. Mujtahid Mutlak Muntasib atau ulama yang mencapai 
tingkatan mujtahid mutlak hanya saja mereka tidak 
menetapkan hukum dengan metodenya sendiri tetapi 
memakai metodologi yang dipakai oleh mujtahid 
mustagil dan juga memakai keterangan-kerangannya 
dalam hukum asal sebagai landasan penalaran dalam 
penggalian hukum masalah-masalah cabang.” 


2. Mujtahid Madzhab 


Mujtahid madzhab adalah ulama yang mengikuti 
metodologi salah satu imam madzhab dalam hukum 
asal atau cabang dan hanya mampu mengembangkan dan 
menerapkannya serta meng-istimbat-kan hukum yang 
belum terdapat di dalam madzhabnya.”. 


19 Abu Zahrah, Ushal..., 385.; Tuwana, al-Ijtihad..., hlm. 356. 

50 Al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh...,1107.; Tuwana, al-Ijtihad..., hlm. 357. 

*! Ibid.; Al-Zuhaili, Ushal al-Figh....,1107,: Mahmassani, Falsafah..., hlm. 145 . 

52 Al-Anshari, Ghayah al-Wushul Syarh lubbi I-Ushul ( Semarang: Syirkah al-Nur 
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Tingkatan mujtahid yang kedua ini dapat diklasifikasikan 
dalam dua tingkatan, yaitu: 


a. Mujtahid takhrij atau ulama yang mengeluarkan 
ketentuan hukum yang belum ditetapkan dengan 
metodologi pendahulunya. 


b. Mujtahid tarjih atau mujtahid fatwa ialah ulama yang 
mentarjih pendapat yang berbeda dalam madzhabnya 
untuk memperoleh pendapat yang paling kuat dan lebih 
mendekati pada nashh atau qiyas yang benar atau yang 
paling sesuai dengan kebutuhan manusia. 


Di samping pembagian ijtihad di atas, dengan melihat 
kapasitas dan kualifikasi mujtahidnya dapat dibedakan juga 
kepada: 


1. Mujtahid umum (general) atau mujtahid yang mampu 
melakukan ijtihad dalam semua aspek kajian hukum 
Fiqh. 

2. Mujtahid khusus (parsial) atau mujtahid yang hanya 
mampu berijtihad dalam masalah parsial hukum Fiqh 
seperti melakukan ijtihad dalam hukum keluarga, 
hukum pidana dan dalam masalah-masalah yang lain 
yang sifatnya parsial.” 


Jika ijtihad pada masa Nabi telah bisa dilakukan, baik 
yang dilakukan dihadapan Nabi seperti yang dilakukan 
oleh Abu Bakar dan Umar ataupun dilakukan tidak berada 
dihadapan Nabi seperti yang dilakukn oleh Mwad bin Jabal, 
maka pada masa sesudah wafatnya lebih bisa dilakukan, bahkan 
— Asia, tth.) hlm. 148, ; Al-Subki, Jamu I-Jawimi...,385,5 Al-Mahalli, Syarhu Matni 
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wajib dilakukan”, karena disamping semakin banyak masalah 
aktual yang tidak ditemukan di masa Nabi, juga karena wahyu 
Alqur'an (atau Nabi sebagai tempat penyelesaian masalah- 
masalahnya) telah terputus. 


Mengenai hukum-hukumnya secara rinci dijelaskan oleh 
al-Umari” yaitu: 


1. Wajib ain, yaitu kewajiban bagi seseorang dimintai 
fatwa dalam suatu masalah hukum dan masalah 
tersebut dikhawatirkan lenyap tanpa memperoleh 
kepastian hukum. 

2. Wajib kifai, yaitu kewajiban bagi orang yang dimintai 
fatwa dan orang tersebut tidak khawatir 
hilangnya masalah tersebut tanpa memperoleh suatu 
kepastian hukum karena masih banyak mujtahid lain 
yang mampu memutuskannya 


3. Mubah, yaitu melakukan prediksi 
hukum dalam masalah-masalah yang belum terjadi. 


4. Makruh, yaitu melakukan ijtihad dalam masalah- 
masalah yang tidak mungkin terjadi. 


5. Haram, yaitu melakukan ijtihad untuk memperoleh 
ketentuan hukum yang berlawanan dengan nashh 
atau Oawdid Ushuliyyah dan Gawiid Fighiyyah yang 
masyhur atau ijtihad yang dilakukan oleh orang yang 
tidak memenuhi kualifikasi karena orang tersebut 
tergolong dalam kelompok orang orang yang wajib 
bertanya apabila tidak tahu." 


54 Al-Isnawi, Syarh al-Asnawi..., hlm. 268. 

55 Al-Umari, al-ljtihad fi l-Islam: Ushiluh, Ahkamuh, Tafaguh (Bairut: Muassasah al- 
Risalah, 1986), hlm. 122-123. 

56 Al-Qur'an, 16 (al-Nahl:43). 
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Alasan-alasan kewajiban ijtihad secara umum dibagi 
menjadi dua alasan yaitu alasan-alasan internal dan 
alasan-alasan eksternal. Alasan-alasan internal yang 
dimaksud adalah alasan-alasan yang berasal dari dalam 
sumber hukumnya, sedangkan alasan-alasan eksternal adalah 
masalah-masalah realitas yang harus disikapi agar ternaungi 
oleh hukum Islam. 


a. Alasan-Alasan Internal 


Dalam al-Qur'an memang tidak ditemukan nashh-nashh 
yang secara langsung menyuruh melakukan ijtihad, namun 
demikian, ungkapan-ungkapannya tentang keharusan 
berfikir, secara umum banyak ditemukan terutama dalam 
bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggugah untuk 
segera disikapi. Seperti diantaranya pernyataan-pernyataan 
afala tatafakkarun?”', afala yatadabbarûůn”, afala ta'lamun?, 
dan afald tadzakkarun" bahkan lebih jelas lagi, al-Quran 
mempertanyakan dalam bentuk pengingkaran (istifham 
inkari) tentang keberadaan seseorang yang tahu dan yang 
tidak tahu, orang-orang yang mau melihat dan peduli pada 
realitas dengan orang-orang yang acuh pada realitas.” 


Dalam kesempatan yang sama al-Qur'an menyuruh 
t? 


mengambil contoh dan ibarat” terhadap ayat yang diturunkan- 


Nya”, serta menyuruh untuk mengkaji, memperdalam dan 
memahami materi-materi hukum dengan cara mengembalikan 


57 Al-Qur'an , 6 (al-An'am:50). 

58 Al-Qur'an , 8 (al-Nisa':82). 

2 Al-Qur'an , 3 (Ali Imran:60). 6 (al-Anam:31). 

60 Al-Qur'an , 11 (Hud:24). 

61 Al-Qur'an, 39(al-Zumar:9), 6 (al-Anam:50). 

62 Al-Qur'an, 59(al-Hashr:2), 12(Yusuf:111). 

88 Al-Quran, 2 (al-Bagarah:266): 13(Al-Rad:3): 30(al-Rum:21,23,24,28): 39(al- 
Zumar:42), 3(Ali Imran:118): 6 (al-An'am:65). 
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setiap kasus hukum kedalam naungan wahyu yang diturunkan- 
Nya"' sebagai sumber pokok dalam Syari'ah”. Sementara 
disatu sisi, al-Qur'an mengancam orang-orang yang enggan 
menjadikan hukum Allah sebagai rujukan dengan gelar 
“Zhalimun,S fasiqin,” lebih ekstrem lagi dengan gelar kafirun", 
dan di sisi lain, Alqur'an menjanjikan petunjuk (huda) dan 
kedudukan yang tinggi disisi Allah bagi orang-orang yang 
mau berusaha keras dengan harta maupun dengan jiwanya.” 
Termasuk dalam pengertian jihad al-nafs adalah 
jihad intelektual yang juga dianjurkan oleh al-Qur'an yaitu 
memperdalam pengetahuan tentang agama atau tafaqquh fi al- 
din” ketika orang-orang Islam keluar semua untuk berjihad 
fisik dan dimaksudkan agar bisa menyelesaikan masalah- 
masalah realitas. Alasan yang juga tak kalah pentingnya yang 
juga termasuk alasan internal adalah, diketahui bahwa dalam 
Alguran banyak ditemukan statement-statement umum dan 
global seperti bentuk-bentuk mutlag, mujmal harus ditetapkan 
indikasinya untuk diaplikasikan dalam masalah-masalah parsial 
(juzi), terlebih lagi dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang 
samar (mutasyabihat) yang harus dijelaskan artinya (ta'wil). 


Adapun alasan-alasan kewajiban yang terdiri dari al-Hadits 
adalah banyak sekali baik yang dimengerti dari tindakan- 
tindakan Nabi ketika menghadapi kasus-kasus hukum yang 
tidak terselesaikan dengan wahyu al-Qur'an, atau anjuran- 
anjuran dan persetujuan Nabi terhadap para sahabatnya dalam 


64 Al-Qur'an, 5(al-Maidah:49), 4 (al-Nisa':105). 
6 Al-Qur'an, 4 (al-Nisa':59), 3 (Ali Imran:32). 
66 Al-Qur'an, 5(al-Maidah:45). 

6&7 Al-Qur'an, 5(al-Maidah:47). 

68 Al-Qur'an, 5(al-Maidah:44). 

© Al-Qur'an, 9 (al-Taubah:20,80). 

70 Al-Qur'an, 9 (al-Taubah:122). 
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menghadapi kasus yang secara jelas tidak ditemukan bukti 
tekstual. Dalam hal ini, Mahmassani”' mengutip Hadits: 


Ser aU 


Dan perkataan Nabi kepada Ibn Mas'ud yang secara 
langsung menyuruh melakukan ijtihad, yaitu: 


Des) Age bagi SIS) Selagi deng kl, SET l 


Dan Hadits yang diriwayatkan oleh Muad bin Jabal ketika 
ia dan Abu Musa al-Asyari diutus ke Yaman. 


Disamping alasan-alasan di atas, ternyata para 
ulama madzhab yang selama ini selalu dijadikan 
acuan, dengan jelas mengatakan tidak boleh bertaglid, seperti 
perkataan Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang dikutip oleh 
Mahmassani” yaitu: 


obol adan > Wa Jol Ie Y JAN 
Dan perkataan Ahmad bin Hambal, yaitu: 


b. Alasan-Alasan Eksternal 


Disamping alasan-alasan internal yang telah disebutkan di 
atas, alasan-alasan yang paling mendesak untuk melakukan 
ijtihad adalah alasan-alasan yang bersifat eksternal, yaitu 
berupa masalah-masalah yang terbias dari transformasi 
peradaban manusia yang semakin berkembang yang setelah 
dikonsultasikan pada preseden yang ada, tidak ditemukan 
secara jelas kepastian aturan-aturannya. Dan meskipun al- 


71 Mahmassani, Falsafah al-Tashri', hlm. 129. 
7? Mahmassani, Falsafah al-Tasyri', hlm. 148. 
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Qur'an merupakan sumber norma dan nilai-nilai normatif 
yang sudah komplit dan setiap masalah menurut pengakuannya 
telah dijelaskan”, ternyata ketika dihadapkan pada masalah- 
masalah realitas, sangat sulit menafsirkan dan menentukan 
indikasinya, dengan kata lain preseden al-Qur'an atau al-Hadits 
telah tidak dialogis dan dialektis lagi seperti halnya ketika 
diturunkan atau diriwayatkan yang selalu memberi solusi 
terhadap masalah realitas. Sementara disatu sisi, dikatakan oleh 
ulama, bahwa al-Qur'an yang harus dijadikan rujukan, ternyata 
hanya memuat kurang lebih 500 ayat (atau 600 ayat menurut 
sebagian ulama yang dianggap muhkam atau yang mengandung 
elemen hukum dari keseluruhan ayat yang berjumlah 6219, 
itupun mayoritas berkaitan dengan masalah ritual sedangkan 
yang bertalian langsung dengan hukum hanya berjumlah 
80 ayat”, jadi kelengkapan dan keuniversalannya justru 
terletak pada keumuman dan keglobalan ungkapan-ungkapan 
yang akan dihadapkan pada masalah actual. Dan di 
sisi lain, al-Hadits sebagai sumber dan penjelas bagi al-Qur'an, 
mayoritas adalah merupakan spesifik dari masalah-masalah 
realitas di waktu al-Hadits tersebut dikeluarkan, jadi tanpa 
menggali dan mengembalikan pada motif-motif keniscayaan 
keduanya sangat sulit mengaplikasikan pada masalah aktual. 


Kedudukan hasil ijtihad apabila dilihat dari produk 
hukumnya secara umum dapat dibagi ke dalam ijtihad 
valid dan yang invalid, ini didasarkan pada pernyataan Nabi 
tentang pahala ganda bagi yang valid hasil ijtihadnya dan satu 
pahala bagi yang invalid.” 


73 (Q.S; 6:38; 16:89). 

7 An-Naim, Toward an Islamic Reformation: Civil liberties, Human Raight and 
International Law, Terj. (Yogyakrta: LKiS dan Pustaka Pelajar,1994), hlm. 41. 
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Sedangkan apabila dilihat dari mengikat (multazim) dan 
tidaknya, hukum hasil ijtihad adalah tidak mengikat kecuali 
kepada diri pencetusnya, dan tidak menjadi hujjah kepada 
seluruh ummat manusia dan tidak seorangpun yang wajib 
mengikuti dan bertindak sesuai dengan hasil ijthad tersebut”, 
sebab masalah yang telah ditetapkan oleh seorang mujtahid 
didasarkan pada dalil Syar'i yang Zhanni yang memungkinkan 
perbedaan hukum karena perbedaan penalaran, metode yang 
dipakai serta situasi dan kondisi yang melatari tersebut. Akan 
tetapi hukum ijtihadi bersifat mengikat kepada orang yang 
secara khusus meminta fatwa dalam suatu masalah. 


Metode yang dipakai oleh para ulama dalam rangka 
istinbath hukumnya sangat beragam sekali terutama setelah 
tidak menemukan bukti tekstual yang akan dijadikan landasan 
penetapan hukumnya. Keadaan ini lebih banyak dipengaruhi 
oleh sosio-kultur dan aliran penalaran hukum mereka. 


Metode-metode tersebut yaitu: metode Ijma, Oiyis, 
Istihsan, Istishlah dan istidlal (mencari dalil) yang menurut 
istilah ulama Ushul Fiqh adalah dalil yang bukan terdiri dari 
nashh, ijma dan giyas atau juga dipakai sebagai istilah dalam 
menyandarkan suatu ketentuan pada nash atau ijma. Sedangkan 
Metode-metode yang digolongkan kedalam istidlal adalah: 
Istishhab atau bardah ashliyyah dan Sadd al-Dzariah yang 
masing-masingnya memiliki karakter metodologis yang khusus. 


B. Qiyas dalam Lintasan Sejarah 


Sarana utama ijtihad pada periode awal perkembangan 
hukum Islam adalah ray. Istilah ini mendahului istilah qiyas 
dan istihsan dalam penalaran hukum pada generasi awal. 


76 Mahmud Hilmi, Nizhamu I-Hukmi I-Islami..., hlm. 226. 
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Pembahasan dalam sub-bab ini akan dilakukan dengan urutan 
tersebut yaitu, ray, qiyas dan istihsan. Karena ketiganya 
mempunyai kaitan yang sangat erat. 


Secara harfiah ray berarti pendapat dan pertimbangan. 
Orang-orang Arab telah lama mempergunakan makna tersebut 
untuk pendapat dan keahlian yang dipertimbangkan dengan 
baik dalam menangani persoalan yang dihadapi. Seseorang 
yang memiliki pertimbangan yang bijaksana dikenal sebagai dzu 
I-ray. Lawan kata dari dzu I-ray tersebut adalah mufannad, 
seseorang yang lemah dalam berfikir dan tidak bijaksana 
dalam pertimbangan. Penggunaan kata mufannad tersebut 
hanya diperuntukkan bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan, 
karena menurut keyakinan orang Arab dulu perempuan tidak 
mempunyai ray meskipun di masa mudanya, apalagi dimasa 
tuanya.” Al-Quran menunjukkan bahwa kaum Nuh as. telah 
menolak pesan yang disampaikannya karena beliau diikuti oleh 
orang-orang yang lemah dan tidak matang dalam pertimbangan 
(badiya al-ray)." 

Penjelasan di atas secara implisit menyiratkan bahwa 
kesempurnaan intelektual dan kematangan dalam menimbang 
sesuatu telah lama dipakai sebagai kriteria bagi kebesaran 
seseorang. Al-Quran sendiri secara berulang-ulang menyeru 
untuk berfikir secara mendalam dan merenungkan ayat- 
ayatnya. Al-Ouran juga mengajak untuk mempergunakan 
nalar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. 
Nabi SAW sendiri memberikan contoh dengan menerima 
pendapat sahabat dalam persoalan-persoalan di mana beliau 


” Muhammad ibn Saad, Tabagat al-Kubra, Juz. V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 
292-293. 
78 Al-Qur'an, 47: 24. 
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tidak dituntun wahyu. Contoh terbaik untuk ini adalah dalam 
peristiwa perang Badar. Nabi memilih tempat tertentu untuk 
membangun perkemahan bagi pasukan Muslim. Seorang 
sahabat, Hubbab ibn Mundzir, bertanya apakah beliau 
memilih tempat tersebut atas pertimbangan (ra'y) pribadi atau 
atas petunjuk Allah. Nabi SAW menjawab bahwa pemilihan 
tempat tersebut berdasarkan pertimbangan beliau sendiri. 
Ketika sahabat tersebut mengusulkan suatu tempat yang lebih 
cocok, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat tersebut bahwa 
dia telah memberikan pertimbangan yang matang (lagad 
asyarta bi al-ray).” Demikitan pula dorongan al-Quran untuk 
bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai persoalan 
yang sedang dihadapi, secara tidak langsung memberi arti 
diterimanya penggunaan ra'y dalam memutuskan persoalan, 
termasuk persoalan keagamaan. 


Persoalan yang dihadapi umat Islam tidaklah pelik ketika 
Nabi SAW masih hidup. Karena setiap saat dapat ditanyakan 
langsung kepada Nabi dan keputusan beliau merupakan 
keputusan final. Tetapi setelah beliau wafat persoalan semakin 
lama semakin pelik. Di hadapan para sahabat terdapat dua 
landasan untuk memutus kasus-kasus yang baru, yaitu al-Quran 
dan preseden-preseden hukum yang ditinggalkan oleh Nabi 
SAW. Tentang al-Ouran, dapat dikatakan bahwa ra'y merupakan 
alat terbaik untuk menimbang ayat al-Quran yang mana yang 
tepat untuk diterapkan pada suatu situasi tertentu dan mana 
yang tidak. 

Persoalan Sunnah jauh lebih sulit dari persoalan al-Quran. 
Alasannya adalah pertama, dibutuhkan penegasan apakah 


7 Abu Muhammad “Abdullah ibn Yusuf ibn Hisham, Sirdhu I-Nnabawi, juz II 
(Kairo: Dar al-Kutub, 1929), hlm. 210-211. 
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suatu Sunnah tertentu memang benar berasal dari Nabi SAW. 
Kedua, apakah sahabat yang meriwayatkan Sunnah tersebut 
benar-benar memahami makna Sunnah yang diriwayatkanya. 
Dalam masalah ini dapat dikemukakan kritik internal sejumlah 
sahabat terhadap sahabat lainnya tentang Sunnah-Sunnah yang 
mereka riwayatkan. Akibatnya penggunaan ray merupakan 
sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kaum muslimin dituntut 
untuk menggunakan ray dalam menafsirkan ayat al-Quran 
dan menyeleksi sunnah-sunnah yang tepat untuk diterapkan 
pada kasus-kasus tertentu." Penafsiran dan penyeleksian ini 
menyiratkan anjuran digunakannya pendapat pribadi. Karena 
itu, sejak masa-masa awal Islam telah terjadi perbenturan antara 
hukum yang tersurat dengan semangat yang tersirat di dalam 
teks. Ini berarti bahwa ray tetap digunakan meskipun terdapat 
ayat atau hadits tentang kasus tertentu. 


Jika dilakukan penelitian yang cermat terhadap sejumlah 
pendapat sahabat, dapat ditemukan bahwa mereka tetap 
menggunakan ray meskipun terdapat ayat atau hadits tentang 
masalah tertentu. Kenyataannya seorang sahabat menunjuk 
suatu ayat atau hadits sedangkan sahabat yang lain menunjuk 
ayat atau hadits lain yang berbeda. Suatu ayat yang sama 
tetapi dipahami secara berbeda. Kasus ijtihad Umar ibn 
al-Khaththab memadai untuk menjelaskan persoalan ini. 
Umar ibn al- Khaththaib menggunakan pendapat pribadinya, 
meskipun petunjuk dalam masalah yang sedang dihadapi dapat 
diputuskan karena sudah ada ayat atau hadits yang mengatur. 

Diriwayatkan bahwa Umar ibn al-Khaththib menghapus 
pembagian zakat yang diberikan kepada orang Muslim tertentu 
atau non-muslim tertentu untuk memantapkan atau menggugah 
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hati mereka, seperti yang diperitahkan oleh al- Guran." Nabi 
biasanya memberikan bagian ini kepada kepala suku Arab 
tertentu dengan tujuan untuk menarik mereka agar masuk 
Islam atau mencegah mereka agar tidak membahayakan umat 
Islam. Bagian ini diberikan pula kepada orang- orang yang baru 
masuk Islam agar mereka tetap menganut Islam dengan teguh. 
Tetapi Umar ibn al-Khaththab tidak melakukan pembagian 
tersebut pada masa pemeritahannya. Umar ibn al-Khaththab 
berpendapat bahwa Nabi memberikan bagian tersebut untuk 
memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka 
pembagian tersebut menjadi tidak diperlukan lagi.” Tindakan 
Umar ibn al-Khaththab ini sekilas tampaknya bertolak 
belakang dengan pernyataan al-Ouran. Tetapi sebenarnya dia 
mempertimbangkan situasi yang ada dan mengikuti semangat 
perintah al-Quran. Pertimbangan pribadinya membawanya 
pada suatu kesimpulan bahwa seandainya Nabi SAW hidup 
dalam kondisi yang sama dengan yang sedang dia hadapi, 
tentulah beliau akan memberikan keputusan yang sama. 
Umar ibn Abd al-Aziz, sewaktu menjadi khalifah, pernah 
memberikan bagian ini kepada orang-orang tertentu dengan 
tujuan yang sama seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika 
beliau hidup.” Kedua contoh ini memperlihatkan bagaimana 
ray dipergunakan untuk memutuskan kapan dan dengan cara 
bagaimana suatu ayat atau hadits diterapkan. 

Contoh lainnya adalah keputusan Umar ibn al-Khaththab 
untuk tidak membagikan tanah-tanah di Irag dan Suriah kepada 
para prajurit yang ikut berperang. Kaum muslimin mendesak 
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Umar Ibn Khaththab agar membagikan tanah rampasan perang 
tersebut seperti praktik yang dulu dilakukan Nabi. Umar Ibn 
al-Khaththab menjawab desakan tersebut dengan mengatakan 
jika tanah-tanah tersebut tetap dibagi, seperti keinginan 
para pendesaknya, dari mana dia mendapatkan biaya untuk 
membayar tentara yang akan menjaga perbatasan dan kota- 
kota yang baru direbut. Karena itu, pada akhirnya para sahabat 
menyetujui pendapat Umar ibn al-Khaththab dan mengatakan 
bahwa pendapat Umar ibn al-Khaththab tersebut benar (al-rayu 
rayuka).“ Ini menunjukkan bahwa penggunaan ray bukan 
sesuatu yang asing oleh para sahabat dan generasi muslim awal. 


Umar ibn al-Khaththab tampaknya meninggalkan ayat-ayat 
yang memerintahkan membagi harta rampasan perang kepada 
tentara yang ikut berperang. Menurut aturan dan praktik dari 
Nabi, tanah juga harus dibagikan seperti barang-barang lainnya 
yang termasuk ghanimah. Umar ibn al-Khaththab lebih memilih 
keuntungan yang akan didapat umat Islam secara umum dari 
pada memberikan keuntungan untuk masing-masing individu. 
Keadilan sosial menuntut bahwa tanah yang ditaklukkan 
tersebut tidak dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. 
Ini merupakan contoh penting dari penggunaan istihsan pada 
masa awal, yaitu menyimpang dari aturan yang sudah mapan 
demi mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sosial." 


Menurut riwayat, sejumlah budak mencuri seekor unta, 
menyembelihnya dan memakannya beramai-ramai. Kasus ini 
disampaikan kepada Umar ibn al-Khaththab dan dengan segera 
dia memerintahkan untuk dilakukan potong tangan terhadap 
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para budak tersebut. Tetapi setelah berfikir sejenak, Umar ibn al- 
Khaththab membatalkan putusannya dan mengatakan kepada 
pemilik budak bahwa dia telah membuat lapar para budak 
tersebut dengan tidak memberi mereka makan.** Karena itu 
Umar ibn al-Khaththab memerintahkan kepada pemilik budak 
tersebut agar mengganti unta yang telah dicuri itu dengan dua 
kali lipat harga unta tersebut. Riwayat lain menyatakan bahwa 
seorang laki-laki mencuri suatu barang dari baitu I-mal, namun 
Umar ibn al-Khaththab tidak menerapkan sanksi potong tangan 
kepadanya.” Dalam kasus-kasus di atas terlihat bahwa Umar 
ibn al-Khaththab tampaknya mengabaikan perintah ayat yang 
memerintahkan pemotongan tangan pencuri. Tetapi mesti 
diingat bahwa al-Qur'an sama sekali tidak bicara tentang rincian 
potong tangan tersebut. Dalam hal ini Sunnah atau ra'y sangat 
berperan untuk memutuskan kapan sanksi potong tangan itu 
diterapkan dan kapan tidak. 


Semua contoh di atas memperlihatkan bahwa Umar ibn 
al-Khaththab tampaknya menyimpang dari perintah lahiriah 
al-Qur'an atau Sunnah yang telah mapan. Tetapi sesungguhnya 
itu bukan suatu penyimpangan, melainkan suatu ketaatan yang 
sejati terhadap semangat al-Qur'an, yang dilakukan dengan 
pertimbangan pribadi. 

Ra'y merupakan alat pokok dan alami untuk menyelesaikan 
persoalan- persoalan hukum oleh para ahli hukum awal. 
Perbedaan dalam hukum diberbagai pusat kegiatan hukum 
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tersebut, di antaranya tindak pidana tersebut tidak dilakukan dalam keadaan 
terpaksa. 
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awal? 


pada umumnya disebabkan oleh penggunaan ray. 
Ibn al-Mugaffa menyampaikan suatu gambaran tentang 
pertentangan pendapat yang sudah sangat memprihatinkan. 
Dia menceritakan bahwa perbedaan pendapat diantara para ahli 
hukum telah menimbulkan situasi yang kacau sehingga sesuatu 
yang dianggap halal di Hirah dapat dianggap haram di Kufah. 
Sesuatu hal tertentu diperbolehkan di satu bagian kota Kufah, 
sementara di bagian lain kota, hal yang sama menjadi terlarang. 
Madzhab-madzhab Iraq dan Hijaz bertahan dengan pendapat 
hukum yang ada pada mereka dan berusaha memojokkan 
lawan- lawannya.” Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana 
ray dipergunakan dalam pembuatan hukum di pusat-pusat 
kegiatan hukum awal. 


Para ahli hukum Madinah pada umumnya mempergunakan 
ray dan penalaran mereka dalam menerima hadits. Cara 
mereka memperlakukan hadits banyak mendapat kritik dari 
lawan-lawan mereka. Mereka meriwayatkan hadits dari Nabi 
tetapi tidak mematuhinya. Ada sejumlah contoh yang dapat 
memberikan gambaran bagaimana cara-cara orang Madinah 
memperlakukan hadits. Malik meriwayatkan sebuah hadits 
bahwa Nabi pernah melaksanakan sholat Zhuhur dan Ashar 
dengan cara digabungkan (jamal), dan begitu pula beliau telah 
menyatukan sholat Maghrib dan “Isya dalam keadaan tidak 
ada kekhawatiran akan turun hujan. Mengakhiri riwayatnya, 
Malik mengatakan ”Saya pikir (ara) hal itu terjadi pada waktu 


» 


hari hujan”? Meskipun hadits dengan jelas menyatakan bahwa 


88 Pusat kegiatan hukum awal adalah Makkah, Madinah, Suriah dan Irag. Di kota-kota 
tersebut terdapat sejumlah ahli hukum yang sangat berpengaruh bahkan sampai 
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Nabi menyatukan sholat tersebut tanpa suatu sebab, Malik 
tidak membolehkan hal itu kecuali jika ada suatu sebab seperti 
keadaan ketika hari hujan. 


Para ahli hukum Madinah meriwayatkan hadits dari Nabi 
dan praktik ke empat sahabat bahwa mereka biasanya membaca 
surat-surat al-Qur'an yang panjang pada sholat shubuh.” Tetapi 
mereka tidak mengikuti tradisi ini karena menurut mereka hal 
itu dapat memberatkan. 


Dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa 
Madinah sebagai tempat asal sunnah, tidak sepenuhnya akan 
dapat terbebas dari penggunaan ray. Penting untuk ditambahkan 
bahwa ray di Madinah adalah esensi dan keseluruhan 
kumpulan pendapat para ahli hukum Madinah sebelum Malik, 
yang mengkristal dalam bentuk praktik yang telah disepakati 
di Madinah (“Amalu ahli I-Madinah). Karena itu tidak bisa 
dikatakan sebagai ray di Madinah adalah ray yang dilakukan 
secara sembarangan. Kenyataan bahwa Malik meriwayatkan 
suatu hadits tetapi kemudian dia sendiri mengabaikannya, ini 
dapat dijadikan bukti betapa rumit hubungan hadits-ra'y di 
lingkungan para ulama saat itu. Sebagai seorang ahli hadits dia 
meriwayatkan suatu hadits, tetapi sebagai ahli hukum dia tidak 
mengikuti hadits itu tetapi tidak pula mengabaikannya.” 


Ahli hukum Irag lebih kurang setara dengan ahli hukum 
Madinah dalam menggunakan ray untuk menyelesaikan 
persoalan-persoalan hukum. Mereka disebut ahlu I-giyas karena 
seringnya mereka menggunakan ray dan qiyas dalam penalaran 
hukum mereka. Kadang-kadang mereka mengkaji suatu hadits 
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dengan dasar nalar. Cara mereka menafsirkan hadits tentang 
musarrat adalah salah satu contoh rasionalitas mereka dalam 
hukum. Nabi diriwayatkan melarang menahan air susu kambing 
atau unta untuk menipu calon pembeli binatang tersebut supaya 
diduga banyak menghasilkan susu. Jika seseorang membeli 
binatang musarrat dia mempunyai hak pilih, apabila setelah 
memerahnya, apakah setelah itu akan tetap memeliharanya, 
atau mengembalikannya jika tidak menghendakinya. Pada 
saat mengembalikan hewan tersebut disertai dengan satu sha' 
kurma. Menanggapi hadits ini Abu Hanifah mengatakan bahwa 
pembeli tersebut harus mengembalikan binatang tersebut 
bersama-sama dengan nilai air susu yang telah diperahnya, 
bukan dengan satu sha' kurma. Alasan penafsiran Abu Hanifah 
tersebut adalah bahwa air susu yang ditahan dalam kantung susu 
tersebut berbeda dalam kwalitas dan kuwantitasnya, tergantung 
pada jenis binatangnya. Penggantian dengan satu sha' kurma, 
seperti perintah yang tersurat dalam hadits tersebut, sebagai 
ganti rugi dari air susu yang telah diperah tersebut dengan 
kwalitas dan kwantitas manapun tidaklah dapat disamakan 
sebagai harga air susu tersebut. Oleh sebab itu, para ahli hukum 
Irag berpendapat bahwa harga air susulah yang harus dibayar 
bukan dengan mengganti dengan satu sha' kurma.” Al-Syafr'i 
mengikuti hadits tersebut secara harfiah dan menekankan 
kepatuhan secara mutlak terhadap hadits tersebut. 


Pemberian bagian dua kali lipat dari ghanimah bagi kuda 
tunggangan perang merupakan persoalan yang diperselisihkan 
oleh ahli hukum Irag. Abu Hanifah berpendapat bahwa 
penunggang kuda dan kudanya masing-masing harus diberi 
satu bagian. Dia berargumen bahwa Gubernur Suriah pada 
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masa Umar ibn al-Khaththab melakukan demikian dan Umar 
ibn al-Khaththab sendiri menyetujuinya. Abu Hanifah tidak 
mengakui keotentikan hadits-hadits Nabi yang menyatakan 
pemberian dua bagian kepada kuda tunggangan. Menurut 
Abu Hanifah tidak masuk akal bagian seekor binatang dua 
kali lipat lebih banyak dari bagian manusia. Tetapi Abu Yusuf 
dan Hasan al-Syaibani berbeda dengan pendapat guru mereka 
dalam kasus ini. Abu Yusuf berpendapat bahwa hadits tentang 
pembagian kuda lebih banyak dari penunggangnya itu lebih 
otentik. Ia mengatakan bahwa perbedaan pembagian tersebut 
tak ada kaitannya dengan perbedaan derajat antara binatang 
dengan manusia. Ia mengkritik pandangan gurunya dengan 
mengatakan bahwa seolah-olah Abu Hanifah menyamakan 
antara manusia dengan binatang.” Lebih lanjut ia mengatakan 
bahwa pemberian lebih banyak kepada kuda tersebut bertujuan 
agar orang termotivasi untuk memelihara kuda untuk keperluan 
jihad. 

Al-Syaibani berpendapat bahwa tak ada masalah mengenai 
keunggulan derajat binatang atas manusia, karena bagian untuk 
binatang tetap akan diberikan kepada manusia.” Kasus yang 
sedang dibicarakan ini adalah menyangkut masalah pasukan 
berkuda dan pasukan jalan kaki. Contoh ini memperlihatkan 
bahwa, dapat saja sebuah hadits diabaikan oleh Abu Hanifah 
tetapi hadits yang sama diakui oleh murid-muridnya atas dasar 
ray dan nalar. Ini menunjukkan bahwa hadits secara umum 
ditimbang atas dasar nalar meskipun beberapa pengecualian 
dapat ditemukan. 


% Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, h. 11. Abu Yusuf, l-Rraddu ala Siyaru I-Auzai, (Kairo: 
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Seiring dengan luasnya penggunaan ray oleh para ahli 
hukum awal telah menimbulkan suasana yang kurang baik 
di berbagai daerah atau pusat pemikiran hukum. Jika hal 
ini dibiarkan terus berlanjut umat Islam akan mengalami 
perpecahan. Keragaman ini memaksa sejumlah mazhab 
hukum untuk menyingkirkan perbedaan pendapat ini dengan 
menciptakan suatu kesatuan dasar dalam hukum yang disebut 
Ijma.” Meskipun pada dasarnya ijma juga tidak sepenuhnya 
dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, namun ia telah 
meminimalisir perbedaan tersebut. 


Ray yang merupakan cara penalaran hukum yang paling 
alamiah dan tersebar luas pada madzhab hukum awal, lama- 
kelaman diberikan persyaratan-persyaratan dan pembatasan- 
pembatasan yang bertujuan untuk membatasi penggunaannya 
secara semau-maunya dan agar proses penalaran menjadi 
sistematis. Bentuk sistematis dari ray inilah yang kemudian 
disebut giyas. Dari sini penulis meyakini bahwa giyas yang ada 
dalam ushiil al-fiqh sepenuhnya produk budaya Arab. 

Menurut Joseph Schacht, qiyas diambil dari istilah tafsir 
Yahudi higgish, kata dasarnya adalah Heggesh, dari akar kata 
Aramea hgsh, yang artinya memukuli bersama-sama. Lebih 
jauh Schacht menjelaskan bahwa kata higgish ini dipergunakan 
untuk arti pertama, untuk penjajaran dua masalah dalam 
Bibel dan menunjukkan bahwa keduanya harus diberlakukan 
dengan cara yang sama. Kedua, tentang kegiatan penafsir 
yang membuat perbandingan dengan menggunakan teks yang 
tertulis. Ketiga, untuk membuat suatu kesimpulan dengan 
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menggunakan analogi, berdasarkan adanya sifat-sifat penting 
yang sama-sama terdapat pada kasus patokan dan kasus baru 
yang akan disejajarkan. Pengertian yang ketiga ini, menurut 
Schacht, identik dengan qiyas dalam hukum Islam.” Dari fakta 
ini Schacht meyakini bahwa qiyas yang ada dalam hukum Islam 
tersebut diambil dari tafsir Bibel. 


Kesimpulan Schacht tersebut tidak dapat diterima karena 
beberapa alasan. Pertama, tidak terdapat bukti sejarah yang 
memastikan telah terjadi peminjaman konsep qiyas dari orang- 
orang Yahudi oleh orang Islam. Komunikasi yang intens antara 
ummat Islam dengan Orang-orang Yahudi terjadi pada masa- 
masa yang lebih belakangan, yaitu pada masa kejayaan Islam di 
Andalusia. Sementara qiyas telah dipakai dalam penalaran hukum 
Islam pada masa-masa awal perkembangan hukum Islam. 


Kedua, metode filologi memiliki kelemahan dan 
keterbatasan dalam mengungkap asal-ushiil pranata-pranata 
figh. Jika dilakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam 
dan luas ke dalam berbagai bahasa dan budaya, dan istilah- 
istilah dan pranata-pranata yang umum dipakai dalam suatu 
bahasa dan budaya, akan ditemukan sejumlah besar persamaan 
kata dan pranata-pranata sosial. Namun dari kenyataan itu 
tidak dapat disimpulkan bahwa suatu kata atau pranata sosial 
dalam suatu budaya pastilah dipinjam dari budaya lain.” 
Dalam kasus qiyas ini misalnya, fakta-fakta filologi tidak dapat 
dijadikan bukti. Karena makna “memukuli bersama-sama”, 
yang merupakan arti dasar dari kata higgihs, tidak memberikan 
pemahaman apapun dalam kaitannya dengan giyas. Katakanlah 
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bahwa kata hiqqihs dalam arti teknisnya dalam bahasa Yahudi 
memiliki arti qiyas seperti yang ada dalam hukum Islam, seperti 
yang diyakini oleh Schacht, masih tidak dapat dibuktikan bahwa 
qiyas benar-benar dipinjam oleh orang Islam dari kata Yahudi 
tersebut. Alasannya seperti telah penulis tegaskan di atas, 
yaitu tidak ada kontak sosial yang memungkinkan terjadinya 
peminjaman konsep tersebut. 


Diperlukan bukti yang cukup untuk menetapkan unsur 
asing dalam qiyas. Ini mengingat bahwa bahasa Arab dan 
bahasa Yahudi berada dalam rumpun bahasa yang sama, 
yaitu rumpun bahasa Semit, tampaknya kedua kata tersebut 
merupakan kata yang umum di kedua budaya tersebut dan 
memiliki kedekatan arti. 


Ketiga, dilihat dari sudut pandang sosiologis, setiap 
masyarakat menciptakan prinsip-prinsip dan pranata-pranata 
sosialnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 
Adalah keliru untuk menarik kesimpulan bahwa pranata- 
pranata tersebut mesti dipinjam dari budaya asing.” Bagi 
penulis, munculnya qiyas sesungguhnya dikondisikan secara 
sosial. Qiyas tentunya telah muncul dalam budaya Arab sejak 
awal karena kebutuhan sosial, meskipun diakui pada masa-masa 
belakangan memerlukan landasan teoritis. Sesungguhnya qiyas 
merupakan pengembangan lebih lanjut dari ra'y atau tepatnya 
ray yang sistematis. Sedangkan ra'y dapat dimiliki oleh semua 
orang dan semua bangsa. 

Walaupun qiyas merupakan bentuk sistematis dari ray, 
terdapat perbedaan yang besar antara keduanya. Ra'y memiliki 
sifat yang luwes dan dinamis. Ia merupakan suatu prinsip untuk 
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mengambil keputusan dalam sinaran kearifan yang mendalam 
dalam upaya mencari keadilan. Ra'y adalah pendapat yang 
bijaksana dan cermat dari seseorang yang berkeinginan kuat 
untuk mencari kebenaran dan untuk mencapai keputusan 
yang tepat. Menurut Ibn al-Qayyim, ray merupakan keputusan 
yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan pemikiran, 
perenungan dan pencarian yang sungguh-sungguh terhadap 
kebenaran, dalam-persoalan-persoalan di mana dalil-dalil 
yang diperoleh saling bertentangan.'” Dengan ungkapan 
lain, ray dapat berarti suatu keputusan yang pasti diambil 
oleh wahyu seandainya wahyu masih turun, atau keputusan 
yang pasti diambil oleh Nabi, sekiranya beliau masih hidup. 
Sedangkan qiyas adalah perbandingan antara dua hal yang 
sejajar karena adanya unsur kesamaan. Unsur kesamaan ini, 
yang secara teknis disebut “illat, tidak selamanya selalu 
dapat ditentukan secara pasti. Mujtahid dapat berbeda pendapat 
dalam menentukannya. 


Oiyas merupakan perluasan dari suatu preseden, karena 
itu cakupannya lebih terbatas dari pada ray. Dalam ray lebih 
ditekankan pada situasi aktual, sedangkan pada qiyas penekanan 
lebih diberikan pada analogi yang abstrak, apapun situasi 
yang ada. Berikut ini diberikan contoh yang memperlihatkan 
perbedaan antara qiyas dengan ray. 

Jika seseorang datang meminta pendapat apakah dia harus 
berkata jujur atau tidak. Sudah tentu bahwa kita akan sarankan 
kepadanya untuk berkata jujur. Kemudian orang itu bertanya 
lagi apakah dia harus berkata jujur dalam setiap keadaan, 
misalnya jika ada seseorang bertanya tentang seseorang tertentu 


10 Tbn al-Qayyim al-Jauziyyah, Alamu I-Muwaggi'in, Vol I (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 
hlm. 23. 
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yang ingin dibunuhnya, haruskah ia berkata jujur dan 
memberitahukan keberadaan calon korban tersebut. Dalam 
kasus seperti ini qiyas menuntut orang tersebut untuk berkata 
jujur tetapi ray justru menyarankan untuk melanggar aturan, 
yaitu berbohong. Dalam contoh ini memperlihatkan bahwa 
giyas gagal berfungsi karena sifatnya yang kaku dan terbatas. 
Namun ray lebih akomodatif dalam menjawab tantangan 
realitas faktual. Dari mulai al-Syafi'i dan seterusnya, ra'y mulai 
tersingkirkan oleh giyas yang sarat dengan persyaratan dan 
pembatasan dan akibatnya ra'y dikecam dengan sangat pedasnya 
dan untuk selanjutnya posisi ray digantikan oleh qiyas dalam 
penalaran. '" 


Pada tahap awal qiyas sangat sederhana dan tidak pelik. 
Gagasan tentang premis mayor dan premis minor dan unsur 
kesamaan esensial yang sama belumlah ada. Pada tahap ini giyas 
hanya merupakan penjajaran dua preseden yang mirip atau 
sebuah kasus yang analog. Oiyas pada tahap ini tidaklah kaku 
dan formal sebagaiman kemudian terlihat pada era al-Syafi'i. 
Ini menegaskan bahwa qiyas yang ada dalam ushûl al-fiqh, 
setidaknya untuk masa-masa awal, merupakan logika alamiah 
yang dapat saja dimiliki oleh setiap orang dan semua bangsa. 
Seiring berjalannya waktu qiyas tersebut terus berkembang 
semakin sistematis. Qiyas tidak identik dengan logika formal. 
Berikut ini diberikan sejumlah contoh yang menjelaskan 
karakter dan penerapan qiyas pada masa-masa awal. Secara 
umum dapat dikatakan bahwa qiyas pada tahap ini lebih dekat 
kepada ray. 

Di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak terdapat aturan 
yang eksplisit tentang ganti rugi yang ditetapkan bagi cacat 


11 Ahmad Hasan, The Early..., hlm. 140. 
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pada gigi geraham karena suatu tindak pidana. Menurut satu 
riwayat, Ibn Abbas ditanya mengenai masalah ini. Ia menjawab 
bahwa sebuah gigi geraham memiliki nilai yang sama dengan 
gigi yang lain sebagaimana halnya dengan dengan jari- 
jari, yang ganti ruginya adalah sama, dengan tidak melihat 
perbedaan ukurannya.'” Dalam kasus ini tampaknya Ibn 
Abbas menggunakan qiyas, tapi ini dilakukan dengan langsung, 
sederhana dan alamiah. Sehingga dapat dikatakan giyas yang 
seperti ini lebih dekat kepada ray. 


Contoh lain adalah tentang seorang ummu I-walad. Menurut 
Abu Hanifah jika seorang ummu I-walad memeluk Islam di 
daerah musuh dan kemudian pindah ke daerah Islam, maka 
jika ia tidak sedang hamil, ia dapat menikah dengan siapapun 
yang dikehendakinya tanpa ada iddah yang mengikatnya. Tetapi 
al-Auza'i berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dalan kasus 
ini. Menurut al-Auza'i jika seorang perempuan meninggalkan 
negerinya karena Allah untuk melindungi agamanya, maka 
kasusnya sama dengan kasus perempuan yang berhijrah dari 
Makkah ke Madinah pada masa Nabi, ia tidak dapat menikah 
sampai masa “iddahnya selesai. Lebih jauh al-Auza'i merinci 
dasar pandangannya bahwa perempuan-perempuan yang 
pindah dari Makkah ke Madinah itu telah pergi menghadap 
Nabi sedangkan suami-suami mereka yang masih kafir tinggal 
di Makkah. Nabi mengembalikan istri-istri tersebut kepada 


102 Lihat Malik, al-Muwaththa', juz II, hlm. 862. Ali Ibn Abi Thalib ketika menjadi 
khalifah, diriwayatkan telah menganjurkan penjatuhan hukuman sebanyak 
delapan puluh kali cambukan bagi peminum minuman keras atas dasar hukuman 
gadzf (tuduhan palsu melakukan hubungan seks di luar nikah) sebagaimana yang 
ditetapkan al-Qur'an. Ia mengemukakan bahwa jika seseorang mabuk dan akhirnya 
meracau. Apabila ia meracau, ia melakukan fitnah. Lihat Malik, al-Muwaththa', juz 
II, hlm. 842. Pernyataan Ali ibn Abi Thalib ini tampaknya menunjukkan kemiripan 
dengan silogisme dalam logika formal. 
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suami mereka masing-masing ketika suami mereka masuk 
Islam dan kepada mereka diberlakukan masa “iddah.'” Contoh 
ini menunjukkan bahwa giyas pada masa-masa awal hanyalah 
merupakan suatu pensejajaran dua kasus yang serupa tanpa 
pembatasan-pembatasan spesifik apapun, seperti yang akan di 
berlakukan pada masa-masa terkemudian. 


Para ahli hukum Madinah juga menggunakan giyas 
dalam memutuskan persoalan-persoalan hukum, tetapi qiyås 
mereka juga tidak kaku dan formal. Untuk menyatakan dua 
hal yang sejajar mereka seringkali menggunakan kata-kata 
mitsal, ka (seperti) dan bi manzilah. Suatu kemiripan kecil 
saja sudah cukup bagi mereka untuk menerapkan giyas dalam 
menetapkan hukumnya. Kata qiyas sendiri jarang digunakan 
dalam penalaran hukum di Madinah, berbeda dengan di Irag 
di mana kata tersebut biasa dipakai. Berikut ini adalah contoh- 
contoh qiyas para ahli hukum Madinah. 


Kasusnya adalah masalah sanksi potong tangan bagi 
pencuri. Menurut Malik, jika seorang buruh atau seorang 
pegawai bekerja pada seseorang kemudian mencuri barang 
milik majikannya, maka tangan pencuri tersebut tidak 
dipotong. Menurut Malik, kasus ini tidak sejajar dengan pencuri 
melainkan sejajar dengan penggelap, dan tangan penggelap 
tidaklah dipotong. Contoh lain lagi yang mirip dengan kasus 
di atas, jika seseorang meminjam sesuatu dan menolak untuk 
mengembalikannya, tangan si peminjam tersebut tidak 
dipotong. Kasus ini serupa dengan kasus orang yang berhutang 
kemudian tidak mau membayar hutangnya, dan tangan orang 
yang berhutang tersebut tidak dipotong.“ Contoh berikutnya 


103 Abu Yusuf, I-Rraddu ala Siyar al-Auza', (Kairo: Dar al-Kutub, tt), hlm. 99-100. 
104 Malik ibn Anas, al-Muwaththa, juz II, hlm. 841. 
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adalah jika seorang pencuri mengumpulkan barang-barang 
di suatu tempat di dalam rumah yang akan dicurinya, tetapi 
barang-barang tersebut tidak dibawa keluar dari rumah tersebut, 
maka tangan pencuri terebut juga tidak dipotong. Kasus ini 
sejajar dengan kasus seseorang yang menyiapkan minuman 
keras dihadapannya namun dia tidak meminumnya. 


Dari ketiga contoh di atas dapat ditunjukkan sifat 
kesederhanaan qiyas orang-orang Madinah. Qiyas mereka tidak 
ketat dan tidak dilengkapi dengan persyaratan apapun, cukup 
dengan adanya kemiripan. Karena kesederhanaanya itu, qiyas 


orang orang Madinah tersebut rentan terhadap sanggahan.'” 


Beralih ke contoh lain. Menurut Malik, seperti dikutip 
oleh al-Syafi'i, batas minimal harga barang-barang yang dicuri 
untuk dapat diterapkannya hukuman (hadd) adalah seperempat 
dinar. Ini dijadikan dasar bagi jumlah minimal mahar untuk 
seorang perempuan yang akan dinikahi. Malik berpendapat 
bahwa seorang perempuan tidak patut dinikahi dengan mahar 
yang jumlahnya kurang dari seperempat dinar dan ini adalah 
jumlah untuk dapat diterapkan had pencurian.' Contoh 
ini menunjukkan bahwa jumlah minimal mahar menurut 
ahli hukum Madinah didasarkan pada qiyas. Namun dalam 
pernyataannya Malik menggunakan istilah ray, bukan qiyas. 


Pada para ahli hukum Iraq, qiyas juga tampaknya lebih 
dekat kepada ray yang lebih sistematis. Kesistematisannya 
sangat jelas namun tidak se-formal giyas seperti pada masa al- 
Syafi'i. Yang membedakan antara giyas orang-orang Iraq dengan 
orang-orang Madinah adalah bahwa qiyas orang-orang Iraq 
lebih menekankan pada konsistensi logika, sedangkan qiyas 


165 Ahmad Hasan, The Early..., hlm. 139. 
1% Al-Syafi'i, Kitabu I-Umm, Vol VII, hlm. 207. 
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orang-orang Madinah lebih menekankan pada praktik yang 
telah mapan. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh giyas 
orang-orang Iraq. 


Dalam suatu kontrak salam, I-Sysyaibani mengatakan jika 
pembeli dan penjual berbeda pendapat tentang penentuan 
batas waktu, salah satu dari mereka mengatakan bahwa 
batas waktunya disebut, sedangkan pihak lain menolaknya, 
maka pernyataan pihak yang mengatakan bahwa batas waktu 
disebutkan itulah yang diterima. Pendapat ini didasarkan 
pada istihsan, karena pihak yang menolak secara tersirat 
merencanakan untuk membatalkan transaksi. Tetapi, dengan 
berdasarkan qiyas, pernyataan pihak yang menolaklah yang 
harus diterima, dan kontrak dianggap batal (karena tidak ada 


kontrak salam yang sah tanpa menyebutkan batas waktu).'” 


Contoh lain adalah apabila seseorang mengambil dua 
helai pakaian dengan mengungkapkan keinginan bahwa ia 
akan membeli salah satunya dengan harga sepuluh dirham 
maka ia harus membeli salah satu dari dua pakaian tersebut 
dengan harga sepuluh dirham. Jika salah satu dari dua pakaian 
tersebut hilang atau rusak, baik kerusakan disebabkan oleh 
pembeli sendiri atau oleh orang lain yang kepadanya kain 
itu diserahkan oleh pembeli, maka harus membayar harga 
pakain yang hilang atau rusak tersebut dan mengembalikan 
kain yang satu lagi. Menurut al-Syaibani, transaksi seperti ini 
tidak sah berdasarkan qiyas karena si pembeli dipaksa untuk 
membeli." Tetapi al-Syaibani mengabsahkan transaksi seperti 
itu berdasakan istihsan. 


17 Abu Hasan al-Syaibani, al-Ashl, (Beirut: Dar al-Fikr, 1964), hlm.23. 
108 Abu Hasan al-Syaibani, al-Ashl..., hlm. 136. 
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Contoh berikutnya adalah dalam masalah jual beli 
minuman keras dan daging babi yang dilakukan oleh orang- 
orang non muslim yang dilindungi (ahlu I-dzdzimmah). 
Barang-barang tersebut bagi mereka termasuk barang yang 
berharga. Al-Syaibani menganggap sah transaksi tersebut.!” 
Dalam masalah ini dia mendasarkan pendapatnya dengan 
istihsan dan meninggalkan qiyas. Dari ketiga contoh di atas 
dapat disimpulkan bahwa qiyas di situ dipergunakan dengan 
pengertian aturan umum atau landasan rasional. 


Selanjutnya akan dibahas sifat giyas menurut orang-orang 
Irag. Contoh yang dikemukakan untuk memperlihatkan 
sifat qiyas ini adalah kasus muzaraah (menyewakan lahan 
pertanian). Persoalan muzairaah merupakan persoalan yang 
diperselisihkan di antara mereka. Mereka yang membolehkan 
musdgah juga membolehkan muzdraah. Sebaliknya mereka 
yang tidak membolehkan musagah juga tidak membolehkan 
muziraah. Ibn Abi Laila membolehkan musdgah dan dia 
mendasarkan pendapatnya pada kontrak musagah yang terjadi 
antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi penduduk 
Khaibar. Dengan menggunakan qiyas kepada musdgah 
tersebut ia mengabsahkan muzdraah. Tetapi Abu Hanifah tidak 
membolehkan (musdgah) maupun muzaraah. Abu Hanifah 
mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadits yang berasal 
dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Rafi ibn Khadij dan 
Jabir ibn Abdullah yang melarang kontrak tersebut. Sedangkan 
Abu Yusuf, seorang murid Abu Hanifah, membolehkan 
muzdraah atas dasar qiyas. Menurut Abu Yusuf, muziraah 
sama dengan mudharabah (persekutuan bagi hasil). Lebih jauh 
ia mengatakan bahwa di dalam mudharabah keuntungan dan 


10 Ibid, hlm. 222. 
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jumlahnya tidak ditentukan, maka hal yang sama berlaku pula 
pada muzdraah. Ia menerima dan mengikuti hadits Nabi SAW 
tentang kontrak musagah dengan orang-orang Yahudi. Perlu 
ditambahkan bahwa menurut Abu Yusuf, muzaraah dibolehkan 
berdasarkan qiyas kepada mudharabah dan mudharabah itu 
sendiri dibolehkan berdasarkan qiyas kepada musdgah."" Jadi 
muz@raah melibatkan qiyas ganda, yaitu qiyas kepada hasil dari 
giyas. 

Contoh giyas seperti ini memperlihatkan suatu fenomena 
penggunaan ra'y yang bebas dengan sifat yang fleksibel dan 
sistematis pada orang-orang Irag. Contoh tersbut sekaligus 
memperlihatkan giyas orang-orang Irag terkadang tanpa perlu 
di dasarkan pada teks. Tetapi cukup berlandaskan pada hasil 
giyas. 

Dalam beberapa kasus ditemukan qiyas orang-orang Iraq 
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kurang logis dan tidak cukup kuat bertahan dari kritik. Contoh 
berikut ini akan memperlihatkan hal tersebut. Diriwayatkan 
bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang perempuan 
yang berkhianat tidak boleh dibunuh. Abu Hanifah berargumen 
bahwa Nabi SAW melarang membunuh perempuan di daerah 
musuh. Al-Syaffi mengkritik qiyas ini dengan mengatakan 
bahwa membunuh seorang perempuan yang berkhianat 
tidaklah setara dengan membunuh seorang perempuan di 
daerah musuh. Al-Syafi'i melanjutkan argumennya, bahwa Nabi 
pernah melarang membunuh orang-orang tua dan pelayan di 


1 Abu Yusuf, Kitdbu I-Kharaj (Kairo: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1945), 50-51. 
Bandingkan dengan al-Syafi'i, Kitabu I-Umm, Vol VII, hlm. 101-102. 

HI Mendasarkan qiyas kepada hasil qiyas merupakan persoalan yang diperselisihkan 
oleh para ahli ushûl al-fiqh. Mayoritas ahli ushûl al-fiqh tidak membolehkan bentuk 
giyas berantai yang seperti ini. Lihat Muhammad Hasyim Kamali, The Principles...., 
hlm. 200. 
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daerah musuh, demikian pula Abu Bakr melarang membunuh 
pendeta-pendeta dalam peperangan. Kemudian al-Syafi'i 
mengajukan pertanyaan jika orang-orang ini berkhianat apakah 
mereka tetap tidak boleh dibunuh? Al-Syafi'i melanjutkan, 
seperti halnya seorang perempuan boleh dibunuh karena 
berzina dan pembunuhan, demikian pula halnya ia boleh 
dibunuh dalam kasus pengkhianatan.'” Di sini terlihat qiyas 
Abu Hanifah tidak cukup logis dan kritik al-Syafi'i lebih masuk 
akal. 


Dalam kasus-kasus tertentu penalaran hukum orang- 
orang Irag terlihat lebih manusiawi dibandingkan dengan 
penalaran hukum orang-orang Madinah. Contoh berikut ini 
akan memperlihatkan hal tersebut. Kasusnya adalah dalam 
pemotongan tangan dan kaki pencuri. Menurut orang-orang 
Irag, jika tangan kiri si pencuri lumpuh, tangan kanannya 
tidak akan dipotong, jika tetap dipotong itu berakibat dia tidak 
memiliki tangan sama sekali. Jika kaki kanannya lumpuh, tangan 
kanannya tidak akan dipotong agar ia tidak menjadi cacat pada 
kaki dan tangan pada sisi yang sama. Jika kaki kanannya tidak 
cacat dan kaki kirinya yang lumpuh, maka tangan kanannya 
yang akan dipotong. Jika ia mengulangi pencurian, kaki kirinya 
yang lumpuh yang akan dipotong. Jika ia mengulangi lagi, ia 
akan dimasukkan ke dalam penjara. Menurut penjelasan Abu 
Yusuf, satu tangan dan satu kaki harus ditinggalkan agar ia tetap 


dapat memenuhi kebutuhan manusiawinya.!'' 


Penalaran orang-orang Madinah tidak mempertimbangkan 
kondisi seperti itu. Jika seseorang melakukan pencurian empat 
kali berulang-ulang, kedua tangan dan kedua kakinya akan 


12 Al-Syafi'i, Kitab al-Umm, Vol VIL..., hlm. 147. 
13 Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, hlm. 106. 
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dipotong semua satu demi satu. Jika ia mengulangi pencurian 
untuk kali kelima, ia akan dimasukkan ke dalam penjara. Lebih 
jauh menurut mereka, jika seorang pencuri tidak memiliki 
tangan kanan maka tangan kirinya yang akan dipotong.''* 
Dengan demikian, tampak bahwa penalaran orang-orang Iraq 
lebih humanis dan penalaran hukum orang-orang Madinah 


terlalu legalistik. 


Dalam argumen-argumen hukum yang mereka bangun, 
orang-orang Iraq seringkali menyampaikan kasus-kasus yang 
sejajar. Kemudian mereka iringi dengan ungkapan ala tara atau 
a raaita.!!” Ungkapan-ungkapan ini sebenarnya menunjukkan 
pengguanan qiyas dalam pengertiannya yang luas, yang 
mungkin dapat dikatakan sebagai ra'y yang lebih sistematis. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa qiyas pada 
masa itu masih berada dalam tahap perkembangan. Oiyds 
digunakan dalam arti kesejajaran, preseden dan penalaran 
secara umum. Makna “illah masih sangat umum dan abstrak, 
meliputi segala sifat dan bentuk kemiripan. Istilah yang 
dipakai untuk menunjukkan makna “illah tersebut adalah 
bimanzilah dan matsal atau mitsal yang sekaligus menunjukkan 
kesederhanaan qiyas pada waktu itu. Jenis qiyas yang sederhana 
ini secara bertahap tersingkir oleh giyas yang logis dan ketat 
pada periode al-Syafi'i dan sesudahnya yang akan dibahas pada 
pembahasan selanjutnya. 

Pada bagian yang lalu telah ditunjukkan bahwa mazhab- 
mazhab hukum awal mempergunakan qiyas dengan cara yang 
liberal dan lebih mendekati ra'y dari pada nashh. Penggunaan 


NMuhammad ibn Qasim yang lebih dikenal dengan Sahntin, al-Mudawwanatu 
I-Kubra, juz XVI (Beirut: Dar al-Fikr, 1939), hlm. 82. 
15 Abu Yusuf, I-Rraddu..., hlm. 23, 43,51. 
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ray yang bebas ini menimbulkan kekacauan hukum dan ini 
mencemaskan al-Syafi'i Karena itu al-Syafi'i menolak penggunan 
ray yang dilakukan secara bebas tersebut dan sebagai gantinya 
ia menawarkan qiyas yang lebih sistematis dan sangat terikat 
dengan nashh. Dengan pembatasan yang dilakukan oleh 
al-Syafi'i terhadap qiyas, maka qiyas menjadi sangat terikat 
dengan nash dan menjadi kehilangan keampuhannya bagi 
pengembangan hukum. Dengan membatasi ruang lingkup giyas, 
ia ingin mengarahkan penalaran yang sistematis dalam hukum 
dan menghilangkan kekacauan, yang diakibatkan penggunaan 
ray yang bebas. Itulah sebabnya mengapa kemudian ia 
menjastifikasi qiyas atas dasar al-Qur'an untuk pertama kalinya. 
Dengan demikian, akan muncul anggapan bahwa menggunakan 
giyas menjadi kewajiban bagi ummat Islam. 


Apakah al-Syafi'i dipengaruhi oleh logika Yunani ketika ia 
merumuskan tesisnya tentang teori hukum Islam, khususnya 
tentang giyas? Menurut Margoliouth, meskipun tidak banyak 
buku-buku Yunani yang mungkin telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Arab sebelum akhir abad kedua hijrah, tampaknya 
al-Syafi'i cukup mengenal logika Aristoteles, dan cukup 
memahami istilah genus dan species." Dengan kata lain Syafi'i, 
menurut Margoliouth, dipengaruhi oleh logika Yunani dalam 
penalarannya tentang giyis. 


Tampaknya Al-Syafi'i tidaklah terpengaruh oleh logika 
Yunani dalam tesis-tesisnya tentang qiyas." Reaksinya terhadap 


NCMargoliouth, The Early Development of Muhammedanism, (London: Oxford 
University press, 1941), hlm. 97. 

u7 Menurut George Makdisi, tesis-tesis al-Syafi'i ditujukan untuk membendung 
penggunaan ray yang liberal dari aliran teologi dan figh, karena itu sangat kecil 
kemungkinan ia menggunakan logika Aristoteles untuk membangun tesis-tesisnya. 
Dalam buku tersebut Makdisi menyebut al-Syafi'i sebagai pembela ortodoksi. Lihat 
George Makdisi, The Rise of Humanism. .., (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
1990), hlm. 5. 
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pemikiran hukum yang liberal, khususnya pada penggunaan 
ray, pada aliran-aliran hukum awal itulah yang menyababkan 
ia mempersempit ruang gerak ray.'$ Dalam upayanya 
membendung penggunaan ray yang bebas tersebut, al-Syafi'i 
menempuh dua cara. Pertama, ia memberikan penekanan kuat 
pada nash dan kepatuhan kepada Sunnah. Itulah sebabnya 
ia mengushulkan tahapan-tahapan penalaran hukum harus 
dimulai dengan mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi 
dengan merujuk pada teks lahiriah al-Qur'an dan Sunnah. 
Kedua, menolak ray dan membatasi ruang gerak qiyas dengan 
cara memberikan sejumlah persyaratan. 


Selanjutnya akan dibahas persoalan-persoalan yang 
melibatkan qiyas didalamnya dan perbedaan antara al-Syafi'i 
dan pendahulunya dalam persoalan giyis ini. Ini dilakukan 
untuk memperlihatkan perkembangan qiyas sampai pada era 
al-Syafi'i dan era sesudahnya. 


Menurut Malik, qiyas bersifat sama dengan ray, oleh sebab 
itu tidak perlu konsisten dan ketat. Al-Syafti tidak setuju dengan 
prisip seperti ini. Berikut ini adalah ilustrasinya. Menurut Malik 
pelaksanaan ibadah haji dengan cara diwakilkan adalah tidak sah 
apabila yang bersangkutan masih hidup. Pelaksanaan haji baru 
bisa diwakilkan jika yang bersangkutan telah meninggal atau 
ia meninggalkan wasiat untuk itu. Dengan logika yang sama, 
mereka menurunkan suatu pendapat hukum dari perkataan 
Ibn Umar, putra Umar ibn al-Khaththab, bahwa seseorang 
tidak boleh mengerjakan shalat atau puasa atas nama orang 
yang sudah meninggal, mereka tidak membolehkan perwakilan 
shalat dan puasa. Di samping itu mereka juga berpendapat jika 
seseorang berwasiat agar dilaksanakan shalat atas namanya 


H8 Ahmad Hasan, The Early..., hlm. 192. 
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sepeninggalannya, shalat tersebut juga tidak sah."” Al-Syafi'i 
mengkritik ketidak-kosistenan qiyas mereka. 


Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, bahwa giyas 
menurut ahli hukum awal hanyalah penyajian batasan-batasan 
sejajar yang tidak memiliki kemiripan yang sangat ketat 
satu sama lain, sementara al-Syafi'i memahami qiyas sebagai 
menyamakan kasus-kasus yang benar-benar identik. Dari sini 
dapat disimpulkan bahwa giyas sedang mengalami pergeseran 
makna sejak pada masa al- Syafi'i dan berlanjut hingga masa- 
masa belakangan. 


Pada pembahasan sebelumnya juga telah ditunjukkan 
bahwa menurut ahli hukum awal, qiyas dapat dibangun dengan 
landasan hasil dari giyas yang lain. Contoh yang diberikan 
untuk qiyas berantai ini adalah kasus muzaraah. Al-Syafi'i 
keberatan dengan giyds yang seperti ini. Menurutnya, giyas 
harus berlandaskan pada landasan yang orisinil (ashlan) dan 
independen, bukan berlandaskan pada kesimpulan yang 
diturunkan dari kesimpulan analogis pula. 

Al-Syaffi mempunyai satu jenis qiyas yang khas yang 
tidak dapat ditemukan asal-ushilnya dalam qiyas para ahli 
hukum sebelumnya. Menurut al-Syafi'i jika sebagian kecil dari 
sekumpulan besar telah dinyatakan haram oleh Allah SWT 
atau oleh Nabi SAW, maka bagian yang lebih besar juga harus 
dianggap sebagai haram. Dengan logika yang sama, jika suatu 
perbuatan baik yang kecil telah dinyatakan sebagai perbuatan 
terpuji oleh Allah SWT atau Nabi SAW, maka perbuatan baik 
yang lebih besar juga selayaknya dianggap sebagai perbuatan 
terpuji. Ini sejajar dengan kasus jika sejumlah besar dari sesuatu 


19 Al-Syaf?'i, al-Umm, Vol VII, hlm. 197. 
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diperbolehkan, maka sejumlah yang kecilnyapun seharusnya 
120 


dianggap boleh pula. 


A 


Ada perintah-perintah tertentu yang menurut al-Syafi'i 
tidak boleh diperluas dengan qiyas. Jika terdapat suatu 
aturan dalam al-Qur'an dan Sunnah tentang suatu masalah, 
tetapi Nabi kemudian membuat pengecualian atas aturan 
tersebut maka pengecualian tersebut tidak dapat diperluas 
atau dijadikan landasan qiyas. Contoh yang diberikannya 
adalah masalah mengusap (mash) sepatu. Menurutnya ini 
merupakan pengecualian dari aturan umum membasuh kaki 
ketika berwudu' Menurut al-Syafi'i tidak boleh melakukan 
pengusapan (mash) atas tutup kepala (topi dan sejenisnya) 
dengan menerapkan qiyas atas mengusap sepatu. Istilah yang 
dipergunakan al-Syafi'i untuk tidak melakukan penalaran pada 
aturan pengecualian ini adalah taabbud.'! Ini menunjukkan 
bahwa kewenangan nalar untuk memahami hukum semakin 
dipersempit. 

Al-Syafi'i menetapkan sejumlah persyaratan untuk bolehnya 
seseorang mempergunakan qiyas. Di antara persyaratan- 
persyaratan yang ditetapkannya antara lain adalah penguasaan 
yang mendalam terhadap perintah-perintah al-Qur'an, 
kewajiban-kewajiban yang diperintahkannya, prinsip-prinsip 
moralnya, aturan-aturan umum dan spesifikasinya, ayat-ayat 
nashikh dan mansukh. Al-Syaffi juga menyarankan bahwa 
ayat-ayat yang bermakna ganda haruslah ditafsirkan dengan 
berpedoman pada Sunnah Rasullah. Apabila tidak ada Sunnah 
Rasullah tentang ayat yang ditafsirkan tersebut, maka ayat 
tersebut mestilah ditafsirkan dengan berdasarkan ijma, dan 


"0 Al-Syaff'i, I-Rrisalah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 70-71. 
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METODOLOGI HUKUM ISLAM; Telaah Giyas dalam Fatwa Hukum NU 77 N 


jika dengan cara inipun tidak dapat ditemukan, maka saat itu 
barulah giyas dapat dipergunakan. Penting untuk ditambahkan 
bahwa al-Syafi'i mempergunakan istilah qiyas sama dengan 
ijtihad.” 

Masih terkait dengan persyaratan qiyas, menurut al-Syafi'i, 
seseorang yang akan mempergunakan qiyas haruslah mengetahui 
Sunnah yang telah mapan, pendapat yang disepakati dan tidak 
disepakati oleh para ahli hukum pendahulunya dan memiliki 
pengetahuan yang cukup tentang bahasa Arab. Selain itu ia 
harus memiliki fikiran yang sehat, yang dapat membedakan 
dengan baik kasus-kasus yang memiliki persamaan yang dekat, 
ia tidak boleh terburu-buru menyatakan pendapat, kecuali 
ia telah yakin akan kebenarannya. Ini berarti, kesempurnaan 
penalaran saja tidaklah cukup untuk melakukan giyas, tanpa 
dilengkapi dengan persyaratan lain yang disebutkan. Alasannya 
adalah orang tersebut bisa jadi tidak mengetahui Sunnah yang 
otentik yang akan dijadikan landasan giyas. Perbandingannya 
sama dengan seorang pedangang yang bijak, tidak boleh 
menetapkan harga emas jika tidak mengetahui harga pasaran. 
Seseorang yang memiliki pengetahuan hukum hanya melalui 
hafalan, tetapi tidak memahami apa yang dihafalnya, tidak 
dibenarkan mampergunakan qiyas karena bisa jadi ia salah 


dalam memahami suatu kasus. 


Sebaliknya, seseorang yang memiliki daya ingat yang kuat 
tetapi tidak matang dalam penalaran atau kurang pengetahuan 
bahasa Arabnya, tidak boleh melakukan giyas. Kekurangan 
dalam dua kualitas ini menurut al-Syafi'i merupakan hal yang 
sangat serius. Ia menganggap kedua persyaratan ini sebagai 
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mendasar, karena kedua hal tersebut sebagai alat utama untuk 
melakukan qiyas.”* Dengan menetapkan sejumlah syarat 
yang cukup berat tersebut bukan berarti orang boleh menjadi 
mugallid. 


Dengan menetapkan sejumlah persyaratan dan pembatasan 
bagi penerapan giyis, tampaknya al-Syafi'i cenderung untuk 
membatasi penggunaan ra'y secara bebas dalam hukum. 
Implikasinya adalah bahwa ruang lingkup giyas yang terbatas 
membuat jawaban terhadap persoalan-persoalan hukum 
menjadi terikat erat dengan teks al-Qur'an dan Sunnah. 

Al-Syafi'i membagi qiyas menjadi dua macam. Pertama, 
giyas yang tingkat kemiripan antara kasus cabang dengan 
kasus asal sangat identik dalam esensinya. Kedua, giyas yang 
memiliki keserupaan dengan beberapa cabang. Untuk yang 
disebut terakhir ini yang akan dijadikan patokan adalah yang 
paling banyak tingkat kemiripannya.'” Pembagian seperti ini 
memperlihatkan bahwa ia berusaha sedapat mungkin untuk 
menjaga konsistensi dalam persoalan giyis ini. 


Telah ditunjukkan pada bagian lalu bahwa menurut al- 
Syafi'i istilah qiyas dan ijtihad mempunyai makna yang sama. 
Menjelaskan makna ijtihad, ia mengatakan bahwa apabila 
seorang muslim dihadapkan pada satu persoalan, ia harus 
mengikuti petunjuk yang jelas yang bisa diperolehnya. Namun 
jika petunjuk tersebut gagal diperolehnya, maka ia harus 
berusaha untuk mencari indikasi-indikasi untuk memperoleh 
kebenaran dengan jalan ijtihad. Lebih lanjut ia mengatakan 
bahwa ijtihad tidak lain adalah qiyas.” Dengan ungkapan lain 


124 Al-Syafri, I-Rrisalah, 71.3 Bandingkan dengan Majid Khadduri, Islamic jurisprudence, 
Baltimore, 1961, hlm. 306. 
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dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan seseorang dalam 
mencari jawaban hukum disebut ijtihad. Sedangkan petunjuk- 
petunjuk yang dipakai untuk mencari jawaban tersebut adalah 
qiyas. 

Untuk mengabsahkan ijtihad, al-Syafi'i menjustifikasinya 
dengan al- Qur'an. Ia mengutip sejumlah ayat al-Qur'an yang 
sama dengan yang dikutipnya ketika ia menjustifikasi giyas. 
Di samping itu ia juga menjustifikasi ijtihad dengan hadits 
Nabi ketika Nabi mengutus Muaz ibn Jabal untuk menjadi 
hakim di Yaman. Dengan cara ini al-Syafi'i menganggap bahwa 
ijtihad dan qiyas adalah identik. Fakta ini juga menunjukkan 
bahwa giyas pada era al-Syafi'i masih belum mencapai tingkat 
perkembangan yang sempurna seperti yang terjadi pada masa- 
masa kemudian. 


Sejalan dengan perkembangan hukum Islam dengan 
berlalunya waktu, qiyas menjadi doktrin yang berdiri sendiri 
yang penggunaan dan karekteristiknya berbeda dengan ijtihad. 

Apakah ijtihad dan giyas benar-benar identik? Ini 
diperselisihkan oleh para ahli ushtil al-fiqh. Menurut al-Bazdawi, 
qiyas tidak sama dengan ijtihad. Menurutnya, qiyås dapat 
disebut ijtihad hanya secara metaforis (majazan), sebab ijtihad 
adalah proses (tharig) untuk menerapkan qiyas. Kadang-kadang 
giyas disebut juga nazar, karena dalam proses penerapannya 
melibatkan penalaran yang mendalam. Menjelaskan pernyataan 
al-Bazdawi di atas, Abdu I-'Azizi I-Bukhari menyatakan bahwa 
pandangan al-Syafi'i di atas berbeda dengan pandangan yang 
dijadikan pegangan oleh para ahli figh secara umum. Bagi 
Abdu I-'Azizi I-Bukhari, ijtihad lebih umum dari pada giyis. 
Oiyas adalah salah satu cara ijtihad dan hanya selalu melalui 
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prosedurnya, tetapi tidak demikian dengan ijtihad.” Ijtihad 
didefinisikan sebagai usaha yang sungguh-sungguh dari 
seorang mujtahid untuk memperoleh keyakinan dalam hukum 
Shara' melalui tanda-tanda yang dapat mengantarkan kepada 
keyakinan itu. Sedangkan qiyas merupakan penyatuan antara 
kasus asal dengan kasus cabang berdasarkan kesamaan nilai- 
nilai antara keduanya. Karena itu ijtihad tidak sama dengan 
qiyas. Bisa jadi ada berbagai cara ijtihad untuk mencapai 
kebenaran dan qiyas adalah salah satunya. Dalam hal ini, prinsip 
penerapan yang umum kepada yang khusus, yang tidak terbatas 
kepada yang terbatas dan prisip-prisip lainnya, masuk dalam 
pengertian ijtihad, bukan qiyas. 

Ibn Rusyd juga membuat perbedaan antara qiyas dengan 
ijtihad. Menurutnya, ijtihad dapat berlaku pada kasus-kasus 
yang dapat dikembalikan kepada asal dan juga kasus-kasus 
yang tidak dapat dikembalikan kepada asal seperti menetapkan 
denda luka-luka karena tindak pidana, biaya hidup istri dan 
sebagainya. Sedangkan qiyas hanya berlaku pada kasus- 
kasus yang dapat dikembalikan kepada asal. Sesungguhnya ia 
merupakan salah satu cara ijtihad.'8 Dengan demikian ijtihad 
bersifat umum dan qiyas bersifat khusus. Setiap orang yang 
menggunakan qiyas adalah mujtahid tetapi tidak setiap mujtahid 
menggunakan giyas dalam penalaran hukumnya. 


Sesungguhnya qiyas adalah salah satu cara ijtihad. Setiap 
giyas adalah ijtihad namun tidak sebaliknya. Ijtihad dapat 
dilakukan dengan penafsiran terhadap al-Qur'an dan Sunnah 
secara literal dan dapat pula dilakukan dengan menggunakan 


17 “Abd al-Aziz al-Bukhari, Kashf al-asrar, juz III, (Beirut: Dar al-fikr al-Hadits, 2000), 
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pendapat pribadi yang didasarkan pada penalaran yang 
dilakukan secara sistematis. Sesungguhnya ijtihad merupakan 
usaha terbaik dalam upaya menemukan kebenaran dengan 
menggunakan penalaran. Sebelum berkembangnya penalaran 
yang sistematis dalam bentuk qiyas, semua bentuk penalaran 
yang mengarah pada penemuan hukum diistilahkan dengan 
ijtihad.” Karena itu ketika memberikan argumen bagi 
keabsahan qiyas, al-Jassas tidak membedakan antara ray, qiyas, 
ijtihad dan bentuk-bentuk penalaran lainnya. Baginya ijtihad 
mempunyai tiga bentuk. Pertama, ijtihad berarti analogi dalam 
masalah-masalah hukum yang didasarkan pada nilai hukum 
(illat) yang diambil dari nash atau yang dipahami dari nash. 
Berdasarkan faktor umum ini, kasus yang mirip dikembalikan 
ke kasus asal dan diungkap melalui alasan hukum yang sama 
dengan alasan hukum kasus asal karena kesamaan nilai antara 
keduanya. Tllat hanyalah merupakan penanda adanya hukum. 
Penentuan alasan hukum merupakan indikasi untuk mencari 
hukum melalui ijtihad . 


Kedua, ijtihad berarti mencari kebenaran dengan 
menggunakan pendapat pribadi tanpa menentukan sebab yang 
pada akhirnya melibatkan kasus asal dan kasus cabang. Dalam 
hal ini dapat diberikan beberapa contoh seperti usaha untuk 
mencari arah kiblat yang benar ketika Ka'bah tidak terlihat 
dengan pandangan mata, menyembelih binatang yang ukurannya 
sama, menentukan jumlah maskawin seorang perempuan 
dengan mempertimbangkan jumlah maskawin perempuan yang 
setara. Semua kasus ini ditentukan dengan pertimbangan dan 
penilaian seseorang dengan tanpa menyimpukan alasan hukum 


2 Ahmad Hasan, Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence (Delhi: Adam 
Publishers and Distributors, 1994), hlm. 18. 


/ 82 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


dari nash asal seperti yang dilakukan dalam qiyas. Ketiga, ijtihad 
juga dapat dilakukan dalam bentuk penalaran yang didasarkan 
pada prinsip-prinsip umum." Penggunaan prinsip maslahah 
dan ‘urf dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini. 


Bentuk lain dari ray pada periode awal adalah istihsan. 
Ia merupakan metode yang unik dari penggunaan pendapat 
pribadi dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan 
lahiriah demi untuk mewujudkan kepentingan, persamaan dan 
keadilan umum. Istihsan adalah keputusan menyimpang dari 
aturan hukum yang sudah mapan dalam suatu keadaan tertentu 
atau suatu keputusan yang lebih didasarkan pada penalaran 
murni dari pada penalaran yang bersifat analogis."' Seorang ahli 
hukum seringkali dipaksa untuk melepaskan diri dari aturan 
umum yang mengikat karena pertimbangan-pertimbangan 
tertentu yang serius. Sesungguhnya adalah tergantung pada 
ketajaman pikiran seseorang dalam hukum untuk membedakan 
mana aturan dapat diterapkan dan kapan boleh ditinggalkan. 
Istihsan bukanlah suatu pendapat sekehendak hati dan 
sembarangan saja, tetapi ia merupakan salah satu cara untuk 
mengambil keputusan yang tepat menurut situasi yang ada. 
Istilah ini sering ditemui pada para ahli hukum Irag dalam 
penalaran mereka. Penyimpangan dari qiyas dan bertindak 
sesuai dengan situasi yang ada bukanlah suatu metode yang 
asing bagi ahli-ahli hukum Irag. Tindakan ijtihad Umar ibn al- 
Khaththab, misalnya, tidak membagikan tanah-tanah rampasan 


1 Abdu I-Azizi I-Bukhari, Kasyf..., hlm. 990. 
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perang kepada prajurit yang ikut berperang, tidak memotong 
tangan pencuri pada musim paceklik, sesungguhnya merupakan 
gagasan dan sekaligus praktik awal dari istihsan. Tentu saja 
istilah istihsan belum ada pada masa Umar ibn al-Khaththab 
sampai para ahli hukum Irag memperkenalkannya. Semangat 
dasar istihsan adalah penyimpangan dari satu aturan yang 
sudah mapan atas dasar kepentingan umum atau keadilan atau 
karena alasan lainnya yang serupa. 


Diperselisihkan oleh para ahli tentang orang pertama yang 
memperkenalkan istilah ini. Goldziher berpendapat bahwa Abu 
Hanifah adalah ahli hukum pertama yang menggunakan istilah 
ini. Schacht berpendapat bahwa Abu Yusuf orang pertama 
yang mempergunakan istilah ini, meskipun ia mengakui 
bahwa gagasan tentang istihsin ini telah ada sebelum Abu 
Yusuf mempergunakannya.'? Tetapi al-Syaibani mengaitkan 
penggunaan istihsan kepada Abu Hanifah dalam berbagai 
kasus." Kuat dugaan bahwa Abu Hanifah orang pertama yang 
memperkenalkan istilah ini dan baik Abu Yusuf maupun al- 
Syaibani menerima gagasan ini dari Abu Hanifah. 


Pada umumnya para ahli hukum Irag tidak memberikan 
alasan bagi penerapan prinsip istihsan. Karena itu sulit diketahui 
dengan pasti alasan dan sifat kelayakan yang mereka libatkan 
dalam penyimpangan dari aturan yang baku. Salah satu alasan 
yang terlacak adalah di samping kepentingan umum, mereka 
bahkan menyimpang dari qiyas dan mengutamakan tradisi 
atau adat kebiasaan tertentu yang berlaku di daerah mereka. 
Ini bukan berarti bahwa mereka lebih mengutamakan tradisi 
dari pada qiyas, tetapi karena mereka berpendapat bahwa ada 
tradisi-tradisi tertentu yang lebih sesuai dengan kepentingan 
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umum. Contoh berikut diharapkan dapat menjelaskan sifat dan 
fungsi istihsan menurut ahli hukum Iraq. 


Jika seorang hakim atau seorang imam (kepala negara) 
melihat seseorang mencuri atau meminum minuman keras, ia 
tidak dapat menghukum orang tersebut atas dasar pengetahuan 
pribadinya, sampai terdapat alat bukti hukum yang sah 
dikukuhkan. Prinsip seperti ini didasarkan pada istihsan. Tetapi 
qiyas menuntut orang tersebut dihukum berdasarkan bukti 
pribadi hakim atau imam.“ Istihsan seperti ini logis. Sebab jika 
tidak demikian, maka dengan tanpa bukti-bukti hukum yang sah 
seorang imam akan dapat menghukum siapa saja, katakanlah 
lawan-lawan politik yang tidak ia senangi, atas dasar pengetahuan 
pribadinya sendiri, dengan menuduh lawan-lawan politiknya 
telah melakukan kejahatan yang layak dihukum. 


Beralih ke contoh lain. Kasusnya adalah jika seorang kafir 
masuk ke daerah Islam dengan jaminan kaum muslimin. 
Kemudian seorang Muslim mencuri miliknya, atau memotong 
tangannya. Menurut Abu Yusuf, tangan si Muslim tidak 
dipotong. Dikatakannya bahwa menurut giyas, tangan si 
pencuri harus dipotong, tetapi dalam kasus ini ia menggunakan 
istihsan."5 Abu Yusuf tidak memberikan alasan yang jelas bagi 
penyimpangannya ini yang sebenarnya membentur secara 
kategoris dengan ketentuan ayat al-Qur'an. Diduga alasan yang 
dipergunakan Abu Yusuf adalah karena ia menginginkan orang 
asing berkecil hati untuk masuk ke daerah Islam. 


Definisi istihsan diperdebatkan oleh fuqaha. Dalam karya- 
karya klasik tentang ushul al-fiqh terdapat berbagai definisi, 
yang sebagian dari definisi tersebut dikritik oleh ahli figh 
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Hanafi sendiri. Al-Karkhi (w. 340 H) mendefinisikan istihsan 
sebagai keputusan yang harus diambil dalam kasus tertentu yang 
berbeda dengan keputusan di mana kasus-kasus yang serupa 
telah ditetapkan berdasarkan presedennya karena alasan yang 
lebih kuat ketimbang alasan yang ditemukan dalam kasus-kasus 
serupa karena ada petunjuk yang menghendaki perpalingan 
itu.” Sedangkan Abu Bakr al-Jassas mendefinisikannya dengan 
berpaling dari penalaran analogis yang jelas (qiyas jali) dan 
menggunakan analogi yang tidak jelas (qiyas khafi) karena ada 
faktor yang menghendaki perpalingan tersebut.'” Dari dua 
definisi di atas, definisi yang terakhir tampaknya sangat jelas 
namun tidak mencerminkan seluruh bentuk istihsan, seperti 
istihsan yang didasarkan pada kebiasaan umum (urf). 


Abu Bakr al-Sarakhsi (w. 490 H) menjelaskan bahwa istihsan 
merupakan salah satu jenis giyas. Ia berusaha membuktikan 
bahwa istihsan merupakan bagian dari giyas. Dari sini dapat 
disimpulkan bahwa istihsan merupakan bentuk perkembangan 
ray yang menjadi perantara antara ray murni dengan giyds 
yang sistematis. Ia mendefinisikan istihsan dengan (a) cara 
untuk mencari kemudahan dalam perintah-perintah hukum, 
(b) mengesampingkan qiyas dan menggunakan apa yang lebih 
sesuai bagi masyarakat: (c) menggunakan hukum yang relevan 
dan mencari keringanan, dan (d) menggunakan toleransi dan 
mencari apa yang menyenangkan.’ 


Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa istihsan 
bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, yang sepenuhnya 
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terpisah dari qiyas. Pada dasarnya istihsan adalah jenis 
qiyas. Qiyas dibagi menjadi dua jenis, jali (jelas) dan khafi 
(tersembunyi). Jali adalah qiyas yang dengan mudah dapat 
dipahami oleh pikiran, sedangkan khafi adalah qiyas yang 
mensyaratkan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. 
Sesungguhnya qiyas khafi lebih kuat pengaruhnya dibanding 
dengan qiyas jali, bukan dari segi ketidakjelasannya. Ini 
sebanding dengan keutamaan yang diberikan kepada 
kehidupan mendatang karena keabadiannya yang tersembunyi 
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dibandingkan dengan kehidupan dunia yang jelas. 


Oiyas jali ditolak jika ia bertentangan dengan nashh dan 
ijma. Dengan kata lain seorang ahli hukum mengesampingkan 
giyas dan beralih ke istihsan. Berikut ini akan diberikan contoh- 
contoh. Jika seseorang yang sedang menjalankan puasa makan 
atau minum sesuatu karena lupa, ia boleh melanjutkan puasanya. 
Puasa tidak batal, karena Nabi diriwayatkan berkata bahwa 
Tuhan menjamu orang itu dengan makan dan minum. Tetapi 
menurut qiyas (aturan umum) menghendaki puasa tersebut 
menjadi batal karena makan dan minum, sebab puasa berarti 
menjaga diri dari makan dan minum dan hubungan seksual 
dari terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat puasa. 
Karena itu Abu Hanifah mengatakan kalau tidak karena ada 


hadits niscaya ia akan memutuskan batal puasa yang demikian." 


Demikian juga kontrak salam tidak sah menurut giyas, 
karena objek kontrak tidak ada pada saat kontrak terjadi. Tetapi 
giyas tidak dapat diterapkan di sini karena ada hadits yang 
membolehkan kontrak salam. 
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Sesekali istilah qiyas dipergunakan dalam pengertian 
harfiahnya yang ketat sedangkan istihsan dipergunakan dalam 
pengertian yang lebih luas. Berikut ini adalah ilustrasinya. Jika 
penduduk sebuah kota atau benteng mencari perlindungan 
pada kaum Muslimin, termasuk kota atau bentengnya dengan 
perjanjian, maka menurut qiyas, perlindungan hanya berlaku 
pada kota dan bentengnya saja, tidak kepada seluruh isinya. 
Tetapi al-Syaibani berpendapat atas dasar istihsan bahwa 
perlindungan itu mencakup benteng atau kota beserta isinya, 
karena dalam penggunaan umum ('urf) istilah galah atau 
madinah tidak hanya berarti bangunan-bangunan saja, tetapi 


termasuk dengan seluruh isinya. "“! 


Kadang-kadang terjadi bahwa hasil akhir qiyas dan istihsan 
adalah sama bila dilihat dari titik tolak materinya, tetapi 
sesungguhnya keputusan tersebut berdasarkan landasan yang 
berbeda. Berikut ini adalah contohnya. 


Jika tentara Muslimin menyerang benteng atau perlindungan 
kaum kafir dan sebagian tentara musuh meminta perlindungan 
untuk keluarga dan harta milik mereka dengan syarat yang 
dinyatakan bahwa mereka akan membuka pintu gerbang bagi 
tentara Muslimin, maka tentara-tentara tersebut akan diberi 
perlindungan, disamping harta dan keluarga mereka, bagi diri 
mereka meskipun mereka tidak menyebutkan dengan tegas 
untuk diri mereka. Ketika penghuni tempat perlindungan 
atau benteng tersebut keluar dan orang-orang yang dijanjikan 
perlindungan menyatakan bahwa si fulan dan si fulan adalah 
keluarganya dan milik mereka, maka menurut giyas (aturan) 
pernyataan mereka tersebut tidak dapat diterima, kecuali jika 
ada kesaksian dari seorang muslim yang saleh. Tetapi qiyas, 
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menurut al-Syaibani, tidak dapat diterapkan dalam situasi 
seperti ini karena mereka sangat sulit menemukan seorang 
Muslim yang saleh untuk mempersaksikan pernyataan mereka 
sebelum membuka pintu gerbang tempat perlindungan tersebut. 
Karena itu prinsip istihsan harus diterapkan. Atas dasar ini al- 
Syaibani berpendapat jika budak-budak yang mereka nyatakan 
sebagai anggota keluarga mereka, mempersaksikan pernyataan 
mereka, maka kesaksian mereka harus diterima dan mereka 


akan diberi perlindungan.'? 


Ulama Hanafiah umumnya menyamakan antara qiyas khafi 
dengan istihsan. Jika dicermati terdapat perbedaan kecil antara 
keduanya. Istihsan lebih umum dari qiyas khafi, karena yang 
disebut pertama berlaku juga bagi hal-hal lain selai giyas khafi. 
Sadr Syariah melihat bahwa jika kata qiyas digunakan secara 
mutlak, ia berarti qiyas jali, jika isthsan digunakan berarti qiyas 
khafi.* 

Istihsan (qiyas khafi) dan qiyas jali mempunyai 
pembagiannya masing-masing menurut tingkat kekuatan 
akibatnya dan menurut keabsahan dan ketidakteraturannya. 
Pembagian qiyas dan isthsan dipertimbangkan jika mereka 
menyamai satu sama lain. Oiyds yang tidak sama dengan istihsan 
dengan sendirinya tidak mempunyai pembagian. Demikian 
juga, istihsan yang dilakukan tidak berdasar nash, ijma' dan 
dharurah tidak dikenai pembagian seperti ini. Berikut ini 
adalah pembagian giyis atau istihsan yang saling bertentangan 
satu sama lain. Jika dikatakan bahwa giyas mempunyai akibat 
yang lemah, maksudnya ia berhadapan dengan istihsan dan 
bukan lemah dengan sendirinya. Jika dikatakan ia tidak teratur, 
maksudnya ia tidak beraturan dibandingkan dengan istihsan. 
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Begitu juga, istihsan dikatakan lemah atau tidak teratur jika 
berhadapan dengan qiyas, bukan dengan sendirinya." 


Fuqaha' klasik mempertimbangkan kekuatan sebab 
(illat) atau keabsahannya dan bukan kejelasan (zhuhur) dan 
ketidakjelasannya (khafa). Karena itu istihsan lebih diutamakan 
ketimbang qiyas dalam kasus-kasus di mana ‘illat yang 
tersembunyi lebih kuat akibatnya dan lebih benar ketimbang 
‘illat yang jelas. Jika “illat yang jelas (yakni, qiyas jali) lebih kuat 
akibatnya dan lebih benar ketimbang “illat yang tersembunyi 
(yakni, giyas khafi), giyas jali harus diutamakan. Berikut ini 
adalah contohnya. 

Dalam kasus kebolehan menggunakan air sisa minuman 
burung-burung pemangsa (sibd'u al-thair). Analoginya dengan 
binatang pemangsa (sibd'u I-wahsy) lemah. Sisa keduanya 
berbeda satu sama lain. Ketidak-bolehan binatang pemangsa 
adalah karena cara mereka memakan dan meminum. Mereka 
makan dan minum dengan lidah mereka, dengan demikian, liur 
mereka bercampur dengan sesuatu yang dimakan dan diminum. 
Terlihat bahwa liur mereka timbul dari daging mereka yang 
tidak boleh dimakan. Sebaliknya, burung-burung pemangsa 
makan atau minum dengan paruhnya dan bukan dengan 
lidahnya. Paruh adalah tulang kering. Tulang binatang yang 
mati tidaklah kotor, bagaimana ia menjadi kotor ketika masih 
hidup? Karena makan atau minum dengan paruh, maka tidak 
ada kemungkinan bercampur antara liur dengan sesuatu yang 
dimakan atau yang diminum oleh burung-burung tersebut. 
Karena itu, analogi kepada bekas binatang pemangsa tidak 
berlaku dalam kasus ini. Jadi istihsan lebih diutamakan daripada 
qiyas.” 


M Abdu I-'Aziz I-Bukhari, Kasyf..., hlm. 1122. 
45 Abu Bakri I-Ssarakhsi, Ushal..., hlm. 204. 


/ 90 Dr.H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


Istihsan yang didasarkan pada nash, ijma dan al-dharurah 
tidak dapat diperluas ke kasus cabang, karena mereka tidak 
didasarkan pada sebab (“illat), tetapi itu semua adalah kasus- 
kasus khusus yang tidak dapat dikenai giyas. Tetapi istihsan 
yang didasarkan pada qiyas khafi, dapat diperluas ke kasus- 
kasus cabang. Contoh berikut akan memperjelas prinsip 
ini. Jika terjadi perdebatan antara penjual dengan pembeli 
mengenai harga, menurut qiyas pernyataan pembeli harus 
diterima. Pembeli disyaratkan bersumpah. Alasannya adalah 
penjual menuntut harga yang lebih tinggi dari harga yang 
disepakati dengan pembeli, karena itu ia menolak harga 
yang dituntut penjual. Menurut kaidah hukum, pihak yang 
menolak klaim harus melakukan sumpah. Inilah yang dituntut 
giyas. Tetapi menurut istihsan, kedua pihak dituntut untuk 
bersumpah, karena masing-masing pihak, dalam pengertian 
tertentu, menolak klaim yang lain. Pembeli menuntut penjual 
menyerahkan barang kepadanya yang harganya telah dibayar 
kepada penjual, sementara penjual menolak memberikan 
barang. Dengan demikian, artinya penjual juga menolak klaim 
pembeli. Jika masing-masing pihak bersumpah transaksi akan 
terhapus. Prinsip tahaluf (melakukan sumpah oleh kedua belah 
pihak) dapat pula diterapkan pada kasus-kasus sewa (ijdrah), 
pernikahan (nikah) dan kasus di mana ada perdebatan antara 
ahli waris penjual dengan pembeli setelah kematian mereka 
berdasarkan jumlah harga, dengan syarat kepemilikan barang 
tidak diambil oleh pembeli." 

Ada tiga pandangan mengenai keabsahan giyas. Menurut 
fugaha Hanafiyyah, istihsan adalah salah satu jenis qiyas, atau 
dalil yang lebih kuat berhadapan dengan qiyas, seperti penjelasan 
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di atas. Menurut Malikiyyah, istihsan berarti menggunakan dalil 
yang lebih kuat (aqwa I-ddalilain). Seperti ketetapan hukum 
tukar menukar kurma yang basah dengan yang kering yang 
dilarang. Al-Baji, ahli hukum Malikiyyah, membolehkan istihsan 
berdasarkan hadits yang memberikan dukungan bagi kebolehan 
“driyah sebagai ketetapan hukum pengecualian.” Ada riwayat- 
riwayat yang bertentangan tentang pandangan Ibn Hambal 
mengenai keabsahan istihsan. Ibnu 1-Hajib'“* menyatakan bahwa 
Ibn Hambal membolehkan istihsan, sedangkan Ibn Qudamah, 
ahli hukum Hambali, mengkritik prinsip ini.“ Ibn Subki juga 
menolak penisbatan keabsahan istihsan kepada Ibn Hambal. 
Menurutnya, tidak ada yang menganggap istihsan sebagai sumber 
hukum yang otoritatif kecuali ahli hukum Hanafi.” Terlihat 
bahwa Ibn Hambal menganggap istihsan sebagai sumber yang 
otoritatif, karena al-Thufi, yang juga seorang ahli hukum Hambali, 
mendefinisikan istihsan sebagai berpaling dari hukum yang 
telah ditentukan berdasarkan otoritas hukum (dalil al-shar). 
Ia menisbatkan prinsip ini kepada Ibn Hambal. Penting untuk 
dicatat bahwa istihsan yang diperselisihkan oleh para ulama di 
sini adalah istihsan yang oleh para fuqaha Hanafiyyah disebut 
dengan qiyas khafi dan tidak didasarkan pada nash, ijma' dan 
dharurah. 


Ibn al-Hajib membahas panjang lebar masalah keabsahan 
istihsan. Ia mengklasifikasinya ke dalam tiga kategori, yakni 


M7 Abu I-Walid ibn Khallafi I-Baji, al-Isyarat fi Ushul al-Fiqh, pada catatan pinggir 
Syarhu I-Waragat, (Beirut: Dar al- Fikr, 1951), hlm. 112. 

W Jamalu I-Ddin Abu Amar Ibni I-Hajib, Muhtasharu I-Muntaha, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1920), hlm. 485. 

49 Muwaffag al-Din ibn Qudamah, Raudhatu I-Nnazhir, (Kairo: Dar al-Kutub, 1988), 
hlm. 85-86. 

150 Taju I-ddin Abdu I-Wahab ibn al-Subki, Jamu I-Jawami', (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 
hlm. 288. 


4 92 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


yang diterima (magbul), ditolak (mardud) dan tidak pasti 
(mutaraddah). Definisi-definisi istihsan berikut ini masuk 
ke dalam kategori yang diterima. (1), Berpaling dari qiyas 
yang lemah dengan mengutamakan qiyas yang lebih kuat. 
(2), Pengkhususan giyas dengan giyas yang lebih kuat. (3), 
Berpaling dari ketetapan hukum tentang kasus-kasus yang 
serupa yang telah ditentukan berdasarkan dalil yang lebih 
kuat. (4), Berpaling dari hukum yang telah ditentukan dengan 
mengutamakan hukum kebiasaan berdasarkan kepentingan 
umum dan kebutuhan manusia, seperti mandi di kamar mandi 
tanpa kepastian waktu kontrak, jumlah air yang digunakan 
dan waktu untuk tinggal di situ.” Ini semua termasuk jenis 
istihsan yang diterima. Sedangkan istihsan yang tidak diakui 
oleh sumber apapun (nash, ijma dan dharurah) masuk ke dalam 
kategori yang ditolak. 


Para ahli hukum Syafi'iyyah tidak mengakui istihsan 
sebagai dasar hukum. Al-Syafi'i sendiri menyampaikan 
sejumlah keberatan yang serius terhadap keabsahan istihsan. Ia 
menganggap istihsên sebagai pendapat yang sewenang-wenang 
dengan menyebutnya sebagai tindakan mencari kenikmatan 
(taladzdzudz),”” pembentukan hukum dalam agama (syarraa), 
yang sewenang-wenang. Menurutnya, qiyas adalah sumber asal 
hukum, karena ia didasarkan pada otoritas, sedangkan istihsan 
tidak." 

Al-Ghazali mengatakan bahwa istihsan yang didasarkan 
pada hadits atau pendapat sahabat dianggap sebagai dasar 
hukum yang valid oleh ahli hukum Syafi'iyyah. Tetapi ia 
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mengkritik Abu Hanifah karena ia berpaling dari hadits- 
hadits yang sahih dan menggunakan qiyas atau istihsan dalam 
sejumlah kasus. Ia mengutip contoh di mana Abu Hanifah 
mengikuti giyas dan mengabaikan hadits. Demikian pula ia 
tidak mengikuti pendapat sahabat dalam kasus-kasus tertentu, 
sebaliknya lebih menyukai giyas ketimbang pendapat sahabat. 
Tentang istihsan yang didasarkan pada kebiasaan ('urf), al- 
Ghazali menolaknya, karena praktik dan kebiasaan masyarakat 
bukan otoritas. Mengenai istihsan yang didasarkan pada giyas 
khafi, ia menegaskan bahwa kasus-kasus di mana qiyas jali tidak 
dapat diterapkan, giyas khafi benar-benar sah. Tetapi di sini juga 
ia menyalahkan Abu Hanifah dalam beberapa kasus. Misalnya, 
jika seseorang melakukan perzinahan dan empat orang saksi 
memberikan kesaksian bahwa orang tersebut melakukan 
zina di empat sudut rumah, masing-masing saksi menunjuk 
sudut rumah yang berbeda, Hukuman hadd harus dilakukan 
kepada tertuduh berdasarkan istihsan, menurut Abu Hanifah. 
Sebenarnya tidak harus ada hukuman karena kesaksian mereka 
diragukan. Al-Ghazali mengkritik ketetapan-ketetapan hukum 
yang didasarkan pada istihsan yang semacam itu, karena dapat 
meresahkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa sebenarnya 
Abu Hanifah dapat saja menafsirkan kesaksian tersebut dengan 
mengatakan bahwa masing-masing saksi mungkin melihat 
orang yang berzina tersebut pada waktu yang berbeda secara 
terpisah. Akibatnya, ini bukan kesaksian yang standar. Dengan 
begitu ia dapat menyelamatkan orang tersebut dari hukuman. 
Abu Hanifah sebaliknya menafsirkan bahwa perzinahan telah 
menarik wanita dari satu sudut ke sudut yang lain. Dengan cara 
seperti ini ia mengakui perbedaan kesaksian." 
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Al-Ghazali menolak dukungan agama dari al-Qur'an dan 
Sunnah yang digunakan oleh ahli hukum Hanafiyyah untuk 
membenarkan istihsan. Mengikuti al-Syafi'i, ia menyebut 
istihsan sebagai pendapat, nafsu yang sewenang-wenang dan 
imajinashi yang tidak berdasar. Ia menganggap istihsan sebagai 


keputusan massa tentang kebaikan atau keburukan sesuatu." 


Penting untuk ditegaskan di sini bahwa tidak ada 
perbedaan pendapat tentang penggunaan kata istihsan 
(menganggap suatu objek sebagai enak dan bagus), karena 
al-Syafi'i sendiri mempergunakan kata istishhab dan istihsan 
dalam berbagai kasus.'”* Yang ditolak oleh fugaha Syafriyyah 
adalah istihsan yang didasarkan pada pendapat seseorang 
secara sewenang-wenang, tanpa mendasarkan pada sumber 
hukum yang diakui. Al-Shaukani menegaskan bahwa tidak 
ada manfaatnya membuat satu bab yang terpisah bagi istihsan. 
Alasannya adalah jika istihsan merupakan salah satu dari 
dasar-dasar hukum yang diakui, itu berarti hanya pengulangan 
hal yang sama. Jika ia merupakan sesuatu yang lain dari dasar- 
dasar tersebut, dan tidak masuk ke dalam salah satu sumber 
manapun, maka ia tidak mempunyai kaitan dengan Syari'ah. 
Jadi ia merupakan prinsip yang bertentangan dengan Syariah." 


Keberatan-keberatan yang dikemukakan al-Syafi'i, para 
pengikutnya dan para penentang istihsan dapat diringkas 
sebagai berikut. Pertama, seorang Muslim harus taat kepada 
Tuhan dan Nabi-Nya dalam segala keadaan. Ia terikat untuk 
mengikuti segala perintah-perintah berdasarkan nash yang 
jelas. Sedangkan istihsan melibatkan, pendapat, keleluasaan, 
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kecenderungan dan keinginan individu ahli hukum. Ia dapat 
menerima atau menolak sesuatu dengan pendapatnya yang 
sewenang-wenang ketika menggunakan istihsan. Ini berarti 
ia tidak mendasarkan pendapatnya pada otoritas yang benar. 
Karena itu, ketetapan hukum yang didasarkan pada pencarian 
kenikmatan dan kecenderungan seseorang tidak sah. Kedua, jika 
tidak ada perintah-perintah yang didasarkan pada nash, qiyas 
dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus cabang. 
Pada prinsipnya tidak ada sumber hukum selain nash, yakni al- 
Qur'an dan Sunnah, ijma dan qiyas. Prinsip yang mengabaikan 
sumber-sumber ini tidak dapat menjadi dalil. 

Para pendukung istihsan menolak semua keberatan ini 
dengan rinci dan membuktikan bahwa semua keberatan- 
keberatan tersebut tidak berdasar.: Menyebut istihsan 
dengan keinginan mencari kenikmatan, pendapat sewenang- 
wenang, bentuk kecenderungan pribadi, keleluasaan dan 
menentang nash atau paling kurang lebih menyukai pendapat 
pribadi ketimbang nash semua itu tidak lain hanyalah 
semacam kesalahpahaman tetang definisi dan hakekat 
istihsan. Seperti telah ditunjukkan sebelumnya bahwa istihsan 
berarti mengutamakan dalil yang lebih kuat atas dalil yang 
lebih lemah. Para ahli hukum Syaffiyyah mengkritik keras 
prinsip ini sejak awal tanpa memahami kebenarannya. Al- 
Syafi'i sendiri menggunakan prinsip semacam ini dalam 
penalarannya meskipun ia tidak menggunakan istilah istihsan. 
Abu Husain al-Basri menegaskan bahwa penggunaan istilah 
istihsan mempunyai arti yang penting. Meskipun kata istihsan 
menunjukkan keinginan dan usaha pencarian kesenangan oleh 
seseorang, ia menunjukkan pengetahuan seseorang tentang 


18 Al-Sharakhsi, Ushul..., hlm. 200, 201 dan 207.; Abd al-Aziz al-Bukhari, Kasyf. .., juz 
IV, hlm. 1133. 
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kebaikan sesuatu. Ia juga berkonotasi keyakinan dan penilaian 
seseorang tentang keutamaan suatu objek. Jika seorang ahli 
hukum sampai pada suatu kesimpulan bahwa sesuatu itu bagus, 
secara logis ia dibolehkan untuk memutuskan bahwa ketetapan 


hukum ini bagus.” 


Para penentang istihsân juga menegaskan bahwa ia 
merupakan pengkhususan ‘illat (takhsis al-'illat) yang tidak 
diakui sah dalam giyas. Para ahli hukum Hanafiyyah menjawab 
bahwa masalahnya tidaklah demikian. Istihsan adalah sejenis 
giyas. Dalam penerapan istihsan, ketetapan hukum ditentukan 
jika sebab (“illat) dari ketetapan hukum itu ada. Jika sebab tidak 
ada, ketetapan hukum juga tidak ada. Bekas burung-burung 
pemangsa, dalam contoh yang lalu, dibolehkan karena sebab 


larangannya, yakni makan atau minum dengan lidah, tidak ada.' 


Sikap yang moderat dikemukakan oleh Taftazani. 
Keseluruhan perbedaan pendapat tentang istihsan disebabkan 
karena kesalahpahaman. Para pendukung istihsan sesungguhnya 
ingin membuktikan bahwa ia adalah sejenis qiyas. Mereka 
yang menentangnya menganggap istihsan sebagai penetapan 
hukum agama yang sewenang-wenang, sesungguhnya mereka 
ingin mengatakan jika tidak didasarkan pada otoritas, seorang 
ahli hukum seolah-olah memutuskan sendiri berdasarkan 
pendapatnya yang sewenang-wenang, padahal ia tidak 
dibolehkan melakukan yang demikian. Sebenarnya tidak ada 
perbedaan pendapat tentang istihsan. Jika perdebatannya adalah 
seputar penggunaan istilah, sebuah adagium mengatakan tidak 
ada perbedaan pendapat tentang penggunaan istilah dibolehkan 


jika maknanya sama.'' 


159 Abu Husain al-Basri, Kitab I-Mu'tamid..., hlm. 840. 
160 Al-Sharakhsi, Ushiil..., hlm. 204-207. 
161 Saadu I-Ddin Mas'ud ibn Umar al-Taftazani, al-Taudhih...., hlm. 81. 
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Al-Syatibi juga mendukung pendapat para pendukung 
istihsan. Ia menegaskan bahwa istihsan bukanlah berarti rasa 
dan keinginan seseorang. Seorang ahli hukum yang melakukan 
istihsan memahami secara mendalam tujuan pemberi 
hukum, kemudian membandingkan kasus baru dengan kasus 
sebelumnya di mana qiyas mensyaratkan untuk menerapakan 
ketetapan hukum tertentu yang telah ditentukan. Tetapi dengan 
ketetapan hukum yang telah ditentukan pada kasus baru 
ini, kepentingan umum (maslahah) hilang atau sebaliknya, 
membawa keburukan. Karena itu, ia mengesampingkan qiyas 


dan menggunakan istihsan.'” 


Jika dilakukan penelitian yang mendalam tentang masalah- 
masalah dan hukum-hukum Syari'ah terlihat bahwa penerapan 
suatu hukum yang telah ditentukan pada situasi tertentu 
kadang-kadang menyebabkan hilangnya kebaikan manusia dan 
keuntungan yang dicari darinya. Sebagai ganti untuk mencapai 
kebaikan, ia malah membawa bahaya bagi masyarakat. Keadilan 
sosial menuntut bahwa harus ada ruang bagi seorang ahli hukum 
dalam prinsip-prinsip penetapan hukum di mana ia dapat 
berpaling dari ketetapan-ketetapan hukum yang ditentukan dan 
menerapkan hukum dengan memelihara kepentingan umum 
dan kebaikan manusia. Dengan demikian istihsan merupakan 
prinsip yang sangat berguna untuk menetapkan hukum bagi 
masalah-masalah baru. Ia dapat digunakan dalam kasus-kasus 
yang di mana tidak ditemukan jawaban hukumnya dalam 
literatur hukum. 

Dari Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa giyas 


pada mazhab-mazhab hukum awal masih berada dalam tahap 


'2 Abu Ishaq l-Syâthibî, al-Muwafaqat fi Ushûl al-Syariah, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 
2000), hlm. 103. 
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perkembangan. Ia dipergunakan dalam pengertian kesejajaran, 
ray dan penalaran secara umum. Konsep ‘illat tampaknya 
mempunyai makna yang jauh lebih luas daripada yang dipahami 
oleh ahli hukum yang lebih terkemudian. Itulah sebabnya istilah 
“illat tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan mereka. Kata-kata 
seperti bimanzilah (setara), ka (seperti) dan mithal (keserupaan) 
digunakan untuk menunjukkan sifat kesederhanaan qiyas ini 
dan keluasan ruang lingkupnya. Jenis giyas yang sederhana ini 
secara bertahap tersingkir oleh giyas yang lebih sistematis logis 
dan ketat sejak masa Al-Syaft'i. Istihsan merupakan betuk lain 
dari qiyas, tetapi tidak seketat giyês. [| 
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PESAN 


SAYALO 
STRUKTUR OIYAS 


nsur utama pembentuk qiyas dalam ushiil al-fiqh atau 

| | struktur pembentuknya ada empat, yaitu, Hukum asal, 
cabang (far), asal (ashl) dan “illat. Mana kala membahas 

struktur giyas dalam ushul al-figh ini, hukum asal tidak dibahas 


secara khusus, cukup disertakan dengan pembahasan ketiga 
unsur lainnya, karena tidak terlalu signifikan. 


A. Kasus Asal 


Kasus asal merupakan salah satu dari empat unsur 
pembentuk qiyas. Dalam bagian ini akan dibahas secara lebih 
rinci syarat-syarat hukum kasus asal. 


Hukum klasik sangat dipengaruhi oleh pemikiran al- 
Sysyafi'i, seperti telah ditunjukkan pada bab yang lalu. Al-Sysyafr'i 
mengecam semua bentuk penalaran yang tidak bersumber 
pada al-Qur'an, sunnah dan ijma’. Karena itu, ia menentang 
pengguanaan ra'y dan Istihsan dalam penalaran hukum, karena 
keduanya tidak ashli didasarkan pada landasan-landasan wahyu. 
Al-Sysyafi'i hanya membolehkan penggunaan giyis, karena ia 
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bersandar pada nash dan ijma, Qiyas yang memiliki dasar nash 
atau ijma', membawa hukum tentang kasus serupa (cabang) 
mendekati hukum kasus asal karena ia diambil dari sumber asal. 
Kasus asal karenanya memegang peranan penting, meskipun 
bukan fundamental, seperti sebab hukum ('illat) dalam proses 
giyas. Alasannya adalah bahwa hukum kasus asal (hukm ashl) 
berlaku bagi kasus serupa berdasarkan adanya kesamaan antara 
keduanya, karena kasus asal merupakan dasar giyas. Seseorang 
bisa salah dalam menentukan kesamaan, dan ketetapan yang 
diterapkan pada kasus serupa juga bisa salah. Karena itu ahli figh 
klasik banyak memperhatikan pada penetapan hukum kasus 
asal. Namun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka 
tentang definisi kasus asal dan syarat-syarat hukumnya. 


Sulit untuk memastikan kapan istilah ashl digunakan oleh 
ahli figh klasik. Hal ini disebabkan kurangnya literatur awal 
tentang figh. Tetapi ada hal penting yang patut dicatat bahwa 
al-Sysyafi'i kadang-kadang menggunakan kata ashl dalam 
pengertian ratio logis (alasan hukum) atau sebab hukum ('illat).' 
Dalam tulisan-tulisan al-Sysyafi'i ditemukan penggunaan kata 
ashl di berbagai tempat dalam pengertian kasus asal, yakni 
dasar qiyas. Ia membagi qiyas ke dalam dua jenis. Jenis pertama 
yaitu qiyas (qiyas “illat) di mana kasus serupa (cabang), yang 
ketetapan hukumnya akan dicari, secara literal mengandung 
arti kasus asal. Tidak terdapat perbedaan pendapat tentang 
jenis yang pertama ini. Jenis yang kedua adalah giyas di mana 
kasus cabang bisa jadi mempunyai sejumlah kasus yang sama 
dengannya. Jenis giyas yang seperti ini diperdebatkan oleh para 
ulama yang mempergunakan qiyas.” 


| Al-Sysyafti, Ikhtilafu I-Hadits, dalam catatan pinggir Kitabu I-Umm, (Kairo: Dar al- 
Kutub al-Arabiyyah), Vol VII, hlm. 320. 
* Al-Sysyafti, al-Rrisalah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1939), hlm. 66. 
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Al-Sysyafi'i menekankan bahwa qiyas harus diambil 
berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan ijma’. Ia menyebut ketiga 
sumber ini sebagai ushûl atau sumber yang berfungsi sebagai 
dasar bagi qiyas.” Namun tidak ditemukan tulisan al-Sysyafi'i 
tentang definisi ashl. Istilah yang dipakai oleh al-Sysyafti adalah 
magis alaih. 

Abu Bakr al-Jassas (w. 950 M) menggunakan istilah ashl 
untuk kasus asal dan menunjukkannya sebagai salah satu unsur 
pembentuk giyas.' Tetapi ia tidak mendefinisikannya. Masalah 
definisi mungkin baru muncul setelah itu. Ia membahas secara 
rinci apa yang menjadi kasus asal untuk melakukan qiyas dan 
apa yang tidak. Pandangannya tentang keabsahan kasus ashl 
akan dikemukakan pada paragraph berikut ini secara singkat. 


Setiap hukum yang memenuhi standar yang memenuhi 
persyaratan bagi penetapan hukum Syari'ah dapat menjadi kasus 
asal (ashl) bagi giyas, karena adanya bukti yang menunjukkan 
adanya sebab ('illat) di situ. Qiyas dapat dilakukan berdasarkan 
nash al-Qur'an, sunnah dan ijma dan ketetapan hukum yang 
didasarkan pada hadits ahad. Ketetapan yang diambil melalui 
qiyas juga dapat dijadikan dasar bagi qiyas, meskipun hal 
tersebut diperdebatkan oleh para ahli figh. Ia memberikan 
contoh nikah bersyarat yang sah berdasarkan giyas atas 
keabsahan penjualan bersyarat.” 

Terlepas dari penggunaannya dalam kontek qiyas, Qadhi 
Abd al-Jabbar memberikan empat makna bagi ashl. Pertama, 
jalan atau saluran menuju sesuatu, seperti al-Qur'an sebagai 


3 Al-Sysyaffi, Ikhtilaf..., hlm. 148.5 Bandingkan dengan al-Sysyaff'i, Al-Risalah, hlm. 
479. 

* Abu Bakar al-Jassas, Ushiil al-Jassas, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), hlm. 
247. 

3 Abu Bakar al-Jassas, Ushil..., hlm. 248-250. 
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sumber asal bagi semua perintah (ashlu I-ahkam). Kedua, 
hukum yang dengannya kasus baru diungkap (magis alaih), dan 
ini merupakan kasus asal bagi pengambilan qiyas (ashlu I-giyas). 
Ketiga, sesuatu yang pengetahuan tentangnya bergantung pada 
pengetahuan pada yang lain. Al-Amidi memberikan contoh 
untuk ini dengan pengetahuan tentang Tuhan dan Nabi, karena 
pengetahuan tentang yang disebut terakhir bergantung pada 
pengetahuan tentang yang pertama. Pengetahuan tentang Tuhan 
merupakan ashl bagi pengetahuan tentang Nabi. Keempat, 
sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak ada sesuatu yang lain yang 
bergantung padanya melalui qiyas. Pada bagian ini al-Amidi 
memberikan contoh berupa emas dan perak yang menjadi 
kasus asal bagi pelarangan riba, meskipun tidak ada sesuatupun 
yang tergantung pada keduanya." 


Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang definisi kasus 
asal. Menurut para teolog, ashl berarti nash. Misalnya, ayat 
al-Qur'an yang melarang minuman khamr atau hadits yang 
melarang tukar menukar gandum dengan ukuran berat 
yang tidak sama, merupakan kasus asal (ashl). Al-Syaukani 
mendefinisikan ashl sebagai nash yang menunjukkan penentuan 
ketetapan hukum dalam objek kesepakatan. Pendapat ini 
dipegang oleh Qadi Abu Bakr al-Bagilani dan Mutazilah. 
Alasannya adalah karena nash menjadi sandaran bagi yang lain 
dan yang lain menyandar pada nash, karean itu nash disebut 
ashl.” 


Pendapat lain mengatakan kasus asal berarti ketetapan 
hukum yang ditunjuk oleh nash. Seperti tidak bolehnya minum 


S Saifuddin al-Amidi, al-Ihkamu fi usholi I-Ahkam, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 
hlm. 240. 

? Muhammad al-Sysyaukani, Irsyadu I-Fuhuli ila Tahgigi I-Haggi min “ilmi I-Ushul, 
(Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 14-15. Bandingkan dengan Wahbah Zuhaili, Ushulu 
I-Figh al-Islami, (Dar al- Fikr al-Mwasir, 1986), hlm. 16-17. 
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khamr dan larangan tukar-menukar jenis barang yang sama 
dengan ukuran yang tidak sama, yang ditunjukkan oleh nash 
masing-masing. Pendapat ini dipegang oleh Abu Husain al-Basri 
dan Fakhruddin al-Razi. Untuk mendukung pandangan ini 
ditegaskan bahwa ashl adalah sesuatu di mana sesuatu yang lain 
bergantung kepadanya, dan pengetahuan tentang hal tersebut 
sangat penting untuk mengetahui yang lainnya. Sifat seperti ini 
dapat ditemukan dalam hukum yang ditunjuk oleh nash, seperti 
larangan minum khamr di atas. Karena itu ia harus disebut ashl. 


Menurut al-Amidi perbedaan pendapat seputar masalah ini 
hanyalah perdebatan soal kata-kata (khilaf lafzi). Sesungguhnya, 
hal itu sangat terkait dengan makna kata ashl itu sendiri. Ashl 
berarti sesuatu yang menjadi landasan bagi yang lain. Karena 
itu, Ketetapan hukum dapat menjadi ashl, karena hukum dalam 
kasus cabang didasarkan padanya. Jika hukum merupakan 
ashl dalam kasus pelarangan minum khamr, maka nash yang 
dengannya hukum diketahui merupakan ashl bagi ashl yang lain 
(ketetapan hukum). Atas dasar ini, dengan cara apapun hukum 
tentang minum khamr diketahui, baik melalui Ijma atau lainnya, 
ia dapat menjadi ashl.8 Lebih jauh al-Amidi berpendapat bahwa 
objek hukum lebih tepat dianggap ashl, Karena baik ketetapan 
hukum maupun nash menuntut keberadaannya, namun tidak 
sebaliknya, karena objek tidak selalu memerlukan nash atau 
hukum.” 


Setelah mengemukakan pandangan ahli figh tentang definisi 
ashl, berikut ini pembahasan diarahkan pada syarat-syarat yang 
ditetapkan oleh para ahli figh bagi keabsahan ketetapan hukum 
yang terkandung dalam kasus asal. Abu Ishag al-Sysyirazi (w. 


$ Saifuddin al-Amidi, Al-Ihkam..., hlm. 10. 
? Ibid, hlm. 11. 
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476 H/ 1076 M) menyebutkan enam syarat, al-Ghazali (w.505 
H/1111 M) dan al-Amidi (w. 63 H/1231 M) memberikan 
delapan syarat, sedangkan Ibn Qudamah (w. 620 H/ 1220 
M) menyebutkan hanya dua syarat. Al- Rrazi (w. 606 H/ 1200 
M) dan Ibn al-Hajib (w. 626 H/ 1226 M) memberikan enam 
syarat dan al-Baidhawi (w.685 H/ 1285 M) memberikan lima 
syarat. Dengan berlalunya waktu, jumlah syarat ini menjadi 
dua belas, seperti diuraikan oleh al- Syaukani (w.1250 h/1850 
M). Terlihat bahwa para ahli fiqh tidak sepakat tentang jumlah 
yang pasti mengenai syarat-syarat ini, karena sebagian syarat itu 
dianggap primer sedangkan lainnya dianggap sekunder. Karena 
itu perbedaan tersebut akan terus terjadi dalam keseluruhan 
proses ini. Sulit untuk dicapai kesepakatan dalam penalaran 
spekulatif seperti ini. 

Dalam mendiskusikan syarat-syarat hukum kasus 
asal ini, yang akan di jadikan acuan adalah syarat-syarat 
yang dikemukakan oleh al-Amidi. Karena syarat yang 
dikemukakannya telah mencakup syarat yang dikemukakan 
oleh ulama' lainnya. Hanya perlu disampaikan keberatan- 
keberatan ulama lain atas syarat-syarat yang disampaikan oleh 
al-Amidi. 

Pertama, ketetapan hukum, yang dapat diperluas ke kasus 
cabang, harus berupa hukum Syari'ah. Karena tujuan giyas 
syar'i adalah menerapkan ketetapan hukum syara kepada 
kasus cabang baik secara positif (itsbat) maupun negatif (nafi). 
Jika hukum kasus asal tidak berkaitan dengan hukum Syariah, 
maka tujuan qiyas tidak dapat terlaksana. Jika hukum kasus asal 
bukan syar'i, tetapi inderawi (hissi) atau rasional (“aqli ) atau 
bersifat kebahasaan, maka qiyas tidak berlaku dalam persoalan- 
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persoalan tersebut. Menurut para fuqaha, qiyas tidak berlaku 
dalam masalah-masalah rasional dan inderawi.'* 


Selanjutnya, salah satu syarat perintah hukum yang mesti 
ada adalah sebab hukum bagi keberadaan hukum dalam 
Syariah. Jika praktek tertentu ada sebelum datangnya Islam 
dan ia terus ada, tetapi Islam tidak menggunakannya dalam 
bentuknya yang ashli atau telah dimodifikasi, praktek tersebut 
tidak dapat dianggap sebagai perintah hukum syara' yang 
sah. Secara teknis ia disebut nafy al-ashl, yakni praktik yang 
ditiadakan sejak awal oleh Syariah. Kebiasaan atau hukum pra 
Islam tersebut tidak dapat dijadikan ashl bagi giyas menurut 
mayoritas ahli figh. 


Kedua, hukum kasus asal haruslah hukum yang telah tetap, 
tidak dinashakh oleh hukum lain, sehingga ia dapat diperluas 
ke kasus yang lain." Jika hukum tersebut belum tetap, atau 
telah dinashakh, ia tidak dapat diperluas kepada kasus yang 
lain. Suatu hukum diperluas dari kasus asal ke kasus cabang 
berdasarkan kualitas yang berperan sebagai penghubung 
dan ini bergantung pada pemberi hukum (law giver). Ketika 
hukum ditetapkan tidak berdasarkan kualitas yang diakui oleh 
Syariah, ia tidak dapat dipertimbangkan. Al-Ghazali mengakui 
syarat ini dengan mengatakan bahwa hukum yang diterapkan 
dalam kasus cabang merupakan tambahan bagi hukum yang 
diakui dan diterapkan dalam kasus asal. Ini bergantung pada 
pengakuan kasus asal oleh pemberi hukum. Jika ia dinashakh, 


1 Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 278.4 Sebenarnya giyis juga terjadi dalam 
persoalan-persoalan rasional seperti yang dilakukan oleh para teolog dan filosof. 

1 Muhammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Cambridge: Islamic 
texts Society, 1991), hlm. 202-203. bandingkan dengan Imran Ahsan Khan Nyazee, 
Islamic Jurisprudence, (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 
2000), hlm. 218. 
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berarti pemberi hukum tidak mempertimbangkan kualitas 
penghubung (washf jami). Jika sebab perintah tidak diakui 
oleh pemberi hukum karena dinashakh, bagaimana ia dapat 
diperluas ke kasus cabang?” 


Ketiga, hukum kasus asal harus didukung oleh otoritas 
hukum (dalil syara’) yang sah. Yang demikian itu karena 
ketetapan hukum yang tidak didasarkan atau dibangun oleh 
otoritas hukum yang diakui, tidak dapat menjadi perintah 
hukum yang sah." Jika perintah ditetapkan oleh otoritas akal 
atau bahasa, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar perintah 
hukum. Sumber perintah harus otoritas hukum atau wahyu." 


Hukum yang diakui dan otoritas yang diwahyukan bagi 
penetapan perintah hukum bisa jadi berupa teks al-Qur'an 
atau Sunnah atau ijma. Ketetapan hukum yang didasarkan 
pada teks ada dua macam. Pertama, ketetapan-ketetapan 
hukum yang sebab-sebabnya dapat dipikirkan, seperti larangan 
minum khamar. Kedua, ketetapan-ketetapan hukum yang 
sebab-sebabnya tidak dapat dipikirkan, seperti jumlah bilangan 
rakaat dalam shalat dan jumlah hari puasa Ramadhan. Oiyds 
tidak berlaku pada bagian yang disebut terakhir. Sedangkan 
untuk bagian yang disebut pertama, dibagi ke dalam dua jenis. 
Pertama, ketetapan-ketetapan hukum yang sebab-sebabnya juga 
ditemukan pada kasus cabang. Kedua, ketetapan- ketetapan 
hukum yang sebab-sebabnya tidak ditemukan pada kasus 
cabang. Oiyds tidak berlaku pada kategori terakhir, hanya 
berlaku untuk kategori yang disebut pertama.” Sebenarnya 


2 Al-Ghazali, Syifa'u I-Ghalil, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), hlm. 636. Bandingkan dengan 
Saifuddin al-Amidi, Al-Ihkam..., hlm. 278. 

B Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 278. 

M Al-Ghazali, al-Mustasfa, 87.5 Al-Ghazali, Syifa al-Ghalil, hlm. 278. 

P Abu Ishaq al-Sysyirazi, Al-Luma', (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1925), hlm. 42. 
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kategori yang kedua ini merupakan persoalan yang 
diperselisihkan diantara ahli fiqh. 


Mengenai ijma', ia sama sahnya dengan teks (nash) untuk 
menetapkan ketentuan-ketentuan hukum. Ketetapan yang 
ditentukan melalui ijma' dibagi lagi seperti pembagian teks, 
sebagaimana telah ditunjukkan di atas. Sebagian ahli fiqh 
madzhab al-Sysyafii berpendapat bahwa qiyas tidak berlaku 
pada ketetapan yang didasarkan pada ijma' kecuali ada otoritas 
teks yang menjadi dasar ijma' tersebut diketahui. Tetapi al- 
Sysyirazi (ahli fiqh Syafi'iyyah) dan al-Sam'ani tidak sependapat 
dengan pandangan ini. Keduanya berpendapat bahwa ijma' 
merupakan otoritas yang sah untuk menentukan perintah 
hukum, sama sepert teks (nash). Karena itu, jika qiyas berlaku 
pada perintah yang didasarkan pada teks, ia juga berlaku pada 
perintah yang didasarkan pada ijma''* 

Keempat, kasus asal tidak boleh merupakan turunan dari 
kasus asal yang lain. Perintah yang menjadi kasus asal bagi kasus 
cabang harus mandiri dan memiliki sebab hukumnya sendiri. 
Ini merupakan pendapat yang dianut oleh mayoritas ahli fiqh. 
Tetapi para ahli iqh Hambali mengakui keabsahan kasus asal 
yang didasarkan pada kasus asal yang lain. Alasannya adalah 
bahwa sebab kasus asal dengan kasus cabang sama seperti yang 
ditemukan dalan kasus asal yang telah diambil dari kasus asal 
yang lain. Dengan demikian qiyas atas kasus asal menengah 
yang didasarkan yang sudah didasarkan pada kasus lain 
dimaksudkan untuk memperluas proses qiyas.” 

Al-Ghazali tidak membolehkan qiyas berantai ini. Menurut 
al-Ghazali, suatu ketetapan hukum, tegasnya, yang tidak 
didasarkan pada teks atau ijma' tidak dapat diterima sebagai dasar 


16 Ibid, hlm. 44.; Muhammad al-Sysyaukani, Irsyad..., hlm. 179. 
7 Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 279. 
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bagi qiyas, karena hal tersebut akan mengarah pada qiyas karena 
keserupaan saja. Ketetapan hukum yang diambil dari kasus asal 
bisa jadi menyerupai kasus cabang yang ketiga, dan yang ketiga 
menyerupai yang keempat dan yang keempat menyerupai yang 
kelima. Hasilnya adalah bahwa kasus yang terakhir tidak lagi 
menyerupai kasus asal pertama. Perbandingannya, menurut al- 
Ghazali, sama dengan seseorang yang mengambil batu kerikil 
yang mencari yang kedua sama dengan yang pertama, kemudian 
mencari yang ketiga sama dengan yang kedua, begitu seterusnya 
hingga yang kesepuluh. Tetapi akhirnya yang kesepuluh tidak 
lagi sama dengan yang pertama dalam keseluruhan aspeknya. 
Ini disebabkan karena peningkatan perbedaan yang kecil pada 
akhirnya menjadi perbedaan yang besar antara yang pertama 
dengan yang terakhir.'* 


Kelima, hukum kasus asal tidak boleh menyimpang dari 
aturan umum qiyas. Hukum yang menyimpang dari aturan 
umum giyds ada dua macam. Pertama, ketetapan hukum 
yang sebabnya dapat dipahami. Kedua, ketetapan hukum yang 
sejak awal dikembangkan oleh Syariah dan tidak mempunyai 
kemiripan dengan apapun. Untuk yang disebut terakhir ini tidak 
dapat dijadikan landasan giyas. Tidak penting apakah sebabnya 
dapat dipahami, seperti menggasr shalat selama perjalanan 
dan mengusap sepatu (mashu I-khuff), ataukah sebabnya tidak 
dapat dipahami, seperti adanya denda (diyat) yang harus 
dibayar sebagai sanksi pembunuhan. Untuk yang disebut 
pertama terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pengecualian 
dari ketetapan umum, seperti keabsahan kesaksian seorang 
saksi tunggal. Nabi membolehkan, sebagai kasus khusus, 


18 Al-Ghazali, al-Mustasfa..., hlm. 187.3 Al-Ghazali, Syifa al-Ghalil...., hlm. 636.: 
Bandingkan dengan Muhammad Hasyim Kamali, Principles..., hlm. 201. 
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menerima kesaksian Ibn Khuzaimah sebagai saksi standar, 
meskipun kesaksian standar mensyaratkan dua orang laki-laki 
atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Kedua, ketetapan 
hukum yang sebabnya tidak dapat diketahui sejak awal. Ini 
dapat dicontohkan dengan jumlah raka'at dalam shalat dan 
standar jumlah emas dan perak yang wajib dizakati. Ini bukan 
kasus pengecualian, tetapi melakukan qiyas dengan kasus-kasus 
tersebut adalah tidak sah. 


Al-Ghazali membahas syarat kasus asal ini secara rinci. 
Aturan umum tentang qiyas mengatakan bahwa ketetapan 
hukum yang dikecualikan atau dikeluarkan dari aturan umum 
qiyas tidak dapat diperluas secara analogis. Prinsip ini dibagi 
kedalam empat sub bagian sebagai berikut: 


a) Kasus khusus yang sebab pengecualiannya tidak dapat 
dipahami, tidak dapat menjadi kasus asal bagi qiyas. 
Alasannya adalah hakekat pengecualian hukum bagi situasi 
tertentu ditetapkan oleh nash. Qiyas, di sisi lain, menghapus 
ketetapan hukum pengecualian yang ditetapkan oleh nash. 
Padahal qiyas tidak dapat menghapus nash, karena nash 
menunjukkan kekhususan, sedangkan qiyas menunjukkan 
keumuman. Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini 
untuk menjelaskan pernyataan di atas. 


Nabi dibolehkan memiliki sembilan istri, sedangkan 
ketetapan umum, menurut ketentuan Alqur'an, hanya 
empat istri yang diperbolehkan sekaligus. Beliau dibolehkan 
menikahi wanita tanpa menentukan maharnya jika wanita 
tersebut menawarkan diri kepadanya secara suka rela. Nabi 
membenarkan, sebagai kasus khusus sebagaimana telah 
disebutkan sebelumnya, kesaksian Ibn Khuzaimah sendiri 
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sebagai ganti dua orang saksi laki-laki. Kasus-kasus ini tidak 
dapat menjadi asal bagi qiyas karena ketetapan umum tidak 
hilang dari kasus-kasus pengecualian tersebut. Ketetapan- 
ketetapan umum tetap ada. Ketetapan pengecualian yang 
diberikan bagi situasi tertentu atau orang tertentu dan tidak 
bersifat umum kadang-kadang diketahui alasannya dan 
kadang-kadang hanya spekulatif. Contoh lainnya adalah 
kasus orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud. Nabi 
diriwayatkan mengatakan: Kuburkanlah mereka dengan 
luka dan bekas darah mereka. Abu Hanifah berpendapat 
bahwa kasus tersebut merupakan pengecualian dan 
tidak dapat digeneralisasi. Karena itu, ketetapan umum 
memandikan jenazah juga berlaku bagi para syuhada 
yang lainnya. Alasannya adalah ungkapan Nabi di atas 
merupakan pengecualian, dan ketetapannya bisa jadi 
khusus buat mereka, dan Nabi mungkin telah mengenal 
betul keikhlasan mereka, tetapi selain mereka tidak tidak 
ada yang dapat diketahui.” 


Contoh lain lagi, yaitu seorang Badui yang melakukan 
hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan 
Ramadhan. Nabi dibawakan sekeranjang kurma untuk 
dibagikan kepada fakir miskin sebagai pembayar kaffarat. 
Tetapi karena orang itu sendiri miskin, Nabi membolehkan 
kurma itu digunakan untuk menafkahi keluarganya. 
Lebih jauh Nabi membebaskan orang tersebut dari denda 
puasa karena pelanggarannya dan membebaskan orang 
tersebut dari denda memberi makan orang miskin, karena 


dirinya sendiri miskin. Tentang kasus ini, mayoritas 


2 Ahmad Hasan, Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence, (Delhi: Adam 
Publishers and Distributors, 1994), hlm. 300.: Yassin Dutton, The Origins of Islamic 
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ahli fiqh berpendapat bahwa kasus ini merupakan kasus 
pengecualian dan tidak dapat digeneralisir melalui qiyas. 
Jika digeneralisasi, ini dapat diterapkan pada kasus zhihar, 
dan sejumlah denda lainnya. Karena itu, lebih tepat 
menganggapnya sebagai kasus khusus dibanding harus 
menjadikannya sebagai kasus umum. Namun sebagian 
ulama menegaskan bahwa kasus orang Badui tersebut 
dapat dijadikan contoh bagi orang yang sama keadaannya 
dengan orang Badui tersebut, yaitu dalan hal kemiskinan 
dan dalan hal tidak kuasa menahan nafsu.” 


b) Ketetapan hukum pengecualian yang sebab pengecualiannya 
dapat dipahami dapat dipeluas ke kasus-kasus serupa. Misalnya 
pertukaran kurma kering dengan dengan kurma yang 
masih dipohon diperbolehkan menurut satu hadits Nabi. 
Tapi ini merupakan kasus khusus yang diperbolehkan bagi 
kepentingan umum. Sebagai ketetapan umum, pertukaran 
buah yang kering dengan buah yang masih dipohon tidaklah 
diperbolehkan. Transaksi semacam ini dianggap sebagai riba. 
Ketentuan pertukaran buah kering dengan buah basah ini 
dapat pula diterapkan pada pertukaran anggur yang masih 
segar dengan anggur kering karena sebabnya sama. Jika 
sebabnya tidak sama, tidak boleh ada qiyas antara keduanya. 
Misalnya sebuah hadits mengatakan jika air kencing bayi laki- 
laki mengenai pakaian, ia harus dibersihkan cukup dengan 
percikan air. Sebaliknya, jika pakaian dikenai kencing bayi 
perempuan, ia harus dicuci dengan air. Karena sebab yang 
tidak sama, ketetapan ini tidak dapat diterapkan pada bayi 
binatang jantan dan betina.” 


2 Hasyim Kamali, Priciples of Islamic Jurisprudence, (Cambridge: Islamic texts society, 
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Menurut sebuah hadits, jika seseorang makan atau minum 
karena lupa ketika berpuasa, puasanya tidak batal. Menurut 
Abu Hanifah, hadits ini mengandung ketetapan hukum 
pengecualian yang tidak dapat menjadi dasar bagi giyas 
atas kasus-kasus berikut. Seseorang yang berbicara ketika 
shalat karena lupa, orang yang dipaksa, atau orang yang 
meminum air karena lupa ketika membersihkan mulut 
ketika puasa. Kondisi lupa ketika melakukan tindakan- 
tindakan ini tidak dapat disamakan dengan kelupaan 
orang yang berpuasa. Tetapi jika seseorang melakukan 
hubungan seksual karena lupa pada saat berpuasa, ia dapat 
disamakan dengan kelupaan orang yang berpuasa dengan 
makan melalui qiyas. Menurut al-Sysyafi'i, analogi lupa 
saat berpuasa dapat diperluas ke seseorang yang berbicara 
ketika shalat merupakan keputusan yang kurang hati-hati, 
demikian pula pada seseorang yang dipaksa makan saat 
berpuasa, atau ke seseorang yang minum air karena alpa 
ketika membersihkan mulut. Alasannya adalah puasa 
merupakan salah satu perintah yang mempunyai sebab- 
sebab yang berdiri sendiri.” 


c) Ketetapan hukum yang sebabnya tidak dapat dipahami, 
tidak dapat menjadi dasar bagi qiyas. Jika seseorang 
tidak memahami sebab hukum, bagaimana ia dapat 
memperluasnya ke kasus cabang? Mengenai jumlah 
bilangan raka'at shalat dan ukuran-ukuran jumlah zakat 
yang telah ditetapkan, sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya, dapat dijadikan contoh kembali untuk poin 
ini. 
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d) Ketetapan hukum yang tidak mempunyai kasus cabang, 
meskipun sebabnya dapat dipahami, tidak dapat menjadi 
kasus asal. Alasannya adalah bahwa kasus cabang tidak 
ditemukan di luar kasus yang ada dalam teks atau ijma. 
Lebih lanjut yang menghalangi kasus-kasus itu untuk 
dianalogikan adalah ketidaan sebab dalam kasus-kasus 
yang tidak diungkap oleh teks. Ketetapan- ketetapan 
dalam teks tersebut mempunyai sebab yang tidak dapat 
diungkap (‘illat gashirah). Sebagai contoh menggashar 
shalat ketika dalam perjalanan, mengusap sepatu (mashu 
I-khuff), dibolehkannya makan bangkai dalam kondisi 
seseorang akan mati kerena lapar. Semua hukum ini 
mempunyai sumber yang berbeda. Karena itu tidak dapat 
dikatakan bahwa sebagian hukum-hukum tersebut adalah 
pengecualian. Sebenarnya, masing-masing hukum ini 
mempunyai sebabnya sendiri yang tidak ditemukan dalan 
kasus-kasus lain. Al-Ghazali memberikan penjelasan 
untuk kasus-kasus ini. Mengusap sepatu diizinkan, karena 
kesulitan melepas sepatu. Sementara ada kebutuhan untuk 
terus menerus memakai sepatu tersebut. Karena itu sorban 
dan kaus kaki tidak dapat disamakan dengan sepatu 
melalui giyas. Demikian pula, tidak ada jenis kesulitan yang 
secara analogis dapat digiyaskan dengan kesulitan yang 
dialami ketika melakukan perjalanan. Alasannya adalah 
bahwa kesulitan itu tidak sama dalam hal sebabnya. Sakit 
misalnya, masih mengharuskan pelaksanaan shalat secara 
sempurna dan bukan dengan menggasar shalat seperti 
yang terjadi dalam perjalanan. Seseorang yang sakit boleh 
melaksanakan shalat dengan cara duduk, sebagai ganti 
berdiri. Semua itu tidak dapat dijadikan sebagai kasus asal 
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untuk menjadi landasan qiyas karena kasus-kasus tersebut 


tidak mempunyai sebab yang sama pada kasus cabangnya.” 


Menurut al-Syaukani, syarat-syarat ini telah dikemukakan 
oleh Fakhruddin al-Rrazi, al-Amidi dan Ibnu l-Hâjib. Tetapi 
menurut Ibn Burhan, bahwa sebagian fuqaha' Syafi'iyyah 
membolehkan penggunaan qiyas bagi kasus-kasus yang 
menyimpang dari aturan umum qiyas. Fugaha Hanafiyyah 
secara umum tidak membolehkan generalisasi hukum-hukum 
seperti itu karena menyimpang dari aturan umum qiyas, yakni 
kasus-kasus hukum pengecualian.” 


Keenam, ketetapan hukum kasus asal harus didukung oleh 
ijma’. Karena jika kasus asal dalam dirinya diperdebatkan, 
maka ia pertama-tama harus ditetapkan, baru kemudian dapat 
diperluas ke kasus-kasus lain. Menurut sebagian fugaha, kasus 
asal yang diperdebatkan boleh untuk digiyaskan, karena 
giyas sendiri tidak mensyaratkan kesepakatan menyeluruh 
atas kesimpulannya, dan itu berarti juga tidak mensyaratkan 
kesepakatan dalam unsur-unsurnya. 

Ketujuh, Jika kasus asal mengandung qiyas majemuk (qiyas 
murakkab), maka qiyas tidak sah. Oiyas murakkab berarti di 
mana ketetapan hukum kasus asal tidak ditetapkan oleh nash 
atau ijma' masyarakat. Qiyas murakkab ini dapat dibagi ke dalam 
dua kategori: majemuk dalam kasus asal (murakkab al-ashl) dan 
majemuk dalam kualitas (murakkab al-washf). Kemajemukan 
kasus asal berarti penentang menolak “llat yang dipergunakan 
oleh pengguna giyas. Penentang mungkin keberatan dengan 
keabsahan “illat dan menegaskan “illat yang lain yang dianggap 
sebagai sebab yang sebenarnya yang mendasari ketetapan 
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hukum. Misalnya, pengguna qiyas menegaskan bahwa orang 
yang merdeka harus dihukum qishash jika ia membunuh 
seorang budak, sebagaimana ia juga dibunuh jika membunuh 
mukatab (budak yang membayar kemerdekaannya). Dalam 
contoh ini, mukatab adalah kasus asal yang hukumnya 
diperluas ke budak oleh pengguna qiyas. Tetapi penting untuk 
diingatkan bahwa kasus asal, dalam hal ini mukatab, persoalan 
yang diperdebatkan oleh ahli fiqh. Contoh hukum tentang 
mukatab yang diberikan oleh pendukung qiyas tersebut tidak 
ditetapkan oleh nash maupun ijma'. Analogi antara budak 
dan mukatab sebagaimana dipahami oleh pendukung qiyas 
ditolak oleh penentangnya. Penentang berpendapat bahwa 
mukatab bukanlah budak sepenuhnya, seperti budak-budak 
yang dimiliki oleh tuannya. Yang diperdebatkan adalah apakah 
mukatab milik tuannya karena kegagalannya memenuhi 
kontraknya ataukah milik pewarisnya setelah membayar 
harga kontrak. Ketidakpastian pemilik (jahalahu al-mustahiq) 
untuk menuntut hukum qishash bagi pembunuh mukatab 
merupakan sebab yang menghalanginya dianggap sebagai 
kasus asal bagi budak. Tetapi dalam kasus pembunuhan budak, 
tidak ada kepastian pemilikan. Singkatnya, dalam pandangan 
penentang qiyas, sebab yang dikemukakan pendukung qiyas 
tidak ditemukan dalam kasus cabang. Karena itu qiyas tidak sah 
karena tertolaknya hukum kasus asal maupun karena ketiadaan 
kesamaan antara sebab kasus asal dengan kasus cabang.” 


Sebagai tanda bahwa suatu qiyas adalah majemuk 
(murakkab) adalah bahwa sebab asal diperdebatkan oleh 
pengguna qiyas. Sebagian mereka berpendapat bahwa sebab 
yang mereka tegaskan diambil dari hukum kasus asal. Sementara 
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penentangnya beranggapan bahwa hukum kasus asal telah 
ditetapkan oleh sebab lain yang berbeda dari yang dikemukakan 
oleh pengguna qiyas. Karena masing-masing kelompok yang 
berpendapat mempunyai pandangannya sendiri tentang sebab 
kasus asal, karena itu ia menjadi majemuk.” 


Qiyas murakkab dalam hal kualitas (washf) berarti qiyas 
di mana kualitas hukum kasus asal diperdebatkan. Dengan 
kata lain, yang diperdebatkan adalah apakah sebab hukum 
kasus asal yang ditegaskan oleh pengguna qiyas ditemukan 
atau tidak. Misalnya, pengguna qiyas mengatakan bahwa 
seseorang menceraikan wanita, katakanlah Aminah, dengan 
mengatakan: Saya akan menceraikan Aminah jika saya 
menikahinya. Menurut Ulama' Hanafiyyah, jenis perceraian 
seperti ini sah karena ia merupakan perceraian bersyarat atau 
tertunda. Penentang berpendapat bahwa sebab dalam kasus 
asal tidak ada karena adanya persyaratan dan penundaan. 
Aminah yang ia ceraikan belum menjadi istrinya. Bagaimana 
perceraian bisa sah? Perceraian merupakan realisasi langsung 
jika Aminah adalah istrinya. Dalam kasus ini, hal tersebut 
tidak terjadi. Lebih jauh para penentang mengatakan bahwa 
andaikata perceraian bersyarat diakui, qiyas tetap tidak sah, 
karena perceraian bersyarat seperti itu tidak ditetapkan oleh 
nash atau ijma. Ini disebut qiyas murakkab dari kualitasnya, 
karena kualitasnya yang diperdebatkan. Jika pengguna giyas 
adalah seorang mujtahid dan ia mempunyai dalil yang otoritatif 
untuk mendukung kasus asal selain nash dan ijma, maka qiyas 
tersebut sah, karena bisa jadi kasus asal ditetapkan berdasarkan 
ijtihadnya. Jika ia tidak mempunyai dalil seperti itu, maka qiyas 
tidak sah. Demikian pula jika penentang qiyas tersebut seorang 
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mujtahid dan kesalahan dalil yang menjadi dasar penetapan 
kasus asal adalah pendapatnya, maka ia dapat menentang 
keabsahan kasus asal tersebut. Tetapi jika tidak sampai derajat 
mujtahid ia tidak diperbolehkan membatalkan kasus asal, 
karena kapasitasnya tidak cukup untuk itu.” 


Kedelapan, dalil yang menjadi dasar penetapan kasus asal 
tidak boleh mengandung atau menunjukkan kasus cabang. Jika 
kasus cabang juga ditetapkan oleh otoritas yang sama dengan 
kasus asal, kasus cabang tidak lagi dapat disebut kasus cabang, 
tetapi menjadi kasus asal. Dengan demikian menunjukkan 
kesamaan antara keduanya menjadi tidak bermakna. Atau 
menjadikan salah satu dari keduanya sebagai asal bagi yang lain, 
ini membuat tidak ada perbedaan antara keduanya.” 


Contoh untuk ini misalnya, sebuah hadits Nabi mengatakan: 
Janganlah kamu menjual tepung dengan tepung kecuali 
pembayarannya dilakukan dengan tunai, dan juallah berat yang 
sama, dengan yang sama. Tepung meliputi tepung gandum dan 
tepung jagung. Menerapkan hukum barter terhadap keduanya 
berdasarkan kesamaan antara keduanya, tidaklah sah. Kedua 
kasus tersebut telah diungkap oleh nash secara langsung. Ini 
berarti menggunakan qiyas dengan perintah yang didasarkan 
pada nash dan memperluasnya juga pada kasus yang ditunjuk 
oleh nash.” 


Kesembilan, sebab ketetapan hukum kasus asal harus pasti 
dan tidak ambigu. Alasannya adalah bahwa kasus cabang 
yang diungkap oleh hukum kasus asal berdasarkan sebab yang 
28 Muhammad al-Sysyaukani, Irsyad..., hlm. 180.: Adhuddin al-iji, Syarh..., hlm. 
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sama antara kedua kasus tersebut. Karena itu seseorang harus 
mengetahui dengan pasti bahwa hukum kasus asal berdasarkan 
sebab akibat. Dalam hal hukum yang tidak berdasar pada sebab- 
akibat, qiyas dianggap tidak sah. Karena itu menjadi keharusan 
bahwa sebab yang menjadi dasar bagi qiyas harus jelas, pasti 
dan tidak ambigu.” 


Terjadi perbedaan pendapat diantara ahli figh tentang 
ketentuan dalil yang menunjukkan sebab-akibat hukum kasus 
asal, dan tentang dasar bagi pelaksanaan giyis. Jika yang 
dimaksud dengan dalil adalah dalil yang didasarkan pada al- 
Qur'an, sunnah dan ijma’ yang secara khusus dapat diterapkan 
pada kasus asal tersebut, maka syarat tersebut sah. Jika yang 
dimaksud dengan dalil berarti keumuman dan pemahaman, 
maka syarat tersebut dibenarkan. Alasannya adalah bahwa 
menentukan sebab-akibat setiap kasus asal sangat diperlukan 
selama itu mungkin dan dapat dilakukan. Qiyas hanya berlaku 
dalam kasus-kasus jika kasus asalnya mempunyai sebab akibat. 
Merupakan suatu hal yang luar biasa dukungan keagamaan 
bagi qiyas adalah ijma' dan pendapat para sahabat. Dengan 
menyelidiki proses penalaran hukum dan penafsiran mereka 
dikatakan, bahwa mereka menerapkan kasus yang mungkin 
ada dalam kasus cabang dan kasus asal. Ada dalil khusus yang 
menunjukkan secara pasti sebab akibat kasus asal yang bisa 
membuktikan keabsahan qiyas. Karena itu, diriwayatkan bahwa 
Umar ibn al-Khattab berkata kepada Abu Musa al-Asyari: 
“Kenalilah kasus-kasus dan preseden-preseden yang serupa, 
lalu bandingkan masalah-masalah tersebut melalui giyas 
dengan pendapatmu”. Penting untuk dicatat bahwa Umar ibn 


3! Jamal al-Din Abdu I-Rrahmani I-Isnawi, Nihayatu I-Ssul Fi Syarhi Minhaji I-Ushul, 
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al-Khattab tidak menegaskan rincian proses ini. Masih dalam 
konteks ini, misalnya seseorang mengatakan kepada istrinya, 
“Kamu haram bagi saya”. Berbagai penafsiran bisa muncul 
dalam memahami ungkapan ini. Sebagian menganggapnya 
sebagai thalaq dan sebagian lain menganggapnya sebagai zhihar 
dan bisa jadi kelompok yang lain lagi menganggapnya sebagai 
sumpah. Lebih jauh tidak ada nash atau ijma' langsung yang 
diriwayatkan tentang metode qiyas dari kasus-kasus asal dan 
keabsahan kualitas mereka.” 


Kasus cabang tidak boleh mendahului kasus asal, karena 
hukum turunan harus datang belakangan dari kasus asalnya. 
Jika kasus cabang mendahului kasus asal, ini mengandaikan 
kontradiksi atau pertentangan antara keduanya.” 


Mengomentari syarat ini, al-Isnawi mengatakan, suatu 
keharusan bahwa hukum kasus asal tidak boleh datang lebih 
belakangan ketimbang hukum kasus cabang. Tetapi syarat ini 
sah jika tidak ada dalil bagi penetapan kasus cabang kecuali 
melalui giyas. Jika hal ini dibolehkan, maka hukum kasus 
cabang ada sebelum adanya hukum kasus asal, tanpa dalil 
apapun. Tetapi jika ada dalil lain selain giyas bagi hukum 
kasus cabang, maka syarat mesti terdahulu ini tidaklah perlu, 
karena hukum kasus cabang akan ditetapkan dengan otoritas 
independen sebelum diambil dari hukum kasus asal. Kemudian 
jika hukum kasus asal sudah ditetapkan, hukum kasus cabang 
akan ditetapkan dengannya dan dengan melalui giyas. Paling- 
paling hal ini akan mengakibatkan adanya sejumlah otoritas 
untuk mendukung hukum tunggal dan ini tidaklah mustahil. 
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Berikut ini adalah contohnya. Al-Sysyafi'i berpendapat 
bahwa niat berwudhu' adalah wajib berdasarkan qiyas kepada 
wajibnya niat pada tayammum. Tetapi hukum tayammum 
datang belakangan sesudah hukum wudhu' karena ayat-ayat 
al-Qur'an tentang tayammum diwahyukan di Madinah sesudah 
hijrah, sedangkan ayat tentang wudhu' turun lebih dulu. 
Namun demikian, dalam kasus ini qiyas sah karena hukum niat 
dalam wudhu' ditetapkan oleh hadits Nabi yang mengatakan: 
“Perbuatan-perbuatan itu hanya ditentukan oleh niat” Tetapi 
ini benar jika hadits ini datang sebelum hukum wudhu: Tetapi 
jika hadits tersebut datang setelah hukum wudhu, maka giyas 
menjadi tidak sah.” 


Kesepuluh, dengan menetapkan sebab hukum kasus asal, 
ketetapan hukum tidak boleh diubah ketika diterapkan pada 
kasus cabang. Misalnya, menurut sebuah hadits, jika seseorang 
memiliki empat puluh ekor kambing, ia harus memberikan seekor 
kambing sebagai pembayar zakatnya. Menurut al-Sysyaff'i, karena 
perintah tersebut supra rasional, seseorang harus mengeluarkan 
seekor kambing dan bukan harganya. Lebih jauh ia menjelaskan 
bahwa tidak ada pilihan antara kambing dengan harganya dalam 
hadits tersebut. Tetapi menurut Abu Hanifah, orang tersebut dapat 
memberikan kambing atau harganya, karena tujuan memberikan 
kambing adalah memenuhi kebutuhan orang miskin dan bukan 
kebutuhan pada kambing itu sendiri. Tujuan ini dapat tercapai 
dengan memberikan harganya. Al-Sysyafri menyanggah dengan 
dua cara: Pertama, diakui bahwa sasaran memberikan kambing 
adalah untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Tetapi 
sasaran ini hanyalah sebagian, bukan segala-galanya. Dengan 
menyebutkan kambing Nabi mungkin bermaksud bahwa orang 
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miskin bisa memiliki jenis kekayaan orang yang kaya. Karena 


itu dengan memberikan kambing sebagai zakat kita dapat 


mengikuti makna teks secara harfiah dan jelas itu, di samping 


sifat supra rasionalnya. Kedua, sebab perintah ini adalah untuk 


memenuhi keinginan orang miskin, dan ini diambil dari hadits. 


Jika pandangan Abu Hanifah diikuti, itu berarti menghilangkan 


perintah nash-nya. Nash tersebut jelas-jelas mengkhususkan 


kambing dan bukan harganya. Penafsiran tentang harganya 


dibolehkan dengan syarat ia didukung oleh makna yang benar- 


benar dapat dipahami dari bahasa hadits tersebut.” 


Di samping syarat-syarat hukum kasus asal yang telah 


ditetapkan oleh ahli fiqh secara umum ini, ada sebagian ahli fiqh 


yang menetapkan beberapa syarat lagi, yang umumnya tidak 


dianggap relevan dengan keabsahan kasus asal. 


Sebagian ahli fiqh misalnya mengangkat masalah apakah 


ketetapan hukum yang bertentangan dengan prinsip dan 


hukum-hukum umum yang ditentukan oleh syari'ah, seperti 


“ariyyah, dapat dijadikan dasar bagi qiyas. Masalah ini 
diperdebatkan oleh ahli fiqh. Sebagian ahli fiqh Hanafiyyah 
dan Sysyafi'iyyah membolehkannya tanpa syarat jika dasarnya 
dapat dipahami. Al-Kharkhi berpendapat bahwa hal seperti 


itu tidak diperbolehkan kecuali memenuhi salah satu dari tiga 


syarat berikut: 


a. 


Pemberi hukum dengan jelas menunjukkan sebab ketetapan 
hukumnya, karena penunjukannya secara langsung tentang 
sebab sama dengan izinnya bagi qiyas. 

Masyarakat secara umum sepakat tentang sebab-akibatnya, 
sehingga perintah tersebut tidak termasuk kedalam kategori 
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perintah yang tidak berdasarkan sebab-akibat dan sebab 
akibatnya diperdebatkan, seperti bersuci dengan air, sebab 
itu sendiri diperdebatkan. 


c. Qiyas terhadap kasus asal tidak boleh bertentangan dengan 
prinsip-prisip umum hukum. Jika bertentangan para ahli 
fiqh mempunyai pilihan untuk mengambil satu dan tidak 
lainnya. Prinsip seperti ini dipegang oleh al-Rrazi. Lebih 
jauh ia melihat jika kasus asal yang bertentangan dengan 
prinsip- prinsip umum lain yang merupakan otoritas 
yang pasti, maka ia akan menjadi kasus asal yang berdiri 
sendiri, dan qiyas berdasarkan kasus asal ini sama dengan 
qiyas berdasarkan lainnya. Dengan demikian seorang ahli 
fiqh dapat memilih salah satu dari dasar tersebut dengan 
meninggalkan lainnya. Jika ia bukan otoritas yang berdiri 
sendiri, tetapi sebabnya dengan jelas disebutkan dalam nash, 
maka perlu untuk memilih salah satu dengan mengabaikan 
lainnya. Jika sebab kasus asal tidak disebutkan secara jelas 
dalam nash, maka memelih qiyas yang berdasarkan prinsip- 
prinsip lain, ini lebih baik. 


Utsman al-Batti berpendapat bahwa syarat yang pasti bagi 
keabsahan kasus asal adalah adanya otoritas yang menunjukkan 
secara jelas dibolehkannya qiyas. Menjelaskan syarat ini al- 
Oarafi menegaskan bahwa otoritas seperti yang ditegaskan oleh 
al-Batti tersebut harus menunjukkan subjeknya secara umum 
dan bukan masalah yang diperluas dengan giyis itu sendiri. 
Misalnya jika masalah tersebut berkaitan dengan masalah 
perkawinan, maka harus ada otoritas yang menunjukkan 
dibolehkannya giyas dalam masalah perkawinan, atau jika 
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berkaitan dengan masalah perceraian, maka otoritas tersebut 
harus menunjukkan keabsahan qiyas dalam perceraian.” 


Syarat lain bagi keabsahan kasus asal yang dikemukakan 
oleh Bishr al-Marisi, pemikir Mu'tazilah, adalah bahwa sebab 
ketetapan hukum harus didukung oleh ijma. Pendapat ini 
disetujui oleh Sharif al-Murtadha, seorang pemikir Shi'ah.** 


Syarat yang ditetapkan oleh al-Batti dan Al-Marisi ditolak 
oleh kebanyakan ahli fiqh, karena ayat yang memberi dukungan 
keagamaan bagi qiyas, tidak membolehkan syarat semacam itu. 
Lebih jauh, praktek para sahabat juga bertentangan dengan 
syarat tersebut. Mereka tidak pernah menegaskan bahwa sebab 
perintah harus ditunjukkan secara jelas oleh teks atau didukung 
oleh ijma'. Mereka melakukan qiyas berdasarkan keberadaan 
sebab hukum secara umum. Karena itu syarat yang ditetapkan 
oleh al-Batti dan al-Marisitidak perlu diperhitungkan. 


B. Kasus Cabang 


Kehidupan selalu dinamis, kondisi selalu berubah, situasi 
bervariasi dan masalah berubah sejalan dengan perubahan 
sosial. Perintah-perintah tekstual yang ada dalam al-Qur'an atau 
sunnah secara teknis dikenal dengan nusus, bentuk tunggalnya 
nash. Keputusan hukum yang didasarkan pada kesepakatan 
ummat Islam masa lalu, yang juga merupakan sumber hukum 
otoritatif yang nilainya sama dengan nash, tidaklah cukup 
untuk menjawab masalah-masalah dan perubahan-perubahan 
yang muncul dalam masyarakat yang selalu berubah. Masalah- 
masalah kehidupan yang selalu berubah sesungguhnya tak 
terbatas, sedangkan hukum-hukum tekstual tetap dan terbatas 
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jumlahnya. Adalah tidak mungkin menyelesaikan yang tidak 
terbatas oleh yang terbatas.” Karena itu, penggunaan ray 
dan giyas dimaksudkan untuk mencari jawaban bagi masalah- 
masalah yang tidak diungkap oleh hukum-hukum tekstual 
tersebut. Kasus-kasus, situasi dan masalah-masalah baru yang 
tidak dijawab secara langsung oleh hukum nash secara teknis 
disebut far’ (cabang) atau magis (kasus yang diungkap melalui 
qiyas). 

Adalah sulit untuk melacak asal-ushil far” atau magis 
dalam literatur hukum klasik. Tidak ditemukan kata far yang 
digunakan Al-Sysyafi'i dalam pengertian kasus baru yang 
selaras dengan kasus yang diungkap oleh hukum nash. Untuk 
kasus yang serupa dengan kasus asal ia menggunakan kata 
shay (sesuatu atau objek).® Tentu saja ia menggunakan istilah 
magis alaih (kasus asal). Kemungkinan besar ia memahami dan 
menyadari penggunaan istilah magis (kasus cabang). Namun 
Abu Bakar al-Jassas (w.270 H) sering menggunakan istilah far’ 
untuk arti kasus cabang." Ini menunjukkan bahwa istilah far 
telah digunakan oleh para ahli figh pada abad ke-3 dan ke-4 
Hijrah. Tetapi tidak diketahui dengan pasti siapa orang pertama 
yang menggunakan istilah ini. 


Definisi far’, seperti juga definisi ashl, diperdebatkan oleh 
ahli figh. Mereka yang berpendapat bahwa hukum kasus asal 
disebut ashl menegaskan bahwa hukum kasus cabang adalah 
far. Misalnya jika hukum minum khamr disebut ashl, hukum 
minum nabiz (minuman yang terbuat dari kurma) disebut far. 
Kelompok lain mengatakan bahwa objek ( mahall) adalah ashl 
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dan far’, dan bukan hukum. Dalam contoh di atas, nabiz adalah 
far’ dan bukan hukum tentangnya. Al-Amidi berpendapat 
lebih baik menyebut hukum turunan tentang objek dengan 
far dan objeknya sendiri dengan ashl. Lebih baik menyebut 
khamr dengan ashl ketimbang menyebut nabiz dengan far’, 
karena khamr adalah kasus asal. Sebaliknya nabiz adalah objek 
asal yang berlaku baginya hukum turunan, dan bukan hukum 
turunan itu sendiri.” 


Al-Basri memberikan definisi far’ menurut dan fuqaha Para 
teolog memberi definisi tentang far’ sebagai ketetapan hukum 
yang harus ditetapkan melalui sebab-akibat, seperti keburukan 
melakukan perbuatan zina. Fuqaha mendefinisikan far sebagai 
kasus atau objek yang hukumnya dicari melalu qiyas. Far’ juga 
didefinisikan sebagai kasus yang hukumnya diperluas dari 
dari kasus lain, atau objek yang hukumnya diketahui ditingkat 
sekunder. Ia disebut far’ karena ketetapan hukumnya diambil 
dari hukum kasus lain. Tetapi al-Basri sendiri lebih menyukai 
pendapat para teolog yang menganggap ketetapan hukum atau 
hukum turunan sebagai far, dan bukan objeknya itu sendiri 
seperti diakui oleh fuqaha.” 


Pada abad-abad kemudian, definisi baru tentang ashl dan 
far’ muncul sebagai akibat kontroversi masalah sebelumnya. 
Fuqaha menyebut titik kesepakatan (mahall al-wifag) dengan 
ashl dan titik perbedaan (mahall al-khilaf) dengan far.“ 

Namun demikian, tetap tidak jelas apakah objek benar- 
benar far atau hukum tentangnya. Titik kesepakatan (mahall 
al-ittifag) berarti objek atau kasus yang tidak diketahui atau 
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diperdebatkan. Ini menunjukkan bahwa objek adalah far' dan 
bukan hukum tentangnya. 


Syarat-syarat keabsahan far' yang ditetapkan fugaha secara 
umum ada lima. Tetapi ada perbedaan pendapat di antara ahli 
figh tentang rinciannya. Dalam paragraf-paragraf berikut akan 
dibahas mengenai syarat-syarat ini. 


Pertama, sebab kasus asal harus ditemukan dalam kasus 
cabang, karena perluasan ketetapan hukum kasus asal ke kasus 
cabang justru karena adanya kesamaan sebab dalam kedua 
kasus tersebut. Tetapi kesamaan ini diungkap oleh ahli figh 
dengan cara yang berbeda, misalnya al-Ghazali berpendapat 
bahwa sebab kasus asal yang itu juga harus ditemukan pada 
kasus cabang.“ Sedangkan al-Amidi menggunakan ungkapan 
“sebab kasus cabang harus sama dengan sebab kasus asal”. 
Sementara al-Baidhawi menggunakan ungkapan “adanya sebab 
tanpa keragaman” (wujud al-'illah bila tafawut). Al-Isnawi 
mengomentari ungkapan al-Baidhawi tersebut dengan “sebab 
yang serupa” (‘illat mumathilah). Al-Iji menggambarkannya 
sebagai kesamaan sebab (musawi fi al-'illat).” 


Ini berarti sebab kasus cabang harus sama dengan sebab 
kasus asal. Ketidak sepakatan terjadi akibat perbedaan seputar 
definisi giyas. Menurut sebagian ahli figh, giyas merupakan 
perluasan hukum kasus asal kepada kasus cabang, sedangkan 
sebagian yang lain berpendapat bahwa qiyas merupakan 
perluasan hukum kasus cabang ke kasus cabang. Perluasan 
dilakukan berdasarkan adanya kesamaan sebab antara kedua 
kasus tersebut. 
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Perbedaan selanjutnya terjadi mengenai apakah kesamaan 
tersebut harus dalam substansi sebab ataukah dalam jenisnya. 
Contoh kesamaan dalam substansinya adalah efek memabukkan 
yang ada pada nabiz sama seperti yang ditemukan pada khamr. 
Kesamaan dalam jenis dapat dicontohkan dengan hukuman 
qishash kasus melukai anggota badan dengan hukuman qishash 
karena pembunuhan. Jika tidak ada kesamaan antara sebab 
kasus cabang dengan sebab kasus asal, baik pada substansinya 
maupun dalam jenisnya, maka tidak ada perluasan hukum 
kasus asal.“ 


Al-Ghazali mengangkat masalah kepastian dan 
ketidakpastian sebab kasus cabang. Menurunya, jika sebab kasus 
cabang tidak pasti, tetapi hanya dugaan, maka hukum kasus 
asal sah untuk diterapkan pada kasus cabang. Tetapi in hanya 
pendapat al-Ghazali. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa 
penerapan hukum kepada kasus cabang sama sekali tidak ada 
kepastian maupun dugaan kuat. Hukum tersebut diterapkan 
ke kasus cabang hanya semata-mata karena adanya kesamaan 
sebab. Al-Ghazali menolak argumen ini dengan mengemukakan 
contoh. Penjualan kulit bangkai binatang yang tidak disembelih 
secara syar'i adalah tidak sah. Sebab batalnya atau sebab 
larangan penjualan tersebut adalah ketidak sucian kulit tersebut. 
Berdasarkan qiyas atas kasus ini, penjualan kulit anjing adalah 
dilarang karena alasan yang sama, yaitu ketidaksucian. Tetapi 
perlu ditegaskan bahwa ketidaksucian kulit anjing tidaklah pasti. 
Ia hanyalah dugaan (mazhnin).” 


Kedua, kasus cabang tidak boleh mendahului kasus asal. 
Melakukan qiyas wudhu' dengan tayammum dari segi niatnya 
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merupakan contoh qiyas semacam ini. Menurut al-Sysyafi'i, 
niat diperlukan bagi keabsahan wudhu berdasarkan qiyas 
kepada tayammum. Tetapi perlu dicatat bahwa perintah 
tayammum diwahyukan setelah perintah wudhu. Dalam 
contoh ini, kasus cabang, yaitu wudhu, mendahului kasus asal, 
yaitu tayammum. Karena itu, qiyas tersebut tidak sah. Tetapi 
al-Ghazali mengakui giyas semacam ini dengan syarat, bukan 
tanpa syarat. Ia mengatakan jika suatu preseden berdasarkan 
suatu petunjuk (dalil), ia bisa mendahului yang ditunjuk 
(madlůl). Penciptaan alam semesta menunjukkan keberadaan 
penciptanya. Tetapi preseden semacam ini tidak dibolehkan 
dalam hubungan sebab-akibat, karena hukum ada dengan 
keberadaan sebabnya. Bagaimana mungkin suatu sebab 
datang lebih belakangan dari akibatnya. Ini hanya dibolehkan 
dalam kasus seseorang menggunakan argumen balik terhadap 
penentangnya. Selanjutnya al-Ghazali mengemukakan jalan 
keluar untuk membenarkan giyas wudhu dengan tayammum. 
Ia mengatakan jika ada otoritas lain selain tayammum untuk 
mendukung kewajiban niat dalam wudhu, maka qiyas tersebut 
sah. Dalam hal ini tayammum bukan satu-satunya otoritas yang 
mendukung bagi kewajiban tayammum.” 


Ketiga, syarat yang mesti bagi keabsahan far (kasus cabang) 
adalah hukumnya harus sama dengan hukum kasus asal, baik 
dalam hal substansinya maupun dalam jenisnya. Kesamaan 
dalam substansi hukum dapat dijelaskan dengan contoh 
hukuman gishash jika seseorang membunuh dengan sarana 
yang mematikan. Hukum kasus cabang adalah sama dengan 
hukum kasus asal, yaitu pembunuhan. Kesamaaan dalam hal 
jenis hukum dapat dijelaskan dengan contoh kewalian anak 


2 Al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 70.5 Al-Ghazali, Syifa al-Ghalil, hlm. 673-674. 
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perempuan kecil dalam perkawinan berdasarkan giyds atas 
kewalian dalam pengurusan harta. Kewalian dalam perkawinan 
masuk dalam jenis kewalian dalam pengurusan harta, karena 
keduanya merupakan sebab-sebab pengaturan (tasharruf), tetapi 
keduanya tidak sama karena berbeda watak kepengurusannya. 
Jika hukum dalam kedua kasus tersebut berbeda dalam substansi 
atau jenisnya, maka giyas menjadi tidak sah. Jika seorang non 
muslim misalnya, mengatakan kepada istrinya bahwa ia seperti 
ibunya, maka suami tidak boleh melakukan hubungan seksual 
dengan istrinya, menurut al-Sysyaf?i. Ia menerapkan hukum 
muslim kepada non muslim dengan cara qiyas. Tetapi ulama 
Hanafiah menganggap giyds yang seperti ini tidak sah. Dua 
hukum ini berbeda dan hukum muslim tentang zhihar tidak 
dapat diterapkan pada non muslim.” 


Keempat, hukum kasus cabang tidak boleh merupakan 
perintah yang didasarkan pada nash (mansus alaih). Jika ia 
perintah tekstual, maka akan terjadi giyas atas perintah tekstual 
dengan perintah tekstual lainnya. Tetapi giyas berlaku jika 
suatu kasus diungkap oleh nash, dan hukum kasus lain tidak 
diketahui. Jika hukum kasus asal dan kasus cabang diungkap 
oleh nash, seseorang tidak dapat menerapkan hukum satu 
kasus untuk yang lainnya. Lebih jauh, sulit menentukan mana 
di antara keduanya yang menjadi kasus asal dan mana yang 
kasus cabang. Syarat ini secara bulat disepakati oleh ahli hukum 
klasik.” 


Keberatan muncul berkaitan dengan pembebasan budak 
Muslim sebagai denda zhihar berdasarkan qiyas kepada denda 
bagi pembunuhan, karena kedua kasus tersebut diungkap oleh 


** Adhuddin al-iji, Syarh..., hlm. 384-385. 
22 Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 363. 
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nash al-Qur'an. Karena itu qiyas tidak sah. Al-Qur'an surat 4:92 
menunjukkan bahwa budak Muslim harus dibebaskan jika 
seseorang membunuh Muslim secara tidak sengaja. Al-Qur'an 
surat 58:3 menunjukkan bahwa seseorang harus membebaskan 
seorang budak jika ia menyerupakan istrinya dengan ibunya 
(zhihar). Tetapi ayat ini tidak menyebutkan bahwa budak 
tersebut harus beriman. Menurut Al-Sysyafi'i, sudah seharusnya 
budak yang dibebaskan adalah budak yang beriman dalam kasus 
zhihar, seperti juga dalam kasus pembunuhan. Tetapi giyas yang 
ja gunakan tidak sah karena kedua kasus tersebut diungkap oleh 
al-Qur'an. Al-Ghazali menjawab bahwa hal tersebut bukanlah 
masalah qiyas, tetapi pengkhususan (takhsis). Hukum zhihar 
adalah umum atau tidak terikat (mutlaq), sedangkan hukum 
pembunuhan adalah khusus atau terikat (mugayyad). Dalam 
hal ini, yang umum dapat dikhususkan atau dikualifikasi 
dengan pembatasan. Hukum zhihar dalam al-Qur'an tidak 
terikat, karena itu tidak cukup dijadikan alasan untuk denda 
kecuali rinciannya didukung dan dikualifikasi bahwa budak 
tersebut harus beriman telah diketahui dari al-Qur'an surat 
4:92.” Karena itu giyis tersebut tetap sah jika ia disebut giyas. 


Kelima, Abu Hasyim, seorang pemikir Mu'tazilah, 
menegaskan bahwa kasus cabang harus diungkap oleh perintah 
nash secara umum, meskipun tidak rinci. Hukuman bagi 
peminum khamr, menurutnya ditetapkan secara umum oleh 
nash, tetapi jumlah cambukan yang pasti, yaitu delapan puluh 
kali, ditetapkan dengan mengguakan qiyas atas hukuman gazf 
yang ditentukan oleh al-Qur'an. Argumen Abu Hasyim ini 
ditolak oleh ahli figh. Mereka berpendapat bahwa para sahabat 
Nabi menafsirkan sejumlah masalah hukum dengan cara yang 


? Al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 90. 
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berbeda-beda yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda 
pula. 


Misalnya ungkapan seorang suami kepada istrinya “kamu 
haram bagiku” ditafsirkan oleh sebagian sebagai perceraian, dan 
lainnya menganggapnya sebagai zhihêr dan kelompok lain lagi 
menganggapnya sebagai sumpah.” Dalam kasus perceraian, 
istri menjadi haram bagi suami, dalam kasus zhihar, denda 
menjadi mengikat bagi suami, dan dalam kasus sumpah hal 
tersebut dianggap sebagai ila yang mengakibatkan bubarnya 
pernikahan jika pisah terus berlangsung selama empat bulan. 
Tidak ditemukan adanya perintah tekstual tentang kasus cabang 
yang ditafsirkan oleh para sahabat.” 


Sejumlah contoh dapat dikemukakan di sini untuk 
mendukung pendapat bahwa tidak ada perintah tekstual, 
baik secara umum maupun khusus, bagi kasus cabang yang 
diperdebatkan. Jika hukum kasus asal ditetapkan oleh sebabnya, 
ia dapat diperluas ke kasus-kasus lain yang terkait dan memiliki 
kesamaan berdasarkan sebabnya, apapun kasus tersebut. 


C. ‘Illat 


Unsur pembentuk qiyås berikutnya adalah “llat. Al-Bazdawi 
dan al-Syarakhsi menyebut ‘illat dengan unsur esensial qiyås 
(rukn al-qiyas). Dengan memberi judul bab “Fashl fi l-Rrukn” 
atau “Babu l-Rrukn” (bab tentang unsur esensial), yang mereka 
maksudkan mungkin adalah bahwa “illat itu sendiri adalah 
qiyas, sedangkan unsur-unsur lain berperan sebagai syarat- 
syarat untuk menentukan ketetapan hukum. Al-Bazdawi 
mengatakan unsur yang mendasar (ruknu I-qiyas) adalah 


5% Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 363.; Al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 363. 
2 Adhuddin al-iji, Syarh..., hlm. 385. 
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kualitas yang ditunjuk sebagai penanda bagi ketetapan hukum 
nash, di antara kualitas-kualitas yang dikandung oleh nash, dan 
yang menjadi dasar bagi ketetapan hukum tersebut berlaku bagi 
kasus cabang karena adanya kualitas yang sama didalamnya.” 
Ketika Sharakhsi menjelaskan hal ini, ia melihat bahwa unsur 
mendasar (rukn) sesuatu itu adalah dasar bagi tegaknya sesuatu 
dan qiyas dibangun di atas kualitas ini (yakni, ‘illat dan sebab).” 


Menurut ulama Hanafiah, unsur-unsur giyas yang lain 
adalah syarat-syaratnya dan bukan unsur-unsur pembentuknya 
(al-arkan). Alasanya adalah ketetapan hukum yang dinisbatkan 
kepada unsur yang mendasar (rukn) jika syarat-syarat terpenuhi, 
dan tidak dinisbatkan kepada syarat itu sendiri. Pernikahan 
misalnya, terjadi dengan ijab dan gabul ketika syarat-syaratnya, 
yakni kemampuan, saksi dan lainnya terpenuhi. Penentuan 
ketetapan hukum dinisbatkan kepada ijab dan gabul, dan bukan 
kepada syarat-syaratnya.” 


Perlu dicatat bahwa qiyas banyak bersandar pada ketiga 
unsur lainnya, sebagaimana ia bersandar pada ‘illat. Ia tidak 
banyak terkait dengan apakah yang satu disebut rukun dan 
ketiga lainnya disebut syarat. Unsur-unsur tersebut sangat 
penting bagi qiyas, sebagaimana ‘illat, karena qiyas bergantung 
pada unsur-unsur tersebut. 

Secara literal ‘illat berarti aksiden ('aridh) yang dengannya 
kualitas suatu objek berobah dari suatu kondisi ke kondisi 
lain ketika ia diterapkan, seperti perubahan dari sehat ke sakit 


56 Abu Bakar al-Syarakhsi, Ushal al-Syarakhsi, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1954), 
hlm. 172.5 Lihat juga komentar Abdu I-Azizi I-Bukhari, Kasyf al-Asrar, (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1927), hlm. 1064. Bandingkan dengan Al-Bazdawi, Ushůl al-Bazdawi, dalam 
catatan pinggir Kasyf al-Asrar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1927), hlm. 1064. 

57 Abu Bakar al-Syarakhsi, Ushul..., hlm. 174. 

58 “Abdu I-Azizi I-Bukhari, Kasyf..., hlm. 1065. Al-Syarakhsi, Ushal..., hlm. 198. 
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dan dari kuat ke lemah. Dengan kata lain, ‘illat merujuk pada 
sebab perubahan pada kondisi sesuatu. Karena itu aksiden 
(aridh) disebut ‘illat. Pendapat lain menegaskan bahwa “illat 
berasal dari kata alal yang berarti minum air kedua kalinya 
yang dilakukan oleh binatang setelah sebelumnya ia minum. 
Jelasnya, ‘illat berarti minum air berulang-ulang. Pandangan 
berikutnya menyatakan bahwa “illat adalah sesuatu yang 
mempengaruhi sesuatu yang lain, apakah yang dipengaruhi itu 
kualitas atau esensi dan apakah ia mempengaruhi perbuatan 
atau diamnya sesuatu. Misalnya, sifat memabukkan merupakan 
“illat datangnya hukum haram bagi khamar. Penyakit disebut 
“illat karena ia mempengaruhi kesehatan seseorang yang 
menjadikannya lemah dan menghalangi seseorang melakukan 
berbagai kegiatan. 


Berikut ini akan diterapkan makna-mana ‘illat di atas pada 
definisi “illat yang diterapkan dalam konteks hukum. Menurut 
makna yang pertama, kualitas yang mempengaruhi ketetapan 
hukum disebut “illat, karena kondisi hukum tekstual berubah 
olehnya dari yang khusus ke umum. Sebelum menentukan 
“illat, ketetapan hukum terbatas hanya pada kasus yang 
disebutkan dalam nash. Tetapi setelah ditemukan kualitas yang 
mempengaruhi ini, ketetapan hukum yang terkandung dalam 
nash secara eksternal berubah dari yang khusus ke umum. 
Sekarang ketetapan hukum yang sama akan berlaku pada 
kasus lain jika “illat yang sama ditemukan pada kasus lain itu. 


Menurut makna yang kedua, kualitas ini disebut “illat karena 
ketetapan hukum ditentukan secara eksternal oleh makna ini, 
dan ketetapan hukum berulang dengan perulangan kualitas ini. 
Karena seorang ahli hukum memikirkan secara berulang-ulang 
masalah yang berkaitan dengan giyas, tindakan berpikirnya 
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tentang alasan logis penetapan hukum itu disebut “illat. Menurut 
makna yang ketiga, kualitas ini disebut “illat, ia berpengaruh 
dalam penetapan hukum apakah dalam kasus asal atau dalam 
kasus cabang.” 


Istilah ‘illat secara teknis telah didefinisikan secara beragam 
seperti berikut ini:(1) Ide atau dasar (mana) yang menuntut 
(yagtadhi) atau menentukan ketetapan hukum; (2) Sesuatu 
yang berperan sebagai tanda (alam) bagi ketetapan hukum 
nash, (3) Sesuatu yang menunjukkan (muarrif) ketetapan 
hukum, yakni indikator (dalil) bagi adanya perintah, (4) 
Sesuatu yang mempengaruhi (mu'dtsir) dalam ketetapan 
hukum, yakni yang mempengaruhi adanya ketetapan hukum; 
(5) Sesuatu yang berperan sebagai motif (bdits) bagi ketetapan 
hukum, bukan dengan jalan mewajibkan (ijab), tetapi sebagai 
kebijakan (hikmah) atau kebaikan umum (mashlahah) yang 
ditunjukkan oleh pemberi hukum ketika memberikan ketetapan 
hukum; (6) Sesuatu yang meniscayakan ketetapan hukum 
dengan sendirinya (mujib li I-hukm), pendapat ini dianut oleh 
Mutazilah, (7) Sesuatu yang mengharuskan ketetapan hukum, 
bukan dengan sendirinya, tetapi berdasarkan otoritas pemberi 
hukum; (8) Sesuatu yang meniscayakan ketetapan hukum, 
karena watak atau kebiasaannya. Pendapat ini dianut oleh 
Fakhruddin al-Rrazi. 


Karena ketidaksepakatan tentang definisi “illat, berbagai 
nama telah digunakan untuk menyebutnya. Mazhab-mazhab 
figh awal, Irag maupun Madinah, menggunakan sebutan 
mencari penghubung atau perantara umum antara kasus asal 
dengan kasus cabang yang membenarkan penggunaan giyis, 


? Muhammad al-Sysyaukani, Irsyad..., hlm. 181.: Bandingkan dengan, Abd Aziz al- 
Bukhari, kasyf..., hlm. 1290. 
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tetapi mereka tidak menggunakan kata “illat, istilah yang 
belakangan digunakan oleh ahli figh. Seperti telah ditunjukkan 
sebelumnya, unsur umum bagi kasus asal dan kasus cabang yang 
menjadi dasar bagi qiyas disebut mana oleh al-Sysyafi'i.5 Ia 
juga menggunakan kata lain, ashl (dasar) untuk menunjuk pada 
makna umum, tetapi tidak menggunakan kata ‘illat. Tampaknya 
ini merupakan istilah yang lebih awal dari pada “illat."' 


Belakangan kata ashl menjadi istilah dalam arti kasus asal 
atau magis alaih, dasar qiyas. Istilah “illat digunakan pada abad 
ke empat Hijrah dalam pengertian penghubung umum dan 
sebab qiyas yang berpengaruh. Abu Bakr al- Jassas (w. 370 H) 


sering menggunakan istilah ini dalam kitabnya Ushul.” 


Istilah-istilah lain untuk “illat pada periode pertengahan 
adalah: ma'na (ide, dasar), sabab (sebab), amarah (tanda), da'i 
(motif), mustad'i (faktor yang menuntut), bdits (pendorong, 
motif), hamil (pembawa pesan), mandth (dasar), dalil (indikasi), 
mugtadhi (yang menuntut), mujib (yang meniscayakan, yang 
mewajibkan), dan muatstsir (yang mempengaruhi). Tllat juga 
disebut dengan jami (penghubung), muarrif (penanda) dan 
jalib (yang menarik hukum). 

Para pendukung giyas terbagi menjadi tiga kelompok dalam 
menyikapi sebab-akibat (ta'lil) perintah hukum. Kelompok 
pertama berpendapat bahwa perintah-perintah hukum 
diberikan oleh pemberi hukum untuk tujuan tertentu. Ia adalah 
motif atau sebab yang meniscayakan pemberian ketetapan 
hukum, karena perbuatan-perbuatan Tuhan bukanlah tak 
bertujuan. Pandangan ini dinisbatkan kepada kaum Mutazilah. 


© Al-Sysyaffi, Al-Risalah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 36. 

Sl Al-Sysyafri, Ikhtilaf al-Hadits, pada catatan pinggir kitab Al-Umm, hlm. 320. 
2 Abu Bakar al-Jassas, Ushůl..., hlm. 229. 

8 Muhammad al-Sysyaukani, Irsyad..., hlm. 181. 
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Kelompok kedua memandang bahwa Tuhanlah yang mewajibkan 
hukum dan bukan sebab itu sendiri, karena sebab-sebab hukum 
telah lama ada, tetapi hal itu tidak dapat mewajibkan hukum. 
Sebab-sebab tidak mempunyai peran dalam mewajibkan 
hukum. Hukum menjadi efektif karena otoritas pemberi 
hukum. Ketetapan-ketetapan hukum diwajibkan oleh pemberi 
hukum dan bukan oleh sebab-sebabnya. Pandangan seperti 
ini dianut oleh Ashariyyah. Kelompok terakhir berpendapat 
bahwa perintah-perintah hukum diberikan Tuhan untuk tujuan 
tertentu dan mereka mempunyai sebab juga. Tetapi Tuhan 
tidak mewajibkan ketetapan-ketetapan hukum berdasarkan 
sebab-sebab dan tujuan-tujuannya, tetapi sebagai rahmat bagi 
manusia. Sebab-sebab ketetapan hukum tidak menjadikan 
ketetapan-ketetapan itu menjadi wajib dengan sendirinya, tetapi 
karena otoritas Tuhan. Perintah-perintah hukum dinisbatkan 
kepada sebab-sebabnya hanya secara kiasan. Pandangan seperti 
ini dianut oleh Maturidiyyah. 


Kaum Sunni, bertolak belakang dengan Mu'tazilah, 
menyebut rasionalisasi ketetapan hukum (ta'lil) dengan istilah 
“illat muitsirah (sebab yang mempengaruhi). Dalam pandangan 
mereka, tidak ada hubungan sebab-akibat antara “illat dengan 
hukum. Kadang-kadang “illat ada, tetapi hukum tidak ada, 
demikian pula sebaliknya. Yang diperdebatkan adalah apakah 
hukum harus dinisbatkan kepada “illat (sebab) atau ke nash. 
Satu pendapat mengatakan bahwa hukum dinisbatkan kepada 
nash dalam kasus asal dan kepada “illat dalam kasus cabang. 
Nash-lah yang mewajibkan hukum kasus asal melalui kata- 
katanya dan bukan “illat. Nash menyingkap hukum dan “illat 
memotivasinya. Pendapat seperti ini dianut oleh ahli figh Irag 
abad pertengahan. Pendapat lain mengatakan bahwa hukum 
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dinisbatkan kepada “illat dan bukan kepada nash baik dalam 
kasus asal maupun dalam kasus cabang. “Illat, dalam pandangan 
ini merupakan tanda (“alam atau amarah) bagi adanya hukum 
(thubut al-hukm) dalam kasus asal dan kasus cabang. Pendapat 
seperti ini dianut oleh mayoritas ahli figh. 


Berbagai pandangan tentang baik dan buruknya perbuatan 
manusia, menurut pandangan teologi, juga mempengaruhi 
hukum. Berbagai definisi “illat yang telah dikemukakan di atas 
mencerminkan ketidaksepakatan tersebut. Definisi-definisi 
tentang “illat di atas dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, 
sesuatu yang mempengaruhi hukum dengan sendirinya (al- 
mu tatsir bi dzatih fi I-hukm). Kedua, sesuatu yang menandakan 
hukum (al-muarrif li I-hukm). Ketiga, sesuatu yang menjadikan 
hukum wajib bukan dengan sendirinya, tetapi berdasarkan 
otoritas Tuhan (al-mujib bi ajli allah). Keempat, sesuatu yang 
memotivasi pemberi hukum untuk memberikan hukum (al-bêits 
li I-sysyari ala syari I-hukm). 

Pandangan pertama menyatakan bahwa “illat ketetapan 
hukum mempengaruhi (mu'tatsir) hukum dengan sendirinya. 
Dengan kata lain, “illat suatu perintah yang menjadikan perintah 
itu menjadi wajib, bukan Tuhan. Pandangan ini dinisbatkan 
kepada Mu'tazilah karena mereka berpendapat baik dan 
buruknya perbuatan manusia, bersifat rasional dan menjadi 
kewajiban Tuhan untuk melakukan dan memerintah apa yang 
terbaik. Karena itu, mereka mendefinisikan ‘illat sebagai sesuatu 
yang mempengaruhi ketetapan hukum dengan sendirinya 
(mu tatsir bi zatih).' 

Ketika menjelaskan pandangan ini Sadr al-Syariah 
mengatakan bahwa mereka yang berpendapat bahwa sebab- 


9“ Al-Isnawi, Nihayat..., hlm. 4. 
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sebab rasional (‘ilal aqliyyah) yang berpengaruh dengan 
sendirinya juga berpendapat bahwa sebab-sebab hukum (‘ilal al- 
syar'iyyah) juga sama. Dalam pendapat mereka, api merupakan 
sebab kebakaran dengan sendirinya, tanpa penciptaan 
kebakaran oleh Tuhan, seperti juga pembunuhan yang disengaja 
secara logis adalah sebab hukum gishash." 


Ada keberatan terhadap pandangan ini yang dapat diangkat, 
yaitu orang yang sehat tidak dapat memikirkan bahwa waktu 
dapat menjadi sebab adanya kewajiban shalat, pembunuhan 
menjadi sebab adanya hukuman gishash, dan kasus- kasus 
lain yang serupa, karena mereka merupakan aksiden dan 
tindakan. Penciptaan dan menjadi ada tidak dapat dipahami. 
Terhadap keberatan ini al- Taftazani menjawab bahwa pengaruh 
(ta'tsir), dengan sendirinya berarti bahwa intelek memberikan 
pembenarannya bagi kewajiban hukuman gishash semata-mata 
berdasarkan pembunuhan yang disengaja, tanpa bersandar pada 
tindakan orang yang mewajibkan (mujib). Dan ini juga berlaku 
bagi sesuatu yang oleh Murtazilah disebut “illat. 


Ini bukan penggambaran yang benar tentang pandangan 
Mutazilah. Yang mereka maksudkan dengan keputusan akal 
(hukmi I-agl) adalah akal memahami bahwa ada perintah 
Tuhan untuk kasus tertentu, karena ada petunjuk atau hubungan 
yang mesti (talazum) antara keputusan akal dan keputusan 
Syariah. Ini dijelaskan oleh Kamal ibn Humam.” Ia menjelaskan 
bahwa pandangan Murtazilah yang sebenarnya adalah, bahwa 
akal pertama-tama memahami ada perintah Tuhan tentang 
perbuatan yang sesuai dengan pemahaman akal. Mereka tidak 


9“ Ubaidillah ibn Mas'ud Sadr al-Syariah, al- Taudhih, (Kairo: Dar al-'ahd al-Jadid li al- 
Thibaah, 1957), hlm. 62. 

9 Sa'ad al-Din Mas'ud ibn Umar al-Taftazani, al-Talwih Syarh al-Taudhih, (Kairo: Dar 
al-Ahd al-Jadid li al-Thibaah, 1957), hlm. 62. 

7 Kamal ibn Humam, al-Musyarah, (Bulaq: al-Mathbaah al-Amiriyyah, 1917), hlm. 159. 
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berpendapat bahwa akal menentukan keputusannya pada 
Tuhan. 


‘Illat menurut Mu'tazilah berarti motif (baits) bagi ketetapan 
hukum dan bukan sesuatu yang mewajibkan dengan sendirinya. 
‘Abd al-Jabbar sendiri menjelaskan pandangannya tentang 
“illat. Tujuan qiyas dalam hukum adalah mengetahui ketetapan 
hukum tentang perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 
mempunyai kewajiban dan pengetahuan tentang hal-hal lain 
yang terkait. Jika suatu ketetapan hukum didasarkan pada 
“illat, tidak mungkin “illat harus berperan sebagai sebab yang 
meniscayakan hukum, karena ia bertentangan dengan tujuan 
yang disebutkan. Jika efek khamr yang memabukkan itu yang 
meniscayakan dilarangnya minum khamr tersebut, perintah 
hukum (taklif) dan ketaatan kepada Tuhan (taabbud) akan 
terhapus. 


Abu Husain al-Basri membahas “illat lebih rinci. Ia 
mengatakan bahwa ‘illat berarti sesuatu yang mempengaruhi 
ketetapan Syariah, dan suatu ketetapan menjadi syar'i ketika 
ia diambil dari syar. Dalam teologi, illat digunakan dalam 
pengertian hagigi dan majazi (kiasan). Dalam pengertian hagigi, 
ia berlaku bagi setiap esensi yang meniscayakan kondisi (hal) 
bagi sesuatu yang lain. Misalnya, jika dikatakan: Gerak adalah 
sebab yang meniscayakan (‘illat mujibah) sesuatu yang bergerak 
menjadi bergerak. Ini berarti ‘illat mempengaruhi sebuah 
nama, jika dikatan warna hitam adalah sebab ('illat) sesuatu 
menjadi hitam. Dengan kata lain, ia adalah sebab ('illat) yang 
menjadikannya disebut hitam. 


Penggunaan ‘illat secara kiasan diterapkan pada sejumlah 
kasus berikut. Sesuatu yang mempengaruhi makna (mana), 


9 Mustafa Jamaluddin, al-Giyds, (Najaf: Mathbaah Numan, 1972), hlm. 185. 
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sesuatu yang mempengaruhi ketiadaan (nafy), seperti ketiadaan 
hitam karena pengaruh putih, sesuatu yang mempengaruhi 
ketetapan hukum (itsbat) sesuatu, pengaruh sebab terhadap 
akibat (musabbab) dan kualitas yang mensyaratkan kualitas 
yang lain. Masing-masing ini disebut ‘illat, karena mereka 
mempunyai pengaruh (ta'tsir) yang meniscayakan sesuatu. Ilat 
metaforis yang digunakan dalam berbagai bentuk juga disebut 
“illat. Tetapi “illat yang dipergunakan dalam arti hakiki disebut 
‘illat karena ia merupakan sebab yang meniscayakan (mujibah) 
dalam semua kondisi tanpa syarat, tetapi tidak demikian 
dengan jenis yang lain. 

Al-Basri juga membedakan antara muallal (ketetapan 
hukum asal yang tunduk pada sebab akibat) dengan ma'lul 
(akibat). Muallal berarti ketetapan hukum yang sebabnya 
dicari, kemudian hukum itu disebabkan oleh sebab tersebut. 
Tampaknya ini menunjuk pada ketetapan hukum yang 
ditetapkan pada kasus asal, karena ketetapan hukum diketahui 
pertama kali, lalu sebabnya dicari dan disebabkan olehnya. 
Ma'lul adalah sesuatu yang dipengaruhi dan diciptakan oleh 
“illat. Ini merujuk pada ketetapan hukum yang ditetapkan pada 
kasus cabang, dan tidak seperti yang ditetapkan pada kasus asal. 


Ketika menjelaskan ‘illat syar'iyyah (sebab hukum), al- 
Basri mengatakan bahwa “illat syar'iyyah itu berbeda dengan 
“illat agliyyah (sebab rasional) dalam dua hal. Pertama, sebab 
hukum dipersyaratkan oleh waktu, karena sebab hukum tidak 
berpengaruh dalam semua waktu. Ia tidak berpengaruh sebelum 
datangnya Syariah. Kedua, ia bergantung pada perintah Tuhan 
dan tidak bergantung pada “llat syar'iyyah itu sendiri. Dengan 
kata lain “illat syar'iyyah meniscayakan ketetapan hukum 


“ Abu Husain al-Basri, Kitabu I-Mu'tamad..., hlm. 704-705. 
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dengan perintah Tuhan. Tllat syar'iyyah tidak meniscayakan 
hukum dengan sendirinya. Sebaliknya ‘illat rasional (‘illat 
agliyyah) tidak dipersyaratkan masa waktu tertentu, juga tidak 
bergantung pada faktor yang mewajibkan yang lain selain oleh 
akal.” Ini adalah pandangan yang sama dengan yang dianut 
oleh ulama Hanafiah. 


Dari uraian di atas terlihat bahwa ‘Abd al-Jabbar menyebut 
sebab hukum dengan faktor pendorong (da'i) dan motif (biits), 
sedangkan Abu Husain al-Basri mendefinisikannya sebagai 
sebab yang mewajibkan berdasarkan otoritas Tuhan. Penjelasan 
di atas bertolak belakang dengan pandangan tentang “illat yang 
dinisbatkan oleh ortodoksi kepada Mu'tazilah secara umum. 


Pandangan kedua tentang ‘illat adalah ia sebagai penanda 
ketetapan hukum (muarrif li I-hukm), yang berarti tanda (“alam 
atau “alamah) bagi ketetapan hukum. Definisi ini dipakai oleh 
al-Baidhawi, al-Isnawi, Tajuddin al-Subki dan sejumlah ahli figh 
Sysyafiiyyah. Definisi ini semula diberikan oleh Fakhruddin 
al-Rrazi dan diikuti oleh ahli fiqh terkemudian.” 

Ulama Hanabilah juga menganggap juga mengangap 
‘illat sebagai tanda (alamah) ketetapan hukum. Ibn Qudamah 
menegaskan bahwa intensitas efek memabukkan yang dianggap 
sebagai tanda keharaman khamr dapat dianggap sebagai tanda 
mubahnya anggur, karena ia tidak meniscayakan ketetapan 
hukum dengan sendirinya.” 


Alamah secara harfiah berarti tanda (amarah) atau sesuatu 
yang menandakan sesuatu yang lain, seperti asap menandakan 


adanya api. Secara teknis “alamah berarti sesuatu yang 
70 Abu Husain al-Basri , Kitab al-Mu'tamad..., hlm. 714-715. 
7 Tajuddin Abd al-Wahab ibn Subki, Jamu I-Jawam?, (Kairo: Mathbaah al-Khairiyyah, 


1916), hlm. 84.; Bandingkan dengan al-Isnawi, Nihdyat..., hlm. 28-29. 
” Ibn Qudamah, Raudhatu I-Nndzhir, (Kairo: Mathbaah al-Syalafiah, 1976), hlm. 155. 
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dengannya ketetapan hukum dapat diketahui. Dengan demikian, 
“alamah adalah petunjuk (dalil) bagi adanya ketetapan hukum, 
seperti azan merupakan tanda shalat. 


‘Illat melambangkan ketetapan hukum nash. Ia berperan 
sebagai tanda bagi adanya ketetapan hukum yang sebenarnya 
ditentukan oleh nash. “Illat dalam pengertian ini menunjukkan 
bahwa ada ketetapan hukum bagi kasus tertentu, tetapi ia tidak 
menyebabkan adanya hukum. Otoritas yang menyebabkan 
ketetapan hukum, yang secara teknis disebut mu'tatsir, hanyalah 
Tuhan. Jelasnya “illat tidak mempunyai hubungan kausalitas 
dengan ketetapan hukum. “Illat yang berperan sebagai tanda 
bagi ketetapan hukum ini kadang-kadang ada kadang- kadang 
tidak, meskipun disitu ada hukum. Ini dapat dicontohkan 
dengan mendung yang menjadi pertanda akan turun hujan, 
tetapi hujan tidak harus turun ketika ada mendung. Demikian 
juga, ketetapan hukum tetap terpisah atau tidak bercampur 
dengan 'illat yang merupakan penanda keberadaan hukum itu.” 

Definisi “illat ini dikritik karena ia tidak menyeluruh (jamin) 
juga tidak spesifik (mani). Tentang definisi yang menyeluruh, 
dapat dikatakan bahwa ia tidak meliputi “illat yang diambil dari 
nash (mustanbathah), Karena 'illat yang semacam itu diketahui 
melalui ketetapan hukum. Kualitas (washf) yang membentuk 
‘illat ketetapan tidak dapat tidak bergantung pada pengetahuan 
tentang ketetapan hukum. Sekarang, jika ketetapan hukum 
diketahui melalui “illat ini, dan pengetahuan tentang ‘illat 
bergantung pada pengetahuan tentang ketetapan hukum, hal 
ini membuat persoalan tersebut menjadi tidak terselesaikan.” 


3 Abu Husain al-Basri, kitabu I-Mu'tamad..., hlm. 748. 
4 Al-Isnawi, Nihdyat..., hlm. 30. 
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Terhadap keberatan ini dijawab bahwa ketetapan hukum 
menandakan ‘illat dalam kasus asal dan 'illat menandakan 
ketetapan hukum dalam kasus cabang. Ketetapan hukum kasus 
asal mendahului ketetapan hukum kasus cabang. Karena itu 
ia tidak mengandung kerumitan yang tak terselesaikan. Al- 
Isnawi menambahkan bahwa kualifikasi untuk akibat ini harus 
ditambahkan pada definisi, sehingga lengkapnya berbunyi: 


co 


illat adalah sesuatu yang menandakan ketetapan hukum kasus 


cabang.” 


Al-Taftazani tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia terus 
mengkritik jawaban tersebut dengan mengatakan bahwa dalam 
definisi pertama, jika kualitas (washf) yang merupakan ‘illat 
adalah tanda bagi ketetapan hukum kasus asal, tentunya ia 
juga menjadi penanda bagi ketetapan hukum kasus cabang. 
Disamping itu, jika ia menjadi penanda bagi ketetapan 
hukum kasus asal, namun tidak menjadi penanda bagi kasus 
cabang, dalam arti ia bukan motif bagi ketetapan kasus asal, itu 
berarti kasus asal tidak mempunyai hubungan dengan kasus 
cabang. Padahal sudah disepakati bahwa ketetapan hukum kasus 
asal dapat diperluas ke kasus cabang karena adanya kesamaan 
“illat. Ini menunjukkan bahwa kasus asal tidak mempunyai 
hubungan dengan kasus cabang, berarti qiyas gagal dibangun.” 


Al-Taftazani berusaha menyelesaikan problem ini. 
Kenyataan bahwa “llat (washf, kualitas) menandakan ketetapan 
hukum tidak berarti bahwa ketetapan hukum ditentukan oleh 
“illat semata. Karena ketetapan hukum merupakan perintah 
Syari'ah yang harus didasarkan pada dalil Syariah, yakni nash dan 


75 Ibid, hlm. 30. 
75 Saad al-Din Mas'ud ibn Umar al-Taftazani, Hasyiyyat Syarh Muhtashari I-Muntaha, 
(Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1927), hlm. 214. 


METODOLOGI HUKUM ISLAM; Telaah Giyas dalam Fatwa Hukum NU 145 N 


ijma'. Ini berarti ketetapan hukum harus dibuktikan oleh nash 
Syari'ah, dan kualitas merupakan tanda baginya. Dengan tanda 
ini dapat diketahui bahwa ketetapan hukum telah ditentukan 
atau terbukti ada dalam keseluruhan substansinya. Misalnya, 
larangan minum khamr telah ditentukan oleh nash, karena 
adanya sifat memabukkan pada khamr tersebut. Kualitas ini 
merupakan sebab pelarangan khamar. Sebab ('illat) merupakan 
tanda bagi pelarangan semua item (afrad) yang masuk dalam 
kategori khamr. Jawaban ini menolak argument bahwa definisi 
ini menjadi berputar tanpa akhir (dawr). Singkatnya, ‘illat 
bergantung pada pengetahuan tentang ketetapan hukum sebagai 
perintah Syari'ah yang ditunjukkan dengan dalil. Dan yang 
bergantung pada “illat adalah pengetahuan tentang adanya 
ketetapan hukum dalam kasus-kasus individual.” 


Keberatan lain adalah bahwa definisi ‘illat sebagai penanda 
(muarrif) juga tidak spesifik (mani), karena ia meliputi tanda 
(alamah) juga. Dengan demikian tidak ada perbedaan yang 
tegas antara ‘illat dengan 'allamah, padahal keduanya jelas 
berbeda. Perintah-perintah hukum tentang transaksi (“agd) 
dan hukuman ('ugubah) dinisbatkan kepada sebab-sebabnya. 
Misalnya, kepemilikan dinisbatkan kepada pembelian, dan 
ganti rugi (diyat) dinisbatkan kepada pembunuhan. Tetapi 
perlu dicatat bahwa perintah-perintah hukum tidak dinisbatkan 
kepada tanda-tanda (“alamah), sebagaiman hukum rajam tidak 
dinisbatkan kepada ihsan (kualitas merdeka dan sudah menikah 
dalam kasus pelanggaran perzinahan dengan orang yang sudah 
menikah). Alasannya adalah ihsan adalah tanda (“alamah) dan 
bukan sebab (“illat). Karena itu seseorang harus membedakan 


” Saad al-Din Mas'ud ibn Umar al-Taftazani, Hasyiyyah..., hlm. 214. 
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antara ‘illat dan “alamah. Keberatan ini dimajukan oleh Sadr 
Syariah.” 

Definisi yang ketiga mengatakan “illat adalah sesuatu yang 
meniscayakan atau mewajibkan ketetapan hukum bukan dengan 
sendirinya tetapi berdasarkan otoritas Tuhan (mujib bi ja'l 
Allah). Dengan kata lain, ‘illat tidak menjadikan sesuatu menjadi 
wajib dengan sendirinya. Tuhanlah yang mewajibkannya, dan 
kewajiban itu dinisbatkan kepada '“illat hanya dalam arti kiasan 
(majazi). Definisi ini diberikan oleh ulama Hanafiah. Ini 
merupakan jalan tengah antara dua pandangan yang berbeda 
antara Mu'tazilah dengan Ash'ariyyah. Ashariyyah berpendapat 
“illat tidak menimbulkan akibat terhadap ketetapan hukum 
sama sekali. Ia tidak memainkan peran sama sekali dalam 
dalam kewajiban hukum. Mereka tidak menisbatkan kewajiban 
perintah kepada ‘illat. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa ‘illat 
mewajibkan ketetapan hukum bukan dengan sendirinya, tetapi 
dibuat wajib oleh Tuhan. 

Ketika mendefinisikan 'illat dalam fiqh, al-Bazdawi 
menyatakan ‘illat adalah sesuatu yang kepadanya mula- 
mula ketetapan hukum dinisbatkan, seperti penjualan 
merupakan 'illat pemilikan, nikah sebagai ‘illat halalnya 
wanita, pembunuhan sebagai ‘illat hukuman gishash dan lain 
sebagainya. Tetapi sebab- sebab hukum (“lal al-syar”) tidak 
mewajibkan ketetapan hukum dengan sendirinya. Tuhanlah 
yang mewajibkannya. Karena tindakan-Nya mewajibkan 
dinisbatkan kepada sebab-sebab (“ilal), sebab-sebab itu menjadi 
mewajibkan (mujibah) bagi orang-orang karena dilakukan oleh 
pemberi hukum.” 


2 Ubaidillah ibn Maud Sadr Syariah, al-Taudhih, hlm. 62. 
” Al-Bazdawi, Ushul..., pada catatan pinggir Kasyf al-Asrer, hlm. 1291. 
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Al-Bazdawi menolak pandangan-pandangan ekstrim. Ia 
mengatakan bahwa jika sebab-sebab ('ilal) dianggap sebagai 
faktor-faktor yang mewajibkan (mujibah) dengan sendirinya, hal 
itu akan mengantar pada politeisme, karena sesungguhnya yang 
mewajibkan hanyalah Tuhan. Juga tidak mungkin menganggap 
sebab-sebab (“ilal) sebagai tanda-tanda (a'lam) semata, karena 
dalam hal ini perbuatan-perbuatan manusia akan menjadi kosong 
dari kehendak, dan dengan demikian semua ketetapan hukum 
hanya ditetapkan tanpa sebab. Hukuman gishash misalnya, 
dilembagakan sebagai ganjaran bagi tindakan penyerangan, 
demikian pula dengan hukuman-hukuman yang telah ditentukan 
(hudud). Jika kita menganggap sebab-sebabnya hanya sebagai 
tanda, seperti pandangan Ash'ariyyah, hukuman- hukuman 
tersebut tidak lagi sebagai ganjaran (ajziyah). 

Abu Mansur al-Maturidi mengatakan bahwa “illat adalah 
ide atau alasan (ma'na) ketetapan hukum dan ketetapan hukum 
ada dengan keberadaan ma'na secara bersamaan. Dengan 
pernyataan ini ia menolak pandangan sebagian kaum Gadariah 
yang mengatakan bahwa “illat adalah materi, dan ketika ia ada 
ketetapan hukum ada menyertainya tanpa pemisahan (bila 
fashl). Ketika menjelaskan hal ini, “Abd al-'Aziz al-Bukhari 
mengatakan bahwa menurut ulama Hanafiyah keberadaan 
ketetapan hukum bersamaan dengan keberadaan “illat secara 
langsung (bi tarigahi I-mugaranah) dan bukan secara berurutan 
(bi tarigi I-taakhkhur). Dengan kata lain, meskipun ‘illat 
merupakan bagian dalam ketetapan hukum secara berurutan, 
yang pertama ada secara bersama-sama (mugarinah) dengan 
yang kedua. Ini seperti gerak jari yang menjadi gerakan 
cincin, dan gerakan itu ada bersamaan dengan gerakan cincin. 
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Dengan demikian, gerak merupakan sebab seseorang bergerak 
dan warna hitam merupakan sebab sesuatu menjadi hitam. 
Keduanya ada secara bersamaan. Karena itu ulama Hanafiah 
berpendapat bahwa kemampuan untuk berbuat (istithaah) ada 
bersamaan dengan perbuatan (mugarinah bi I-fi'l) dan tidak 
mendahuluinya. Demikian juga tindakan-tindakan merusak, 
menghancurkan dan memotong adalah sebab-sebab sesuatu 
menjadi rusak, hancur dan terpotong. Mereka ada bersamaan 
dengan akibat-akibatnya." Dengan demikian, definisi “illat 
yang diberikan oleh ulama Hanafiah sejalan dengan pandangan 
mereka tentang kemampuan dan perbuatan manusia. 


Penting untuk ditambahkan bahwa dalam pandangan 
ulama Hanafiah, kata-kata mu tatsir (mempengaruhi), mujib 
(mewajibkan) dan muarrif (menandakan) mempunyai makna 
yang sama, dalam arti “illat tidak mewajibkan ketetapan 
hukum secara langsung dengan sendirinya, tetapi berdasarkan 
otoritas pemberi hukum. Sebagian ulama keberatan dengan 
kata mu'tatsir yang mereka gunakan dalam arti ‘illat. Mereka 
berpendapat bahwa semua seba hukum adalah penanda atau 
indikator (muarrifat), karena perintah Tuhan abadi dan tidak 
ada sesuatu yang diciptakan dapat mempengaruhinya. Terhadap 
keberatan ini Sadr Syarifah menjawab bahwa ketetapan hukum 
dalam pengertiannya yang teknis adalah bayang-bayang atau 
akibat perintah Tuhan yang abadi (atsar hukm Allah al-Gadim). 


Tindakan Tuhan mewajibkan suatu ketetapan hukum 
adalah abadi, sedangkan akibatnya, yakni kewajiban 
(wujub), diciptakan (huduth). Jika “illat menjadi berpengaruh 
dalam hukum (mu'tatsir fi al-hukm), itu tidak berarti ia 
mempengaruhi tindakan Tuhan mewajibkan perintah dalam 


80 “Abd al-Aziz al-Bukhari, Kasyf..., hlm. 1291. 
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keabadian (ijab qadim), tetapi berpengaruh dalam kewajiban- 
kewajiban yang diciptakan (wujud hadits). Perintah suatu 
ketetapan hukum yang diciptakan merupakan konsekuensi 
dari perbuatan Tuhan mewajibkan perintah secara abadi. 
Tergelincirnya matahari adalah “llat untuk shalat zuhur, tetapi 
shalat zuhur sebenarnya diwajibkan Tuhan dalam keabadian 
dan ditetapkan bahwa shalat zuhur menjadi wajib dengan 
tergelincirnya matahari." 


‘Illat yang berpengaruh (mu'tatsir) berarti ia telah 
ditetapkan oleh Tuhan sepanjang kualitas yang cocok sebagai 
sebab, sedangkan akibatnya juga akan mengikutinya, seperti 
hukuman gishdsh dalam kasus pembunuhan dan membakar 
dalam kasus api. Dalam pengertian ini tidak ada perbedaan 
antara sebab rasional dengan sebab hukum. 


Mu 'tazilah menjadikan keduanya, yakni sebab rasional 
dan sebab hukum berpengaruh dengan sendirinya. Ortodoksi, 
sebaliknya menjadikan keduanya berpengaruh karena perintah 
Tuhan. Tentang sebab-sebab rasional, ortodoksi berpendapat 
hal itu merupakan kebiasaan atau hukum alam (adah) untuk 
menciptakan akibat atau reaksi (atsar) sebagai akibat perbuatan 
sesuatu. Tuhan misalnya, menciptakan kebakaran berdasarkan 
sentuhan api, tetapi bukan api itu yang mempengaruhi 
atau membakar sesuatu dengan sendirinya. Hal yang sama 
terjadi pada sebab-sebab hukum. Tuhan telah menetapkan 
bahwa kapanpun sesuatu (yakni, sebab-sebab hukum atau 
ketetapan) ada, kewajiban ketetapan hukum (wujub) juga ada 
sejalan dengan adanya sebab, seperti adanya kebakaran akibat 
sentuhan api. Penciptaan-penciptaan (mutawallidat), menurut 
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ortodoksi, menjadi ada karena ciptaan Tuhan sebagaimana telah 
ditentukan dalam teologi.” 


Ketika menjelaskan pandangan ini al-Taftazani mengatakan 
bahwa jika pemberi hukum (Tuhan) menunjuk sesuatu sebagai 
sebab hukum, itu berarti ia telah menetapkan bahwa kapanpun 
sesuatu ditemukan, dengan segala konsekuensinya, ketetapan 
hukum tersebut harus mengikutinya karena perintah atau 
kemestian Tuhan. Dengan demikian, sebelum datangnya 
Syari'ah sebab- sebab hukum tidak mewajibkan ketetapan- 
ketetapan hukum itu.” Lebih jauh, Sadr al-Syarfah menegaskan 
bahwa ketetapan-ketetapan Syariah dinisbatkan kepada 
sebab-sebabnya demi manfaat bagi masyarakat. Hukuman 
gishash dinisbatkan kepada pembunuhan meskipun korbannya 
meninggal karena takdir Tuhan tentang kematiannya pada 
saat tertentu. Karena itu, ketetapan-ketetapan Syari'ah secara 
eksternal dinisbatkan kepada sebab-sebabnya. Inilah makna 
sebab-sebab itu berpengaruh (mu'tatsirah).” Dengan kata 
lain, yang mewajibkan ketetapan-ketetapan Syari'ah Tuhan 
semata. Karena tindakannya mewajibkan tidak diketahui oleh 
masyarakat, dan mereka juga tidak dapat memahami, maka 
sebab-sebab (“illat) ditunjuk sebagai faktor yang mewajibkan 
(mujib) dan kewajiban itu dinisbatkan kepadanya dari sudut 
pandang masyarakat. 


2 Ubaidillah ibn Maud Sadr al-Syariah, Nihayat..., hlm. 62.5 Ia telah membuktikan 
hubungan sebab-akibat dalam sebab-sebab ketetapan hukum. Disepakati bahwa 
sebab-sebab hukum hanyalah tanda-tanda ketetapan hukum. Lebih jauh, tidak 
ada hubungan yang pasti (talazum) antara ketetapan hukum dengan sebabnya. 
Suatu ketetapan hukum kadang-kadang ada dan sebabnya tidak ada, demikian pula 
sebaliknya. Karena itu pernyataan Sadr al-Syar?ah jika sesuatu (yakni, sebab hukum) 
ada, maka kewajiban hukum ada, tidak dapat dipertahankan. 

$ Saad al-Din Mas'ud ibn Umar al-Taftazani, al-Talwih..., hlm. 62-63. 

M4 Ubaidillah ibn Mas'ud Sadr al-Syariah, Nihdyat..., hlm. 63. 
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Definisi keempat tentang “illat menyatakan bahwa ia adalah 
motif (baits) yang menggerakkan pemberi hukum untuk 
memberikan hukum. Definisi ini dikemukakan oleh al-Amidi, 
Ibn al-Hajib dan Kamal ibn Humam. Al-Amidi mengatakan 
bahwa di antara ahli fiqh terjadi perbedaan pendapat tentang 
“illat dalam kasus asal yang dipergunakan dalam pengertian 
tanda yang abstrak atau murni (amarah mujarradah). Pendapat 
yang umum diterima adalah bahwa “illat harus mempunyai 
pengertian motif (bdits) dalam kasus asal. Dengan kata lain, 
‘illat mengandung kebijakan atau alasan batin (hikmah) 
yang menjadi tujuan pemberi hukum, jika tidak ia hanya 
merupakan kualitas umum (washf tard) yang tidak mempunyai 
hikmah didalamnya, hanya semata-mata tanda, dan dengan 
demikian tidak menimbulkan hubungan sebab-akibat karena 
dua alasan. Pertama, tidak ada gunanya menjadi tanda kecuali 
ia melambangkan ketetapan hukum. Ketetapan hukum dalam 
kasus asal diketahui melalui komunikasi Tuhan (khithab) dan 
bukan oleh sebab (“illat) yang diambil darinya. Kedua, sebab 
kasus asal diambil dari ketetapan hukum kasus asal, ini berarti 
ia sekunder. Sekarang, jika sebab kasus asal menentukan 
ketetapan hukum kasus asal, ia akan bergantung pada ketetapan 
hukum dan menjadi sekunder. Ini menjadi problem yang tidak 
terselesaikan." 


Ibn al-Hajib juga mengajukan keberatan yang sama 
atas penggunaan ‘illat dalam pengertian tanda murni bagi 
ketetapan hukum. Ketika menjelaskan tujuan pemberi 
hukum, komentatornya, Adhuddin al-Iji mengatakan bahwa 
tujuan pemberi hukum adalah tercapainya kebaikan umum 
(tahsil al-mashlahah) atau penyempurnaannya (takmil), atau 


$ Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam..., hlm. 289. 
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mencegah keburukan atau menguranginya. Lebih lanjut ia 
menjelaskan dengan mengambil contoh larangan minum 
khamr. Menurutnya, sebab pelarangan tidak disebutkan dalam 
ayat al-Qur'an yang memberikan ketetapan hukum. Sebab 
larangan, yakni memabukkan, diambil darinya. Jika ‘illat hanya 
menandakan hukum dan hukum ditentukan olehnya, ini tetap 
menjadi problem yang tidak terselesaikan." 


Ibn Humam tidak menyebut “illat dengan motif (biits) 
yang menggerakkan pemberi hukum untuk membuat hukum. 
Namun definisi yang ia berikan mengandung makna yang 
sama. Ia mendefinisikan ‘illat sebagai kualitas yang karenanya 
ketetapan hukum ditentukan demi tercapainya hikmah, baik 
berupa kebaikan umum atau penyempurnaanya, atau mencegah 
keburukan atau menguranginya. Selanjutnya ia mengatakan 
bahwa hikmah ini merupakan sasaran pemberi hukum 
ketika menetapkan hukum, dan kualitas yang menjadi “illat 
mempunyai kemungkinan (mazinnah) mengandung hikmah 
ini.” 

Kata baits ditafsirkan oleh kebanyakan ulama sebagai motif 
atau pendorong yang menyebabkan pemberi hukum menetapkan 
hukum. Misalnya, pembunuhan yang disengaja dengan sarana 
yang mematikan merupakan motif (bdits) yang menggerakkan 
pemberi hukum memberikan ketetapan hukuman gishash untuk 
menjaga kehidupan manusia dari pembunuhan. Tetapi menurut 
pandangan ortodoks, motif ini tidak semestinya mengikat 
Tuhan atau memaksa-Nya memerintah atau melarang sesuatu. 
Mutazilah sebaliknya, berpendapat bahwa ‘illat mengikat Tuhan 
untuk memerintah atau melarang, karena menurut teori mereka 


** Adhuddin al-Iji, Syarh Muhtashar al-Muntaha, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), hlm. 360. 
** Amir Badsyah, Taisiru I-Thahrir, (Kairo: Mustafa al-Babial-Halabi, 1951), hlm. 302. 
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memerintah apa yang terbaik bagi manusia merupakan pengikat 
bagi-Nya. Pandangan ortodoks adalah tidak ada yang mengikat 
Tuhan. Perbuatan- perbuatan Tuhan atau perintah-perintah 
Tuhan didorong oleh kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, 
meskipun memerintah yang terbaik tidak mengikat- Nya. 'Illat 
dalam pengertian ini menunjukkan bahwa perintah Tuhan 
mengandung hikmah atau alasan batin yang menjadi tujuan 
pemberi hukum dalam pemberian hukum. Tujuan ini bisa jadi 
tercapainya manfaat atau menolak bahaya dari masyarakat. 
Dengan demikian, perbuatan Tuhan disebabkan (muallal) 
oleh kepentingan masyarakat." 


Ada penjelasan yang berbeda tentang baits dari yang baru 
saja disebutkan. Taj al-din al-Subki mengatakan bahwa “illat 
bepergian (safar) sebagai motif (bdits) bagi seseorang yang 
berada di bawah kewajiban hukum, bukan bagi Tuhan. Al-Subki 
mengkritik pandangan yang mengatakan bahwa setiap perintah 
Tuhan mempunyai motif yang menggerakkan pemberi hukum 
untuk memberikan hukum. Menurutnya, hal itu tidak mungkin 
bagi Tuhan. Jika Tuhan melakukan perbuatan untuk mencapai 
objek bagi diri-Nya sendiri, hal itu bergantung pada pemberian 
hukum kepada seseorang yang menjadi makhluk-Nya. Dengan 
demikian, sifat-sifat-Nya yang sempurna, mesti dan abadi, 
menjadi diciptakan dan tunduk pada ketidak sempurnaan. 
Karena itu, menurut al-Subki, penjelasan di atas lemah. 


Selanjutnya ia menjelaskan bahwa penjelasannya tentang 
baits, didukung oleh ayahnya, Tagiyy al-din al-Subki. Taj al-din 
ibn al-Subki menjelaskan bagaimana “illat hukum berperan 
sebagai motif bagi perbuatan manusia. Kembali ia mengambil 
hukuman gishish sebagai contoh. Pemeliharaan kehidupan 


8 Ubaidillah ibn mas'ud Sadr al-Syari'ah, al-Taudhih...., hlm. 63. 
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merupakan motif bagi hukuman gishash dan hukuman 
qishash merupakan perbuatan manusia yang berada dalam 
hukum kewajiban (mukallaf) yang ditentukan oleh Syari'ah. 
Ini menunjukkan bahwa di situ tidak ada “illat ketetapan 
Syari'ah, juga tidak ada sesuatu yang mendorong pemberi 
hukum memberikan hukum-Nya, karena Tuhan maha kuasa 
memelihara kehidupan meskipun tanpa ketetapan hukum ini. 
Perintah-Nya dihubungkan dengan pemeliharaan kehidupan 
yang menjadi tujuan kehidupan itu sendiri. Dengan perintah 
hukum gishish sebagai sarana pemeliharaannya. Baik sarana 
maupun tujuannya adalah objek pemberi hukum. 


Tuhan secara kebiasaan menjadikan hukum gishdsh sebagai 
sebab-akibat pemeliharaan kehidupan. Sekarang, ketika 
perintah hukum gishash dari Tuhan diimplementasikan, hakim 
atau wali dari orang yang terbunuh dan pembunuh tunduk 
kepada-Nya karena mentaati perintah-Nya dan sebagai sarana 
untuk memelihara kehidupan, ia akan memperolah dua pahala: 
pertama, karena menaati hukuman gishish dan kedua, karena 
memelihara kehidupan. Tuhan telah memerintahkan keduanya 
itu. Dari sini terlihat bahwa pemberi hukum mempunyai dua 
sasaran ketika memberikan ketetapan hukum di mana alasan 
atau ide dapat dipahami (magul mana). 

Kedua sasaran tersebut adalah ide atau alasan (mana) itu 
sendiri. Disamping perbuatan yang mengarah kepada alasan itu 
dan perintah bagi manusia yang berada dalam kewajiban hukum 
(mukallaf) untuk melaksanakan perbuatan yang bertujuan 
pada ide (mana) yang terkandung dalam ketetapan hukum 
tersebut. Dengan demikian, ide atau alasan (mana) motif bagi 
agen dan bukan bagi pemberi hukum. Penjelasan ini juga 
menunjukkan ketetapan hukum dimana alasan atau ide yang 
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dapat dipahami mengandung lebih banyak pahala ketimbang 
alasan yang supra rasional (taabbud). Karena itu pembedaan 
harus dilakukan dalam tiga tahap: perintah Tuhan tentang 
hukum gishash, hukum gishash itu sendiri dan pemeliharaan 
kehidupan. Pemeliharaan kehidupan merupakan motif bagi 
yang kedua dan bukan bagi yang pertama. Demikian juga 
dengan pemeliharaan hak milik dimaksudkan dengan hukuman 
potong tangan dan pemeliharaan akal dengan menjaganya dari 
kondisi mabuk." Penjelasan tentang bdits yang diberikan Ibn 
al-Subki ini tidak banyak diapresiasi. Kebanyakan ahli figh 
menganggapnya sebagai motif pemberian hukum oleh pemberi 
hukum dan bukan bagi seseorang yang tunduk pada perintah 
hukum. 


Ashariyyah mengkritik penafsiran ‘illat sebagai baits. Dalam 
pendekatan mereka terhadap perintah-perintah hukum, sangat 
dipengaruhi oleh Fakhruddin al- Rrazi. Mereka berpendapat 
bahwa ketetapan Syarfah tidak tunduk pada sebab- akibat dan 
dan tidak didasarkan pada kepentingan umum dan kebaikan 
manusia. Ketetapan-ketetapan itu ada karena diciptakan Tuhan 
dan kehendak-Nya. Ketika mengkritik definisi “illat dengan 
bêits (motif), Ibn al-Subki mengatakan, kami menafsirkan ‘illat 
sebagai muarrif (penanda) dan tidak menafsirkannya sebagai 
baits (motif), karena tidak ada yang menggerakkan Tuhan 
melakukan suatu perbuatan. 


Sebaliknya, mereka yang mendefinisikan “illat sebagai bdits 
mengkritik para penentangnya, yakni mereka yang menolak 
sebab-akibat perintah-perintah hukum dan mereka yang 
berpendapat bahwa “illat hanyalah tanda bukan sebab. Sadr 


® Tagiyy al-din dan Taj al-din al-Subki, al-Ibhaju Syarhi Minhiji I-Ushul, Vol III (Kairo: 
Mathbaah al-Taufig al- Adabiyyah, tt), hlm. 29-30. 
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Syari'ah menegaskan alangkah jauh dari kebenaran pandangan 
mereka yang mengatakan bahwa perintah-perintah hukum 
tidak tunduk pada sebab-akibat. Para Nabi diutus oleh Tuhan 
agar makhluk memahami petunjuk bagi mereka dan tujuan 
menyuguhkan mu'jizat oleh para Nabi tersebut adalah agar 
masyarakat puas dengan mereka. Mereka yang menolak sebab- 
akibat, sesungguhnya menolak kenabian. Jika perbuatan Tuhan 
tidak mempunyai tujuan sama sekali, hal itu menunjukkan 
bahwa perbuatan-Nya sia-sia. 


Al-Ghazali tampaknya ragu dalam mendefinisikan “illat. 
Alasan keraguannya sama dengan yang dialami oleh ulama' 
Ash'ariyyah lainnya. Ia menghadapi dilema karena dalam teologi 
Ash'ariyyah menolak kausalitas, sebab-akibat, dalam ketetapan- 
ketetapan Syari'ah, tetapi fiqh mengakuinya, terutama dalam 
kasus giyas.” 

Al-Rrazi, Yang juga ulama Ashariyyah, jatuh ke dalam 
paradoks ini. Ia mengkritik para pendukung kausalitas dalam 
perintah hukum. Karena itu al-Rrizi dan ulama Sysyafi iyyah 
lainnya mendefinisikan ‘illat hanya sebagai penanda (muarrif) 
atau tanda (alamah). Al-Ghazali juga memberikan berbagai 
definisi tentang ‘illat sebagai berikut: 


a. Tanda (alamah) 


Dalam figh makna “illat adalah tanda (“alamah) dan 
merupakan suatu kemungkinan bahwa pemberi hukum 
menentukan semua jenis ‘illat yang disebut sebagai tanda 
(alamah). 


? Tagiyy al-din al-Subki dan Taj al-din al-Subki menyadari kontradiksi ini dan 
berusaha menyelesaikan problem tersebut. Lihat al-Ibhaj..., juz III, hlm. 63. 
Bandingkan dengan al-Ghazali, al Mustasfa...., hlm. 281. 
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Terjadi perbedaan pendapat tentang apakah ada dua 
sebab bagi satu ketetapan hukum. Yang benar, menurut al- 
Ghazali, hal itu adalah mungkin, karena “illat suatu ketetapan 
hukum Syari'ah adalah tanda (“alamah) dan bukan tidak 
mungkin untuk menentukan dua tanda bagi sesuatu.”' 


b. “Tllat dengan arti motif (baits) 


Yang dimaksud dengan “llat hanyalah motif (baits) yang 
menggerakkan pemberi hukum memberikan ketetapan hukum: 
jika seseorang menyebutkan semua yang memabukkan dengan 
namanya satu persatu. Misalnya, jangan minum khamar, nabiz 
dan lainnya. Kemudian ia jelas-jelas mengungkapkan semua 
objek yang ketetapan hukum berlaku baginya. Penyebutan 
yang menyeluruh tentang objek-objek yang ketetapan hukum 
berlaku baginya tidak menghalangi untuk berpendapat bahwa 
motif yang menggerakkannya pada larangan adalah karena efek 
memabukkan itu.” 


c. ‘Illat berarti mewajibkan hukum karena otoritas Syari'ah 

(mujib bi jal al- syar) 

‘Illat tentunya mewajibkan (mujibah). Tentang sebab 
rasional (“llat agliyyah), ia mewajibkan dengan sendirinya. 
Adapun tentang sebab hukum (‘illat syar'iyyah), Syari'ahlah yang 
menjadikan sebab itu mewajibkan (mujibah) atau memastikan, 
dalam arti bahwa kewajiban (wujub) dinisbatkan kepadanya, 
seperti kewajiban potong tangan dinisbatkan kepada pencurian, 
meskipun diketahui bahwa hal itu menjadi wajib karena 
otoritas Tuhan.” 


°’ Al-Ghazali, al-Mustasfa, hlm. 282-283. 
2 Tbid., hlm. 284. 
=” Al-Ghazali, Syifa'..., hlm. 21. 
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Pandangan bahwa sebab-sebab hukum (‘ilal syar'iyyah) 
dan sebab-sebab rasional (“ilal agliyyah) sama adalah salah, 
karena ada sebab-sebab yang tidak sesuai bagi ketetapan 
hukum, dan ada pula yang sesuai dengan ketetapan hukum 
tetapi tidak menetapkan hukum dengan sendirinya, bahkan 
ketetapan hukum menjauh dari sebabnya. Karena itu merupakan 
suatu kemungkinan bahwa hal-hal yang memabukkan tidak 
mesti melarang khamr dan bahwa hukuman hadd tidak mesti 
ditimbulkan karena zina dan pencurian. Ini berlaku bagi sebab- 
sebab, baik yang langsung ('illat) maupun tidak. 


d. “Illat dapat berarti tanda, motif dan kewajiban karena 
otoritas Syari'ah 


1) Dalam bahasa hukum, “illat terkadang didefinisikan 
sebagai aksiden ('aridh) yang meniscayakan penciptaan 
ketetapan hukum, kadang-kadang sebagai motif, seperti 
kepentingan umum dan kadang-kadang sebagai tanda 
(“alamah) yang menunjukkan ketetapan hukum.” 


2) Orang-orang menetapkan “illat karena karena beberapa 
pertimbangan. 


Mereka tidak memahami dengan baik dan berbeda 
pendapat tentang jenis “illat yang seperti ini. Tat adalah 
istilah pinjaman yang digunakan sebagai tanda Syariah. 
Mereka meminjam istilah ini dari tiga tempat karena 
berbagai pertimbangan. Pertama, ia dipinjam dari 
sebab rasional yang berarti sebab yang meniscayakan 
ketetapan hukum dengan sendirinya. Kedua, ia dipinjam 
dari motif (bdits), karena motif perbuatan disebut sebab 
perbuatan. Jika seseorang misalnya, memberikan 


4 Ibid., hlm. 550. 
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sesuatu kepada orang miskin, hal itu diduga bahwa ia 
memberi karena kemiskinannya. Ketiga, ia dipinjam 
dari arti “rasa sakit“ (‘illat al-maridh). Apa yang ia 
anggap sebagai penyakit adalah sebab sakit. Dengan 
mempertimbangkan hal ini para fuqaha? memberikan 
nama yang berbeda bagi sebab menjadi “illat (sebab 
langsung) dan sabab (sebab tak langsung). Karena itu 
mereka percaya bahwa sebab (“illaf) hukuman gishêsh 
adalah pembunuhan dan sebab potong tangan adalah 
pencurian.” 


Perbedaan pendapat dalam mendefinisikan ‘illat sebenarnya 
akibat perbedaan pendekatan terhadap sebab-akibat ketetapan 
Shariah. Namun sudah pasti bahwa ketetapan-ketetapan 
hukum Syari'ah mempunyai sebab-sebab dan sebab-sebab 
dapat dinisbatkan kepada pemberi hukum, juga kepada fuqaha. 
Penisbatan sebab hukum kepada pemberi hukum berarti sebab 
itu menggerakkannya untuk memberi hukum. Penisbatannya 
kepada fuqaha' berarti ahli hukum tersebut berpendapat bahwa 
ketetapan hukum dalam kasus tertentu adalah begini dan 
begitu menurut pendapatnya ketika ia menegaskan sebabnya. 
Singkatnya, “illat dapat didefinisikan sebagai kualitas yang 
meniscayakan pengetahuan tentang ketetapan hukum Syari'ah 
dalam kasus-kasus yang tidak diungkap oleh nash. 


‘Illat kadang-kadang dicampuradukkan dengan sabab, 
“alamah, syarth dan hikmah. “Abd al-'Aziz al-Bukhari melihat 
bahwa “illat, sabab dan “alamah serupa satu sama lain. Sabab 
kadang-kadang menggambarkan makna “illat dan kadang- 
kadang ‘illat menggambarkan pengertian alamah, demikian 


? Al-Ghazali, al-Mustasfa...., hlm. 58. 
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juga syarat kadang-kadang digunakan dalam pengertian ‘illat 
dan keduanya menggambarkan alamah. Ketiganya hampir 
tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya kecuali dengan 
pemikiran yang sangat mendalam.”J| 


?6 Abd al-Aziz al- Bukhari, Kasyf..., hlm. 1294. 
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PESAN 


PUED 


ANALISIS METODOLOGI QIYÂS 
TERHADAP FATWA HUKUM NU 


A. Sekilas Sejarah NU 


Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat dengan NU 
merupakan salah satu ormas Islam Indonesia yang banyak 
menarik perhatian berbagai kalangan, meskipun kebanyakannya 
menyoroti gerakan sosial dan politik. Organisasi ini berdiri pada 
tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H,' sebagai sebuah 
strategi perjuangan alternatif yang berasal dari kegagalan 
tradisionalis untuk ikut memperjuangkan beberapa isu? yang 
menjadi identitas mereka untuk dibawa ke kongres al-Islam, 
baik Kairo maupun Hijaz. 


! Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, 
dan Uswah, Buku I (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 1.» Martin van Bruinessen, 
NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru. Terj. Farid Wajidi 
(Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 27.3 Andree Feillard, NU Vis a-Vis Negara, Pencarian 
Isi, Bentuk, dan Makna. Terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 11-12. 

Isu yang terbesar adalah agar ide keberagamaan dengan pendekatan bermadzhab 
tidak dipersoalkan oleh kekhalifahan yang memegang kekuasaan atas Tanah 
Haram, dan amaliah-amaliah tradisionalis tetap diperkenankan untuk dilakukan. 
Bandingkan dengan: Martin van Bruinessen, NU: Tradisi...., hlm. 32. 

Pilihan ditetapkan untuk menghadiri kongres Hijaz (Makkah) setelah diadakan 
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Sebab kelahiran NU secara langsung sebenarnya merupakan 
respons terhadap geliat pemikiran pembaharuan yang terjadi 
tidak hanya di Indonesia, bahkan sebelum Abdul Aziz bin Saud 
menaklukkan raja Hijaz pada tahun 1942. Namun moment 
yang tepat, sekaligus merupakan akumulasi dari gerakan yang 
cukup lama dilakukan adalah saat di mana Kongres Makkah 
yang diyakini akan sangat mengganggu aktivitas peribadatan 
tradisionalis ketika beribadah di Tanah Suci atau akan memberi 
pengaruh terhadap orang-orang Indonesia yang saat itu sedang 
mengadakan pendidikan di Makkah. Ketika Kongres Al-Islam 
yang sedianya akan digunakan untuk menyuarakan aspirasi 
tersebut tidak menyepakati usulan dan menetapkan wakil-wakil 
yang tidak menyediakan tempat bagi orang-orang tradisionalis, 
maka usaha tersebut harus dilakukan sendiri dengan cara 
membentuk organisasi yang akan mengirim utusan menemui 
Raja Saudi. 

Pada Awalnya, organisasi tersebut bernama Komite Hijaz 
yang berdiri atas dorongan Kyai Wahab Hasbullah, seorang 
ulama tradisionalis yang semula termasuk delegasi hasil kongres 
al-Islam kemudian dicoret dengan alasan tidak memiliki 
organisasi. Misi jangka pendeknya bukanlah untuk merespons 
ide kekhalifahan, namun lebih kepada usaha memperjuangkan 
nilai-nilai tradisional yang dianut. Saat kongres Mekkah 
(1952) berlangsung, utusan komite ini (KH. R. Asnawi Kudus) 
batal berangkat karena alasan teknis, maka diputuskan untuk 
mengirimakan utusan susulan terdiri dari tiga orang, yaitu KH. 
A. Wahab Hasbullah, Syeikh Ghanaim al Misri (warga Negara 
— kongres al-Islam ke lima. Kedua kongres tersebut dalam istilah van Bruinessen 

merupakan upaya pencarian makna internasinonalisasi Islam baru. Keduanya sama- 


sama mewakili ide pembaruan. Penjelasan lengkap lihat; Martin van Bruinessen, 
NU: Tradisi..., hlm. 28-44. 
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Mesir yang kemudian diangkat menjadi salah satu anggota 
Mustasyar), dan KH. Dahlan Abdul Qahar (salah seorang pelajar 
yang sedang menempuh studi di Mekkah). Utusan Komete ini 
kembali dengan membawa jaminan dari Raja Saudi terhadap 
kebebasan amaliah madzhab-madzhab Sunni di Tanah Suci. 


Saat dirasa perlu sebuah organisasi sebagai sarana 
memperjuangkan aspirasi agar lebih efektif, muncullah 
kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama 
Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 
Januari 1926) dengan KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.” 
K.H. Hayim Asy'ari merupakan tokoh sentral dalam pendirian 
NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh di internal 
NU. Salah satunya adalah pemikirannya tentang bermadzhab, 
di mana ia menawarkan empat pilihan bermadzhab. Dalam 
pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. 
Beliau sendiri telah menetapkan memilih madzhab Syafi'i, sebab 
madzhab ini dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia dan 
selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (Istinbath) 
hukum-hukum Islam. 


B. NU dan Pemikiran Hukum dengan Pendekatan 
Bermadzhab 


Kemunculan NU sebagai respons terhadap spirit 
pembaharuan yang dibawa pemerintah bani Sa'ud, tidak hanya 
mewakili komitmen terhadap moralitas tradisional dalam 
memperlakukan situs-situs peninggalan sejarah, seperti kuburan 
para pejuang dan tokoh-tokoh penting dalam perjalanan sejarah 


4 Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU: Sejarah...., hlm. 71.5 Martin 
van Bruinessen, NU: Tradisi..., hlm. 28-44. 

° Abdul Muchith Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran, (Surabaya : 
Khalista, 2006), hlm. 8. 
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Islam, melainkan juga menghendaki formulasi argumentasi 
yang meyakinkan atau setidaknya dapat ditolerir dan dihormati 
oleh berbagai kalangan. Dalam bidang hukum, argumentasi 
yang meyakinkan dapat ditemukan (tersedia) pada 4 madzhab 
besar Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Oleh 
karena itu, pilihan bermadzhab dengan keempat madzhab 
ini merupakan upaya strategis dalam bertahan dari serangan 
puritan. 

Di samping itu, kemampuan madzhab-madzhab yang empat 
ini bertahan dalam masa panjang dan dianut di berbagai belahan 
dunia, di tempat dan masa yang bahkan sama sekali berbeda 
dari tempat dan saat ia dirumuskan, meninggalkan produk- 
produk hukum dan alur argumentasi yang hegemonic. Oleh 
karena itu, keempat madzhab ini menempati posisi terhormat 
dalam ilmu hukum Islam, baik oleh yang sepaham maupun 
yang berseberangan. Apa lagi dalam konteks Indonesia, di 
mana sejarawan sepakat bahwa kedatangan Islam di Tanah Air 
dibawa oleh propagandis-propagandis muslim yang mengikat 
diri dalam keyakinan-keyakinan bermadzhab, khususnya 
Syafi'iyyah." 

Madzhab-madzhab Sunni khususnya empat madzhab 
besar tersebut juga memberikan beragam produk hukum, yang 
cukup kaya dan terdokumentasi dengan baik, guna merespons 
masalah-masalah yang terjadi di masyarakat baik berkenaan 
dengan praktek-praktek murni keagamaam dan keberagamaan, 
maupun kemasyarakatan. Respons terhadap permasalahan 
keagamaan dapat dengan cepat diberikan dan cukup praktis, 


“ Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris 
(Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 27.; Azyumardi Azra, Islam Nusantara; Jaringan 
Global dan Lokal. Terj. Iding Rosyidin Hasan (Bandung: Mizan, 2002). 
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hanya dengan melacak ke dalam dokumen-dokumen/kitab- 
kitab para yuris. Demikian pula dalam masalah social, seperti 
politik, hukum, moralitas, Negara, dan lain-lain, juga dapat 
diberikan dengan cara yang sama, meskipun tidak sekaya 
masalah-masalah keagamaan. Pola bermadzhab seperti ini bisa 
disebut dengan “bermadzhab secara harfiah. 


Generasi awal NU mengikatkan diri dengan sangat erat 
pada pola bermadzhab dalam arti harfiah seperti ini. Alasan 
utamanya adalah bahwa saat ini tidak ditemukan orang yang 
memiliki kualitas yang cukup untuk berijtihad, dalam makna 
menggagas dan menggali hukum secara mandiri.” Alasan 
lain mengapa NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau 
memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan 
merujuk langsung kepada nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah 
adalah adanya pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu 
agama Islam (transmisi) tidak boleh terputus dari suatu generasi 
ke generasi berikutnya. Sehingga, yang perlu dilakukan adalah 
menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi." 
Dalam hal ini KH. Hasyim Asy'ari menegaskan: 


aa Jal aa yaa Agen SAN Aa del 
E VOL IA Yak Vita Vla ya 


Konsekuensinya, penetapan (tagrir) keputusan hukum 
diambil secara utuh dari kitab-kitab yang terafiliasi dalam 


7 Imam Yahya, Dinamika Ijtihad NU, Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2009, hlm. 47. 

$ Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999, Yogyakarta 
: LkiS, cet. I, 2004, hlm. 115-116. 

? Hasyim Asyari, Mugoddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama (Kudus: Menara 
Kudus, 1971), hlm. 65-66. Muqaddimah Qanun Asasi, merupakan pijakan strategis 
organisasi. Ia diambil dari pidato pembukaan Muktamar NU pertama di Surabaya 
pada tahun 1926, yang disampaikan oleh KH. Hasyim Asy'ari. 
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empat madzhab yang diakui tersebut. Pola ini menjadi trend 
dan terus berlangsung hingga sekarang, dengan pematangan 
yang terstruktur dalam sebuah lembaga khusus yang dikenal 
dengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Awalnya LBM bukan 
merupakan sebuah lembaga, namun merupaka sebuah Lajnah 
yang dalam managemen organisasi NU berarti perangkat yang 
bertugas menjalankan program tertentu dan memerlukan 
penanganan khusus, sehingga bersifat ad hoc. Sejak Muktamar 
31 di Donohudan Solo, baru dinaikkan statusnya menjadi 
lembaga. 


LBM merupakan sebuah lembaga yang memiliki 
kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang 
dihadapi warga Nahdhiyyin. Secara organisatoris, lembaga ini 
bertingkat mulai dari tingkat ranting sampai tingkat pusat. Secara 
hirarki, pengkajian persoalan dalam Lembaga Bahtsul Masail 
berlangsung secara bertahap. Persoalan yang belum selesai 
dikaji pada level majelis cabang, akan diteruskan kepada cabang. 
Jika pada level ini belum juga terselesaikan, maka masalah 
tersebut dibawa ke tingkat wilayah, terus sampai pusat (PBNU) 
dalam forum muktamar. Dengan demikian, secara teoritis bisa 
dikatakan bahwa bahtsul masail yang diselenggarakan oleh 
PBNU merupakan forum yang mempunyai otoritas tertinggi 
dan memiliki daya mengikat lebih kuat bagi warga NU dalam 
memutuskan masalah keagamaan. 


Mekanisme penjawaban masalah yang dilakukan dalam 
bahtsul masail tidak keluar dari word view NU tentang pola 
bermadzhab. Meskipun secara factual disadari, kekayaan 
produk hukum yang terdokumentasi dalam tulisan para yuris 
madzhab dan juga lewat mekanisme periwayatan/transmisi 
yang sah tidak lagi mampu mengcover secara tekstual masalah- 


/ 168 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


masalah kekinian dalam konteks Indonesia, atau teks-teks yang 
ditemukan dirasa tidak lagi relevan dengan masa dan tempat 
karena berbagai sebab. 


Untuk mengatasi kenyataan tersebut, NU bergerak 
secara dinamis dengan mendefinisikan makna baru dalam 
bermadzhab. Re-definisi ini terlihat pada dua dekade terakhir 
melalui auto kritik dari tokoh-tokoh muda NU; Abdurrahman 
Wahid, Sahal Mahfudz, dan Masdar Farid Mas'udi, dan lain-lain, 
hingga muncul keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992 di 
Bandar Lampung, dimatangkan dalam Muktamar tahun 2004, 
dan dilengkapi dengan Munas Surabaya tahun 2006, di mana 
implementasi bermadzhab tercermin dari cara/mekanisme 
penjawaban atas masalah-masalah yang dibicarakan dan harus 
dicarikan hukumnya. Keputusan penting berkenaan dengan 
perubahan pola bermadzhab ini berupa petunjuk penjawaban 
atas masalah yang dihadapi menggunakan pendekatan manhaji. 
Pendekatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu ilahag al- 
masail bi nazairiha dan Ijtihad Jama'i. Cara yang pertama 
dilakukan “... dengan memperhatikan mulhaq, mulhag bih dan 
wajhu al-ilhag oleh para mulhig yang ahli”'* Dengan demikian 
sesungguhnya metode ilhag ini tidak keluar dari pendekatan 
Oauli, namun hanya sekedar memperluas jangkauan “ibarat 
kitab dalam konteks permasalahan internalnya kepada konteks 
lain. 


Sedangkan cara yang terakhir adalah benar-benar 
diperuntukkan untuk menghadapi keadaan yang besar 
kemungkinan tidak lagi bisa dijawab dengan menggunakan 
pendekatan gauli, sebagai mana terlihat dalam diktum 
keputusan Munas “.... Dalam kasus, di mana tidak ada gawl atau 


10 Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, 
dan Uswah, Buku II (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 37. 
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wajh sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa 
dilakukan istinbath jama'i dengan prosedur bermadhhab manhaji 
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oleh para ahlinya.” 


Dengan produk Munas tahun 1992 ini, yang kemudian 
dikukuhkan dalam Muktamar tahun 2004, Donohudan- 
Solo, terlihat pergeseran aktivitas pemikiran hukum oleh 
NU. Pergeseran ini menjadi menarik karena perubahan 
metodogi penjawaban masalah ditempatkan secara cerdas 
dengan tidak keluar dari lingkup pola bermadzhab. Ahmad 
Baso menyebutkan pergeseran ini dengan perubahan tipikal, 
yang diidentifikasinya terjadi dalam lima tipe; (1) interpretasi 
teks fiqh secara kontekstual, (2) perubahan pola bermadzhab 
qauli (tekstual) ke arah manhaji (kontekstual), (3) verifikasi 
mendasar mana ajaran pokok (usul) dan mana yang cabang 
(furu'), (4) fiqh dihadirkan sebagai etika social dan bukan 
hukum positif Negara, dan (5) pengamalan pendekatan dan 
metodologi filosofis, terutama dalam masalah-masalah social.” 


Bahtsu I-masail NU Sejak 1926-2010 setidaknya telah 
menetapkan 444 masalah Diniyyah wagi'iyyah, 30 masalah 
Diniyah maudhw'iyyah, dan 10 masalah Diniyyah Ganuniyyah." 
Dengan rincian sebagai berikut: 


1. Muktamar I di Surabaya pada tanggal 13 Rabius Tsani 1345 
H / 21 Oktober 1926 M memutus 27 masalah, 


2. Muktamar II di Surabaya pada tanggal 12 Rabius Tsani 1346 
H. / 9 Oktober 1927 M memutus 9 masalah, 


1 Ibid. 

2 Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme-Islam dan 
Fundamentalisme Neo-Liberal (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 42. 

3 Data ini merupakan hasil verifikasi penulis dari tulisan Imam Ghazali Said dalam 
catatan editornya untuk buku Ahkam al-Fugaha, dan ditambahkan dengan hasil 
muktamar Makasar tahun 2010. 
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10. 


11. 


12. 


13, 


14. 


15. 


Muktamar III di Surabaya pada tanggal 12 Rabius Tsani 
1347 H. / 28 September 1928 M. memutus 22 masalah, 
Muktamar IV di Semarang pada tanggal 14 Rabius Tsani 
1348 H. / 19 September 1929 M. memutus 26 masalah, 
Muktamar V di Pekalongan pada tanggal 13 Rabius Tsani 
1349 H. / 7 September 1930 M. memutus 23 masalah, 
Muktamar VI di Pekalongan tanggal 22 Rabius Tsani 1350 
H. / 27 Agustus 1931 M. memutus 11 masalah, 

Muktamar VII di Bandung pada tanggal 13 Rabius Tsani 
1351 H. / 9 Agustus 1932 M. memutus 11 masalah, 
Muktamar VIII di Jakarta pada tanggal 12 Muharram 1352 
H. / 7 Mei 1933 M. memutus 15 masalah, 

Muktamar IX di Banyuwangi pada tanggal 8 Muharram 
1353 H. / 23 April 1934 M. memutus 12 masalah, 
Muktamar X di Surakarta pada tanggal 10 Muharram 1354 
H. / 5 April 1935 M. memutus 25 masalah, 

Muktamar XI di Banjarmasin pada tanggal 19 Rabiul Awal 
1355 H. / 9 Juni 1936 M. memutus 15 masalah, 
Muktamar XII di Malang pada tanggal 12 Rabius Tsani 1356 
H. / 25 Maret 1937 M. memutus 18 masalah, 

Muktamar XIII di Menes Banten pada tanggal 13 Rabius 
Tsani 1357 H. / 12 Juli 1938 M. memutus 22 masalah, 
Muktamar XIV di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ula 
1358 H. / 1 Juli 1939 M. memutus 21 masalah, 
Muktamar XV di Surabaya 10 Dzul Hijjah 1359 H. / 9 
Pebruari 1940 M. memutus 13 masalah. Muktamar XVI 
di Purwokerto tanggal 26-29 Maret 1946 M. memutus 5 
masalah, 
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16. 


17; 


18. 


19. 


20: 


2). 


22. 


23; 


24. 


25; 


26. 


Muktamar XX di Surabaya tanggal 10-15 Muharram 1374 
H. / 8-13 September 1954 M. memutus 5 masalah, 
Konfrensi Besar Pengurus Besar Syuriah Nahdhatul Ulama 
di Surabaya tanggal 16-17 Sya ban 1376 H. / 19 Maret 1957 
M. memutus 2 masalah, 

Konfrensi Besar Pengurus Besar Syuriah Nahdhatul Ulama 
di Jakarta 21-25 Syawal 1379 H. / 18-22 April 1960 M. 
memutus 19 masalah, 


Konfrensi Besar Pengurus Besar Syuriah Nahdhatul Ulama 
di Jakarta 1-3 Jumadil Ula 1381 H. / 11-13 Oktober 1961 
M. memutus 7 masalah, 

Rapat dewan partai NU di Salatiga tanggal 25 Oktober 1961 
M. memutus 1 masalah tentang perempuan mencalonkan 
diri menjadi kepala desa, 

Muktamar Nahdhatul Ulama XXIII di Solo tanggal 29 Rojab 
- 3 Sya ban 1381 H. / 25-29 Desember 1962 M. memutus 6 
masalah, 

Muktamar Nahdhatul Ulama XXV di Surabaya tanggal 20- 
25 Desember 1971 M. memutus 8 Masalah, 

Muktamar Nahdhatul Ulama XXVI di Semarang tanggal 10- 
16 Rojab 1399 H. / 5-11 Juni 1979 M. memutus 6 masalah, 
Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta tanggal 30 
Syawwal 1401 H. / 30 Agustus 1981. memutus 11 masalah, 
Munas Alim Ulama di Sukorejo Situbondo tanggal 6 Rabiul 
Awal 1404 H. / 21 Desember 1983 M. memutus 6 masalah, 
Muktamar Nahdhatul Ulama XXVII di Situbondo 8-12 
Desember 1984 M. memutus 16 masalah, Munas Alim 
Ulama di Kesugihan Cilacap 23-26 Rabiul Awal 1408 H. / 
15-18 Nopember 1987 M. memutus 8 masalah, 
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27. Muktamar Nahdhatul Ulama XXVIII d Muktamar 
Nahdhatul Ulama di Pondok Pesantren Krapayak 
Yogyakarta 26-29 Rabiul Akhir 1410 H. / 25-28 Nopember 
1989 M. memutus 23 masalah, 


28. Munas Alim Ulama di Bandar Lampung 16-20 Rajab 1412 
H. / 21-25 Januari 1992 M. menghasilkan 3 keputusan. 
1 masalah penting yaitu tentang sistem pengambilan 
keputusan hukum dalam Bahtsul Masail di lingkungan 
NU. Pada saat inilah dunia pemikiran di kalangan NU telah 
mengalami kemajuan yang signifikan karena melelui Munas 
ini dapat disepakati tentang metode bermadzhab secara 
manhaji (metodologi). Metode ini sebagai metode alternatif 
dari dua metode yang telah digunakan sebelumnya yakni 
metode gauli (tekstual) dan metode ilhagi (analogi). 

29. Muktamar Nahdhatul Ulama XXIX di Cipasung Tasikmalaya 
tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M. memutus 9 
masalah wagi'iyyah dan 3 masalah maudu'iyyah, 

30. Munas Alim Ulama di Pondok Pesantren Oomaeul 
Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara 
Barat tanggal 16-20 Rojab 1418 H. / 17-20 Nopember 
1997 M. memutus 13 masalah wagi'iyyah dan 4 masalah 
maudu'iyyah, 

31. Muktamar Nahdhatul Ulama XXX di Lirboyo Kediri Jawa 
Timur 21-27 Nopember 1999 M. memutus 10 masalah 
wagi'iyyah dan 6 masalah maudu 'iyyah, 

32. Munas Alim Ulama di Pondok Gede Jakarta tanggal 14- 
17 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 25-28 Juli 2002 M. memutus 9 
masalah wagi'iyyah (kasuistik) dan 4 masalah muduiyyah 
siyasiyyah (tematik-teoritis-politik) kontemporer seperti 
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masalah zakat profesi, Hutang Negara, hukuman bagi 
koruptor, dan money politik. 


33. Muktamar Nahdhatul Ulama XXXI di Asrama Haji 
Donohudan Boyolali Jawa Tengah 16-18 Syawal 1425 H. 
/ 29 Nopember-1 Desember 2004 M. memutus 4 masalah 
wagi'iyyah (realistis-kasuistik) dan 3 masalah mauduiyyah 
(tematik-teoritis). 

34. Muktamar Nahdhatul Ulama XXXII di Asrama Haji 
Sudiang-Makasar, 7 Rabi al-Awwal 1431 H/23 Maret 
2010 M. memutuskan 8 masalah wagi'iyyah, 6 masalah 
Maudlu'iyyah, dan 10 masalah Ganuniyyah. 


C. Mekanisme Pemecahan Masalah 


Telah dijelaskan bahwa istinbathh dalam pengertian 
penggalian langsung dari al-Qur'an dan al-Hadits masih sulit 
dilakukan oleh para ulama NU karena adanya keterbatasan- 
keterbatasan. Untuk itulah, para ulama NU memandang 
bahwa melakukan istinbathh dari hasil istinbathh ulama-ulama 
terdahulu lebih praktis dan lebih mudah untuk dilakukan. 
Namun, sebenarnya para ulama NU dalam memberikan fatwa 
telah memakai kaidah-kaidah figh dan ushul figh atau berproses 
secara manhaji. Dalam praktiknya, LBM NU menggunakan 
tiga macam metode untuk menjawab permasalah hukum yang 
diajukan. Ketiganya diterapkan secara berjenjang, yaitu: 


a. Metode Qauly 


Metode ini adalah suatu cara penetapan hukum yang 
digunakan oleh ulama NU dalam Bahtsul Masail ketika 
membahas persoalan hukum dengan cara mempelajari masalah 
yang dihadapi. Setelah dipelajari, persoalan tersebut kemudian 
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dicarikan jawabannya pada kitab-kitab fiqh yang menjadi 
rujukan (kutub al mu'tabarah) dari empat madzhab. Cara yang 
ditempuh dalam bahtsul masail melalui metode gauly ini adalah 
dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya, 
dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah 
“jadi” dalam lingkup madzhab" 

Dalam kasus ketika jawaban masalah bisa dicukupi oleh 
barah al-kitab (ungkapan teks kitab rujukan) dan di sana 
terdapat hanya satu gaul/wajah (pendapat), maka dipakailah 
gaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam teks tersebut. 
Secara operasional prosedur pertama ini dilakukan dengan 
mencocokkan kasus yang hendak dicari jawaban hukumnya 
dengan arti teks figh secara tektual tanpa ada pertimbangan 
konteks situasi dan kondisi dimana teks itu muncul." 


Apabila jawaban masalah bisa dicukupi oleh “ibarah al- 
kitab (ungkapan teks kitab rujukan) dan di sana terdapat lebih 
dari satu gaul/wajah, maka dilakukan tagrir jamai (penetapan 
secara kolektif) untuk memilih satu gaul/wajah yang dianggap 
lebih valid. Bila perbedaan tersebut terjadi dalam madzhab 
al-Sysyafi'i, maka diselesaikan dengan memilih secara hirarkis 
pendapat-pendapat sebagai berikut, 1) pendapat yang disepakati 
asy-Syaikhani (al-Nawawi dan Roffi), 2) pendapat yang dipegang 
oleh al-Nawawi saja, 3) pendapat yang dipegang oleh Rafi'I saja, 
4) pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, 5) pendapat 
ulama yang terpandai, 6) pendapat ulama yang paling wara’. 6 


M Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih “Tradisi” Pola Madzhab ( Yogyakarta : 
Elsag Press, 2010), hlm. 202. 

5 Mahsun Mahfudh, “NALAR HUKUM NAHDLATUL ULAMA” dalam: http:// 
mahsunmahfudh.blogspot.com/2010/08/nalar-hukum-nahdlatul-ulama 6534.html 
di akses pada Desember 2010. 

16€ Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-orang NU (Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 
2007), hlm. 31. ketetapan ini telah ada sejak muktamar pertam. Lihat: Ahkamul 
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b. Metode Ilhaqi 


Metode ini ditempuh apabila metode gauli tidak dapat 
dilakukan. Bila suatu masalah dalam bahtsu I-masail tidak 
ditemukan jawabannya secara tekstual pada kitab-kitab madzhab, 
maka langkah yang dilakukan adalah dengan menyamakan 
hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh 
kitab rujukan (belum ada ketetapannya) dengan kasus atau 
masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada jawaban 
atau ketetapan hukumnya).” Metode ini dinamakan dengan 
Ilhag al-masail bi nazairiha (menghubungkan/menyamakan 
masalah-masalah dengan padanannya). Teknisnya dilakukan 
secara jama'i (kolektif) oleh para ahli yang disebut Mulhig. 


Prosedur ilhag ini dilakukan dengan mengikuti logika 
analogi dalam metode giyas. Prosedur ini sering disebut 
sebagai metode “al-giyas” khas Nahdhatul Ulama. Apakah 
metode ini merupakan redefinisi NU terhadap qiyas, atau ia 
termasuk dalam makna giyas dalam tradisi pemikiran figh 4 
madzhab, akan dibicarakan lebih lanjut. Namun yang pasti, bila 
ia merupakan implementasi dari makna giyas, atau perluasan- 
perluasan yang dihasilkan dari kaidah-kaidah umum yang 
dieksplorasi dari hasil-hasil pemikiran giyas (al-gawaid al- 
fighiyyah), maka sesungguhnya Ilhag tidak lagi berada dalam 
kon teks bermadzhab Oauli. 


c. Metode Manhaji 


Proses penerapan pengambilan hukum melalui metode 
ini setelah tidak mendapatkan rujukan dari teks dalam kitab 


Fuqaha; Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul 
Ulama (1926-2004), editor: Imam Ghazali Said (Surabaya: Diantama, 2006), hlm. 3. 
v Ahmad Arif, Pergulatan ..., hlm. 204. 
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mu'tabar dan juga tidak dapat di-ilhag-kan kepada hukum suatu 
masalah yang mirip dalam kitab mu'tabar tersebut. Akhirnya, 
digunakan jawaban melalui kaidah fiqhiyyah yang relevan.'* 


D. Qiyas dalam Pandangan NU 


Permasalahan keagamaan yang terjadi di Masyarakat 
dengan sadar dan sengaja dimintakan keputusannya kepada 
orang tertentu yang dipandang cakap. Hal seperti ini telah 
menjadi cara interaksi ulama'-awam sejak zaman awal Islam. 
Dalam konteks masa kenabian, Umat Islam tidak merasa perlu 
untuk saling bertanya atau orang yang ditanya tidak merasa 
pantas untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 
agama sebab Rasulullah SAW paling berhak dalam masalah ini. 
Di masa Shahabat, masyarakat muslim telah harus menentukan 
pilihan kepada siapa persoalan harus dimintakan keputusan. 
Meskipun pilihan tempat membawa masalah sudah cukup 
banyak, namun secara umum masyarakat memiliki kriteria yang 
cukup popular, yaitu shahabat-shahabat besar atau yang pernah 
mendapat pengakuan Nabi SAW kapabilitasnya. Pilihan pertama 
adalah Khalifah atau orang-orang yang pernah dikirim Nabi 
SAW sebagai amir, qadi, atau utusan khusus untuk mengajarkan 
agama kepada daerah yang jauh dari keberadaan Nabi SAW, 
dan kemudian Shahabat-Shahabat lain yang diketahui memiliki 
pengalaman khusus bersama Nabi SAW. Kriteria tersebut seolah 
telah menjadi command sense pada masyarakat Islam. 


Yang menarik pada masa Shahabat adalah sikap orang 
yang kepadanya dimintakan jawaban dari permasalahan yang 
dihadapi seseorang atau kelompok. Sikap umum dari mereka 
adalah mengalihkan kepada orang lain yang dianggap lebih 


18 Ibid, hlm. 207. 
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mengetahui kasus tersebut. Hingga terkadang, seseorang harus 
berkeliling membawa masalahnya dari seorang shahabat ke 
shahabat yang lain. 


Dengan melihat konteks etis seperti di atas, dapat dipahami 
dasar itba' pola bermadzhab yang terjadi dalam tradisi NU. 
Tinjauan historis di atas juga mengisyaratkan bahwa teknik 
penjawaban masalah dengan melimpahkan kepada orang yang 
dianggap lebih layak, memiliki akar dalam moralitas beragama 
pada masyarakat muslim awal. Persoalannya kemudian adalah 
nilai intrinsik dari sebuah persoalan terutama persoalan 
beragama dan keagamaan yang kebanyakannya berkenaan 
dengan halal dan haram, yang mempunyai konsekuensi benar 
dan tidaknya dalam beragama yang menghendaki jawaban yang 
benar dan sah. 


Dalam hal ini, semua orang yang menerima permasalahan 
dan akan menjawab persoalan tersebut, dituntut untuk 
memberikan jawaban yang tidak hanya dapat diterima oleh 
orang yang menghadapi persoalan tersebut tapi juga harus 
mendasarkan jawabannya dengan dasar-dasar yang sah. 
Terhadap permasalahan pokok agama atau yang memiliki 
dasar yang cukup jelas dalam teks-teks Syara, barangkali hanya 
diperlukan penjawaban naratif-deskriptif. Namun terhadap 
permasalahan furu, diperlukan seperangkat penalaran logis 
dalam mengoperasikan dalil-dalil agama hingga menjadi 
konklusi hukum. Perangkat penalaran ini disebut juga 
metodologi, yang salah satunya adalah giyas. 


Qiyas dalam fatwa NU dapat dipastikan eksistensinya. 
Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penerimaannya 
terhadap empat Madzhab Sunni yang walaupun berbeda 
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intensitasnya menerima qiyas sebagai salah satu cara mencari 
solusi hukum (istinbath). Bahkan, dalam tradisi 4 madzhab 
tersebut penerimaan terhadap giyas adalah absolute karena 
didasarkan kepada Ijma. Oleh karena itu, dapat dipastikan 
bahwa fatwa yang diberikan dengan cara menugil ibarat kitab- 
kitab yang mu'tabarah memuat produk-produk hukum yang 
dihasilkan dari penalaran qiyas, baik disebutkan" atau tidak.” 
Namun demikian, dalam hal bagaimana mencari solusi hukum 
yang dalam prosedur penjawaban masalahnya, ditetapkan 
mendasarkan kepada Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma, dan Oiyas 
(NU tidak menggunakan giyas secara mandiri). Sikap ini 
dianggap sebagai kehati-hatian (ihtiyath). 


E. Metode Ilhag: Sebuah Fenomena Oiyas ala NU 


Seperti telah disebutkan bahwa prosedur kedua dalam 
memutuskan persoalan dalam bahtsu I-masail adalah ilhag, 
lengkapnya ilhagu I-masiili bi nazhairiha.” Oleh NU, istilah 
ini berarti “menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang 


P Seperti fatwa tentang alat-alat yang dibunyikan dengan tangan. Muktamar 
memutuskan hukumnya mubah (boleh) selama tidak dipergunakan untuk 
menimbulkan kerusakan dan tidak menjadi tanda kefasikan. Putusan ini berdasarkan 
“ibarat kitab Ithaf “ala al-Ihya, yang menyebutkan dasarnya adalah Oiyas kepada 
suara burung dan suara-suara yang berirama lain. Ahkamul Fuqaha; Solusi Hukum 
Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004), 
editor: Imam Ghazali Said (Surabaya: Diantama, 2006), hlm. 21. 

Seperti fatwa tentang berdiri ketika memperingati Maulid Nabi SAW, yang 
menyertakan “ibarat kitab fatawa al-hadisiyyah ibn Hajr. Redaksi kitab tersebut 
memuat pendapat Imam Nawawi yang meskipun tidak disebutkan berdasarkan 
Oiyas, namum memuat ‘illat ‘penghormatan; Ibid, hlm. 98-99. 

Istilah ini adalah istilah resmi NU sebagaimana tartuang dalam hasil keputusan 
Munas Alim Ulama NU tahun 1992 dikukuhkan lagi dengan Muktamar 2004. 
Lihat: Ahkamul Fuqaha; Solusi...., hlm. 627, 750. Istilah dengan makna serupa juga 
digunakan oleh tokoh lain seperti KH. Sahal Mahfudh dengan “tanzir al-masail 
bi nazairiha”: Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah 
Catatan Pendek’, Kata Pengantar dalam: Ahkamul Fuqaha; Solusi...., hlm. xiii. 
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belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang 
telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang 
sudah “jadi”)”? Istilah ini memiliki kemiripan dengan qiyas 
dalam makna menyamakan atau membawakan satu keputusan 
hukum ke (pada) putusan lain yang telah ada sebelumnya. 
Hal Ini memperlihatkan kehati-hatian untuk tidak menyebut 
ketidakberanian fuqaha NU untuk melakukan kajian-kajian 
langsung terhadap sumber-sumber syari'ah. Qiyas dipandang 
tidak patut dilakukan karena penggunaannya hanya menjadi 
kompetensi mujtahid. Pada ilhaq yang diperlukan adalah 
mempersamakan persoalan fiqh yang belum ditemukan 
jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang 
sudah ada jawabannya. Sementara pada giyas, persoalan yang 
belum terjawab tersebut dirujuk langsung kepada al-Qur'an dan 
Hadis guna mempersamakan oleh karena keduanya memiliki 
“illat (alasan hukum) yang sama. 


Penggunaan ilhaq para prakteknya dilakukan hanya dalam 
hal apabila tidak terdapat pendapat yang tertera dalam “ibarat 
kitab atau “ibarat yang ada dalam kitab membicarakan masalah 
tersebut namun tidak bisa digunakan sebagai keputusan. Dalam 
istilah keputusan Munas dan Muktamar “tidak ada pendapat 
yang memberikan penyelesaian”.” Prosedur pelaksanaan Ilhaq 
adalah “dengan memperhatikan mulhag, mulhag bih, dan wajh 
al-ilhag” oleh Mulhig yang ahli. 

Mulhag, mulhag bih, dan wajh al-ilhag, mirip dengan 
tiga rukn dalam struktur qiyas; far’, ashl, dan “illah. Dengan 
asumsi kemiripan tersebut, maka mulhag sepertinya dipahami 
sebagai “masalah yang akan dicarikan hukumnya dengan 


2 Ibid, hlm. 627, 750. 
2 Ibid. 
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membawa kepada hukum yang ada padanannya dalam Kitab”, 
Mulhag bih berarti hukum yang telah ada dalam “ibarah kitab 
yang kepadanya masalah lain akan dipadankan hukumnya. 
Sedangkan wajh al-ilhaq menempati posisi “illah dalam qiyas, 
yaitu alasan yang digunakan untuk mengesahkan usaha 
penyamaan tersebut. Dengan melihat makna dan struktur 
‘ilhaq ini, adalah wajar sebagian peneliti beranggapan bahwa 
metode ini merupakan konsep yang mirip dengan qiyas, atau 
secara pasti dapat diyakini bahwa metode ini lahir karena 
terinspirasi oleh konsep giyas. Yang menjadi ciri khas Ilhag 
adalah menyamakan hukum satu kepada produk hukum yang 
sudah ‘jadi. 

Aplikasi metodologi seperti ini menimbulkan kesan bahwa 
ilhaq merupakan qiyas furw kepada hukum furw yang telah 
ada. Di tahap ini, kritik menjadi tidak terhindari. Karena 
pada dasarnya pola penalaran ini telah ada dalam tradisi 
pemikiran hukum madzhab-madzhab sunni, yang diterapkan 
dengan menggeneralisasikan beberapa produk hukum untuk 
kemudian digenerallisasikan dan ditentukan kaidah umumnya. 
Sehingga kaidah-kaidah tersebut kemudian digunakan secara 
induktif untuk diterapkan pada kasus-kasus yang serupa. 
Pada dasarnya pola ini merupakan penyederhanaan dari giyas 
agar memudahkan para mujtahid dan mufti dalam mencari 
(istinbath) hukum. Pola penalaran ini biasa dikenal dengan 
gawaid al-fighiyyah (legal maxim). 

Penalaran dengan mengoperasikan gawaid usuliyyah dan 
gawa'id fighiyyah dalam anggapan NU merupakan bagian dari 
bermadzhab manhaji, yang dalam pelaksanaannya merupakan 
jalan terakhir manakala tidak lagi diperoleh jawaban dengan 
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prosedur yang tergolong gawli. Akibat dari penetapan ini, 
metode ilhaq menjadi tidak ada tempat dalam penalaran hukum. 
Upaya menjelaskan metode ini menjadi sebentuk penalaran 
yang dilakukan dengan cara menggunakan/mengoperasikan 
qawaid fighiyyah dengan sendirinya tidak dapat dibenarkan.I) 
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PESAN 


Agar 
PENUTUP 


A. Kesimpulan 


Pembahasan dalam buku ini memberikan beberapa 
kesimpulan, yaitu: Pertama, @iyas adalah warisan intelektual 
Islam yang original dan berharga. Ia hadir sebagai sebuah nalar 
Islami yang didasari dari kesadaran dan kepekaan manusiawi 
dalam membaca dan memahami pesan-pesan syar'i. Spirit ini 
membawa pada perkembangan dan pematangan metodologi 
giyas cukup pesat dalam dinamika yang logis dan beradab. 


Kedua, Penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan 
metodologi giyas yang secara umum dibagi ke dalam: (1) 
pemikiran hukum awal, dimana giyas merupakan metode berfikir 
dalam mencari solusi hukum digunakan secara sederhana, dan 
(2) pemikiran formal, yang berusaha memformulasi konsep giyas 
menjadi metode penalaran yang terbatas dan ketat. Pada masa 
awal, subjektifitas ahli menjadi penentu keputusan yang kemudian 
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diumumkan/difatwakan serta diikuti oleh pengikut atau pengguna 
hukum. Meskipun tidak terlalu kebal terhadap kritik, format 
penalaran hukum awal lebih mempertimbangkan sisi maslahah. 
Sedangkan pada masa Al-Sysyafri dan selanjutnya, penalaran 
objektif-tekstual adalah identitas utama, pengujian terhadap 
produk hukum yang dihasilkan dari penalaran giyas bertumpu 
secara objektif terhadap teks/nash). 


Ketiga, Unsur utama pembentuk giyas adalah adanya 
kasus asal, adanya kasus cabang/furu', dan ada penghubung 
antara keduanya yang dikenal dengan Tllat. NU menggunakan 
giyas sebagai salah satu metode penalaran hukumnya. Namun 
terdapat kelemahan dalam penggunaannya. Hal ini terjadi 
karena tidak ada usaha pemutakhiran metodologi yang 
berakibat pada penggunaan secara serampangan metode- 
metode yang dihasilkan para pemikir klasik, atau hanya 
sekedar menggabungkan sebagian dengan sebagian yang lain 
tanpa ada sistem verifikasi yang dapat memastikan validitas 
penggunaannya. Kenyataan ini mengisyaratkan akan adanya 
ketidak-pedulian kolektif akan penalaran-penalan logis hukum 
yang seyogyanya semakin matang dan kompleks karena 
ditangani oleh sekelompok orang dalam sebuah organisasi yang 
berijtihad secara kolektif, dibandingkan dengan yuris-yuris 
klasik yang nota bane bekerja sendiri. 

NU, merupakan organisasi penganjur giyas yang tidak 
cukup berani menggunakan giyas secara konsisten, karena 
terikat dengan keyakinan bermazhab. Meskipun ada usaha 
memperbaharui penerapan giyas -sambil tetap mempertahankan 
ide bermazhab, namun semakin menampakkan kemunduran 


dari idealisme dan spirit giyas itu sendiri. 
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B. Saran 


Beberapa saran yang penulis berikan kepada pembaca yaitu: 
Pertama, Menggagas ulang mekanisme penalaran qiyas dalam 
organisasi-organisai Islam di Indonesia. Untuk itu diperlukan 
penyadaran dan kesadaran dari internal organisasi keagamaan 
agar program penetapan hukum berbanding lurus dengan 
penentuan kader atau anggota yang terlibat direkrut dengan 
kualifikasi kemampuan metodologi penalaran/usul al-fiqh yang 
mapan. 

Kedua, Setiap organisasi hendaknya berani sepakat dengan 
organisasi manapun dalam hal mencari solusi hukum yang 
bersifat keindonesiaan dengan ukuran kedisiplinan berpegang 
pada metodologi yang valid. [| 
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NU 
LBM 


HPT 
MUI 
HKI 

IQ 

SAW 
SWT 
ORMAS 
GUPPI 


PTDI 
DMI 

AD 

AU 

AL 

POLRI 
PDI 

PPP 
DSN-MUI 


MUNAS 


Glosarium 


: Nahdhatul Ulama 
: Lajnah Bahtsul Masail/Lembaga Bahtsul 


Masail 


: Himpunan Putusan Tarjih 

: Majelis Ulama Indonesia 

: Hak Kekayaan Intelekual 

: Intellegence Quotient 

: Shollallahu Alaihi Wasallam 

: Subhanahu Wa Taala 

: Organisasi Kemasyarakatan 

: Gabungan Usaha Perbaikan Pendidkan 


Islam 


: Perseroan Terbatas Dirgantara Indonesia 
: Dewan Masjid Indonesia 

: Angkatan Darat 

: Angkatan Udara 

: Angkatan Laut 

: Kepolisian Republik Indonesia 

: Partai Demokrasi Indonesia 

: Partai Persatuan Pembangunan 


: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama 


Indonesia 


: Musyawarah Nasional 


4 186 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


BUKU 


Abdul Fatah, Rohadi. Analisis Fatwa Keagamaan dalam Islam 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 


Abdul Fattah, Munawir. Tradisi Orang-orang NU (Yogyakarta: 
LKIS Pelangi Aksara, 2007). 


Abdullah, Sulaiman. Dinamika Qiyas dalam Pemabaharuan 
Hukum Islam (Kajian Qiyas Imam Syafi'i), (Jakarta: 
Pedoman Ilmu Jaya, 1996). 

Abu Hasani I-Sysyaibani, al-Ssiyaru I-Kabir, (Kairo, Daru 
I-Kutub, 1945). 


Abu Muhammad ibn al-Mugaffa, Risalatu fi I-Shshahabah, 


Abu Yusuf, Al-Rraddu ala Siyari I-Auza'i. (Kairo: Dar al-kutub, 
tt). 

Abu Zahrah, Muhammad. Ushulu I-Figh. (Mesir: Dar al-Fikr 
al-'Arabi, 1973). 


Ahkamul Fuqaha; Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, 
Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004), editor: 
Imam Ghazali Said (Surabaya: Diantama, 2006). 


METODOLOGI HUKUM ISLAM, Telaah Giyis dalam Fatwa Hukum NU 187 N 


Al-'Aini, Muhammad bin Ahmad. Al-Binayatu fi Syarhi 
I-Hidayah. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). 


Al-Amidi, Ali bin Muhammad. al-Ihkamu fi Ushuil I-Ahkam 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993). 


Al-Afghani, Said Jamaluddin. Fi Ushul al-Nahwi. (Beirut: Al- 
Maktab Al-Islami, 1987). 


Al-Anshari, Ghayatu I-Wushul Syarhi lubbi I-Ushul (Semarang: 
Syirkah al-Nur Asia, tth). 


Al-Baji, Abu al-Walid ibn Khallaf. al-Isyaratu fi Ushul al-Figh, 
pada catatan pinggir Syarhi I-Waragat, (Beirut: Dar al- Fikr, 
1951). 

Al-Baberti Al-Hanafi, Muhammad bin Mahmud bin Ahmad. 
Al-Rrududu wa I-Nnugud: Syarhu Mukhtashari Ibni I-Hajib, 
vol. 2 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nasyirun, 2005). 

Al-Badakhsi, Syarhu al-Badakhsyi Minhiji I-Ugul, (Bairut: Dar 
al-Kutub al-Tlmiyah, tth). 

Al-Barzanji, al-Taârudu wa l-Ttarjihu baina l-Adillati l- 
Sysyar'iyyah: Bahtsu Ushuli wa mugarani bi l-Madzåhibi 
I-Islamiyyati l- Mukhtalifah, Juz.II. (Bairut: Dir al-Kutub 
al-Ilmiyah,1993). 

Al-Basri, Abu Husain. Kitabu I-Mu'tamadi fi “Ushuli I-Figh, 
(Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiyyah, 1982). 


al-Bukhari, “Abd al-Aziz. Kasyfu I-asrar. (Beirut: Dar al-fikr 
al-Hadith, 2000). 


Al-Damanhuri, Ahmad. Syarhu Idhdhi al-Mubham, (Singapura: 
al-Haramain, tanpa tahun). 


/ 188 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. Al-Mustasfa min Tlmi 
I-Ushul (Beirut: Dâr al-Kutub al-Tlmiyyah, 2008). 


Al-Imriti, Tashilu I-Tturuqati li Nazhmi I-Waraqat. (Bandung: 
Shirkah al-Ma'arif, tth). 


Al-Isnawi, Jamal al-Din Abd al-Rahman. Nihayatu I-Ssul Fi 
Syarhi Minhaji l- Ushul. (Kairo, Dâr al-Kutub al-Arabiyyah, 
tt). 


Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad ibn Ali. Ahkamu I-Ouran (Beirut: 
Dar al-kutub, 1925). 


Al-Jassas, Abu Bakr Ushulu I-Jassas. (Kairo: Dar al-Kutub al- 
Misriyyah, 1995). 


Al-Madani, Mawathinu I-Ijtihadi fi Syariati I-Islamiyyiah. 
(Kuwait: Maktabah al-Manar, tth). 


Al-Mahalli, Syarhu Matni Jami I-Jawimi (Bairut: Dar al- 
Fikr, 1982). 


Al-Namlah, “Abd al-Karim bin “Ali bin Muhammad. al- 
Muhadzdzabu fi “ilmi Ushuli I-Fiqh al-Muqaran; Tahriru 
li Masdilihi wa Dirasatiha Dirasatan Nazhariyyatan 
Tathbiqiyyah (Riyad, Maktabah al-Rusyd, 1999). 

Al-Namlah, Abd al-Karim bin Ali bin Muhammad. Ithafu dzawi 
I-Bashdiri bi Syarhi Raudhati I-Nnazir fi Ushali I-Fighi ala 
Madzhabi I-Imami Ahmadi bin Hambal, Vol.7 (Riyad:Dar 
al-Asimah, 1996). 

Al-Nawawi, Shahihu Muslimi bi Syarhi I-Nnawawi (Bairut: Dar 
al-Fikr, 1983). 


Al-Oudri, Muhammad Tahir. Ijtihad; Meaning, Application and 
Scope (Lahore: Minhajul Ouran Press, 2007). 


METODOLOGI HUKUM ISLAM, Telaah Giyis dalam Fatwa Hukum NU 189 N 


Al-Razi, Abu Bakar. Al-Mahsulu min Tlmi I-Ushul, (Beirut: Dâr 
al-Fikr, 1986). 


Al-Sahalawi, “Abd “Ali Muhammad bin Nizam al-Din 
Muhammad Fawitihu I-Rrahamuti bi Syarhi Musallami 
I-Tsubut (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2002). 


Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. Ushulu 
I-Sarakhsi. (India: Lajanah Ihya al-Maarif al-Nu'maniyyah, 
tanpa tahun). 


Al-Sarakhsi, Muhammad bin Abi Sahl. Kitab al-Mabsuth. 
(Beirut: Dar al-Marifah, tanpa tahun). 


Al-Sysyaffi, Muhammad bin Idris. al-Risalah (Beirut:Dar al- 
Fikr, tanpa tahun). 


Al-Sysyafti, Ikhtilafu I-Hadits, dalam catatan pinggir Kitabu 
I-Umm, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Arabiyyah). 


Al-Sysyathibi, Abu Ishaq. al-Muwafagatu fi Ushuli I-Sysyariah. 
(Beirut: Dar al-Fikr, 2000). 


Al-Sysyafi'i, Muhammad bin Idris Kitab al-Umm, (Kairo: Dar 
al-Kutub al-Arabi, 1924). 


Al-Sysyahrastani, Muhammad bin Abd al-Karim. al-Milalu wa 
I-Nnihal, juz IN (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 2007). 


Al-Sysyaibani, Abu Hasan. al-Ashl, (Beirut: Dir al-Fikr, 1964). 


Al-Sysyaibani, Abu Hasan. al-Ssiyaru I-Kabir (Beirut: Dar al- 
Fikr, 1957). 


Al-Sysyirazi, al-Luma' fi Ushuli I-Figh (Surabaya: Mathba'ah 
al-Hidayah, tth.). 


/ 190 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


Al-Syayaukani, Muhammad. Irsyadu I-Fuhuli ila tahqiqi I-haggi 
min Ilmi I-ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000). 

Al-Subki, Tagiyy al-din dan Taj al-din. al-Ibhaj Syarh Minhiji 
I-Ushul. (Kairo: Mathbaah al-Taufig al- Adabiyyah, tt). 

Al-Subki, Jamu I-Jawami'. (Bairut: Dar al-Fikr, 1982). 

Al-Suyuti, al-Jami al-Saghir fi Ahadithi al-Bashir al-Nazir 
(Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tth.) 

Al-Taftazani, Sa'ad al-Din Mas'ud ibn Umar. Hasyiyyatu Syarhi 


Muhtashari I-Muntaha, (Kairo: al-Mathbaah al-Kubra al- 
Amiriyyah, 1927). 
Al-Taftazani, Sa'ad al-Din Mas'ud ibn Umar. al-Ttalwihu Syarhi 
I-Ttaudhih, (Kairo: Dar al-Ahd al-Jadid li al-Thibaah, 1957). 
Al-Umari, al- Ijtihadu fi I-Islam: Ushuluhu, Ahkamuhu, Tafaguh 
(Bairut: Muassasah al-Risalah, 1986). 


Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Bahadur bin Abdullah. 
al-Bahru al-Muhithi fi Ushuli I-Figh, vol.5 (Kuwait: Dar al- 
Safwah, 1992). 


Al-Zuhaili, Wahbah. Ushulu I-Fighi I-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 
1986). 


Amir Syarifuddin, Ushul Figh, jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1997). 


An-Na'im, Toward an Islamic Reformation: Civil liberties, 
Human Raight and International Law, Terj. (Yogyakrta: 
LKiS dan Pustaka Pelajar,1994). 


Arifi, Ahmad. Pergulatan Pemikiran Figih “Tradisi” Pola Mazhab 
( Yogyakarta : Elsag Press, 2010). 


METODOLOGI HUKUM ISLAM; Telaah Giyas dalam Fatwa Hukum NU 191 N 


Asy'ari, Hasyim. Muqoddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama 
(Kudus: Menara Kudus, 1971). 


Asyari, Suaidi. Nalar Politik NU dan Muhammadiyah, Over 
Crossing Java Sentris (Yogyakarta: LkiS. 2009). 


Atho Mudzhar, Mohammad. Fatwa-fatwa Majelis Ulama 
Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam 
di Indonesia, 1975-1988, edisi DwiBahasa, terj. Soedarso 
Soekarno (Jakarta: INIS,1993). 


Azra, Azyumardi. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. 
Terj. Iding Rosyidin Hasan (Bandung: Mizan, 2002). 

B. Hallag, Wael. A History of Islamic legal Theories, (London: 
Cambridge, 1997). 

Badsyah, Amir. Taisiru I-Tahrir, (Kairo: Mustafa al-Babial- 
Halabi, 1951). 


Baso, Ahmad. NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara 
Fundamentalisme-Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal 
(Jakarta: Erlangga, 2006). 


Bazdawi, Ushůlu I-Bazdawi, dalam margin Abd al-'Aziz bin 
ahmad al-Bukhari, Kasyfu I-asrari an Ushili Fakhri I-Islami 
I-bazdawi. (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 2000). 


bin Hazm, Ali bin Muhammad bin Sa'id. Al-Ihkamu fi ushuli 
I-Ahkam. (Beirut: Dar al-Afag al-Jadidah, tanpa tahun). 


bogdan, Robert., dkk, Pengantar Metoda Penelitan Kualitatif, 
terj. Arief Furgon (Surabaya: Usaha Nasional, 1992). 


Dhavamoni, Mariasusai. Fenomenologi Agama, terj. Kelompok 
Studi Agama “Driyarkara” (Yogyakarta: Kanisius, 1995). 


/ 192 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


Dutton, Yassin. The Origins of Islamic Law, (Great Britain: 
Curzon Press, 1999). 


Feillard, Andree. NU Vis a-Vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk, 
dan Makna. Terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999). 


Fuad, Mahsun. Hukum Islam Indonesia; dari Nalar Partisipatoris 
hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LKiS, 2005). 


Hasan, Ahmad. Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence, 
(Islamabad: Islamic Research Institute, 1986). 


Hadi, Hardono. Epistemologi, (Jakarta: Kanisius, 2005). 


Hasan, Ahmad. The Doctrine of Ijma. (Islamabad: Islamic 
Research Institute, t.t). 


Hashim Kamali, Muhammad. Principles of Islamic Jurisprudence, 
(Cambridge: Islamic texts Society, 1991). 


Hilmi, Mahmud. Nizhamu I-Hukmi I-Islami: Mugaranatu bi 
I-Nnizham l-Muâshirah. (tt:Da r al-Huda, 1987). 


Ibn al-Hajib, Jamal al-Din Abu Amar. Muhtasharu I-Muntaha, 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1920). 


Ibn al-Mugaffa, Risalatu fi I-Shshahabah, (Kairo: al-Babial- 
Halabi, 1954). 


Ibn al-Subki, Taj al-din Abd al-Wahab. Jamu I-Jawam?, (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1997). 


Ibn Anas, Malik. Al-Muwaththa', (Kairo: Dar al-Kutub al- 
'Arabiyyah, 1951). 


Ibn Anbari, Kamaluddin Abi Barakat. luman I-Adillah (ttp, 
1988). 


METODOLOGI HUKUM ISLAM; Telaah Qiyas dalam Fatwa Hukum NU 193 N 


Ibn Hazm, Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, tt). 

Ibn Hisham, Abu Muhammad “Abdullah ibn Yusuf. Sirah al- 
Nabawi (Kairo: Dar al-Kutub, 1929). 


Ibn Humam, Kamal. al-Musyarah, (Bulaq: al-Mathba'ah al- 
Amiriyyah, 1917). 

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abu Bakr Ayyub, 
Alamu I-Muwaqqi'ini an Rabbi I-Alamin (al-Riyadh: Dar 
ibn al-Jauziyy, 1423 H). 

Ibn Qudamah, Muwaffag al-Din. Raudhatu al-Nazhir, (Kairo: 
Dar al-Kutub, 1988). 


Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad. Kitab al- 
Mugaddimat. (Kairo: Dir al-Mustafa, t.t). 


Ibn Saad, Muhammad. Thabagatu I-Kubra (Beirut: Dar al-Fikr, 
1975). 


Iji, Adhuddin. Syarh Muhtasar al-Muntaha, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1960). 


Imam Ghazali, Said, ed: Ahkamul Fugaha, Solusi Hukum Islam, 
Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama 
(1926-2004), (Surabaya: Diantama, 2006). 


Igbal, Muhammad. The Recontruction of Religious Thought in 
Islam. Terj.(Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1983). 


J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 
Rosdakarya, 1996). 


Jamaluddin, Mustafa. al-Giyas, (Najaf: Mathbaah Numan, 
1972). 


/ 194 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


Kamali, Hasyim. Principles of Islamic Jurisprudence. (London: 
Cambridge, 1991). 


Khadduri, Majid. Islamic jurisprudence. (Baltimore, 1961). 


Khallaf, Abdul Wahhab. “Ilm Ushul al-Fiqh (Cairo: al-Dar al- 
Kuwaitiah, 1968). 


Margoliouth, The Early Development of Muhammedanism, 
(London: Oxford University press, 1941). 


Muhammad Shata, Abi Bakr bin al-Sayyid. Tanat al-Talibin, juz 
III (Beirut: Dar al-Fikr, 1993). 


Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma 
Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2004). 


Munawwir, Ahmad Warson. al-Munawwir (Yogjakarta, UPBIK, 
1984). 


Muzadi, Abdul Muchith. NU dalam Perspektif Sejarah dan 
Ajaran, (Surabaya: Khalista, 2006). 


Noerman, Muhd. “Sumber Hukum Syari'at Islam” dalam Al- 
Islam, no.2,(Medan, th.1955). 


Nyazee, Imran Ahsan Khan. Islamic Jurisprudence, (Islamabad: 
The International Institute of Islamic Thought, 2000). 


Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an 
Intellectual Tradition, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: 
Pustaka, 1993. 


Rahman, Fazlur. Islamic Methodology in History, (Islamabad: 
Islamic Research Institute, 1965). 


METODOLOGI HUKUM ISLAM; Telaah Qiyas dalam Fatwa Hukum NU 195 N 


S. Praja, Juhaya. Teori Hukum dan Aplikasinya (Bandung: 
Pustaka Setia, 2011). 


Sadr al-Syari'ah, Ubaidillah ibn Mas'ud. al-Taudhih, (Kairo: Dar 
al-'ahd al-Jadid li al-Thibaah, 1957). 


Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: 
Sebuah Catatan Pendek” Kata Pengantar dalam: Ahkamul 
Fuqaha; Solusi...., xiii. 


Sahnun, Muhammad ibn Qasim. al-Mudawwanatu I-Kubra. 
(Beirut: Dar al-Fikr, 1939). 


Schacht, Joseph. The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 
(London: Oxford University Press, 1959). 


Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam. Terj: Ahmad 
Sudjono (Bandung: PT. Al-Ma 'arif, 1977). 


Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU: 
Sejarah, Istilah, Amaliah, dan Uswah, Buku I (Surabaya: 
Khalista, 2010). 


Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU: 
Sejarah, Istilah, Amaliah, dan Uswah, Buku II (Surabaya: 
Khalista, 2010). 


Sutarno. Muhammadiyah, Gerakan Sosial Keagamaan Modernis 
(Suara Muhammadiyah). 


Triyanta, Agus. “Greek Philosophy And Islamic Law (The 
Influence of Aristotles Logic on Analogical Oiyds in 
Sysyafifs Risala)”, dalam Logika, no.6, Volume.5 Juli 2001. 


Tuwana, Sayyid Muhammad Musa. al-ljtihad wa maza Ha- 
jatuna ilaih fi haza al-Asr (Mesir: Dir al-Kutub al- 
Hadithah, 1973). 


/ 196 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


United State Institute of Peace, Ijtihad: Reinterpreting Islamic 
Principles for the Tenty-first Century, edisi Special Report, 
no.125 (Washington DC: USIP, 2004). 


van Bruinessen, Martin. NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, dan 
Pencarian Wacana Baru. Terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: 
LKiS, 1994). 


Yahya, Imam. Dinamika Ijtihad NU. (Semarang: Walisongo 
Press, cet. I, 2009). 


Zahro, Ahmad. Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masal 
1926-1999. (Yogyakarta : LkiS, 2004). 


Zuhaili, Wahbah. Ushulu I-Fighi I-Islami. (Dar al- Fikr al- 
Mu'asir, 1986). 


Ibn Hazm, al-Tagribu li Hadd al-Mantig, (Beirut: Dar al-Fikr, tt). 
------------ , Kitab al-Kharaj. (Kairo: Dâr al-Kutub al- Tlmiyyah, 


Al-Ghazali, al-Mankhul, (Beirut: Dâr al Fikr, 1970). 
------------ , Shifa' al-Ghalil, (Beirut: Dâr al Fikr, 2003). 
------------ , Bidayat al-Mujtahid (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997). 


Hasan,ahmad. Qiyås; Pelaran Analogis di dalam Hukum Islam, 
terj. Widyawati (Bandung:Pustaka, 2001). 


------------ , The Early Develofment of Islamic Jurisprudence, 
(Islamabad: Islamic Research Institute, 1970). 


------------ , The Origins and Evolution of Islamic Law, (United 
kingdom: Cambridge University Press, 2005). 


METODOLOGI HUKUM ISLAM; Telaah Qiyâs dalam Fatwa Hukum NU 197 N 


INTERNET 


http://hizbut-tahrir.or.id/2009/01/29/tanggapan-hizbut-tahrir- 
indonesia-terhadap-fatwa-mui-tentang-golput/. (di akses: 
Januari 2012). 


http://id.wikipedia.org/wiki/ Agama di Indonesia (diakses 
pada tanggal 30 Januari 2012). 


www.scribd.com/doc/61739646/struktur-logika-dalam-teori- 
hukum-islam.(25 desember 2011) 


http://mahsunmahfudh.blogspot.com/2010/08/nalar-hukum- 
nahdlatul-ulama 6534.html di akses pada Desember 2010 


4 198 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


A 

Abbasiyah 30 

Abd al-Karim al-Namlah 31 

Abd al-Wahhab Khallaf 15, 30 

Abdul Aziz bin Saud 164 

Abu Bakar al-Jassas 103, 126, 137 

Abu Hanifah 48, 59, 60, 66, 70, 
71, 72, 84, 87, 94 

Abu Husain al-Basri 3 

Abu Yusuf 48, 55, 56, 60, 67, 70, 
71, 72, 73, 84, 85, 187 

Adhuddin al-iji 119 

afirmatif 4 

Al-Bazdawi 91, 133, 134, 147, 
148 

Al-Ghazali 31 

al-Qur'an 1, 2, 16, 46, 47, 48, 49, 
54, 56, 58, 65, 66, 74, 75, 77, 
79, 80, 81, 85, 95, 96, 101, 
103, 104, 108, 120, 122, 125, 
132, 153, 174, 180 

Alquran 1, 2, 5, 28, 30, 32, 33, 40, 
45,47, 111 


METODOLOGI HUKUM ISLAM, Telaah Giyas dalam Fatwa Hukum NU 


Al-Shafi'i 22 

al-Subki 41, 92, 143, 154, 156, 
157, 193 

Al-Syatibi 98 

al-Sysyafii 22, 101, 102, 103, 109, 
114, 122, 130, 131, 137, 175 

apriori 7 

agliyyah 6, 140, 142, 143, 158, 
159 


ashl 3, 16, 101, 102, 103, 104, 105, 
107, 116, 126, 127, 137, 180 


A. Wahab Hasbullah 164 


B 
Badui 112, 113 
bahasa Arab 3, 32, 40, 63, 74, 78 


bêits 136, 137, 139, 141, 143, 152, 
153, 154, 156, 158, 159 


Bandung 7, 14, 21, 23, 34, 35, 
166, 171, 189, 192, 194, 195, 
196, 197, 203 


Banjarmasin 171 
Banten 171 


Banyuwangi 171 


199 N 


Bibel 22, 61, 62 
Boyolali 174 
bukti 6,48, 50, 58, 62, 63, 85, 103 


C 


cabang 3,4, 13, 23,25, 43,79, 81, 
82, 91, 96, 101, 102, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 114, 115, 
117,119, 120, 121, 122, 126, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 136, 137, 138, 139, 142, 
145, 168, 170, 184 


D 


dalil 1, 3, 6, 15, 16, 27,29, 30, 31, 
32, 33, 41, 42, 50, 64, 91, 92, 
93, 96, 178 


E 
efektif 138, 165 
esensi ijtihad 27 


F 

Fakhruddin al-Razi 105 

fagih 31 

far 3,101,126, 127, 128, 130, 180 

fatwa 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 
21, 44, 45, 50, 174, 178, 179, 
192, 198 

filologi 62 

fiqh 1, 2,8, 12,17, 22, 31, 33, 56, 
61, 62, 65, 71, 74, 80, 85, 86, 
101, 102, 103, 105, 106, 107, 


109, 113, 117, 120, 123, 124, 
125, 126, 128, 129, 132, 136, 
137, 138, 139, 143, 147, 152, 
156, 157, 170, 174, 175, 176, 
180, 185 


figh mazhab 8 


G 


gerakan cincin 148 


gerakan sosial 163 


H 
hadd 68, 94, 159 


hadits 22, 32, 38, 53, 54, 57, 58, 
59, 60, 70, 71, 80, 87, 92, 93, 
94, 103, 104, 113, 114, 119, 
122, 123, 150 

Hasan al-Syaibini 34, 60 

Hasyim Asyari 165, 167 

Hubbab ibn Mundzir 52 

hujjah 1 

Hukum i, iii, vii, x, 3, 5, 7, 8, 13, 
14, 18, 19, 21, 23, 25, 34, 
101, 108, 110, 129, 130, 132, 
138, 165, 166, 176, 179, 187, 


188, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 203 


hukum Madinah 57, 58, 67, 68 


I 
ibadah 18, 36, 75 
Ibn Abbas 66 


200 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


Ibn Anbari 3, 194 

Ibn Hazm 4, 5, 194, 197 

Ibn Qayyim al-Jauziyyah 15, 17, 
18, 29, 194 

ijma 1, 16, 30, 32, 33, 42, 50, 61, 
77, 87, 89, 91, 92, 93, 96, 101, 
102, 103, 108, 109, 115, 116, 
117, 118, 120, 121, 125, 146 

ijtihad 1,2, 4, 9,10, 11, 15, 16, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 53, 78, 79, 
80, 81, 82, 83 

Ilhag x, 176, 179, 180, 181 

illah 3, 20, 73, 128, 180, 181 

independen 34, 76, 121 

inderawi 4, 106, 107 

Intellegence Quotient 39 

intensif 6 


Irag 54, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 83, 84, 85, 
136, 138 


Islam v, vii, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 
28, 30, 34, 36, 38, 39, 45, 46, 
47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 
62, 63, 66, 67, 74, 80, 85, 107, 
125, 163, 164, 165, 166, 167, 
170, 176, 177, 179, 183, 185, 
187, 188, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 203, 204 


istidlal 31, 50 


Istihsan 50 
Istinbath 179, 196 
Ttigad 34 


J 


Jakarta 1, 7, 17, 19, 21, 23, 39, 
170, 171, 172, 173, 187, 191, 
192, 193, 194 


Jamal al-Din Abd al-Rahmanal- 
Isnawi 122, 124, 125 


Joseph Schacht 16, 57, 61, 62, 84 


K 


khamr 104, 105, 126, 127, 129, 
132, 141, 143, 146, 153, 159 


Komite Hijaz 164 


L 
Lajnah 8, 167, 168, 197 
Lembaga Bahtsul Masail 168 


M 

mafsadat 19 
Magelang vi, 171 
Malang 171 


manhaji vi, 169, 170, 173, 174, 
181 


masalik al-'illah 20 
Masdar Farid Masudi 169 


metodologi vii, 6, 11, 12, 13, 19, 
22, 24,31, 34, 41, 43, 44, 170, 
173, 178, 181, 183, 184, 185 


METODOLOGI HUKUM ISLAM, Telaah Giyas dalam Fatwa Hukum NU 201 


Mohammad Atho Mudzhar 7, 
19,20 


muamalah 18, 36 
mubadzir 10, 11 


Muhammad Abu Zahrah 6, 15, 
16 


Muhammadiyah 8, 192, 196 


Muhammad Musa Tuwana 15, 
29 


Mujtahid 31, 32, 39, 42, 43, 44, 
64, 126, 197 

musagah 70,71 

mutawallidat 150 


Mu'tazilah 104, 125, 132, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 143, 
147, 150, 153 


N 

Nahdatul Ulama 8 

nagliyyah 6 

nash 4, 5, 6, 20, 33, 37, 38, 39, 50, 
74, 75, 82, 83, 89, 91, 92, 93, 
95, 96, 102, 103, 104, 105, 
109, 111, 116, 117, 118, 119, 
121, 123, 124, 125, 126, 131, 
132, 134, 135, 136, 138, 139, 
144, 145, 146, 160, 167, 184 

negatif 4, 106 


O 
ortodoksi 74, 143, 150, 151 


otoritas 1, 13, 92, 93, 94, 96, 97, 
108, 109, 119, 121, 124, 125, 
130, 136, 138, 139, 143, 147, 
149, 158, 159, 168 


otoritas Syariah 158, 159 


P 

PBNU 168 

Pekalongan 171 
perspektif 12, 14, 23, 31 
positif vii, 9, 14, 106, 170 
premis 4, 5, 6, 65 


Q 

Qath'i 36 

Qauli 169, 176 

gawaid fighiyyah 45, 182 
Qawaid Ushuliyyah 45 


gishash 117, 129, 130, 140, 147, 
148, 150, 151, 153, 154, 155, 
156, 160 


qiyas 1,3, 5,16, 17,27, 31, 40, 44, 
50, 51, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 
99, 101, 102, 103, 104, 106, 
107, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 


202 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


132, 133, 134, 135, 136, 137, 
141, 145, 157, 176, 178, 179, 
180, 181, 183, 184, 185 


R 


ray 4, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 
68, 71, 73, 74, 75,79, 82, 83, 
86, 99, 101, 126 


S 
Salatiga 172 


Schacht 16, 17, 22, 57, 61, 62, 63, 
84, 196 


Semarang 43, 167, 171, 172, 188, 
197 


subjektifitas 12, 183 


sumber hukum 1,2, 5, 27, 28, 30, 
86, 92, 95, 96, 125 

Sunnah 1, 2, 5, 14, 28, 30, 32, 33, 
36, 37, 40, 52, 53, 56, 65, 75, 
77, 78, 79, 81, 95, 96, 103, 
108, 167, 179, 204 

Surabaya 8, 10, 21, 163, 165, 167, 
169, 170, 171, 172, 176, 179, 
188, 191, 192, 194, 195, 196 

Surakarta 171 

Suriah 54, 57, 59 

Syafriyyah 93, 95, 96, 109, 116, 
166 

Syariah 98, 103, 106, 107, 110, 


139, 140, 141, 142, 145, 146, 
147, 149, 151, 155, 156, 157, 
158, 159, 160 


Syariat 7, 31, 36, 195 


T 

taassub 11 

Taftazani 97 

taglid 15 

tarjih 41, 44 

teologi 1, 33, 74, 139, 141, 151, 
157 


U 
Umar ibn Abd al-Aziz 54 


Umar ibn al-Khaththab 53, 54, 
55, 56, 60, 83, 84 

‘urf 83, 86, 88, 94 

Ushûl al-Fiqh 1, 6, 11, 15, 16, 22, 
29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 43, 
92, 127, 188, 195 


ushiliyyin 17 


W 
Wahbah al-Zuhaily 15,29 
wagi'iyyah 170, 173, 174 


washf 3, 108, 116, 118, 144, 145, 
152 


washf tard 152 


METODOLOGI HUKUM ISLAM, Telaah Giyis dalam Fatwa Hukum NU 203 N 


Y 


Yahudi 16, 17, 22, 61, 62, 63, 
70, 71 


Yogyakarta 23, 163, 166, 167, 
172, 173, 175, 187, 192, 193, 
197 


Z 

zakat 37, 53, 114, 123, 174 
Zhan 15,30 

Zhanni 31, 37, 38, 50 

zhihar 113, 121, 131, 132, 133 


204 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


Tentang Penulis 


Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. Lahir di Tembilahan 
pada14 Februari 1967. Saat ini penulis menjadi Dosen di 
Universitas Islam Indragiri Riau. 


Riwayat pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri (MIN) Tembilahan Tahun 1980/1981. Madrasah 
Tingkat Tsanawiyah (MTsN) Tembilahan Tahun 1981/1983. 
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Tahun 
1993. Pondok Pesantren Daarunnasyieen JawaTimur 
Tahun 1986/1989. Pondok Pesantren Darussalam 
Martapura Kalimantan Selatan Tahun 1989. Kemudian 
jenjang Sarjana Sosial (S.sos) di Universitas Lancang 
Kuning Pekanbaru Tahun 2008. Jenjang Magister Hukum 
(M.H.) di Universitas Islam Riau Tahun 2011, dan terakhir 
jenjang doktor di Unisba Bandung tahun 2015. 


Berbagai Pengalaman Organisasi dan Pekerjaan penulis 
di antaranya: 


1. Ketua Remaja Masjid Al-Huda Tembilahan Tahun 
1992. 


METODOLOGI HUKUM ISLAM, Telaah Giyis dalam Fatwa Hukum NU 205 N 


2. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat 
II Indragiri Hilir Tahun 1999 sebagai Da'i Tingkat 
Kabupaten. 


3. Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 
2004. 

4. Sekretaris Satuan Karya Ulama Indonesia 
Kabupaten Indragiri Hilir 2006 sampai sekarang. 

5. Wakil Ketua AMMDI (Angkatan Muda Majelis 
Dakwah Islamiyah) Kabupaten Indragiri Hilir 
Tahun 2006. 


6. Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia 
(KNPI) Kabupaten Indragiri Hilir 2006. 


7. Guru Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Indra Adnan Collage Kabupaten Indragiri 
Hilir Tahun 2009. 

8. Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam 
Indragiri Tahun 2010 sampai sekarang. 

9. Ketua Yayasan Syekh Abdurrahman Siddiq Tahun 
2011 sampai sekarang. 

10. Pimpinan Majelis Taklim Ahlus Sunnah Waljama'ah 
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 sampai 
sekarang. 

11. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Generasi 


Selamat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 
sampai sekarang. 


4 206 Dr. H. Ali Azhar, S.Sos., M.H. 


Penulis tinggal di Jl. H. Hasan No. 44 Tembilahan 
Kota. Bersama sang istri Hj. Nurlianti, dan keempat putra/ 
putrinya. 1. Muhammad Naofal Arsyad (Tembilahan, 07 
September 1994). 2. Alia Fatimah Zahra (Tembilahan, 
03 Januari 1997). 3. Muhammad Khatib Siddiqiey 
(Tembilahan, 30 November 2000). 4. Muna Humayra Balqis 
(Tembilahan, 08 Desember 2007). 


METODOLOGI HUKUM ISLAM; Telaah Qiyas dalam Fatwa Hukum NU 207 N 


CATATAN 
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"rubahar-peruhahan. yang tedadi Malam masyarakat jika diamati dapat terjadi 

dalam bermacam-macam Wentak Ada perubahan yang terjadi secara lambat 

(evolusi) dan ada jaga perubahan cepat (aw Perubahan lambat terjadi 
lengan sendirinya sebagai akibat adaptasi masyarakat dengan kondisi lingkungannya. Hal 
demikian berbeda dengan perubahan Sepak yang mmancul karena tekih direncanakan, Dalam 
kondisi tersebut, masyarakat membutuhkan solusi hukum yang tidak saja bersandar pada 
akar historisnya tetapi jaga memiliki dimensi kontekstual. Oiyas dalam konde tersebut 
menjadi pranata yang memiliki posisi strategis di Ormas NU. Qiyas menjadi solws 
terjadinya fluktuasi antara kebutuhan ijtihad hukum yang kontekstual dan mampu 
bersinergi dengan kebutuhan masyarakat NU 

Qiyàs dalam perspektif. NU kemudian menjadi pola ijtihad sekaligus bsermastehab 
yang dilakukan oleh NU, baik berrnadahab secara gauli maupun manhaji, Akan tetapi 
sebenarnya, mayoritas ulama NU hanya memegang dan mempelajari manhaj imam Syafi'i 
Hal ini terlihat dalam kepustakaan yang menjadi rujukan dan kurikukan pesantren yang 
diasuhnya. Kitab-kitab seperti Wanagat, Hujjah al- Wusdhul, Lan u al Jawamsi , al-Mushtasyfa, 
al-Asybah wan al-Nazha' dan lain-lain banyak dijumpai pada koleksi kepustakaan mereka 
dan dibaca (diajarkan ) di beberapa pesantren, Namun, akibat perkembangan dan rumitnya 
pervoalan-persoalan hukum baru yang dipertanyakan komunitas warga NU telah 
memotivasi para kyal muda NU untuk bukan hanya "terhipnotis” mencari "barah dalam 
lteratur-iteratur klasik yang diakui keabsuhannya, tetapi lebih dari itu, mereka rnulai 
“berani "mengkritisi karya-karya ulama terdahulu (kitab-kitab kuning) 

Buku berjudul “METODOLOGI HUKUM ISLAM; Telaah Qiyås dalam Fatwa 
Hukum NU" ini merupakan kajian komprehensif dinamika aktual hukum Islam di 
Indonesia, Penulisan buku ini juga bertujuan mengembangkan khazanah keilmuan di 
bidang hukum dan hukum Islam, sehingga memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi 
masyarakat luas. Selamat Membaca... ! 
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